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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2025 - 2029

Rencana strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya

disebut Renstra Kementerian dielaborasikan ke dalam 5 (lima) Bab yang

meliputi:

A. BABI PENDAHULULAN
Bagian ini terdiri atas kondisi umum, serta potensi dan tantangan
pembangunan kehutanan.

B. BABII Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
Bagian ini terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran Kementerian Kehutanan,
identifikasi risiko sasaran strategis, dan tolak ukur pencapaian
pembangunan Kehutanan Tahun 2025 - 2029.

C. BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka
Kelembagaan
Bagian ini terdiri atas arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan
dan strategi Kementerian Kehutanan, kerangka regulasi, dan kerangka
kelembagaan.

D. BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bagian ini terdiri atas target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian
Kehutanan Tahun 2025 - 2029.

E BAB V Penutup

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2 : Matriks Indikasi Pendanaan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan lainnya
yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas dan/atau Proyek
Prioritas

Lampiran 3 : Matriks Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

Lampiran 4 : Matriks Kerangka Regulasi

Lampiran 5 : Metode dan Perhitungan Indikator Kinerja Utama

Kelima Bab tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

A. BABI-PENDAHULUAN
1. Kondisi Unum

1.1 Pembangunan Kehutanan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2025 - 2029 meletakkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan terutama dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi
salah satu aspek batasan dalam pelaksanaan pembangunan
(development constraint). Aspek tersebut dijabarkan ke dalam 7
(tujuh) hal, yaitu kawasan lindung di darat dan perairan, tutupan
hutan primer dan hutan di atas lahan gambut, habitat spesies kunci,
luas permukiman di area pesisir terdampak perubahan iklim,
kawasan rawan bencana, ketersediaan air, dan ketersediaan energi.
Selain itu, RPJMN Tahun 2025-2029 juga meletakkan sektor
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kehutanan dalam sumber pertumbuhan inovatif untuk mencapai
target pertumbuhan tinggi dalam jangka menengah melalui
peningkatan produktivitas pangan, hilirisasi industri berbasis sumber
daya alam melalui penerapan ekonomi hijau, dan pengembangan
pariwisata. Hal ini menjadikan kehutanan sebagai sektor yang penting
dalam menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung
perikehidupan makhluk hidup melalui ketersediaan sumber daya
alam khususnya dalam pengelolaan kawasan hutan.

Pentingnya fungsi hutan:

1) Hutan adalah pusat identitas dengan keanekaragaman hayati
yang tinggi, ekonomi dan budaya Indonesia, mencakup sekitar
118,2 juta hektare dan menampung 10% keanekaragaman hayati
dunia. Hutan menyediakan berbagai sumber daya alam yang
penting bagi mata pencaharian masyarakat terutama masyarakat
yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Selain itu, hutan juga
sebagai ruang hidup yang tidak terpisahkan dari sistem nilai
kepercayaan dan adat istiadat masyarakat.

2) Hutan memberikan jasa ekosistem penting termasuk kayu,
makanan, obat-obatan, pengatur tata air, perlindungan banjir,
dan rekreasi yang menyokong kehidupan bagi 280 juta orang
penduduk Indonesia. Nilai tertinggi berasal dari jasa penyaringan
air (regulating), penyerapan karbon, jasa budaya (pariwisata), dan
produk yang dapat dipasarkan seperti kayu dan makanan. Data
Bank Dunia menyebutkan bahwa jasa ekosistem hutan bernilai
rata-rata US$ 2.100 sampai US$ 5.200/hektare per tahun
dengan variasi yang signifikan antar wilayah. Nilai ekosistem
hutan tertinggi berada di Pulau Sumatera dengan total nilai
ekosistem sebesar US$ 4.745, diikuti oleh Pulau Kalimantan
sebesar US$ 4.372 per hektare per tahun.

3) Hutan Indonesia memurnikan sebagian besar air tawar
dengan kontribusi sebesar 66,5% yang sebagian besarnya
berada di daerah tangkapan air yang lebih terpencill. Peran
hutan melindungi sebagian besar pasokan air dari aktivitas
manusia seperti pertanian dan industri, yang dapat
meningkatkan biaya pengolahan. Pengelolaan ini sangat penting
karena lebih dari 70% (tujuh puluh persen) penduduk
bergantung pada sumber air non-perpipaan, terutama di daerah
pedesaan. Berdasarkan data permintaan domestik terhadap
sumber air pada tahun 2019 yang tercantum dalam dokumen
Indonesia Vision 2045: Toward Water Security, penduduk yang
mendapatkan akses air dari air tanah sebesar 46%, serta sungai
dan danau sebesar 9%. Situasi ini dapat mengakibatkan
penipisan akuifer yang signifikan dan pada akhirnya
mengakibatkan penurunan tanah. Hal ini menunjukkan
pentingnya pengelolaan sumber daya air yang lebih
berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam tabel A.1.

1

Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, World Bank 2025, Synthesis Report: The
Value of Nature Evaluating and Realizing the Value of Indonesia Forest Ecosystem, Jakarta:
World Bank
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Tabel A.1.Kisaran perkiraan Nilai Ekosistem per kiraan Model
(Rata-Rata) berdasarkan Analisis Monte Carlo (US$ per
Hektare per Tahun).

Nilai Sumatera | Kalimantan | Papua Seluruh Rata-Rata
Ekosistem Indonesia Tertimbang
Regulating $ 1.905 $1.755 | $1.001 $ 1.600 $1.471
Sekuestrasi $ 1.559 $ 1.436 $ 819 $1.310 $ 1.204
Karbon

Budaya $ 488 $ 450 $ 256 $410 $ 377
Hasil $ 394 $ 363 $ 207 $ 331 $ 304
Hutan

Kesehatan $214 $ 197 $112 $179 $ 165
Keragaman $ 186 $172 $98 $ 157 $ 144
Hayati

Seluruh $ 4.745 $4.372 | $2.493 $ 3.986 $ 3.665
Sumber:

The Value of Nature Evaluating and Realizing the Value of Indonesia’s Forest
Ecosystems (2025, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Bank
Dunia).
1.2 Menjaga Ketahanan Ekosistem Hutan dengan memelihara Fungsi
Ekologi dan Hidrologi

Luas kawasan hutan Indonesia sebesar 118,2 juta hektare yang
mencakup daratan sebesar 62% dari total luas daratan di Indonesia.
Luas kawasan hutan terdiri dari beberapa fungsi, yaitu hutan
konservasi seluas 21,8 juta hektare, hutan lindung seluas 29,3 juta
hektare, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,8 juta hektare,
Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 29,2 juta hektare, dan Hutan
Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 11,1 juta hektare.

Kawasan hutan merupakan rumah bagi 10% total spesies flora dan
fauna di dunia yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam
termasuk beberapa spesies endemik Indonesia antara lain Komodo
(Varanus Komodoensis), Orang Utan (Pongo spp), Harimau Sumatera
(Panthera Tigris Sumatrae), Badak Jawa (Rhinoceros Sandaicus), Maleo
(Macrocephalon maleo), dan Anoa (Bubalus spp). Keanekaragaman
spesies yang di miliki Indonesia tidak terlepas dari adanya peran daya
dukung lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap
keberlangsungan hidup setiap spesies utamanya berupa ketersediaan
habitat sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang
biak.

Kementerian menjaga ketahanan ekosistem hutan dengan memelihara
fungsi ekologi dan hidrologi melalui penurunan laju deforestasi di
hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi dengan upaya
peningkatan pemangkuan kawasan. Laju deforestasi harus
dipertahankan tidak melebihi 130 ribu hektare per tahun sebagai
upaya untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih
cepat. Kementerian telah berhasil menjaga laju deforestasi di angka
121,1ribu hektare pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan
berbagai upaya yang telah dilakukan melalui pengendalian kebakaran
hutan dan lahan, penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru
dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut,
perlindungan hutan, penegakan hukum kehutanan, pengelolaan
hutan lestari, perhutanan sosial serta rehabilitasi hutan dan lahan.
Kementerian telah mengeluarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian
Izin Baru (PIPPIB) tahun 2023 periode II dengan luasan PIPPIB gambut
seluas 5,2 juta hektare dan PIPPIB hutan primer seluas 9,8 juta
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hektare. Capaian laju deforestasi Indonesia dapat dilihat pada gambar
A.1 dibawah ini.

O Noresa -Ome Kawasan Hutan —a== Non Kawasan Hutan

1950-19%6  2000-2003 2006-2009 2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 2021-2022 2022-2023

Sumber: Buku Deforestasi Tahun 2023 dan Portal kehutanan.go.id

Gambar A.1 Grafik Tren Laju Deforestasi (Juta Hektare/Tahun)

1.3 Meningkatkan Kontribusi Kehutanan bagi Perekonomian Nasional

Kementerian mendukung peningkatan kontribusi kehutanan bagi
perekonomian nasional dengan meningkatkan PDB subsektor
kehutanan melalui peningkatan nilai ekonomi pemanfaatan sumber
daya hutan antara lain melalui bioprospeksi, model pertautan industri
dengan kegiatan hasil rehabilitasi hutan dan lahan serta perhutanan
sosial.

Pertumbuhan PDB pada subsektor kehutanan menurut harga
konstan selama periode 2014 — 2024 kira-kira tumbuh kisaran angka
rata-rata 0,54%, sebagaimana tercantum pada gambar A.2. Capaian
PDB tahun 2024 yang lalu (year on year/YOY) mengalami sedikit
penurunan sebesar 2,06%. Tahun 2023 mencapai nilai tertinggi
sebesar Rp 64,08 triliun. Salah satu penyebab penurunan capaian
pada tahun 2024 karena ketidakstabilan pasar global, baik akibat
konflik Rusia dan Ukraina maupun perubahan kebijakan negara
tujuan ekspor, yang berdampak pada volatilitas harga log di tanah air,
sehingga mempengaruhi permintaan dan minat para produsen untuk
memproduksi kayu bulat, sebagaimana tercantum pada gambar A.3.

(Rp. Triliun ) (Rp. Triliun )

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gambar A.2 PDB Kehutanan Tahun 2014-  Gambar A.3 PDB Kehutanan Tahun 2014-
2024 (Harga Konstan) 2024 (Harga Berlaku)
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Investasi berperan sebagai salah satu komponen pertumbuhan
ekonomi dari sisi pengeluaran. Peningkatan peran investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi harus terus dipertahankan dalam rangka
pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 yaitu sebesar 5,6% -
6,2%. Investasi di sektor kehutanan diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas sektor kehutanan dan menyerap tenaga kerja. Investasi
kehutanan cenderung positif, utamanya pasca UU Cipta Kerja, baik
dari modal asing maupun dalam negeri.

Kementerian mencatat bahwa angka investasi bidang kehutanan pada
tahun 2024 mencapai Rp 24,23 triliun. Investasi ini terdiri dari
Investasi Hutan Rakyat, Hutan Tanaman dan Hutan Alam, Investasi
Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL), dan Jasa Lingkungan. Rata-rata
pertumbuhan investasi mencapai 6,4% YoY, pertumbuhan pada tahun
2024 sebesar 24,25% YoY dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana
tercantum pada gambar A.4. Hilirisasi produk hasil hutan dapat
mendorong inovasi dan investasi dalam industri kehutanan,
menciptakan rantai pasok yang lebih berkelanjutan.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dalam Rp. Triliun 1,00 2,39 1,38 4,31 10,38 2,36 8,05 11,57 19,50 24,23

Sumber: BPS, BKPM, LKJ KLHK diolah

Gambar A.4 Nilai Investasi Sektor Kehutanan Tahun 2015-2024

Dalam rangka memberikan dukungan peningkatan surplus neraca
perdagangan non migas, Kementerian terus mendorong ekspor produk
industri kehutanan. Ekspor produk industri kehutanan cenderung
positif meskipun pada tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami
penurunan capaian dibandingkan pada tahun 2022, sebagaimana
tercantum pada gambar A.5.

213160

2014 2015 2014 2007 2018 2019 2020 202 2022 2023

Gambar A.5 Nilai Ekspor Sektor Kehutanan Tahun 2014-2024
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Ekspor produk industri kehutanan mencakup produk hasil hutan
kayu yang masuk ke dalam 9 (sembilan) kelompok besar, antara lain
kertas, pulp, panel, woodworking, serpih kayu, furnitur kayu, veener,
kerajinan, dan bangunan prefabrikasi, sebagaimana tercantum pada
gambar A.6.

Petto (Rbw Tarl: 1.234,9
NORTH AMERICA

R~ _~
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¢
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sourt

Gambar A.6 Distribusi Eskpor Produk Kayu per Benua

Meningkatkan Kontribusi Kehutanan bagi Perekonomian Nasional

Kementerian menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum
peradaban masyarakat dengan meningkatkan peran hutan untuk
peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, sekitar kawasan hutan
melalui peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebagai upaya
pencapaian pengentasan kemiskinan, penurunan indeks gini ratio
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,
pelibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan adalah keniscayaan
karena terdapat lebih dari 21.385 desa di Indonesia yang terletak di
dalam dan sekitar hutan?. Sehingga strategi yang ditempuh melalui
pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat dan melakukan
pendampingan dan pengembangan usaha perhutanan sosial bagi
masyarakat sekitar hutan.

Pada akhir Tahun 2014, Perhutanan Sosial menjadi prioritas nasional
yang terdiri dari 5 (lima) skema, antara lain (i) hutan kemasyarakatan;
(i) hutan tanaman rakyat; (iii) hutan desa; (iv) hutan adat; dan (v)
kemitraan kehutanan. Agenda Perhutanan Sosial merupakan suatu
perubahan yang bertahap, sebagai upaya negara untuk memberikan
rasa keadilan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat desa di
sekitar dan di dalam kawasan hutan. Pada tahun 2024, masyarakat
yang sudah diberikan akses kelola mencapai luas sebesar 8,38 juta
hektare. Selanjutnya, Perhutanan Sosial sebagai kebijakan afirmatif
pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, tidak
hanya berupa pemberian akses kelola hutan, tetapi juga berupaya
mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
kesempatan berusaha, termasuk akses permodalan dan kelompok
yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial,
dalam hal peningkatan kapasitas tata kelola hutan, tata kelola
kelembagaan, dan tata kelola usaha.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem yang diproyeksikan pada Tahun 2025 bahwa
tidak ada lagi penduduk yang masuk ke dalam kategori kemiskinan

2

BPS, 2018. Statistik Potensi Desa Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik
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ekstrem. Peranan kehutanan yang dapat mendukung program

tersebut melalui reforma agraria dan perhutanan sosial.

1) Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan
penguasaan dan kepemilikan lahan melalui distribusi aset lahan.
Salah satu yang menjadi objek reforma agraria adalah pelepasan
kawasan hutan;

2) Selain distribusi aset lahan, juga dilakukan pemberian akses
kelola terhadap sumber daya hutan melalui program perhutanan
sosial. Kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dapat
melakukan diversifikasi produk-produk kehutanan dan
meningkatkan nilai jualnya, dan dapat diterima oleh pasar yang
lebih luas bahkan hingga ke mancanegara sehingga dapat
berkontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan
ekstrem.

Pada aspek ekonomi, perhutanan sosial telah memberikan dampak
signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Angka pada nilai transaksi
ekonomi kelompok tani hutan pada tahun 2024 sebesar Rp 1,9 triliun
atau meningkat 69,7% dari tahun 2023 sebesar Rp 1,12 triliun. Nilai
transaksi ekonomi tahun 2023 sebesar Rp 1,1 triliun meningkat dari
tahun sebelumnya (YoY) sebesar 460% yang mana tahun 2022 nilai
transaksi sebesar Rp 0,2 triliun. Seiring dengan nilai transaksi
ekonomi, peningkatan jumlah kelompok usaha perhutanan sosial
berkorelasi positif terhadap persentase penurunan angka kemiskinan.

Membangun desa dapat dilakukan melalui Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS memiliki empat level, yaitu blue,
silver, gold, dan platinum. Kategori KUPS blue menunjukkan
kelembagaan tahap awal. Kategori KUPS silver menunjukkan
pendampingan kelembagaan dan pengelolaan areal kawasan hutan.
Kategori KUPS gold menunjukkan kelompok perhutanan sosial
berhasil dalam aspek kelembagaan, kawasan, dan usaha. Kategori
KUPS platinum menunjukkan KUPS telah memiliki pasar yang stabil,
baik nasional maupun internasional. KUPS kategori gold dan platinum
mampu menggulirkan roda perekonomian tingkat desa yang
ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).
Sejak tahun 2016 hingga tahun 2023, terjadi peningkatan IDM di
desa-desa yang mendapat persetujuan perhutanan sosial. Pada tahun
2023, jumlah desa sangat tertinggal menurun dari 2.193 desa menjadi
189 desa pada tahun 2016. Sementara itu, jumlah desa mandiri
meningkat signifikan, dari 33 desa pada Tahun 2016 menjadi 1.803
desa pada tahun 2023 (Laporan Workshop Perhutanan Sosial, 2023).

2. Potensi dan Tantangan Pembangunan Kehutanan
2.1 Potensi Pembangunan Kehutanan

Potensi pembangunan kehutanan di Indonesia memiliki dampak
terhadap peningkatan kualitas ekologi, maupun pertumbuhan
ekonomi nasional. Beberapa potensi pembangunan kehutanan
diantaranya, pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan hutan,
ekspor produk kehutanan dan keanekaragaman hayati.

2.1.1 Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pemanfaatan kawasan hutan untuk peningkatan produksi
hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Kehutanan, penetapan
fungsi kawasan hutan terbagi atas 3 (tiga) fungsi, yaitu hutan
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produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan
produksi Indonesia memiliki luas total 67,1 juta hektare. Dari
luasan tersebut, seluas 29,93 juta hektare telah diberikan izin
untuk berbagai jenis hasil hutan, 1,38 juta hektare untuk
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dan
Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK),
sedangkan 35,79 juta hektare sisanya belum dibebani izin.
Dari 35,79 juta hektare kawasan hutan yang belum ada izin,
kemudian akan dialokasikan untuk pemanfaatan hutan untuk
perizinan berusaha, perhutanan sosial, alokasi untuk
nonkehutanan (HPK), fungsi ekosistem gambut (FEG) lindung,
dan reformasi agraria/PPTPKH (TORA). Hutan lindung
Indonesia dengan luas 29,3 juta hektare mencakup kawasan
yang telah dibebani izin seluas 2,59 dan belum diberi izin
seluas 26,71 juta hektare yang dibagi ke dalam kawasan
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berupa rencana blok untuk
kawasan lindung, alokasi perhutanan sosial dan alokasi TORA
dan alokasi lainnya.

Potensi hutan produksi di Indonesia sangat besar dan strategis
dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, sekaligus
menyediakan ruang bagi pengelolaan yang lestari. Hutan
produksi dikelola untuk memberikan manfaat ekonomi (hasil
kayu log dan non-kayu), sosial (lapangan kerja, kesejahteraan
masyarakat), dan lingkungan (fungsi hidrologi serta
penyerapan karbon).

Pada tahun 2024, dari hasil penghitungan neraca potensi nilai
kayu tercatat bahwa potensi kayu di tutupan hutan sebesar
12.836 juta m® dengan potensi nilai kayu sebesar Rp5.121,1
triliun. Secara ekonomi pengolahan hasil hutan kayu berupa
kayu log melalui industri pengolahan dapat menambah nilai
ekonomi produk hutan. Penambahan nilai ekonomi produk
hutan tersebut dapat berganda jika dilakukan hilirisasi kayu
log menjadi wood pellet, chip/flake, ataupun premium plywood
sebagai pasokan bahan baku untuk premium furniture dan
housing and ship component. Hal tersebut juga berlaku pada
HHBK yang tinggi nilai ekonominya.

Pada dokumen RKTN 2011-2030, pemanfaatan kawasan hutan
khususnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu
akan lebih difokuskan pada pembangunan hutan tanaman
baik hutan tanaman industri maupun hutan tanaman rakyat
serta dengan mengoptimalkan pengelolaan hutan alam yang
telah memiliki izin pemanfaatan seluas 19 juta hektare.
Sampai dengan tahun 2030 ditargetkan pembangunan hutan
tanaman industri mencapai 10 juta hektare dan hutan
tanaman rakyat seluas 1,7 juta hektare.

Pada skenario optimasi kawasan hutan sampai dengan
tahun 2030 terdapat kurang lebih 12,7 juta hektare untuk
pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (Hutan Tanaman
Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Kemitraan).
Dari luasan tersebut telah diberikan izin pemanfaatan hutan
berbasis masyarakat atau izin perhutanan sosial seluas 8,3
juta hektare sehingga masih terdapat 4,4 juta hektare kawasan
yang dapat dialokasikan untuk pemanfaatan hutan berbasis
masyarakat atau perhutanan sosial. Peningkatan partisipasi
masyarakat dan penguatan kolaborasi dalam pengelolaan
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kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai
dengan Tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik
kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan
kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan
(institutional sustainability).

2.1.2 Jasa Lingkungan Hutan

Beberapa skema pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan
untuk peningkatan ekonomi, antara lain: ekowisata,
pemanfaatan panas bumi, dan pemanfaatan aliran sungai
untuk mikrohidro. Panas bumi dan mikrohidro merupakan
sumber energi baru terbarukan yang dapat mendukung dalam
pencapaian ketahanan energi nasional.

Potensi pemanfaatan energi panas bumi sebesar 40% berada
pada kawasan hutan sehingga pemanfaatannya perlu
dioptimalkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan
ekosistemnya. Hingga Tahun 2024, Kementerian telah
mengeluarkan perizinan kepada 4 (empat) pemegang izin
untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan
konservasi. Dari total area seluas 325,3 hektare, kapasitas
terpasang mencapai 883 MW yang tersebar di 3 (tiga) kawasan
konservasi, yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak,
Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Kamojang, dan TWA Gunung
Papandayan.

Pendapatan pemanfaatan jasa lingkungan diperoleh dari 7
(tujuh) sumber, yaitu: (i) tiket masuk objek wisata alam; (ii)
biaya izin usaha penyediaan fasilitas wisata alam; (iii) biaya
bisnis untuk penyediaan fasilitas wisata alam,; (iv) biaya usaha
pemanfaatan air; (v) biaya usaha pemanfaatan energi air; (vi)
biaya usaha penyediaan jasa wisata alam; dan (vii) iuran
pendapatan usaha atas penyediaan jasa wisata alam.
Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi
berpotensi dalam meningkatkan nilai PNBP dengan capaian
pada tahun 2020-2023 meningkat sebesar Rp101,73 miliar
setiap tahunnya.

2.1.3 Ekspor Produk Hutan

Dalam periode 2020-2024, sektor ekspor hasil hutan Indonesia
menunjukkan kinerja yang berfluktuasi namun tetap stabil,
dengan kontribusi utama dari produk kayu olahan dan TSL
sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.

Miliar USD Rp. Triliun

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Gambar A.7 Capaian Nilai Ekspor TSL ~ Gambar A.8 Capaian Nilai Ekspor Hasil
Hutan



2.1.4

- 13 -

Laporan Global Timber Index (GTI) pada tahun 2024,
mengungkapkan bahwa pasar kayu di Asia menunjukkan
stabilisasi, terutama di Indonesia dan Thailand, dengan indeks
GTI masing—masing sebesar 50,4% dan 5%. Sebaliknya negara-
negara seperti Malaysia sebesar 31,5%, Brasil sebesar 44,5%,
dan China sebesar 43,1% masih mengalami kontraksi pasar
akibat lemahnya permintaan global, kendala logistik, serta
meningkatnya biaya operasional. Penilaian angka 50% dalam
GTI menjadi ambang batas yang menunjukkan apakah sektor
kayu di suatu negara sedang berkembang atau menyusut. Nilai
di atas 50% mengindikasikan pertumbuhan atau ekspansi
pasar kayu, sementara nilai di bawah 50% menunjukkan
kontraksi atau penurunan aktivitas. Dengan Indeks
Komprehensif 50,4% dan pesanan ekspor yang mencapai
66,7%, Indonesia berhasil menunjukkan daya saing yang kuat
di pasar internasional, sebagaimana tercantum dalam gambar
A.9.

50,4 persen 31,5 persen

INDEKS KOMPREHENSIF
INDEKS KOMPREHENSIF

A~ o~

50 persen

PESANAN EKSPOR INDEKS KOMPREHENSIF

P——
-
66,7 persen E

Sumber: International Tropical Timber Organization (ITTO), 2024

Gambar A.9 Indeks Timber Global Indonesia, Malaysia, dan Thailand

Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan dengan
mempertahankan  kelestarian keanekaragaman  hayati,
mengoptimalkan pemanfaatan berkelanjutan, dan
memperkuat tata kelola keanekaragaman hayati yang
diselaraskan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and
Action Plan 2025-2045. Kegiatan konservasi keanekaragaman
hayati tidak hanya dilakukan pada kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian alam, dan kawasan konservasi di
perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, namun juga
area  preservasi. Selain itu, potensi pemanfaatan
keanekaragaman hayati juga masih perlu didorong dengan
menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui
pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi.

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas memiliki potensi
besar dalam pengembangan bioprospeksi, yaitu pemanfaatan
TSL untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi (added value).
Pemanfaatan sumber daya genetik untuk bioprospeksi tidak
hanya membutuhkan ketersediaan bahan baku tetapi juga
penelitian mendalam hingga pemasaran produk akhir. Sampai
tahun 2024, Kementerian telah mengembangkan 44 entitas
komoditi bioprospeksi, dimana angka ini menunjukkan
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peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023
dengan 19 entitas.

Indonesia memiliki 30 hotspot keanekaramagaman hayati yang
ditemukan di semua pulau, dengan konsentrasi yang lebih
besar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hotspot
keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai 30% wilayah
nasional yang paling kaya spesies, berdasarkan distribusi
spesies vertebrata dalam Daftar Merah IUCN. Sebanyak 62,3%
hotspot keanekaragaman hayati terestrial ditemukan di hutan,
yang terpenting ada pada hutan kering primer sebesar 27,5%
dan kering sekunder sebesar 17,6%. Sekitar 51,3% dari total
luas hotspot keanekaragaman hayati berada pada kawasan
cagar alam, suaka margasatwa dan taman nasional.

2.2 Tantangan Pembangunan Kehutanan

Secara umum tantangan pembangunan kehutanan di Indonesia

dikelompokkan ke dalam:

1. Isu Ekologi: Triple Planetary Crisis, terdiri dari perubahan iklim,
polusi dan  kerusakan lingkungan, dan  kehilangan
keanekaragaman hayati. Sebanyak 1.074 tumbuhan dan 1.274
satwa liar tercatat dalam kategori terancam (threatened species).
Pengelolaan Hutan Lestari perlu didorong karena Indonesia
memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar bagi
sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta
ketahanan pangan, energi, dan air.

2. Isu Sosial: pengelolaan kawasan hutan Indonesia yang
mencakup 62% dari total daratan masih belum optimal meskipun
potensi hutan sangat besar untuk mendukung penguatan dan
pengentasan kemiskina di 9.291 desa yang berada di dalam dan
sekitar kawasan hutan dalam kategori miskin.

3. Isu Ekonomi: nilai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB
Nasional Indonesia yang kecil jika dibandingkan dengan sektor
lainnya seperti pertanian, industri, dan jasa. Meskipun
demikian, kehutanan memiliki peran masyarakat, meski
terkadang kontribusinya dalam angka PDB tidak begitu besar.
Pemanfaatan bioekonomi dan biopropeksi sumber daya genetuk
secara  berkelanjutan dengan  penguatan tata  kelola
keanekaragaman hayati.

4. Isu Tata Kelola: proses birokrasi yang masih dianggap rumit,
panjang, dan berbelit sehingga masyarakat masih kurang
mendapatkan akses informasi secara akurat.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN
KEHUTANAN

Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi Misi Presiden periode 2025-2029 yaitu
“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”7, Kementerian
memiliki visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan
yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, Sosial dalam mewujudkan
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan
komitmen kementerian untuk mengelola sumber daya hutan secara
berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan
sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia.
Kementerian menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual
dari kinerja Kementerian dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta
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strategi ini disusun berdasarkan balance scorecard. Metode ini digunakan
untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan
seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis
Kementerian antara lain stakeholder perspective, customer perspective,
internal process, dan learning and growth.

Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit
kerja di lingkup Kementerian untuk memastikan keterpaduan arah,
keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025-2029. Melalui peta
strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan
terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja,
serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan
kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang
untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan
dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku
kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi
alat perencana dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak
transformasi kelembagaan Kementerian menuju tata kelola pembangunan
kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana
tercantum pada gambar B.1.

PETA STRATEGI
PEMBANGUNAN KEHUTANAN 2025-2029

E-VSTAKEHOLDER“? 1. Entitas tapak hutan yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial
. PERSPECTIVE dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045

o 20 Memelihara entitas tapak hutan
{ _CUSTOMER :  Ketahanan sebagai b%ﬁddlhéﬁ h kehutanan bagi
{ PERSPECTIVE : 1 tamban kKenutanan Dagl
ekosistem hutan pe ban perekonomian nasional
masyarakat

INTERNAL 5. Penguatan pengawasan 6. Digitalisasi layanan, transparansi,
PROCESS H dan pengendalian efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
R internal yang efektif tata kelola
T LEARNING . 7. Penataan dan 8. Peningkatan 9. Penguatan daya
{ AND GROWTH | perbaikan proses akuntabilitas saing SDM
bisnis kinerja Kementerian

Gambar B.1 Peta Strategi Kementerian Kehutanan 2025-2029

Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam
Asta Cita ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,
air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” menjadi landasan
dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan
memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada
tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian, sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 12 2021, serta
Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian
Kehutanan, maka Misi Kementerian yaitu:

a) memelihara ketahanan ekosistem hutan;

b) menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban

masyarakat;
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c) meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi
perekonomian nasional; dan
d) mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian merupakan wujud konkret dari harapan yang
terkandung dalam Visi dan Misi Kementerian. Tujuan ini sekaligus menjadi
arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran-sasaran
strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan
Kementerian adalah sebagai berikut:

a) meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi,
dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;

b) meningkatkan peran hutan wuntuk peningkatan kemajuan dan
kemandirian desa sekitar kawasan hutan, dengan indikator
persentase desa sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan
dan kemandiriannya;

c) meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator
persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; dan

d) mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator
nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan
kehutanan, Kementerian menetapkan empat sasaran strategis utama yang
merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-

2029. Keempat sasaran tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi

ekologis, ekonomi, sosial, serta tata kelola kelembagaan kehutanan yang

adaptif. Berikut wuraian sasaran strategis Kementerian yang
menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan:

a) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan
kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat
kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi
perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati;

b) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan
peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa
sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan;

c) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatkan
sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah
meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan; dan

d) sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan
birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan
Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital.

Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

Berdasarkan sasaran strategis di atas, Kementerian telah mengidentifikasi
risiko dan upaya mitigasi yang memungkinkan pencapaian sasaran
strategis:

a) Risiko Sasaran Strategis “Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan
pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman
hayati”, terdiri atas:

1) peningkatan kualitas perikehidupan masyarakat semakin berat
mengingat upaya pemulihan hutan, termasuk restorasi
ekosistem, belum dapat mengimbangi derajat perusakan hutan.
Upaya mitigasi yang akan dilakukan meliputi meningkatkan
proporsi pengelolaan kawasan untuk pencegahan dan
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d)

2)
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kesiapsiagaan terhadap kerusakan hutan; mendorong partisipasi
rehabilitasi serta peningkatan survival rate dan melengkapi data
kinerja; dan mempercepat penyelesaian kegiatan terbangun di
hutan konservasi, wilayah TORA, dan perhutanan sosial; dan
perbaikan habitat dan restorasi ekosistem memiliki dampak yang
lama dalam meningkatkan populasi spesies terancam. Upaya
mitigasi yang akan dilakukan meliputi soft landing perdagangan
TSL dari alam, meningkatkan perdagangan TSL dari
penangkaran dan peningkatan kualitas habitat; dan
meningkatkan kepekaan kerja sama yang tidak bisa dihindari
terhadap gangguan habitat satwa kunci, mendorong areal
preservasi dan restorasi untuk memperluas habitat.

Risiko Sasaran Strategis “Meningkatnya pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan”, terdiri atas:

1)

2)

intervensi dan fasilitasi pendampingan dalam pemberdayaan
masyarakat sekitar hutan belum sepenuhnya optimal dalam
meningkatkan pendapatan masyarakat, terlebih adanya rencana
kutipan PNBP yang akan mendorong peningkatan kelas
kelompok masyarakat. Upaya mitigasi yang akan dilakukan
meliputi memperkuat pendampingan dan penyuluhan; perbaikan
kualitas belanja untuk mengintervensi langsung terhadap
peningkatan pendapatan masyarakat; dan standardisasi
pemanfaatan hutan oleh masyarakat dalam pungutan dan
penyetoran PNBP; dan

integrasi data kelompok masyarakat yang akan diintervensi,
termasuk di dalamnya lintas unit kerja dan Kementerian, serta
kelengkapan data pendapatan masyarakat mengingat sebagian
besar masih bersifat subsisten. Upaya mitigasi yang akan
dilakukan meliputi memperkuat kerja sama dengan Kementerian
Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM),
Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos) dan
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
(Kemendes PDT).

Risiko sasaran strategis “Meningkatkan produk barang dan jasa dari
hutan”, terdiri atas:

1)

2)

3)

nilai PDB kehutanan belum menggambarkan seluruh
produktivitas  kehutanan, utamanya untuk pariwisata,
bioprospeksi, dan pangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan
meliputi memperkuat kerja sama dengan BPS, Kementerian
Pariwisata, dan Kemenko PM untuk melakukan pencatatan PDB
satelit subsektor kehutanan;

penurunan ekspor dan investasi akibat tekanan geopolitik global.
Upaya mitigasi yang akan dilakukan meliputi meningkatkan
pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan dan
penguatan investasi dalam negeri; dan

penurunan PNBP akibat fluktuasi harga komoditas, maraknya
peredaran hasil hutan illegal, dan disinsentif dalam penggunaan
PNBP. Upaya mitigasi yang akan dilakukan meliputi
menegakkan hukum bagi peredaran hasil hutan tidak sah;
mendorong penguatan rantai pasok menuju Thilirisasi;
pemanfaatan hasil hutan dalam negeri; dan memperkuat satuan
kerja penghasil PNBP untuk menggunakan PNBP.

Risiko sasaran strategis “Mewujudkan layanan kementerian menuju
birokrasi kelas dunia yang berbasis digital” terdiri atas:

1)

kualitas dan akurasi data yang belum mendorong kecepatan
pengambilan keputusan, untuk merespon dan mengantisipasi
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kondisi lapangan. Upaya mitigasi yang akan dilakukan meliputi
mempercepat digitalisasi termasuk one map policy sehingga
kondisi lapangan dapat digambarkan secara cepat, dan
membentuk decision support system dalam pengambilan
keputusan sehingga dapat dilakukan secara tepat;

2) sistem penilaian kinerja pegawai yang belum memberi dampak
bagi kinerja unit kerja dan lembaga. Upaya mitigasi yang akan
dilakukan meliputi mendorong percepatan penilaian kinerja
pegawai yang relevan dan koheren terhadap kinerja unit kerja
dan lembaga, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan
penganggaran berorientasi outcome; dan

3) ketidakseimbangan dalam narasi media terkait kebijakan
kehutanan dan kurangnya strategi komunikasi publik yang
efektif. Upaya mitigasi yang akan dilakukan meliputi
memperkuat kinerja di tingkat tapak dan membangun jaringan
komunikasi.

Tolak Ukur Pencapaian (Milestone) Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-
Tahun 2029

Pembangunan kehutanan Tahun 2025 - Tahun 2029 diarahkan pada
pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor
hutan, dengan rancangan pemenuhan tolak ukur pencapaian (milestone)
untuk setiap tahunnya sebagai berikut:

a)

b)

d)

Tahun 2025

Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan untuk pemerataan
pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan yaitu
konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian
semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi.
Tahun 2026

Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta
hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah
dengan indikator keberhasilan laju deforestasi semakin dapat
dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata,
hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat
melalui cashless payment.

Tahun 2027

Pengembangan bioprospeksi dan intensifikasi agroforestri untuk
memperkuat konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah dengan
indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan dan gangguan
keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga
habitat spesies terancam punah, pengembangan bioprospeksi mulai
diimplementasikan di beberapa tempat, hasil panen agroforestri
sudah mulai terlihat mendukung ketahanan pangan, serta one map
policy sudah mulai dikonsolidasikan.

Tahun 2028

Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan lestari untuk
pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi dengan indikator
keberhasilan frekuensi kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di
sekitar hutan semakin berkurang, intensifikasi agroforestri sudah
mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat
kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian semakin
meningkat.

Tahun 2029

Bioekonomi hutan untuk transformasi pertumbuhan ekonomi dengan
indikator keberhasilan tingkat keterancaman spesies semakin
menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya



- 19 -

peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi
sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat

RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan

nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju

Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi,

dikenal selanjutnya dengan Asta Cita.

Asta Cita terdiri atas :

a) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM);

b) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

c) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan
lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim
industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

d) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas;

e) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber
daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

f) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

g) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi
dan penyelundupan; dan

h) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kedelapan Asta Cita di atas, selanjutnya di dalam pembangunan nasional
Tahun 2025-Tahun 2029 disebut dengan Prioritas Nasional (PN), yang
merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional
sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan
utama Kementerian terhadap Prioritas Nasional Presiden dan Wakil
Presiden tahun 2025-2029 tercermin secara langsung dalam Prioritas
Nasional 2. Namun, Kementerian juga terlibat dan berkontribusi dalam
pelaksanaan Prioritas Nasional huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h.
Dalam pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan
dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang
memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya.

Sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 - Tahun 2029 meliputi:

a) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju,
dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain
pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan Gross National Income (GNI)
per kapita berada pada angka US$8.000;

b) kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional
meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah
peringkat Global Power Index pada angka 29;
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c) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan ukuran
keberhasilan yang dirumuskan antara lain tingkat kemiskinan turun
menjadi 4,5% - 5%, dan rasio gini turun menjadi 0,372 - 0,375;

d) daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan ukuran
keberhasilan yang dirumuskan meliputi indeks modal manusia
meningkat menjadi 0,5;

e) intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission, dengan
ukuran keberhasilan yang dirumuskan yaitu penurunan intensitas
emisi GRK sebesar 45,17% dan indeks kualitas lingkungan hidup
meningkat menjadi 77,20.

Pembangunan nasional 2025-2029 menekankan strategi menurunkan
tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan
mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan sebagai kunci
keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan
fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi pembangunan nasional, terdiri atas:

a) Strategi pertama, merupakan menurunkan tingat kemiskinan.

Strategi ini ditempuh setidaknya dengan:

1) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, bertujuan untuk
memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke
seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dan
rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan
ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan
menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas
inflasi guna melindungi daya beli masyarakat;

2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan;

3) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan
wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan

4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan
wilayah.

b) Strategi kedua, merupakan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, yang akan dijalankan dan bertumpu pada:

1) pemenuhan layanan dasar, yang mencakup pelayanan
kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah, perlindungan sosial, dan perlindungan dari
kekerasan;

2) pembangunan modal manusia yang mencakup pendidikan vokasi
dan pendidikan tinggi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan,
literasi dan kecakapan hidup, serta pembudayaan dan prestasi
olahraga; dan

3) pembangunan modal sosial budaya, yang mencakup agama,
kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan
kewarganegaraan, keluarga, dan pengasuhan. Ketiga titik tumpu
ini selanjutnya ditopang oleh pendekatan siklus hidup,
pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk
tumbuh seimbang.

c) Strategi ketiga adalah mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan.

Strategi ini akan ditempuh dengan upaya:

1) peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada
pangan;

2) industrialisasi (hilirisasi), padat karya, berorientasi ekspor dan
berkelanjutan;

3) pariwisata dan ekonomi kreatif;

4) ekonomi biru dan ekonomi hijau;

5) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
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6) transformasi digital,;

7) investasi berorientasi ekspor dan investasi non APBN;

8) konservasi sumber daya air;

9) produktivitas belanja negara.

Pengungkit utama dari strategi mencapai pertumbuhan tinggi
berkelanjutan adalah deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan
moneter pro-growth. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga
merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan
demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci dan
faktor pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi
Prioritas Nasional 2 “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara
dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,
air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”.
Sasaran utama pada Prioritas Nasional 2 ini yang didukung oleh
Kementerian adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi
kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan
pendekatan nexus pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi
ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian mendukung Prioritas Nasional 4
"Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,
serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi
Z), dan penyandang disabilitas" dengan sasaran utama yang didukung
Kementerian adalah terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata.
Prioritas Nasional 6 "Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan
kemiskinan" dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan
pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian juga
mendukung sasaran utama pada Prioritas Nasional 8 "Memperkuat
penyelarasan kehidupan alam yang harmonis dengan lingkungan alam dan
budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur" yaitu resiliensi terhadap bencana dan
perubahan iklim sebagaimana dukungan tersebut dapat dillihat pada tabel
di bawah ini.

Indikator Kinerja Sasaran Utama
Prioritas Nasional

PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong

Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi

Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

No. Indikator Kinerja Kementerian

1.  Pertumbuhan PDB pertanian, Pertumbuhan PDB kehutanan
kehutanan, dan perikanan sebesar sebesar 3,4 persen
3,46 persen

2.  Persentase penurunan emisi Gas Reduksi emisi Gas Rumah Kaca
Rumah Kaca (GRK) kumulatif sebesar 17 persen
sebesar 21,12 persen

3. Indeks pengelolaan Indeks daftar merah nasional
keanekaragaman hayati sebesar status keterancaman spesies
0,55 sebesar 0,76

4. Indeks ekonomi hijau sebesar Penurunan laju deforestasi
77,20 sebesar 0,094 juta hektar

PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains,
Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender,
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serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan
Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
1.  Persentase pekerja lulusan Persentase lulusan SMK

pendidikan menengah dan tinggi Kehutanan yang bekerja di bidang
yang bekerja di bidang keahlian kehutanan sebesar 50 persen
menengah tinggi sebesar 67,66
persen

PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,

Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

1. Tingkat kemiskinan sebesar 4,5-5  Nilai transaksi ekonomi kelompok
persen masyarakat sekitar hutan sebesar
Rp4,25 triliun
2.  Persentase desa mandiri sebesar Persentase desa di sekitar
25,79 persen kawasan hutan yang meningkat

kemajuan dan kemandiriannya
sebesar 75 persen
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan

Penyelundupan

1. Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Reformasi Birokrasi
Nasional sebesar 77,26 Kementerian Kehutanan sebesar

83,70
2. Indeks Pelayanan Publik sebesar Indeks Pelayanan Publik
3,80 Kementerian Kehutanan sebesar

4,30
3. Indeks Sistem Pemerintahan Indeks Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik sebesar 2,00 Berbasis Elektronik Kementerian

Kehutanan sebesar 3,95
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

1.  Proporsi kerugian ekonomi Persentase penurunan kejadian
langsung akibat bencana relatif kebakaran hutan sebesar 10
terhadap PDB sebesar 0,135 persen
persen Persentase penurunan frekuensi

bencana hidrometreologi di desa
sekitar hutan sebesar 1 persen

Isu utama untuk memenuhi sasaran Prioritas Nasional 2 ini terdapat

beberapa spesies tumbuhan dan satwa di Indonesia yang tercatat dalam

kategori terancam berdasarkan status IUCN. Isu lainnya pengelolaan

kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan

pengentasan kemiskinan. Kondisi ini ditandai dengan sejumlah 9.291 desa

yang berada di sekitar kawasan hutan dalam kategori miskin.

Intervensi untuk mengatasi isu yang ada dan memenuhi kinerja

pembangunan kehutanan diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman

hayati ekosistem, spesies dan genetik, dan pengelolaan hutan lestari. Lebih

lanjut, intervensi untuk pengelolaan keanekaragaman hayati diwujudkan

melalui:

a) perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai
keanekaragaman hayati tinggi;

b) pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota
perairan;

c) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati;

d) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan
mendukung bioekonomi;

e) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati (surveillance
zoonosis satwa liar dan jenis asing invasif di kawasan konservasi), serta
akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.
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Selanjutnya, pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk
pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru,
pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Dengan
demikian transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi:

a)
b)
)
d)
e)

f)

peningkatan produktivitas hutan;

pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri;
penguatan pengelolaan hutan lestari;

penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari;

peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; dan

perlindungan dan pengamanan hutan.

Selanjutnya, arah kebijakan Kementerian tahun 2025-2029, mencakup:

a)
b)
)
d)

e)

)

g)
h)

pemantapan kawasan hutan;

konservasi sumber daya alam dan ekosistem ;

peningkatan daya dukung daerah aliran sungai;

pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan
industrialisasi hasil hutan;

peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan;

perlindungan dan pengamanan hutan;

peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; dan
peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian juga memfokuskan
pada kebijakan strategis dalam pengurusan kawasan hutan yang berpijak
pada prinsip tranparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Adapun kebijakan
dan strategi Kementerian sebagai berikut:

a)

b)

Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air.
Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi
lahan kritis, serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk
menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim
dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah
hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pesisir di hutan konservasi, hutan
lindung, dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati
utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan
hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di
dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan
sipil teknis; dan (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian
kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.

Penguasaan hutan yang berkeadilan. Kementerian membuka ruang
bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan
memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang
secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka.
Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah
(a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di
kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan
utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
yang tidak aktif di lapangan; dan (c) audit dan pemberlakuan sanksi
bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Jasa Lingkungan Wisata
Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Melalui
pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan
pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya
bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan
pangan dan ekonomi dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk food
estate (lumbung pangan) baik berskala besar, menengah, dan kecil; (b)
perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan
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keragaman pangan lokal; dan (c) peningkatan multi usaha kehutanan
untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.

d) One map policy, seluruh pemetaan kehutanan disatukan secara
nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi spasial tematik
dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba".
Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus
memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data akurat.

e) Digitalisasi layanan kehutanan sebagai bentuk modernisasi tata kelola
hutan dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan
Kementerian yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat
tapak, (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat
data terstandardisasi, serta (c) penerapan cashless payment dan e-
ticketing pada pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan
suaka margasatwa. Kementerian berharap melalui sistem digital,
masyarakat dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah
dan transparan. Proses yang dulunya panjang dan rawan
penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan
akuntabel.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan
pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor
kehutanan, Kementerian menerapkan lima pendekatan utama dalam
pembangunan, yaitu: gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan
berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon.
Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam
perencanaan dan pelaksanaan program diharapkan sektor kehutanan
dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan
nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di sektor kehutanan harus
dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi ke dalam seluruh proses
pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan. Pendekatan ini
bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketimpangan serta
memastikan bahwa perempuan dan laki-laki, masyarakat adat, dan
kelompok rentan lainnya memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat yang setara dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan
strategi kunci untuk mengintegrasikan agenda pembangunan
berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan kehutanan dengan
mendukung pencapaian SDG 2 (ketahanan pangan), SDG 8 ( pertumbuhan
ekonomi inklusif), SDG 12 (produksi berkelanjutan), dan SDG 15 (ekosistem
darat).
Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan
nasional dan kebijakan Kementerian, terdapat empat transformasi utama
pembangunan kehutanan 2025-2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi
kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan
pangan, energi dan air; (4) hilirisasi kayu log, getah pinus dan untuk
bioethanol. Secara ringkas penjelasan untuk transformasi utama
pembangunan kehutanan 2025-2029 berikut ini:

a) Pertumbuhan ekonomi kehutanan
Pertumbuhan PDB subsektor kehutanan ditargetkan mencapai angka
3,4 persen, dengan perkiraan sebesar Rp66,25 triliun pada tahun 2029.
Langkah pemenuhannya dilakukan dengan: (a) peningkatan produksi
hasil hutan untuk mendorong peningkatan ekspor produk olahan; (b)
penurunan laju deforestasi dengan cara melindungi kawasan hutan
dari kebakaran hutan dan gangguan keamanan lainnya termasuk di
dalamnya penyelesaian konflik tenurial; dan (c) peningkatan tata kelola
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untuk meningkatkan investasi dan peningkatan kualitas belanja

Kementerian yang didekati dengan kinerja peningkatan nilai investasi,

peningkatan ekspor, dan indeks reformasi birokrasi Kementerian.

Selanjutnya, untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi

produksi hasil hutan dapat dilakukan peningkatan rasio serapan bahan

efisiensi produk kayu dengan skema pemenuhan sebagai berikut:

1) Dengan asumsi kapasitas terpasang tetap pada angka 105 juta m3,
maka rasio serapan bahan baku dengan kapasitas terpasang akan
ditingkatkan dari 70 persen pada tahun 2025 menjadi 85 persen
pada tahun 2029. Angka ini setidaknya mampu menyerap bahan
baku sebesar 89,85 juta m3 pada tahun 2029. Angka ini diberikan
asumsi bahwa proporsi serapan bahan baku dari perizinan
berusaha pemanfaatan hutan sebesar 79,72 persen (78,8 juta m3)
setiap tahun.

2) Luas penanaman setidaknya sebesar 3,17 juta hektare dengan
asumsi riap sebesar 20 m3 per hektare per tahun. Di mana
kontribusi dari hutan tanaman sebesar 86,75 persen, hutan alam
10,65 persen dan kontribusi lainnya sebesar 2,6 persen.

3) Produksi kayu bulat pada tahun 2029 diperkirakan sebesar 733 juta
m3, dengan produksi kayu olahan sebesar 80,87 juta m3 pada tahun
2029 dengan asumsi efisiensi produksi rata-rata sebesar 85,48
persen.

Pengelolaan keanekaragaman hayati

Sasaran utama pengelolaan keanekaragaman hayati adalah

menurunkan status keterancaman spesies yang dilakukan dengan

meningkatkan RLI Indonesia menjadi 0,76, dan meningkatkan
pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui bioprospeksi. Data RLI

IUCN (International Union for Conservation of Nature) menunjukkan tren

penurunan dalam beberapa dekade terakhir, terutama pada spesies-

spesies kunci. Nilai RLI Indonesia tercatat sebesar 0,87 pada tahun

1993 dan terus menurun hingga mencapai 0,75 pada tahun 2024.

Upaya pengurangan ancaman dilaksanakan melalui kegiatan

perlindungan, konservasi, dan restorasi baik di tingkat ekosistem,

spesies, maupun genetik. Sementara itu, pemanfaatan berkelanjutan
diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi
keanekaragaman hayati bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap
memperhatikan keberlanjutan fungsi ekosistem dan kebutuhan
generasi mendatang. Sebagai indikator keberhasilan pengelolaan
keanekaragaman hayati, Kementerian menetapkan target peningkatan

RLI Indonesia menjadi 0,76 di tahun 2029.

Dalam rangka mendorong peningkatan RLI Indonesia dari 0,75 pada

tahun 2024 menjadi 0,76 pada tahun 2029, telah dirancang dua

skenario sebagai upaya pencapaian target tersebut yakni dari critically
endangered (terancam punah) menjadi endangered (terancam),
endangered (terancam) menjadi vulnerable (rentan), atau vulnerable

(rentan) menjadi least concern (risiko rendah), serta mengubah status

spesies satwa liar dari data deficient (kekurangan data) menjadi least

concern (risiko rendah) dengan cara melakukan asesmen terhadap
keterancaman spesies pada level nasional.

Kedua skenario yang disusun untuk mendorong peningkatan RLI

Indonesia akan diperkuat melalui 7 (tujuh) langkah strategis yang

dirancang untuk diimplementasikan secara terarah dan terpadu

meliputi: (1) menekan faktor utama penyebab keterancaman spesies,
yaitu anthrophonegic disturbance (perburuan, ilegal logging, alih fungsi
habitat, peredaran TSL ilegal, dan kebakaran hutan); (2) peningkatan
upaya penyelamatan satwa liar dan tumbuhan alam, serta pengendalian
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Invasive Alien Species (IAS) dan zoonosis; (3) peningkatan upaya
pemulihan ekosistem kawasan konservasi dan areal preservasi; (4)
memperluas perlindungan habitat melalui penetapan kawasan
konservasi baru, memperluas kawasan konservasi, dan menetapkan
areal preservasi; (5) peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan
konservasi dan areal preservasi; (6) penguatan data dan informasi
terkait spesies dan ekosistem; dan (7) melakukan asesmen status
keterancaman satwa liar dan tumbuhan alam secara nasional.

Selain mengurangi status keterancaman spesies, Kementerian fokus
terhadap pemanfaatan TSL yang berorientasi pada aspek ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat, namun tetap memperhatikan nilai-nilai
ekologis yang mendukung keberlanjutan fungsi ekosistem.
Pemanfaatan TSL tidak hanya difokuskan pada level jenis, tetapi juga
mencakup tingkat genetiknya melalui pengembangan bioprospeksi.
Pengembangan ini merupakan inovasi strategis dalam pemanfaatan
sumber daya genetik TSL yang didukung oleh pemanfaatan teknologi.
Dalam rangka mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati dan
ekosistem, Kementerian menargetkan peningkatan nilai ekspor TSL dan
bioprospeksi sebesar Rp8,4 triliun pada tahun 2029, serta optimalisasi
PNBP yang bersumber dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL
secara berkelanjutan senilai Rp267 miliar di tahun 2029. Pemanfaatan
keanekaragaman hayati berkelanjutan diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi ekosistem dan
memerhatikan kebutuhan generasi mendatang. Pendekatan ini diukur
melalui nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat di sekitar
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
yang ditargetkan mencapai Rp240 miliar pada tahun 2029.

Indonesia dicatat sebagai eksportir satwa liar peringkat satu dan telah
mengekspor 71 juta satwa liar pada 2008-2018. Akan tetapi, nilai
ekspor TSL dari habitat alami masih tercatat lebih besar dibandingkan
dengan nilai ekspor TSL hasil penangkaran. Oleh karena itu,
Kementerian mendorong strategi pemanfaatan keanekaragaman hayati
dengan meningkatkan proporsi pemanfaatan TSL yang berasal dari
hasil penangkaran.

Hutan cadangan pangan, energi, dan air

Skema perhutanan sosial dalam mendukung hutan untuk cadangan
pangan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pada kawasan hutan
dengan akses perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektare dengan pola
agroforestri untuk komoditas padi, jagung, dan pangan lokal lainnya
yang tersebar di 36 provinsi, 324 kabupaten/kota, dan 3.169
desa/kelurahan. Khusus terkait hutan ketahanan pangan ini, dalam
RPJMN 2025-2029 dirumuskan sebagai salah satu PSN "Ketahanan
Pangan melalui Perhutanan berbasis Masyarakat". Pengukuran proyek
ini dilakukan dengan beberapa indikator, antara lain kelompok
masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang berkontribusi
untuk ketahanan pangan; jumlah produksi pangan dari kawasan
hutan; dan peningkatan nilai transaksi ekonomi pemanfaatan hasil
hutan untuk pangan. Skema perhutanan sosial dapat dilakukan
melalui agroforestri, silvofishery, silvopasture, dan kegiatan usaha
kehutanan lainnya. Pada tingkat tapak, ukuran keberhasilan PSN ini
tidak hanya terbatas pada jumlah produksi yang dihasilkan, namun
lebih mengukur dukungan PSN ini mampu meningkatkan kemajuan
dan kemandirian desa, serta menjaga dan meningkatkan ketahanan
pangan di kabupaten/kota. Data indikasi lokasi untuk PSN dapat
diunduh pada tautan https://bit.ly/PROFILDESA_PSN.
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Dukungan kawasan hutan terhadap peningkatan ketahanan energi
dilakukan dengan: (a) skema pemanfaatan sumber daya air sebagai
penggerak energi listrik mini/mikrohidro. Hingga saat ini, pemanfaatan
energi air di kawasan hutan telah diberikan dengan total kapasitas
terpasang sebesar 1.159 Kilowatt (kW). Rencana Kementerian 2025-
2029 akan membantu sebanyak 13 model pembangunan minihidro.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga mini/mikrohidro di kawasan
hutan diharapkan terus meningkat dengan memperhatikan prinsip
keberlanjutan, pelibatan masyarakat sekitar hutan, serta pelaksanaan
rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari kewajiban pemegang izin.
Dengan demikian, energi air dapat menjadi solusi energi bersih yang
mendukung pengelolaan hutan lestari dan pembangunan rendah
karbon; dan (b) skema pemanfaatan kawasan hutan untuk energi panas
bumi. Upaya ini menjadi bagian dari transisi menuju energi
berkelanjutan, yang dilakukan pemerintah dengan memberikan akses
melalui Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB)
sebagai skema legal yang memungkinkan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi panas bumi tetap dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi
utama kawasan hutan. Saat ini, IPJLPB diberikan kepada empat
pemegang izin dengan total kapasitas terpasang sebesar 883 Megawatt
(MW).

Selanjutnya untuk hutan sebagai ketahanan air, Kementerian akan
melindungi wilayah hulu daerah aliran dan pesisir, termasuk di hutan
konservasi seluas 21,8 juta hektare, hutan lindung seluas 29,3 juta
hektare. Aktivitas pemulihan ekosistem dan hutan serta lahan
berstatus kritis akan dilaksanakan dengan reboisasi dan penghijauan
seluas 1,254 juta hektare, di antaranya: penghijauan seluas 915 ribu
hektare, rehabilitasi mangrove seluas 18 ribu hektare, rehabilitasi
secara vegetatif seluas 196 ribu hektare, reklamasi dan rehabilitasi dari
penggunaan kawasan hutan seluas 75 ribu hektare, imbuhan mata air
seluas 50 ribu hektare, dan sipil teknis sebanyak 144.550 unit untuk
mengurangi potensi erosi. Seluruh langkah ini diharapkan dapat
mengurangi frekuensi bencana hidrometeorologi berbasis lahan
khususnya banjir dan tanah longsor di sekitar kawasan hutan.
Khusus wuntuk pelaksanaan rehabilitasi kawasan hutan untuk
ketahanan air dan pangan dilaksanakan dengan pembaruan konsep
rehabilitasi yang dapat menghemat anggaran dan meningkatkan
survival rate tanaman hasil rehabilitasi. Integrasi konsep rehabilitasi
yang baru dilaksanakan sebagai berikut : (1) Direktorat Jenderal
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan pada tahun
ke-1 hingga tahun ke-3 melaksanakan rehabilitasi dengan pola
agroforestri; (2) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial melanjutkan
pada tahun keempat dengan pola agroforestri untuk meningkatkan
survival rate, hingga legalisasi menjadi areal perhutanan sosial; (3)
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melakukan pendampingan
dan pemberdayaan kelompok masyarakat termasuk lulusan SMK
Kehutanan dan (4) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan melakukan
integrasi hasil kerja rehabilitasi ke dalam perencanaan dan distribusi
kawasan.

Hilirisasi kayu log, getah pinus, dan untuk bioethanol

Kementerian memberikan perhatian hilirisasi pada komoditas kayu log,
getah pinus, dan aren untuk bioethanol. Uraian masing-masing
komoditas, sebagai berikut :

1) Kayu log
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Sasaran utama hilirisasi kayu log adalah menjadi top global player
pada industri premium plywood dan wood pellet dengan praktek
industri berkelanjutan. Industri premium plywood dipilih untuk
meningkatkan nilai tambah kayu log sebesar 18 kali, sedangkan
untuk wood pellet sebesar 5,4 kali. Target pada tahun 2029,
Kementerian berusaha untuk meningkatkan kebutuhan pasokan
kayu untuk proses hilirisasi dengan target produksi untuk furniture
400.000 m3/tahun, housing and ship component 1.000.000
m3/tahun, dan Wood Pellet 300.000 ton/tahun. Angka ini mengingat
permintaan pada tahun 2030 untuk furniture sebesar 801.394 m3
untuk pasar domestik dan pasar dunia sebesar 20.425.208 m3,
housing and ship component sebesar 2.935.934 m3 untuk pasar
domestik dan pasar dunia sebesar 22.144.977 m3, dan wood pellet
sebesar 39.340 ton untuk pasar domestik dan pasar dunia sebesar
33.577.729 ton.

Lokasi industri kayu log terpadu diidentifikasi untuk furniture
berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lokasi industri housing and
ship component direncanakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa
Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, sedangkan
industri wood pellet direncanakan berada di Jawa Tengah dan Jawa
Barat.

Getah Pinus

Sasaran dari hilirisasi getah pinus adalah mendorong Indonesia
menjadi lima besar dunia untuk produsen pine chemical yang
berfokus pada produksi alpha pinene, delta 3 carene, rosin ester, dan
maleic resin. Pada tahap awal lokasi proyek berada di Jawa Barat
dengan target produksi 25.000 ton per tahun untuk produk alpha
pinene, delta 3 carene, rosin ester, dan maleic resin. Angka ini akan
memenuhi total permintaan pine chemical untuk pasar domestik
sebesar 39.576 ton dan pasar global sebesar 597.072 ton pada
tahun 2030. Secara rinci terbagi atas : (a) alpha pinene, sebesar
6.305 ton untuk pasar domestik dan 25.315 ton untuk pasar global
pada tahun 2030; (b) delta 3 carene sebesar 1.160 ton untuk pasar
domestik dan 4.467 ton untuk pasar global pada tahun 2030; (c)
rosin ester permintaan domestik sebesar 10.995 ton dan pasar global
sebesar 276.200 ton; dan (d) maleic resin, permintaan domestik
sebesar 7.012 ton, sedangkan pasar global sebesar 257.168 ton
pada tahun 2030.

Aren untuk bioethanol

Sasaran dari hilirisasi aren untuk bioethanol ini adalah mendukung
subtitusi subsidi bahan bakar minyak untuk peningkatan
kandungan etanol dalam bensin dari 5 persen (ES5) ke 10 persen
(E10). Lokasi penanaman aren akan dilakukan di perhutanan sosial
aren, multiusaha kehutanan untuk budidaya aren dan rehabilitasi
hutan dengan aren dengan perkiraan hasil penanaman aren di
kawasan hutan seluas 368.500 hektare akan menghasilkan
bioethanol sebesar 8,844 juta kiloliter. Skenario pemenuhan bahan
baku yang akan dilaksanakan untuk mendukung produksi aren,
yaitu: (a) multiusaha kehutanan untuk PBPH seluas 150 ribu
hektare yang diperkirakan akan mendapat 3,6 juta kiloliter per
tahun. Tenaga kerja yang akan terserap diperkirakan sebanyak 30
ribu orang, dengan asumsi sebanyak 0,2 orang per hektare. Langkah
ini akan dilakukan oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, (b)
perhutanan sosial seluas 170 ribu hektare yang diperkirakan akan
memperoleh 48 juta kiloliter per tahun. Jumlah tenaga kerja yang
akan terserap diperkirakan sebanyak 68.000 orang. Langkah ini
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akan dilakukan oleh Ditjen Perhutanan Sosial, (c) Rehabilitasi hutan
dan lahan dengan menggunakan aren pada areal seluas 100 ribu
hektare dan diperkirakan akan menghasilkan 1,164 juta kiloliter per
tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang. Langkah
ini akan dilaksanakan oleh Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan.

Dalam kerangka jangka menengah lima tahunan, fondasi Indonesia
Emas 2045 diwujudkan dengan delapan Program Hasil Terbaik Cepat
(PHTC) yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Program
ini diinisiasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dan Dberkelanjutan, serta mendorong pemerataan
pembangunan. Kedelapan PHTC tersebut adalah: (1) Pemberian makan
siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk
anak balita dan ibu hamil, (2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan
gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap
berkualitas di kabupaten, (3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas
lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional, (4)
Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan
memperbaiki sekolah yang perlu renovasi, (5) Melanjutkan dan
menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha
untuk menghilangkan kemiskinan absolut, (6) Menaikkan gaji ASN
(terutama guru, dosen, tenaga, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat
negaranya, (7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan
kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan
rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama
generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR), dan (8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan
rasio penerimaan negara terhadap PDB ke-23 persen.

Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional

Sasaran dan Indikator: Instansi Pelaksana :

tput : Institusi Pengampu : .
Qutpu . stitust Pengampu Dukungan Kementerian Kehutanan
Tambahan luasan panen setara 4 juta hektare sawah Kementerian Pertanian

Outcome : BUMN/Lembaga yang ditunjuk
Tambahan produksi pangan setara 20 juta ton Gabah Kering Giling (GKG)

lainnya
padi atau setara 10 juta ton beras ¥

Institusi Kontributor:
Kementerian PU, Kementerian

Sasaran dan Indikator:

Output :
Indikasi dan Highlight Intervensi: Kehutanan, Kmenterian LH, Pemanfaatan kawasan hutan untuk ketahanan
Kementerian Koperasi, pangan
Geospasial dan Infrastruktur Kementerian Transmigrasi, BRIN, Outcome :
1. Penyiapan survei, investigasi dan desain BMKG, BPS Penyiapan lahan untuk produksi pangan secara

2. Penataan batas kawasan hutan untuk pemuktahiran penetapan berkelanjutan
kawasan hutan

3. Pembangunan irigasi
4. Jalan usaha tani

5. Pembangunan sistem drainase Geospasial dan Infrastruktur

6. Pembangunan jembatan o - 1. Identifikasi spasial kawasan hutan untuk
Indikasi Lokasi Prioritas

Indikasi dan Highlight Intervensi :

pangan

: 2. Penanganan batas kawasan hutan untuk
1. Kalimantan Tengah pemukhtahiran penetapan kawasan hutan
On-farm 2. Sumatera Selatan
1. Cetak sawah . 3. Papua Selatan
2. Kawasan pertanian 4. Lokasi Prioritas lainnya (Aceh,
3. Saprodi mendukung peningkatan produksi pertanian Jambi, Riau, Kep. Bangka Eselon 1 Pelaksana :
4. Alat mesin pertanian Belitung, Kalimantan Selatan, . .
5. Perbengkelan alat dan mesin pertanian Kalimatan Utara, Kalimantan Ditjen Planologi Kehutanan
Timur, Jawa Barat)
Off-farm

1. Penguatan kelembagaan ekonomi petani, termasuk koperasi dan
badan usaha milik petani

2. Sarana pasca panen

3. Asuransi pertanian

4. Pelatihan pertanian

Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut

Sasaran dan Indikator: Instansi Pelaksana :

Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang Institusi Pengampu :
adaptif terhadap
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Dukungan Kementerian Kehutanan

Gambar C 1 Skema Intervensi Kementerian Kehutanan dalam Program Hasil Terbaik Cepat

Kementerian mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2025-2029 melalui
dua PHTC antara lain PHTC 3 dengan intervensi penyiapan kawasan hutan
untuk mendukung ketahanan pangan melalui identifikasi spasial kawasan
hutan untuk pangan dan penanganan batas kawasan hutan melalui
pemutakhiran penetapan kawasan hutan, dan PHTC 5 melalui intervensi
peningkatan kapasitas baik kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola
usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menerima akses
kelola kawasan hutan, serta peningkatan kemandirian usaha dan nilai
transaksi ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Selain mendukung PHTC, Kementerian juga turut mendukung Program
Strategis Nasional (PSN). Proyek ini merupakan proyek yang bersifat
strategis terukur, dan berdampak signifikan dalam pencapaian sasaran
RPJMN. Proyek yang diintervensi oleh Kementerian yaitu ketahanan
pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat dalam mendukung
swasembada pangan. Proyek ini berupa penguatan intervensi pendukung
makanan bergizi seperti pemberdayaan masyarakat, petani dan peternak
lokal, penjaminan stok keragaman bahan pangan dalam negeri, dan
sebagainya. Adapun target lokasi PSN seluas 1,1 juta hektare tersebar di 36
Provinsi, 324 Kabupaten, dan 3.169 Desa. Untuk lokasi PSN agroforestri
untuk pangan terbesar berada di Provinsi Papua Selatan yang mencapai
177,4 ribu hektare dan lokasi PSN agroforestri terkecil berada di Provinsi
Kepulauan Riau dengan luasan sebesar 325,8 hektare.

Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat




Sasaran dan Indikator :

Output :

Pemanfaatan kawasan hutan untuk
ketahanan pangan melalui
perhutanan berbasis masyarakat
seluas 1,1 juta hektare

Outcome :

e Tambahan produksi pangan
setara dengan 8,34 juta ton padi
lahan kering dan 2,67 juta ton
jagung

e Penguatan intervensi pendukung
makan bergizi seperti
pemberdayaan masyarakat,
petani, dan peternak lokal serta
penjaminan stok, keragaman
bahan pangan dalam negeri dan
sebagainya.
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Indikasi dan Highlight Intervensi :

Geospasial dan Infrastruktur

1.

Identifikasi spasial kawasan hutan untuk
pangan

On-farm

1.

2.

Agroforestri untuk produksi pangan oleh
masyarakat seluas 1 juta hektare di areal PS
Pemberian izin berusaha pemanfaatan hutan
(PBPH) Multiusaha Kehutanan (MUK) untuk
pangan seluas 1 juta hektare

Off-farm

Fasilitasi kelompok tani hutan (KTH dan
KUPS) dalam memproduksi barang/jasa
Fasilitasi PBPH untuk pemberdayaan
kelompok kemitraan areal konsesi

Eselon 1 Pelaksana :

1.

w

Ditjen Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari
Ditjen Perhutanan Sosial

Badan P2SDM

3. Pemberdayaan masyarakat di 3.161 desa di
kawasan konservasi

4. Penyuluhan dan pendampingan lelompok
masyarakat sekitar kawasan hutan

Gambar C.2 Internalisasi Kementerian Kehutanan dalam PSN Ketahanan Pangan melalui
Perhutanan Berbasis Masyarakat

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi yang telah dirumuskan,
Kementerian akan berusaha untuk memperkuat manajemen kinerja.
Elemen kunci dari manajemen kinerja adalah Sumber Daya Manusia (SDM)
yang unggul dan berdaya saing, pemanfaatan teknologi dan proses yang
terstruktur dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan, dan
evaluasi kinerja. Di samping itu, pengendalian internal juga dilakukan
untuk mengidentifikasi risiko dan melakukan langkah-langkah mitigasi.

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), perlu menanamkan pola pikir
melalui sistem merit dan talent management dengan harapan dapat
menciptakan SDM yang mampu berpikir strategis dan terbuka untuk
bersinergi dengan masyarakat dengan upaya pengembangan Corporate
University. Berpikir terbuka terhadap orientasi outcome dan impact
sebagaimana tertuang di dalam sasaran strategis dan tujuan di dalam
Renstra Kementerian 2025-2029 serta sasaran utama yang telah digariskan
dalam RPJMN 2025-2029.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Kehutanan
per 5 Juni 2025, jumlah pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan
sejumlah 17.536 orang yang terdiri dari 12.665 orang berjenis kelamin laki-
laki dan 4.871 orang berjenis kelamin perempuan yang tersebar di sembilan
Unit Kerja Eselon I. Formasi pegawai yang saat ini ada di Kementerian
Kehutanan terdiri dari 3 diantaranya 1 orang Aparatur Negara, 12.058
orang Pegawai Negeri Sipil dan 5.477 Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja. Kementerian Kehutanan memiliki jumlah satuan kerja
(Satker) sebanyak 228 unit yang tersebar di pusat dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di daerah. Unit Kerja Eselon (UKE) I yang memiliki jumlah
satker dan pegawai terbanyak, yaitu Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan jumlah satker 74 unit dan 7.106
orang. Beberapa UKE I Kementerian Kehutanan tidak memiliki UPT, seperti
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, UKE I dengan jumlah pegawai
terkecil adalah Inspektorat Jenderal sebesar 140 orang.
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Sekretariat Jenderal (11 Unit Kerja Pusat) - 793

Inspektorat Jenderal (5 Unit Kerja Pusat) I 136

Ditjen Planologi Kehutanan (5 Unit Kerja Pusat, 22 UPT) 1463

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (6 Unit Kerja Pusat, 74 UPT) 7035

Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (5 Unit Kerja Pusat, 55

UPT) 2177

Ditien Pengelolaan Hutan Lestari (6 Unit Kerja Pusat, 18 UPT) 962

Ditien Perhutanan Sosial (5 Unit Kerja Pusat, 13 UPT) 821

Ditien Penegakan Hukum Kehutanan (6 Unit Kerja Pusat, 10 UPT) 3314

3adan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (5 Unit Kerja Pusat, 12 UPT) 835

Gambar C.3 Sebaran pegawai Kementerian Kehutanan di masing-masing Unit Kerja
Eselon I

Proses yang terstruktur perlu disusun dari perencanaan yang dibangun
untuk menjembatani kondisi saat ini menuju kondisi harapan. Data yang
digunakan dalam perencanaan mengacu pada kebenaran substantif yang
dapat diverifikasi di lapangan. Perencanaan kinerja juga ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan
dengan mengelaborasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Termasuk di dalamnya adalah transformasi utama pembangunan
kehutanan yaitu pertumbuhan kehutanan, pengelolaan keanekaragaman
hayati, hutan cadangan pangan,energi, dan air, serta hilirisasi kayu log,
getah pinus, dan aren.

Terkait dengan mekanisme penganggaran, Kementerian juga berusaha
memfasilitasi satuan kerja untuk memenuhi kondisi harapan yang telah
dirumuskan. Pengelolaan kinerja ini kemudian dilakukan internalisasi
pada seluruh unit kerja Kementerian baik pusat dan daerah melalui
Koordinator Wilayah pada setiap provinsi. Sebagai upaya mendekatkan
pengambilan kebijakan dengan kondisi lapangan.

Di samping itu untuk menjamin sasaran pembangunan kehutanan,
diperlukan pengendalian berkesinambungan dan partisipatif melalui
mekanisme  korektif. Kementerian melakukan kolaborasi untuk
sinkronisasi data dan informasi capaian pembangunan kehutanan mulai
dari tingkat provinsi hingga nasional dengan Badan Pusat Statistik,
Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi serta Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan
Masyarakat.

Selanjutnya dalam pemanfaatan teknologi, digitalisasi layanan
Kementerian serta one map policy ditujukan untuk meningkatkan kualitas
birokrasi Kementerian yang optimal antar lembaga dan hubungan antar
pusat dan daerah. Digitalisasi layanan Kementerian ini mencakup seluruh
sistem informasi Kementerian yang diintegrasikan dan dijamin
pemutakhirannya secara berkala.

Dalam rangka pengendalian pemenuhan visi dan misi, ditetapkan tujuan
dan indikator tujuan yang pencapaiannya merupakan resultante dari hasil
kerja seluruh unit kerja di setiap entitas. Mulai dari unit pelaksana teknis
atau satuan kerja di pusat, Unit Kerja Eselon II, Unit Kerja Eselon I dan
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Kementerian. Gambaran lebih lanjut terkait skema pemantauan dan

pendokumentasian kinerja mulai dari visi-misi hingga Kelompok Rincian

Output (KRO), Rincian Output (RO), dilaksanakan secara berjenjang dan

diberikan batasan sebagai berikut:

a) visi-misi-tujuan dan sasaran strategis yang di dalamnya memuat
indikator tujuan dan indikator sasaran strategis, dilaksanakan oleh
Menteri. Bahan dan alat pemantauannya disiapkan oleh Sekretariat
Jenderal dalam hal ini oleh Biro Perencanaan.

b) sasaran program dan indikator kinerja program, pemantauan,
pemenuhan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Direktur
Jenderal, Kepala Badan dan Inspektur Jenderal. Bahan dan alat
pemantauannya disiapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal,
Sekretariat Badan dan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

c) sasaran kegiatan dan indikator kegiatan, pemenuhan, pemantauan, dan
pelaporannya dilaksanakan oleh Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat,
Sekretariat Badan, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan Sekretariat
Inspektorat Jenderal.

Kelompok Rincian Output pemenuhan dan pemantauannya dilaksanakan

oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang melaksanakan Rencana

Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL).

Kerangka Regulasi

Dalam memenuhi kerangka pembangunan kehutanan 2025-2029, regulasi
di bidang kehutanan perlu diselaraskan akibat adanya perubahan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun
2024, di antaranya terkait dengan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam, Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan
Pemanfaatan Jenis TSL.

Penyelarasan regulasi ini akan dilakukan dalam bentuk revisi Peraturan
Pemerintah. Revisi regulasi juga direncanakan untuk jenis dan tarif atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada
Kementerian. Langkah ini diharapkan dapat mengakomodir perkembangan
fiskal dan mendorong peningkatan pendapatan negara.

Kerangka Kelembagaan

Untuk melaksanakan mandat pembangunan nasional tahun 2025-2029
yang intervensi kebijakannya mencakup pengelolaan keanekaragaman
hayati dan pengelolaan hutan lestari, dan konservasi sumber daya air,
kelembagaan Kementerian disusun atas unit kerja setingkat eselon I
sebanyak 9 (sembilan) unit. Dalam kaitannya dengan pengelolaan
keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik akan
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem. Untuk pengelolaan hutan lestari mencakup antara lain: (a)
peningkatan produktivitas hutan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari; (b) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui
agroforestri oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan serta
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial; (c) penguatan pengelolaan hutan
lestari oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
(d) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari oleh Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan; (e) peningkatan fungsi sosial kawasan
hutan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial; (f) perlindungan dan
pengamanan hutan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Kehutanan. Selanjutnya, untuk konservasi sumber daya air akan
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan. Dukungan terhadap manajemen pengelolaan akan
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dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Lebih lanjut,
struktur organisasi tertera pada gambar berikut ini.

MENTERI KEHUTANAN _— STAFF AHLI MENTERI

WAKIL MENTERI KEHUTANAN

SEKRETARIS JENDERAL -1 INSPEKTUR JENDERAL

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA DITJEN PENGELOLAAN DAS DAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN
ALAM DAN EKOSISTEM REHABILITASI HUTAN LESTARI

DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DITJEN PENEGAKAN HUKUM BADAN PENYULUHAN DAN
KEHUTANAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS PUSAT DATA DAN INFORMASI PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN
BERKELANJUTAN

—

PUSAT PENGEMBANGAN MITIGASI DAN PUSAT PENGEMBANGAN SOSIAL
ADAPTASI BENCANA EKONOMI MASYARAKAT HUTAN
HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

Gambar C.4 Struktur Organisasi Kementerian Kehutanan

Dukungan terhadap kebijakan transformasi utama pembangunan
kehutanan 2025-2029 akan dilakukan oleh pusat pengembangan, antara
lain untuk Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan akan mendukung
transformasi pertumbuhan ekonomi kehutanan, pengelolaan
keanekaragaman hayati dan hilirisasi kayu log, getah pinus dan aren untuk
bioethanol. Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan akan
membantu mengawal transformasi hutan cadangan pangan dan energi.
Sedangkan Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana
Hidrometeorologi Kehutanan akan membantu mengawal ketahanan air
khususnya pencegahan bencana banjir, tanah longsor, abrasi dan intrusi
air laut, serta kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya Pusat Kebijakan
Strategis akan membantu mengawal perumusan dan implementasi
kebijakan pembangunan kehutanan untuk mendorong pembangunan
makro ekonomi wilayah, dan Pusat Data dan Informasi akan memperkuat
digitalisasi layanan oleh Kementerian.

Untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, Menteri dan Wakil Menteri
dibantu oleh Staf Ahli Menteri yang terdiri atas: Staf Ahli Menteri bidang
Revitalisasi Industri, Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga,
Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional dan Staf
Ahli Menteri bidang Perubahan Iklim.

Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan kebijakan di tingkat
tapak, sedemikian rupa sehingga mewujudkan entitas tapak hutan yang
mampu mengalirkan manfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Jumlah
UPT Kementerian sebanyak 186 unit, terdiri atas: Ditjen Konservasi Sumber
Daya Alam dan Ekosistem sebanyak 74 UPT, Ditjen Planologi Kehutanan
sebanyak 22 UPT, Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan sebanyak
37 UPT, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari sebanyak 18 UPT, Ditjen
Perhutanan Sosial sebanyak 13 UPT, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan
sebanyak 10 UPT, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
sebanyak 12 UPT.

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
TARGET KINERJA
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Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan
nasional, Kementerian menetapkan empat tujuan utama yang dijabarkan
ke dalam empat sasaran strategis. Sasaran ini mencerminkan kondisi yang
ingin dicapai secara nyata sebagai hasil (outcome) dari satu atau beberapa
program. Keberhasilan pencapaian tujuan diukur melalui indikator kinerja
sasaran strategis, sementara keberhasilan program diukur menggunakan
indikator kinerja program.
Kementerian telah menetapkan sejumlah indikator kinerja beserta
targetnya untuk periode tahun 2025-2029. Penetapan indikator ini
bertujuan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis kementerian
serta capaian program yang dilaksanakan. Perumusan indikator dilakukan
dengan memperhatikan keselarasan terhadap indikator kinerja yang
tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029.
Terdapat 22 indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kementerian
dalam mendukung tiga sasaran pembangunan nasional sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
tentang RPJMN 2025-2029. Daftar indikator kinerja tersebut disajikan
dalam Tabel berikut :
Tabel D.1 Lampiran III Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029
Level Indikator
No. (Program Prioritas/
Kegiatan Prioritas)

Indikator

1 Program Prioritas

Nilai pemanfaatan sumber daya hutan
berkelanjutan

2.  Kegiatan Prioritas Produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan,
umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)

3. Kegiatan Prioritas Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan

4.  Kegiatan Prioritas Jumlah mata air yang dipertahankan dan
diselamatkan

5.  Kegiatan Prioritas Jumlah unit KSA, KPA dan TB dengan kategori
pengelolaan yang efektif

Kegiatan Prioritas Luas areal preservasi yang dikembangkan
Kegiatan Prioritas Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB

8. Kegiatan Prioritas Indeks daftar merah nasional status
keterancaman spesies

9. Kegiatan Prioritas Jumlah kelompok masyarakat yang dibina
dalam upaya konservasi kawasan dan
keanekaragaman hayati

10 Kegiatan Prioritas Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar berkelanjutan

11 Kegiatan Prioritas Luas kawasan hutan konservasi yang
dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi
karbon

12 Kegiatan Prioritas Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan
KSA, KPA dan TB

13 Kegiatan Prioritas Jumlah produk yang dikembangkan melalui
bioprospeksi

14  Kegiatan Prioritas Luas kawasan hutan yang diamankan

15 Kegiatan Prioritas Nilai PNBP fungsional kehutanan

16  Kegiatan Prioritas Nilai ekspor produk kehutanan

17  Kegiatan Prioritas Nilai investasi sektor kehutanan

18 Kegiatan Prioritas Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan
di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)

19. Kegiatan Prioritas Desa yang menggunakan data dan informasi

batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam
peta wilayah desa
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Level Indikator

No. (Program Prioritas/ Indikator
Kegiatan Prioritas)
20. Kegiatan Prioritas Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar

kawasan hutan yang dilibatkan dalam
pengelolaan hutan (kelompok)

21. Kegiatan Prioritas Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat
kehutanan
22. Kegiatan Prioritas Penurunan laju deforestasi

Dalam rangka mendukung tercapainya visi pembangunan nasional serta
agenda prioritas Presiden, pembangunan sektor kehutanan pada periode
2025-2029 diarahkan wuntuk berkontribusi secara nyata terhadap
pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian menetapkan arah
kebijakan yang dituangkan melalui tujuan, sasaran strategis, dan indikator
kinerja yang terukur.

Tujuan pembangunan kehutanan dirancang untuk mencerminkan peran
strategis sektor kehutanan dalam menjaga fungsi lingkungan hidup,
memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, serta
memperluas akses dan manfaat hutan bagi masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis
sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai, baik dari sisi kelestarian
sumber daya hutan, penguatan tata kelola, maupun peningkatan kontribusi
sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional dan daerah. Setiap
sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik,
terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana
tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.



Tabel D.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis
Kementerian Kehutanan 2025-2029

Tujuan/ Sasaran
Strategis

Tujuan 1
Meningkatkan
kapasitas hutan
dalam memelihara
fungsi ekologi
Sasaran Strategis 1
Tingkat kerusakan
hutan dapat
diturunkan pada
batas toleransi
perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman
hayati

Tujuan 2
Meningkatkan peran
hutan untuk
peningkatan
kemajuan dan
kemandirian desa
sekitar kawasan
hutan

Sasaran Strategis 2
Meningkatkan
pendapatan
masyarakat sekitar
kawasan hutan
Tujuan 3
Meningkatkan
produk domestik
bruto subsektor
kehutanan

Sasaran Strategis 3
Meningkatkan
produk barang dan
jasa dari hutan

Tujuan 4
Mewujudkan
birokrasi yang
adaptif dan
melayani
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Indikator
Kinerja

Reduksi emisi
Gas Rumah
Kaca dari sektor
kehutanan

Penurunan laju
deforestasi
Indeks daftar
merah nasional
status
keterancaman
spesies

Persentase desa
di sekitar
kawasan hutan
yang meningkat
kemajuan dan
kemandiriannya

Nilai transaksi
ekonomi
masyarakat
sekitar hutan

Persentase
pertumbuhan
Produk
Domestik Bruto
sub sektor
kehutanan
Nilai
pemanfaatan
sumber daya
hutan yang
berkelanjutan
Nilai ekspor
produk
kehutanan
Produksi Hasil
Hutan Bukan
Kayu (buah-
buahan, umbi-
umbian, jagung,
sagu, tebu,
singkong)*
Nilai PNBP
Fungsional
Kehutanan

Nilai Reformasi
Birokrasi

2025

15

0,111

0,75

25

2.810

1,5

134,74

15,42

450

7,72

80,31

2026

15

0,106

0,75

30

3.171

1,8

136,19

15,82

500

8,29

81,65

2027

16

0,102

0,75

40

3.532

2,4

139,64

16,23

550

8,86

82,67

2028

16

0,098

0,75

60

3.893

142,09

16,64

600

9,42

83,65

2029

17

0,094

0,76

75

4.254

34

146,5

17,05

650

9,99

83,7

Satuan

Persen

Juta
Ha

Poin

Persen

Miliar
Rupiah

Persen

Triliun
Rupiah

Miliar
USD

Ribu
Ton

Triliun
Rupiah

Poin
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Tujuan/ Sasaran Indikator 2025 2026 2027 2028
Strategis Kinerja

Sasaran Strategis 4 Indeks

Mewujudkan Kepuasan

layanan Masyarakat

kementerian menuju terhadap 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50

birokrasi kelas Pelayanan

dunia yang berbasis Kementerian

digital Kehutanan

Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut,

Kementerian pada tahun 2025-2029 melaksanakan tiga program yang
telah dilengkapi dengan sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan
pencapaian program dimaksud setiap sasaran pada tiga program
ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing-masing
Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel D.3 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Pembangunan Kehutanan 2025-2029

2029 Satuan

Poin

No Sasaran Program Indikator Kinerja Program Unit Kerja
Eselon I
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
1 Peningkatan daya dukung daerah | Luasan lahan kritis dalam | Ditjen
aliran sungai yang berdampak | DAS yang dipulihkan Pengelolaan
pada penurunan tingkat | Persentase penurunan | Daerah
kerusakan hutan pada Dbatas | frekuensi bencana | Aliran
toleransi perikehidupan manusia | hidrometeorologi di desa | Sungai dan
dan keanekaragaman hayati | sekitar hutan Rehabilitasi
melalui pelaksanaan rehabilitasi | Peningkatan fungsi | Hutan
hutan secara terencana, terpadu, | hidrologis Daerah
dan berkelanjutan Tangkapan Air (DTA) pada
daerah yang diintervensi
2 | Meningkatnya pengelolaan hutan | Peningkatan luas tutupan Ditjen
lindung dan produksi yang | berhutan Pengelolaan
berdampak pada  penurunan Hutan
tingkat kerusakan hutan pada Lestari
batas toleransi perikehidupan
manusia dan keanekaragaman
hayati
3 | Pemantapan kawasan hutan yang | Persentase penanganan | Ditjen
legitimate dan berkelanjutan serta | kegiatan usaha terbangun | Planologi
berdampak  pada  penurunan | dalam kawasan hutan yang | Kehutanan
tingkat kerusakan hutan pada | sesuai dengan peraturan
batas toleransi perikehidupan | perundangan
manusia dan keanekaragaman | Persentase pemantauan
hayati emisi GRK dari sektor
kehutanan
Desa yang menggunakan
data dan informasi batas
kawasan hutan sebagai
rujukan dalam peta wilayah
desa
Persentase luas kawasan
hutan yang dilepas untuk
TORA
4 Meningkatnya peran perhutanan Luas akses kelola Ditjen
sosial untuk menurunkan tingkat | masyarakat Perhutanan
kerusakan hutan hingga berada Sosial
dalam batas yang dapat
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ditoleransi oleh kehidupan
manusia dan keanekaragaman
hayati

S Penegakan hukum kehutanan dan | Luas kawasan hutan yang Ditjen
pengendalian kebakaran hutan diamankan Penegakan
yang berdampak pada penurunan | Persentase penyelesaian Hukum
tingkat kerusakan hutan pada hukum terhadap Kehutanan
batas toleransi perikehidupan keterlanjuran kegiatan
manusia dan keanekaragaman terbangun di dalam
hayat kawasan hutan

Persentase perizinan
berusaha di lingkungan
Kementerian Kehutanan
yang melanggar dan
diberikan tindakan hukum
Penurunan kejadian
kebakaran hutan

6 Meningkatnya pengelolaan Jumlah spesies yang Ditjen
konservasi sumber daya alam dan | diasesmen secara nasional | Konservasi
ekosistem di KSA, KPA dan TB dalam mendukung IUCN Sumber
serta pembinaan areal preservasi Red List Daya Alam
dalam mendukung penurunan Penurunan status dan
tingkat kerusakan hutan pada keterancaman spesies pada | Ekosistem
batas toleransi perikehidupan IUCN Red List
manusia dan keanekaragaman
hayati

7 Meningkatkan peran perhutanan | Nilai transaksi ekonomi Ditjen
sosial dalam mendukung kelompok masyarakat Pehutanan
peningkatan pendapatan kehutanan Sosial
masyarakat sekitar kawasan
hutan

8 SDM Kehutanan yang inovatif, Nilai transaksi ekonomi Badan
berkualitas dan berdaya saing kelompok tani hutan Penyuluhan
dalam mendukung peran hutan Persentase peningkatan dan
untuk meningkatkan pendapatan | kelompok tani hutan yang Pengembang
masyarakat sekitar kawasan menghasilkan komoditi an SDM
hutan pendukung cadangan

pangan, energi dan air

9. | Meningkatnya pendapatan Nilai transaksi ekonomi Ditjen
masyarakat sekitar kawasan kelompok masyarakat Konservasi
hutan melalui pengelolaan sekitar KSA, KPA, dan TB Sumber
konservasi sumber daya alam dan Daya Alam
ekosistem di KSA, KPA, dan TB dan
serta daerah penyangga Ekosistem

10. | Meningkatnya pengelolaan hutan | Nilai transaksi ekonomi Ditjen
lindung dan produksi yang dari pemanfaatan areal Pengelolaan
berdampak dalam mendukung konsesi yang dikerja Hutan
peningkatan pendapatan samakan dengan Lestari
masyarakat sekitar hutan masyarakat

11. | Meningkatnya pengelolaan hutan | Nilai efisiensi pemanfaatan | Ditjen
lindung dan produksi yang bahan baku menjadi kayu Pengelolaan
berdampak terhadap peningkatan | olahan Hutan
produk barang dan jasa dari Peningkatan rasio serapan | Lestari

hutan

getah pinus ke industri
pengolahan dalam negeri

Nilai investasi sektor
kehutanan

Nilai ekspor produk
kehutanan dari pengelolaan
hutan lestari

Produksi hasil hutan
bukan kayu dari
pengelolaan hutan lestari
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Nilai penerimaan negara
bukan pajak dari
pemanfaatan hutan lindung
dan produksi

12. | Meningkatnya produk barang dan | Nilai ekspor TSL dan Ditjen
jasa dari upaya konservasi bioprospecting Konservasi
sumber daya alam dan ekosistem | Nilai PNBP dari Sumber
pemanfaatan jasa Daya Alam
lingkungan dan TSL dan
berkelanjutan Ekosistem
13. | Pemantapan kawasan hutan yang | Persentase penyediaan Ditjen
legitimate dan berkelanjutan kawasan hutan untuk Planologi
dalam mendukung peningkatan pangan dan energi Kehutanan
produk barang dan jasa dari Persentase penerimaan
hutan PNBP dari penggunaan
kawasan hutan
14. | Meningkatkan peran perhutanan | Luas pengelolaan dan Ditjen
sosial dalam mendukung pemanfaatan hutan secara | Perhutanan
peningkatan produk barang dan optimal areal perhutanan Sosial
jasa dari hutan sosial
15. | Meningkatnya layanan dukungan | Indeks implementasi Sekretariat
tugas teknis kementerian kebijakan Pembangunan Jenderal
Kehutanan 2025-2029
dalam mendukung
pembangunan nasional
Program Dukungan Manajemen
1. | Meningkatnya kualitas reformasi Nilai SAKIP Kementerian Sekretariat
birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan Jenderal
Kehutanan Opini terhadap laporan
keuangan Kementerian
Kehutanan
Indeks Tata Kelola
Pengadaan
Indeks Keterbukaan
Informasi Publik
Indeks Sistem Merit
Indeks Reformasi Hukum
Indeks Kualitas Kebijakan
Kementerian Kehutanan
Indeks Pembangunan
Statistik Sektoral
Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik
2. | Penguatan pengawasan internal Nilai Maturitas SPIP Inspektorat
Kementerian yang berdampak Kementerian Kehutanan Jenderal
terhadap birokrasi pemerintahan | Nilai kapabilitas Aparat
yang profesional dan berintegritas | Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)
Kementerian Kehutanan
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
1. | Sumber Daya Manusia Kehutanan | Indeks Pengembangan Badan
yang inovatif, berkualitas dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan
berdaya saing dalam mendukung | Kehutanan dan
pembangunan kehutanan yang Penurunan tingkat Pengembang
berkelanjutan kesenjangan antara an SDM

kapasitas SDM dengan
kebutuhan pasar kerja
kehutanan
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Nilai Efektivitas
Pengelolaan KHDTK Diklat
Kehutanan

Persentase lulusan SMK
Kehutanan yang bekerja di
bidang kehutanan

Penjenjangan kinerja Kementerian Kehutanan secara komprehensif

dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Pohon kinerja ini

menggambarkan hubungan antara visi-misi Kementerian dengan

tujuan, sasaran strategis, sasaran program hingga level kegiatan

beserta indikatornya. Seluruh Unit Kerja Eselon 1 diharapkan dapat

memahami kontribusi dalam mencapai tujuan dan visi Kementerian.
i e

Meninghatnya pomulib

52, KPP dar

Gambar D.1 Sasaran Kinerja Kementerian dalam Pencapaian Tujuan 1

Untuk meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi
ekologis, Kementerian fokus terhadap pemantapan kawasan hutan,
peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan pesisir,
meningkatkan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi,
peningkatan akses kelola masyarakat, melakukan perlindungan dan
pengamanan hutan serta melaksanakan pengelolaan
keanekaragaman hayati yang didukung oleh Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan
Rehabilitasi Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari,
Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial,
dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Ukuran keberhasilan
tersebut didekati dengan berkurangnya emisi gas rumah kaca dari
sub sektor kehutanan, penurunan laju deforestasi dan meningkatnya
indeks daftar merah nasional status keterancaman spesies.
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DITJEN. PS

DITJEN. KSDAE

lersack g o linghmegan yang e i

Meningkatrys ketsrlibata
kegintan

BADAN PZSDM

Gambar D.2 Sasaran Kinerja Kementerian dalam Pencapaian Tujuan 2

Pada Tujuan 2, Kementerian mendukung pembangunan kewilayahan
ditingkat desa dengan mengoptimalkan peran hutan untuk
meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa terutama pada desa
di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tujuan ini didekati dengan
memberikan akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan,
memberikan asas keadilan bagi masyarakat adat, serta
pemberdayaan masyarakat kawasan hutan baik di hutan produksi
melalui kemitraan konsesi, di hutan konservasi dengan kemitraan

konservasi dan pada areal perhutanan sosial.
P ——
T3.553.5P1

-..\

DITJEN. PHL

T3.553.5P3

K1
Meningkatnya pengolahan dan pernasaran hasil
utan dalam mendukung kebutuhan pasar
domestik dan pasar global

DITJEN. PLANHUT

SK2

Optimalnya pemanfaatan hutan praduksi dan
hutan lindung dalam meningkatkan investasi
sektor kehutanan

SK1

Optimalisasi tats guna kawssan hutan vang
k lan dalam fuk

lam mer 9
barang can jasa dari hutan

SK2
Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Peningkatan tertib iuran dan penatausahaan
hasil hutan untuk mendukung PNBP dari
hutan produksi dan hutan lindung

Meningkalkan s
kehutanan bagi

SK2

ikt | wsahia | sosial
melalui penguatan kelembagaan. dan kewirausahaan
kelompok masyarakat serta ketersediaan cadangan
pangan dan energi

sK2
jasa lingk

sK1
Optimalisasi penyediaan kawasan perhutanan
sosial dalam mendukung peningkatan barang

dlan jasa dari hutan

K1
Meningkatriya pemanfaatan tumbuhan dan
satwa linr berkelanjutan

DITJEN. PS

T3.553.5P4

DITJEN. KSDAE

T3.553.5P2
Ne———
Gambar D.3 Sasaran Kinerja Kementerian dalam Pencapaian Tujuan 3

o.l’
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Untuk mencapai Tujuan 3 yaitu meningkatnya kontribusi dan nilai
tambah sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional,
Kementerian Kehutanan memberikan intervensi dengan peningkatan
produktivitas hutan bagi barang dan jasa melalui optimalisasi
pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Optimalisasi
tersebut juga dilaksanakan dengan meningkatkan nilai tambah
hutan dengan melakukan hilirisasi komoditas kehutanan utamanya
yaitu kayu, getah pinus dan aren serta komoditas hutan lainnya.
Peningkatan produktifitas tersebut diukur melalui pendekatan
peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor
kehutanan, meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu, bukan kayu
dan tumbuhan satwa liar sebagai sumbangan sub sektor kehutanan
untuk neraca perdagangan non migas, serta peningkatan Pendapatan
Negara Bukan Pajak bagi negara.

Gambar D.4 Sasaran Kinerja Kementerian dalam Pencapaian Tujuan 4

Untuk mewujudkan Dbirokrasi yang adaptif dan melayani,
Kementerian fokus pada penguatan kawasan internal, peningkatan
kualitas reformasi birokrasi, perbaikan layanan dukungan teknis,
serta pengembangan SDM kehutanan yang inovatif, berkualitas, dan
berdaya saing. Seluruh Unit Kerja Eselon I berperan aktif dalam
mendukung pencapaian kinerja tujuan yang ditandai dengan
peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
Kementerian Kehutanan.
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T1

Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan

551.1
$51.2

SK1.1; 5K1.2; SK1.3 SK4.1 5K1.1
SP1.1;SP1.2;5P1.3 SK2.1; 5K2.2; SK2.3 SK5.1; SK5.2 SK2.1;5K2.2
SK3.1; 5K3.2 SKé.1; SKé.2
DITJEN. PLANHUT DITJEN. PS
SK1.1;5K1.2; 5K1.3; SK1.4 SK1.1

SP3.1;5P3.2;
; H 1 3 5K2.1;5K2.2
SP3.3;SP3.4 ska1:skz2
SK3.1;5K3.2;5K3.3; 5K3.1

SK3.4;SK3.5

SK4.1

SK1.1;5K1.2 SK1.1
SK2.1; 5K2.2
sK3.1 SK3.1; 5K3.2

SK4.1; SK4.2 SK4.1

5K5.1;5K5.2 ;
SK5.3

SP5.1;5P5.2; SK2.1
SP5.3;5P5.4;

A

sP2.1

SP&.1; SP6.2

Gambar D.5 Indikator Sasaran Kinerja Kementerian dalam Pencapaian Tujuan 1

Keterangan:
Kode . o
Indikator Indikator Kinerja Satuan
T1 Reduksi emisi Gas Rumah Kaca Persen
dari sektor Kehutanan
SASARAN STRATEGIS
. . Juta
SS1.1 Penurunan laju deforestasi Hektare /Tahun
Indeks Daftar Merah Nasional .
SS1.2 . Poin
Status Keterancaman Spesies
SASARAN PROGRAM 1
SP1 .1 Luasar'l lahan kritis dalam DAS Juta Ha
yang dipulihkan
Persentase penurunan frekuensi
SP1.2 bencana hidrometerorologi di desa Persen
sekitar hutan
Peningkatan fungsi hidrologis
SP1.3 daerah tangkapan air (DTA) pada Persen
daerah yang diintervensi
Persentase pemanfaatan distribusi
bibit produktif dan berkualitas
(Jumlah bibit yang
SK1.1 dimanfaatkan/jumlah bibit yang Persen
didistribusikan kepada
masyarakat)
SK1.2 Lua_s lahan yang ditanami dari Ribu Hektare
kegiatan penghijauan
Jumlah mata air yang .
SK1.3 dipertahankan dan diselamatkan Unit
Persen tumbuh keberhasilan
SK2.1 Persen

tanaman hasil RHL

Target
Tahun
2029

17

0,094

0,76

11,45

100

210
300

83



Kode
Indikator

SK2.2

SK2.3

SK3.1

SK3.2

SK4.1

SK4.2

SKS.1
SK5.2

SK6.1

SK6.2

SP2.1

SK1.1

SK2.1

SK2.2

SP3.1

SP3.2

SP3.3

SP3.4

SK1.1

SK1.2

SK1.3
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Indikator Kinerja

Penguatan kelembagaan
pelaksanaan rehabilitasi hutan
Peningkatan dukungan ketahanan
pangan, energi, dan air melalui
rehabilitasi hutan berbasis
masyarakat

Persentase luasan Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan
(PPKH) yang melaksanakan
kewajiban rehabilitasi DAS dan
Reklamasi Hutan

Penurunan laju erosi di sekitar
wilayah bangunan KTA
Peningkatan luas tutupan
mangrove

Peningkatan manfaat ekonomi
dalam mendukung kehidupan
masyarakat

Peningkatan status forum DAS

Penurunan koefisien Run off

Efektivitas kelembagaan
rehabilitasi mangrove
Peningkatan manfaat ekonomi
mangrove dalam mendukung
kehidupan masyarakat

SASARAN PROGRAM 2

Peningkatan luas tutupan
berhutan

Luas penanaman dan pengkayaan
kawasan hutan pada areal PBPH /
Hak Pengelolaan

Persentase KPH yang memiliki
penilaian kategori efektif

Peta arahan pemanfaatan di hutan
produksi dan hutan lindung

SASARAN PROGRAM 3

Persentase penanganan kegiatan
usaha terbangun dalam kawasan
hutan yang sesuai dengan
peraturan perundangan
Persentase Pemantauan emisi GRK
dari sektor kehutanan

Desa yang menggunakan data dan
informasi batas kawasan hutan
sebagai rujukan dalam peta
wilayah desa

Persentase luas kawasan hutan
yang dilepas untuk TORA
Persentase update identifikasi
areal terbangun di dalam Kawasan
Hutan (tambang dan sawit)
Persentase Penyediaan Data dan
Informasi Sumber Daya Hutan
Persentase Data Informasi
Geospasial Tematik (IGT)

Satuan

Provinsi

Hektare

Persen

Persen

Hektare

Persen

Lembaga

Persen

Persen

Persen

Ribu Hektare

Ribu Hektare

Persen

Peta arahan

Persen

Persen

Desa

Persen

Persen

Persen

Persen

Target
Tahun
2029

34

48.300

56,73

0,324

4.400

50

70

2.140

2.140

43

95

100
2.640

100

100

100

100



Kode
Indikator

SK1.4

SK2.1

SK2.2

SK3.1

SK3.2

SK3.3

SK3.4

SK3.5

SK4.1

SP4.1

SK1.1

SK2.1

SK2.2

SK3.1

SP5.1

SP5.2

SP5.3

SP5.4

SK1.1
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Indikator Kinerja Satuan

Kementerian Kehutanan yang

terjamin kualitasnya

Data dan informasi sumber daya

hutan hasil inventarisasi hutan Data
nasional di wilayah kerja BPKH

Persentase Revisi/Pemutakhiran

Wilayah KPH dan Pengelolaan Persen
Data dan Informasi KPH

Persentase Pemantauan

Perencanaan Kawasan Hutan Persen
Nasional dan Daerah

Persentase pemutakhiran kawasan

hutan yang ditetapkan sebagai Persen
kawasan hutan

Persentase diseminasi batas

kawasan hutan (Desa) oleh BPKH Persen
Persentase penyelesaian

penetapan kawasan hutan oleh Persen
BPKH

Luas kawasan hutan yang dilepas

untuk TORA Juta Hektare

Jumlah Dokumen hasil
inventarisasi dan verifikasi obyek
TORA dalam kawasan hutan di
wilayah kerja BPKH
Persentase dokumen permohonan
perubahan peruntukan dan fungsi Persen
kawasan hutan yang dilayani

SASARAN PROGRAM 4

Luas akses kelola masyarakat Ribu Hektare

Dokumen

Persentase peningkatan kelompok

masyarakat yang menerima Persen
persetujuan perhutanan sosial

Persentase kasus konflik tenurial

. Persen
yang tertangani
Persentase penetapan hutan adat Persen
Persentase peningkatan kinerja
perhutanan sosial yang sesuai Persen

RKPS

SASARAN PROGRAM 5
Luas kawasan hutan yang
diamankan
Persentase penyelesaian hukum
terhadap keterlanjuran kegiatan
terbangun di dalam kawasan
hutan
Persentase perizinan berusaha di
lingkungan Kementerian
Kehutanan yang melanggar dan
diberikan tindakan hukum
Penurunan kejadian kebakaran
hutan
Persentase aduan bidang
kehutanan yang diselesaikan

Ribu Hektare

Persen

Persen

Persen

Persen

Target
Tahun
2029

567

100

100

100

100

100

4,1

50

100

1.200

60

100

1.200

80

10

98



Kode
Indikator

SK1.2

SK2.1

SK3.1

SK4.1

SK4.2

SKS.1

SKS5.2

SKS5.3

SP6.1

SP6.2

SK1.1

SK2.1

SK2.2

SK3.1

SK3.2

SK4.1
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Indikator Kinerja

Persentase kawasan hutan yang
terjaga dan tindak pidana
kehutanan dan kebakaran hutan
Persentase penurunan luas area
kebakaran hutan (dari baseline
tahun 2023)

Persentase aparat penegakan
hukum dan perlindungan hutan
yang meningkat kompetensinya
Tindak pidana gangguan
keamanan kawasan hutan yang
diselesaikan sampai dengan P21
Tindak pidana peredaran hasil
hutan ilegal yang diselesaikan
sampai dengan P21

Pemberian sanksi administratif
pada kegiatan usaha
pertambangan, perkebunan
dan/atau kegiatan lain tanpa izin
di dalam kawasan hutan
Penyelesaian sengketa kehutanan
Jumlah pelaku usaha/kegiatan
yang diawasi ketaatannya
terhadap peraturan perundang-
undangan bidang kehutanan

Satuan

Persen

Persen

Persen

Perkara

Perkara

Usaha/kegiatan

Perkara

Usaha/kegiatan

SASARAN PROGRAM 6

Jumlah spesies yang diasesmen
secara nasional dalam mendukung
IUCN Red List

Penurunan status keterancaman
spesies pada IUCN Red List
Jumlah spesies yang terdata
sebaran dan/atau populasinya
Indeks efektivitas perencanaan
KSA/KPA/TB

Persentase entitas kerjasama yang
efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel

Luas areal preservasi yang
dikembangkan

Luas pemulilhan ekosistem di
KSA, KPA, dan TB

Jumlah unit KSA, KPA, dan TB
dengan kategori pengelolaan efektif

Spesies
(kumulatif)

Spesies
(kumulatif)
Spesies
(kumulatif)

Poin

Persen

Ribu Hektare
Ribu Hektare

Unit

Target
Tahun
2029

79

10

35

70

12

12

50

50
1.100

0,65

17

1.000
70

400



SP1.1
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Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang
meningkat kemajuan dan kemandiriannya

552.1

********* SK1.1;5K1.2; 5K1.3; 5K1.4 5P2.1;5P2.2

DITJEN. KSDAE DITJEN. PHL

Gambar D.6 Indikator Sasaran Kinerja Kementerian dalam Pencapaian Tujuan 2

Keterangan:

Kode
Indikator

T2

SS2.1

SP1.1

SK1.1

SK2.2

SP2.1

SP2.2

SK1.1

SK1.2

SK1.3

SK1.4

Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Persentase desa di  sekitar
kawasan hutan yang meningkat Persen
kemajuan dan kemandiriannya
Nilai transaksi ekonomi Miliar
masyarakat sekitar hutan Rupiah

SASARAN PROGRAM 1

Nilai transaksi ekonomi kelompok Triliun
masyarakat kehutanan Rupiah

Kelompok masyarakat di dalam
dan sekitar kawasan hutan yang

dilibatkan dalam  pengelolaan Kelompok
hutan (Kelompok)

Persentase pemenuhan jumlah

tenaga pendamping untuk Persen

mendukung pelaksanaan program
PS dari kehutanan
SASARAN PROGRAM 2
Nilai transaksi ekonomi kelompok Miliar
tani hutan Rupiah

Persentase peningkatan kelompok
tani hutan yang menghasilkan

komoditi pendukung cadangan Persen
pangan, energi, dan air

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Ton
(HHBK) dari kelompok tani hutan

Produksi hasil hutan kayu dari 3

kelompok tani hutan
Luasan wilayah pendampingan
penyuluh kehutanan dalam Hektare
mendukung kemandirian desa
Kelompok tani hutan yang
dilibatkan dalam pengelolaan Kelompok
hutan
SASARAN PROGRAM 3

Target Tahun
2029

75

4.254

2,9

19.094

70

1.100

14

40.000

50.000

25.000

6.400



Kode
Indikator
SP3.1

SK1.1

SK2.1

SP4.1

SK1.1

SP1.1;5P1.2;SP1.3; SK2.1:5K2.2
SP1.4;sP15;sP16;| - — — — . . . | 2

SK1.1 SK1.1
SP3.1;8P32 | - — — — — — -
5K2.1;5K2.2 ; SK2.3; SK2.4 sk2.1
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Indikator Kinerja Kegiatan

Nilai transaksi ekonomi kelompok
masyarakat sekitar KSA, KPA, dan
TB

Jumlah desa di sekitar KPA yang
mendapat manfaat dari jasa
lingkungan

Jumlah kelompok masyarakat
yang dibina dalam upaya
konservasi kawasan dan
keanekaragaman hayati

Satuan
Miliar
Rupiah

Desa

Kelompok
Masyarakat
(Kumulatif)

SASARAN PROGRAM 4

Nilai transaksi ekonomi dari
pemanfaatan areal konsesi yang
dikerjasamakan dengan
masyarakat

Kelompok masyarakat yang
bekerjasama dengan PBPH

T3

Miliar
Rupiah

Kelompok

Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto

sub sektor kehutanan

553.1
553.2
553.3
5534

SK1.1;5K1.2; SK1.3; SK1.4 ; 5K1.5

SK1.1; 5K1.2

DITJEN. PLANHUT DITJEN. P§

Target Tahun
2029

240

50

2.500

14

28

SP2.1;SP2.2

Gambar D.7 Indikator Sasaran Kinerja Kementerian dalam Pencapaian Tujuan 3

Keterangan:
Kode

Indikator
T3
SS3.1

SS3.2

SS3.3

Indikator Kinerja

Persentase pertumbuhan Produk
Domestik Bruto sub sektor

kehutanan

Nilai pemanfaatan sumber daya

hutan yang berkelanjutan
Nilai ekspor produk kehutanan

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
(buah-buahan, umbi-umbian.

jagung, sagu, tebu, singkong)

Satuan

Persen

Triliun

Rupiah
Miliar USD

Ribu Ton

Target Tahun
2029

3,4

146,54
17,05

650



Kode
Indikator

SS3.4

SP1.1

SP1.2

SP1.3

SP1.4

SP1.5

SP1.6

SK1.1

SK1.2

SK1.3

SK1.4

SK1.5

SK2.1

SK2.2
SK3.1
SK3.2

SK3.3

SK4.1

SK4.2

SK4.3

SK4.4
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Indikator Kinerja

Nilai PNBP fungsional kehutanan

SASARAN PROGRAM 1

Nilai efisiensi pemanfaatan bahan
baku menjadi kayu olahan
Peningkatan rasio serapan getah
pinus ke industri pengolahan dalam
negeri

Nilai investasi sektor kehutanan

Nilai ekspor produk kehutanan dari
pengelolaan hutan lestari

Produksi hasil hutan bukan kayu
dari pengelolaan hutan lestari

Nilai penerimaan negara bukan pajak
dari pemanfaatan hutan lindung dan
produksi

Rasio serapan bahan baku Industri
terhadap rencana kebutuhan bahan
baku

Tambahan produksi wood pellet dari
efisiensi hilirisasi dari kayu log
Volume produksi hasil hutan kayu
olahan yang bersertifikat SVLK
Jumlah produksi gondorukem dan
terpentin dari hasil hilirisasi getah
pinus

Ekspor produk olahan hasil hutan

Persentase persetujuan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan
terhadap luas areal arahan
pemanfaatan

Nilai investasi permohonan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan

Produksi kayu bulat

Luas kawasan hutan untuk
cadangan pangan dari MUK
Luas kawasan hutan untuk

cadangan energi dari MUK
Persentase Perizinan Berusaha yang
tertib melaksanakan Wajib Bayar
(WB) dari pemanfaatan hutan

Indeks kepuasan perizinan berusaha
dalam pelayanan pembayaran PNBP
Persentase Perizinan Berusaha yang
tertib dalam melaksanakan
penatausahaan hasil hutan sesuai
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Persentase GANIS-PH dengan hasil
penilaian kinerja layak terhadap total
peserta penilaian kinerja

SASARAN PROGRAM 2

SP2.1

SP2.2

Nilai ekspor TSL dan bioprospecting

Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa
lingkungan dan TSL berkelanjutan

Satuan

Triliun
Rupiah

Persen

Persen

Triuliun
Rupiah

Miliar USD
Ribu Ton

Triliun
Rupiah

Persen

Ribu Ton

Juta m3

Ribu Ton

Juta Ton
Persen
Triliun

Rupiah
Juta m3

Ribu Hektar

Ribu Hektar

Persen

Poin

Persen

Persen

Triliun
Rupiah
Miliar
Rupiah

Target Tahun
2029

9,99

75

90

1,2
16,54

650

2,94

75

475

49,55

300

17,71

50

2,5
58
450

150

98

3,4

98

74

8,4

267



Kode

Indikator

SK1.1

SK1.2

SK2.1

SK2.2

SK2.3

SK3.1

SP3.1

SP3.2

SK1.1

SK2.1

SK2.2

SK2.3

SK2.4

SP4.1

SK1.1

SK2.1
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. . Target Tahun
Indikator Kinerja Satuan 5029
Jumlah produk yang dikembangkan Produk 95
melalui bioprospeksi
Peningkatan jumlah individu TSL
hasil penangkaran yang Individu 500
dimanfaatkan
Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa Miliar 239
lingkungan KSA, KPA dan TB Rupiah
Persentase pintu masuk objek wisata
yang menerapkan e-ticketing dan Persen 40
cashless payment
Luas kawasan hutan konservasi yang Juta
dipersiapkan untuk implementasi Hektare 2,5
nilai ekonomi karbon (Kumulatif)
Nilai PNBP darti hasil pemanfaatan -
. Miliar
tumbuhan dan satwa liar Rupiah 28
berkelanjutan
SASARAN PROGRAM 3
Persentase penyediaan kawasan Persen 100
hutan untuk pangan dan energi
Persentase penerimaan PNBP dari
Persen 100
penggunaan kawasan hutan
Persentase dokumen /peta
penyediaan ruang di kawasan hutan Persen 100
untuk pangan dan energi
Persentase permohonap penggunaan Persen 100
kawasan hutan yang dilayani
Nilai penerimaan PNBP dari Triliun
. 1,92
penggunaan kawasan hutan Rupiah
Persentase pemegang persetujuan
yang diverifikasi di wilayah kerja Persen 80
BPKH
Persentase pemegang persetujuan
yang dimonitoring dan/atau
dievaluasi dari target di wilayah kerja Persen 80
BPKH
SASARAN PROGRAM 4
Luas pengelolaan dan pemanfaatan Hektar

hutan secara optimal areal . 1.100.000
- (Kumulatif)

perhutanan sosial

Jumlah kelompok perhutanan sosial

yang meningkat kualitas areal kelola-

nya dalam mendukung ketersediaan

cadangan pangan dan energi

Jumlah kelompok perhutanan sosial

yang menghasilkan produk hasil

hutan melalui pola agroforestri dalam  Kelompok 7.936

mendukung ketersediaan cadangan

pangan dan energi

Kelompok 250
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T4
Nilai reformasi birokrasi

[ ssa1 ).

SK1.1 SK1.2

SK2.1: SK2.2 SK1.1;SK1.2; SK1.3

SK3.1;SK3.2; SK3.3; SK3.4 K21 SK3.T Skad  SKsd

SK3.5 ; SK3.6 ; SK3.7 ; SK3.8 ; SK3.9 Sk6.1 SK7.1 SK8.1 SK9.1
SP1.1;SP1.2 SK&1  SKS.1  SKé1  SK7.1 SK10.1;SK10.2; SK10.3 SK11.1;SK11.2 | <has . cras. spay. obas
SK10.4 ; SK10.5 SK11.3 P29

SK8.1 SK9.1  SK10.1  SK11.1

SK12.1  SK13.1;SK13.2  SK14.1; SK14.2
SK12.2  SK13.3;SK13.4  SK14.3

T SK15.1; SK15.2 ; SK15.3
rd ~~—_ SK15.4; SK15.5
.»’/ M\\~”-,
~ B SK16.1; SK16.2
/,,«/ \\\\ 5K16.3
/"/ SEKRETARIAT JENDERAL BADAN P2SDM .\\"'\
> ~— SK17.1
- ~
. .
o l s SK1.1; SK1.2; SK1.3; SK1.4 I sPat:SPa2
] skad SK2.1; SK2.2 SP4.3;5P4.4
]
. SK3.1 SK3.1; SK3.2; SK3.3; SK3.4 ?
) SK4.1

Gambar D.8 Indikator Sasaran Kinerja Kementerian dalam Pencapaian Tujuan 4

Keterangan:
Target
K.ode Indikator Kinerja Satuan Tahgun
Indikator
2029
T4 Nilai Reformasi Birokrasi Poin 83,7
3341 Indeks Kepuasan .Masyarakat terhadap Poin 3.5
Pelayanan Kementerian Kehutanan
SASARAN PROGRAM 1
SP1.1 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Poin 4
Kehutanan
Nilai kapabilitas Aparat Pengawas Intern .
SP1.2 Pemeringh (APIP) Kimenteriargl Kehutanan Poin N
SK1.1 Nilai Maturitas SPIP terintegrasi pada Poin 4.1
Inspektorat Jenderal
Rata-rata skor elemen pengelolaan SDM,
akuntabilitas dan manajemen Kkinerja, .
SK1.2 budaya dan hubungan orgr—jnisasi, struktJur Poin 4
tata kelola pada kapabilitas APIP
SK2.1 Pfeljsentase 'pe_ngaduan masyarakat yang Persen 100
ditindaklanjuti
Jumlah wunit kerja yang mendapatkan
SK2.2 | penghargaan Menteri sebagai "Unit Kerja | Unit Kerja 30
Berintegritas Menuju Bebas Korupsi”
Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja
SK3.1 Inspektorat I yang Nilai Maturitas SPIP Persen 100
Terintegrasinya sebesar 3.9
Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja
SK3.2 Inspektorat II yang Nilai Maturitas SPIP Persen 100
Terintegrasinya sebesar 3.9
Persentase satuan kerja pada Wilayah Kerja
SK3.3 | Inspektorat III yang Nilai Maturitas SPIP Persen 100
Terintegrasinya sebesar 3.9
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Kode Target
. Indikator Kinerja Satuan Tahun
Indikator
2029
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik
SK3.4 | Profesional, Peran dan Layanan dalam Poin 4
Kapabilitas APIP pada Inspektorat I
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik
SK3.5 | Profesional, Peran dan Layanan dalam Poin 4
Kapabilitas APIP pada Inspektorat II
Rata-rata Skor Elemen Nilai Praktik
SK3.6 | Profesional, Peran dan Layanan dalam Poin 4
Kapabilitas APIP pada Inspektorat III
Persentase Indikator Kinerja Program pada
SK3.7 | Unit Kerja Eselon [ yang dilakukan Persen 75
pengawasan oleh Inspektorat I
Persentase Indikator Kinerja Program pada
SK3.8 | Unit Kerja Eselon [ yang dilakukan Persen 75
pengawasan oleh Inspektorat II
Persentase Indikator Kinerja Program pada
SK3.9 | Unit Kerja Eselon I yang dilakukan Persen 75
pengawasan oleh Inspektorat III
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal
SK4.1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Poin 3,85
Ekosistem
SK5.1 Nilai ma}turltas SPIP Direktorat Jenderal Poin 3.9
Planologi Kehutanan
Nilai maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan
SK6.1 Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Poin 4
Hutan
SK7.1 Nilai maturl‘Fas SPIP Ditjen Pengelolaan Poin 4
Hutan Lestari
SK8. 1 Nilai maturltas' SPIP Direktorat Jenderal Poin 4
Perhutanan Sosial
Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal .
SK9.1 Penegakan Hukum Kehutanan Poin 4
SK10.1 Nilai Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Poin 3.7
Pengembangan SDM
SK.11.1 | Nilai maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Poin 4,2
SASARAN PROGRAM 2
SP2.1 Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan Poin 75,5
SP2 2 Opini ‘Ferhadap laporan keuangan Poin 4
Kementerian Kehutanan
SP2.3 Indeks Tata Kelola Pengadaan Poin 90,5
SP2.4 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Poin 93
SP2.5 | Indeks Sistem Merit Poin 375
SP2.6 | Indeks Reformasi Hukum Poin 93
SpPo.7 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Poin 0
Kehutanan
SP2.8 Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Poin 3,0
SP2.9 Indeks .S1stem Pemerintahan Berbasis Poin 3,95
Elektronik
SK1.1 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal Poin 83,5
SK1.2 | Tingkat kepuasan layanan perencanaan Poin 3,55
Indeks Perencanaan Pembangunan .
SK1.3 Nasional (IPPN) Kementerian Kehutanan Poin 90
SK2.1 Nilai SAKIP pada Inspektorat Jenderal Poin 87
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Kode Target
. Indikator Kinerja Satuan Tahun
Indikator
2029
SK3.1 Nilai S{\KIP pada Direktorat Jenderal Poin 34
Planologi Kehutanan
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi .
SK4.1 Sumber Daya Alam dan Ekosistem Poin 82,7
Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Daerah .
SKS.1 Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Poin 82
SK6.1 Nilai 'SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Poin 30
Lestari
SK7 1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Poin 73
Perhutanan Sosial
SK8.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Poin 30
Hukum Kehutanan
Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan .
SK9.1 Pengembangan SDM Poin 80
SK10.1 | Nilai penyelesaian piutang PNBP Miliar 400
) peny P g Rupiah
Nilai  indikator kinerja  pelaksanaan
SK10.2 | anggaran seluruh satker Kementerian Poin 92
Kehutanan
Persentase satker dengan indeks kualitas
SK10.3 | pengungkapan pelaporan keuangan dengan Persen 90
kategori “cukup memadai”
SK10.4 Nilai aku.ra31 perencanaan PNBP lingkup Persen 90
Kementerian Kehutanan
Persentase tindak lanjut Tuntutan Ganti
Rugi oleh tim administrasi kerugian negara
SK10.5 | terhadap total Tuntutan Ganti Rugi yang Persen S0
harus diputuskan oleh Majelis
Pertimbangan Kerugian Negara
SK11.1 | Indeks Pengelolaan Aset Poin 3,7
SK11.2 Tingkat . kepuasan layanan umum Poin 3.3
Kementerian Kehutanan
SK11.3 | Tingkat digitalisasi arsip Poin 96
Tingkat kepuasan layanan hubungan
SK12.1 | masyarakat dan koordinasi kerja sama luar Poin 3,7
negeri
SK12.2 Persentase pemberitaan positif di media Persen 75
massa
SK13.1 | Indeks Profesionalitas ASN Poin 90
SK13.2 Tlngka}t Kepuasan layanan SDM dan Poin 3.7
Organisasi
SK13.3 | Indeks layanan manajemen ASN Poin 85
SK13.4 | Indeks pelayanan publik Poin 4,3
SK14.1 | Tingkat kepuasan layanan hukum Poin 3,5
SK14.2 Jumlah p§rkara dan bantuan hukum yang Perkara 30
tertangani
SK14.3 | Nilai penataan regulasi Poin 93
SK15.1 | Nilai perencanaan Kebijakan Poin 16
SK15.2 | Nilai Implementasi kebijakan Poin 20
SK15.3 | Nilai evaluasi dan keberlanjutan kebijakan Poin 24
SK15.4 | Nilai transparansi dan partisipasi publik Poin 12
Persentase isu strategis yang
SK15.4 | ditindaklanjuti pemberian rekomendasi Persen 45

kebijakan
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Kode Target
. Indikator Kinerja Satuan Tahun
Indikator
2029
Persentase dataset sub sektor kehutanan
SK16.1 |yang memenuhi prinsip Satu Data Persen 50
Indoensia
SK16.1 fl“mgkat 1.<epuasan layanan data dan sistem Poin 3.95
informasi kehutanan
Layanan teknologi informasi dan
SK16.1 | komunikasi lingkup Kementerian Persen 85
Kehutanan minimal 80 % /tahun
. o Jumlah
SK17.1 Kesepakatan kerjasama luar negeri bidang Kesepakat 7
kehutanan an
SASARAN PROGRAM 3
Indeks implementasi kebijakan
SP3.1 Pembangunan  Kehutanan  2025-2029 Poin 5
dalam mendukung pembangunan nasional
Efektivitas penerapan kebijakan teknis
SK1.1 untuk mendukung‘p‘ertl,}mbuhan ekonomi Persen 78
kehutanan, hilirisasi, pengelolaan
keanekaragaman hayati
Efektivitas penerapan kebijakan teknis
SK2.1 untuk mendukung penurunan frekuensi Persen 78
bencana hidrometeorologi
Efektivitas penerapan kebijakan teknis
untuk pengembangan sosial ekonomi
SK3.1 | masyarakat hutan termasuk cadangan Persen 78
pangan, energi, dan peningkatan
kemandirian desa
SASARAN PROGRAM 4
SP4.1 Indeks. Pengembangan Sumber Daya Poin 80
Manusia Kehutanan
Penurunan tingkat kesenjangan antara Jenis
SP4.2 kapasitas SDM dengan kebutuhan pasar 2
: Standar
kerja kehutanan
SP4.3 Nilai Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Poin 74
Kehutanan
Persentase lulusan SMK Kehutanan yang
SP4.4 bekerja di bidang kehutanan Persen 50
Penguatan kapasitas pengelola kawasan
SK1.1 | hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS, dan Unit 3.282
PBPH)
SK1.2 Proporsi SDM Kehutanan yang Persen 80
mendapatkan pengembangan kompetensi
SK1.3 Jumlah wunit KHDTK dengan kategori Unit 1
pengelolaan yang efektif
SK1.4 | Luasan pemulihan ekosistem di KHDTK Hektare 100
Kegiatan kewirausahaan kreatif kehutanan Unit
SK2.1 50
yang terbentuk Usaha
Jumlah partisipasi generasi muda yang
SK2.2 | mendukung penelusuran data deficient Orang 60
jenis keanekaragaman hayati
SK3.1 Nilai indeks berAKHLAK Kementerian Poin 74
Kehutanan
SK3.2 Proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor Dokumen 1
kehutanan
SK3.3 Peta profil kompetensi SDM aparatur Orang 2500

kehutanan
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Kode Target
. Indikator Kinerja Satuan Tahun
Indikator
2029
SK3 4 ..liumlah SDM kehutanan bersertifikat Orang 2. 500
ompetensi
Jumlah lulusan SMKKN yang sesuai
SK4.1 dengan kebutuhan tenaga kerja kehutanan Orang 457

Kerangka Pendanaan
Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program

pembangunan Kehutanan serta mencapai target kinerja sesuai
dengan Indikator Kinerja Utama dari masing-masing sasaran strategis,
dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Kerangka
pendanaan Kementerian bersumber dari APBN (Rupiah Murni dan
PNBP), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana hibah. Selain itu,
langkah-langkah untuk mendorong inovasi skema pembiayaan, seperti
Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance,
green finance, serta output based transfer dan hibah ke daerah, juga
diupayakan. Pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan
untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang memberikan
hasil atau dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Kementerian dapat
diperbaharui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan
mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, termasuk pemutakhiran
besaran dan sumber pendanaan sesuai dengan arahan Presiden. Hal
ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan sektor kehutanan
yang mendukung Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025-2029,
serta program prioritas Kementerian, dapat terlaksana secara lebih
efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.
Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran
strategis Kementerian sampai dengan tahun 2029 sebagai berikut:

melalui

Tabel D.4 Kerangka Pendanaan Program TA. 2025-2029

Pengelolaan
1  Hutan
Berkelanjutan
Pendidikan dan
2 Pelatihan Vokasi 94.139.142
Dukungan

Manajemen
Total

2.253.362.860 6.218.479.751 7.249.178.218 7.670.300.159

127.662.137 148.672.001 167.701.851

3.506.809.892 4.377.747.835 4.567.189.377 4.676.939.454

5.854.311.894 10.723.889.723 11.965.039.596 12.514.941.464

Proyeksi indikasi pendanaan Kementerian pada periode 2025-2029
bersifat dinamis. Dinamika proporsi pendaan selama 5 tahun ke depan
ini mengacu pada perubahan, tantangan, dan penyesuaian yang
terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan untuk
mencapai tujuan strategis Kementerian.

Adapun Gambaran terkait proporsi pendanaan kementerian adalah

sebagai berikut.

7.429.225.545

187.064.194

4.887.894.391

12.504.184.130
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2026

20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

ETujuan 1 Tujuan 2 ®Tuyjuan 3 ®=Tujuan 4

Gambar D.9 Proporsi Pendanaan Kementerian Kehutanan
Tahun 2025-2029

Selanjutnya, dalam Rencana Strategis Kementerian disusun dengan
pendekatan berbasis kinerja yang menekankan pada keterpaduan
antara tujuan strategis, indikator sasaran, dan unit kerja pelaksana,
yang didukung oleh alokasi anggaran yang terukur. Gambaran pada
alur pendanaan berikutnya mencerminkan bahwa kinerja
Kementerian dalam mencapai tujuan membutuhkan pendekatan
yang komprehensif, terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan dan
prioitas pembangunan sebagaiman alur pendanaan tahun awal
periode sebagai berikut.

NI KERIA ESELON Y.+ 2+

Ditjen GAKKUM
Rp652.789,646
Penurunan Laju Deforestasi
Rp1364,914,077
RpL743.906617

Ditjen PDASRH
 indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies APLII047613
¥ Rp378.992.600

Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan |
RpN9.780.719 -

e T Ot
RPIOTE0TD & P Rp303.538,433
Rp22.155,000 5
s Nilal ekspor produk kehutanan %
RpI03522.500 . & B! o
Jagy tebu. singkong)
Rp45532500
nasional P Ditjen PS
| b .
s
= Nilai PNBP Fungsional Kehutanan
Rp196269.974
Ditjen KSDAE
Rpl700272723
Lt
306,883,366
Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani Indeks Kepuasan Masy
RP3,623144 584 Rp3.623.144 584
Inspektorat Jenderal
Rp48.71229
Sekretariat Jenderal
RpS39,021098

Gambar D.10 Alur Distribusi Pendanaan Kementerian Kehutanan Tahun 2025

Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa pada awal periode,
Kementerian seiring fokus memelihara fungsi ekologi hutan tetapi
juga turut membenahi tata kelola melalui penguatan sinergi dan
kolaborasi dengan para pihak untuk pencapaian pembangunan
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kehutanan terutama untuk mendorong peningkatan produksi dan
hilirisasi hasil hutan. Hal ini ditunjukkan bahwa alokasi pendanaan
dalam pencapaian tujuan "Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan
melayani" sebesar 61,89% dengan dukungan dan peran seluruh Unit
Kerja Eselon I lingkup Kementerian. Dinamika pendanaan ini seiring
stabil dengan perbaikan tata kelola melalui upaya digitalisasi dan
cashless payment dan fungsi ekologis hutan dengan laju deforestasi
yang semakin dapat dikonsolidasikan dan akses kelola masyarakat
yang semakin merata dalam pengelolaan hutan dan hilirisasi aren
mulai digalakkan pada tahun 2026.

Ditjen GAKKUM
Rp907,671500

Penurunan Laju Deforestasi
Rp3,854,600359

Rp4 874778359

Ditjen PDASRH
Rp3193741619

Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies
Rp1,020,78,000

I Ot P
RpSI7,834,518
Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan

Rp465553670

Rp465,553670

daya hutan yang (Indikator RPIMN) . g;’fg;’;gz‘fﬁ' Kahianan;

Nilai ekspor produk kehutanan
Rp169,901,658

Nilai
Rp72117,690

Ditjen PS
Produksi Hasil Kayu  umbi-umbian. tebu. singkong) Rp809,587,167
Rp228341994

i i i ian nasional
Rp850995,222

Nilai PNBP Fungsional Kehutanan
e i 050
Ditjen KSDAE
Rp3139294,250

BP2SDM
0075650

Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani Indeks Kepuasan Masyarakat terhaday P ian Kehutanan
Rp4 532,562,472 Rp4 532,562,472

_ Inspektorat Jenderal
RP68034,469

Sekretariat Jenderal
RpS79,885,719

Gambar D.11 Alur Distribusi Pendanaan Kementerian Kehutanan Tahun 2026

Pada tahun 2026, proporsi anggaran pada Tujuan 1 sebagai upaya
memelihara fungsi ekologi hutan meningkat sebesar 15,67%. Tujuan
2 meningkat sebesar 2,65% dan pada Tujuan 3 meningkat sebesar
1,31%. Pada tahun 2027, proporsi anggaran berfokus pada
pencapaian tolak ukur pembangunan kehutanan 2025-2029 yaitu
frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan semakin
berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam
punah, contoh bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil
panen agroforestri sudah mulai terlihat mendukung ketahanan
pangan, serta one map policy sudah mulai dikonsolidasikan. Hal ini
ditunjukan dengan kenaikan proporsi anggaran pada Tujuan 1
sebesar 1,4% dan pada Tujuan 2 sebesar 0,31% dan Tujuan 3 sebesar
0,88%.
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Gambar D.12 Alur Distribusi Pendanaan Kementerian Kehutanan Tahun 2027

Proporsi anggaran pada tahun 2028 berfokus pada pencapaian tolak
ukur pembangunan kehutanan 2025-2029 yaitu frekuensi
kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin
berkurang, intensifikasi agroforestri sudah mulai mendorong
kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat
terhadap layanan Kementerian semakin meningkat. Hal ini
ditunjukan dengan kenaikan proporsi anggaran pada Tujuan 1
sebesar 1,4%, Tujuan 2 sebesar 0,92% dan pada Tujuan 3 sebesar
1,09%.
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Gambar D.13 Alur Distribusi Pendanaan Kementerian Kehutanan Tahun 2028
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Proporsi anggaran pada tahun 2029 berfokus pada pencapaian tolak
ukur pembangunan kehutanan 2025-2029 yaitu tingkat
keterancaman spesies semakin menurun, ketahanan pangan sudah
memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian
desa, serta Dbioekonomi sudah mulai terlihat mendorong
pengembangan ekonomi wilayah. Hal ini ditunjukan dengan
kenaikan proporsi anggaran pada Tujuan 2 sebesar 0,6%.
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Gambar D.14 Alur Distribusi Pendanaan Kementerian Kehutanan Tahun 2029

BAB V - PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2025-

2029 adalahdokumen perencanaan pembangunan Kementerian Kehutanan
untuk periode 2025-2029. Dokumen dimaksud menggambarkan rencana
pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penugasan presiden baik yang
terkait dengan pencapaian sasaran pembangunan dari RPJMN Tahun
2025-2029 maupun terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian
Kehutanan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Menteri PPN /Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029,
Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 ini telah merumuskan
langkah-langkah sistematis melalui visi dan misi, tujuan, sasaran strategis,
hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras
dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden,
yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dokumen
ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mewujudkan
entitas tapak hutan yang mengalirkan manfaat ekologi, ekonomi dan sosial
dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 ini
merupakan dokumen acuan bagi Kementerian Kehutanan dalam
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penyusunan program, anggaran serta kerangka pendanaan dalam periode
pembangunan kehutanan lima tahun ke depan sehingga hasil
pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam
penyusunan laporan kinerja tahunan. Dokumen ini dapat menjadi cikal
bakal acuan yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
penyusunan dokumen Rencana Strategis lingkup Kementerian Kehutanan
dalam merumuskan program dan kegiatan serta kerangka pendanaan
pembangunan kehutanan dalam 5 (lima) tahun ke depan sehingga visi dan
misi Kementerian dapat terwujud dengan baik. Implementasi dari rencana
ini juga memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku
kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui perencanaan
strategis ini, akan menjadi acuan yang efektif dalam mengarahkan
pembangunan kehutanan ke arah yang lebih baik, serta membawa manfaat
yang nyata bagi masyarakat Indonesia.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan tercipta arah kebijakan
yang jelas dan terukur bagi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari
demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk
mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud dilakukan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah untuk menilai
pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan yang dilaksanakan
berdasarkan data dan informasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis melalui
proses pengumpulan data, analisis data, pengambilan kesimpulan, serta
penyusunan laporan. Uraian masing-masing evaluasi dokumen
perencanaan lima tahunan tersebut secara garis besar terbagi menjadi 2
(dua), yaitu mencakup: (1) evaluasi yang dilaksanakan pada saat
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan; dan (2) evaluasi yang
dilaksanakan pada akhir pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.
Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029
dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah,
perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kehutanan, dan
kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran. Selain
perubahan dalam 3 poin dimaksud perubahan muatan Renstra dapat di
tuangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kementerian Kehutanan



LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

A.

Matriks Kinerja Kementerian Kehutanan berdasarkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Unit Kerja Eselon I
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KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIK:;‘ g (?RIXI\I\/IIERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS
Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi
T1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Kehutanan Persen

Pengelolaan
Hutan
Berkelanjutan

T1.SS1

Tingkat
Kerusakan
Hutan Dapat
Diturunkan pada
Batas Toleransi
Perikehidupan
Manusia dan
Keanekaragaman
Hayati Total

T1.SS1.1
Penurunan Laju
Deforestasi*

T1.SS1.SP1
Peningkatan Daya
Dukung Daerah Aliran
Sungai yang
Berdampak pada
Penurunan Tingkat
Kerusakan Hutan
pada Batas Toleransi
Perikehidupan
Manusia dan
Keanekaragaman
Hayati melalui
Pelaksanaan
Rehabilitasi Hutan
secara Terencana,
Terpadu, dan
Berkelanjutan

T1.SS1.SP2
Meningkatnya
Pengelolaan Hutan
Lindung dan Produksi
yang Berdampak pada
Penurunan Tingkat
Kerusakan Hutan
pada Batas Toleransi

T1.SS1.1.SP1.1 Juta Hektare
Luasan Lahan Kritis
dalam DAS yang

Dipulihkan*

T1.SS1.1.SP1.2 Persen
Persentase Penurunan

Frekuensi Bencana
Hidrometeorologi di

Desa sekitar Hutan

T1.SS1.1.SP1.3 Persen
Peningkatan Fungsi

Hidrologis Daerah

Tangkapan Air (DTA)

pada daerah yang

diintervensi

T1.SS1.1.SP2.1 Ribu Hektare
Peningkatan Luas

Tutupan Berhutan

2025

15
12,45

420

2026

15
12,20

840

TAHUN ANGGARAN

2027

16
11,95

1.260

2028

16
11,70

1.680

2029

17
11,45

2.100

UNIT KERJA

ESELON I

Direktorat Jenderal
Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan

Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan
Lestari
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KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKPAI’QI‘(())(I‘TRKAII\I\/IIERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS
Perikehidupan
Manusia dan
Keanekaragaman
Hayati
T1.SS1.SP3 T1.SS1.1.SP3.1 Persen
Pemantapan Kawasan Persentase
Hutan yang Legitimate Penanganan Kegiatan
dan Berkelanjutan Usaha Terbangun
serta Berdampak pada dalam kawasan hutan
Penurunan Tingkat yang sesuai dengan
Kerusakan Hutan peraturan
pada Batas Toleransi  perundangan
Perikehidupan
Manusia dan T1.8S1.1.SP3.2 Persen
Keanekaragaman
. Persentase Pemantauan
Hayati Emisi GRK dari Sektor
Kehutanan
T1.SS1.1.SP3.3 Desa
Desa yang Menggunakan
Data dan Informasi
Batas Kawasan Hutan
Sebagai Rujukan dalam
Peta Wilayah Desa*
T1.SS1.1.SP3.4 Persen

Persentase Luas
Kawasan Hutan yang
Dilepas untuk TORA

2025

75

100

528

75

2026

80

100

1.056

80

TAHUN ANGGARAN

2027

85

100

1.584

92

2028

90

100

2.112

97

2029

95

100

2.640

100

UNIT KERJA

ESELON I

Direktorat Jenderal
Planologi
Kehutanan
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KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKPA};I‘(())(I‘TRKAII\I\/IIERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS 2025
T1.SS1.SP4 T1.SS1.1.SP4.1 Ribu Hektare 300
Meningkatnya Peran Luas Akses Kelola
Perhutanan Sosial Masyarakat
untuk Menurunkan
Tingkat Kerusakan
Hutan hingga Berada
dalam Batas yang
Dapat Ditoleransi oleh
Kehidupan Manusia
dan Keanekaragaman
Hayati
T1.SS1.SP5 T1.SS1.1.SP5.1 Ribu Hektare 800
Penegakan Hukum Luas Kawasan Hutan
Kehutanan Dan yang Diamankan *
Pengendalian
Kebakaran Hutan
Yang Berdampak Pada
Penurunan Tingkat
Kerusakan Hutan T1.SS1.1.SP5.4 Persen 2
Pada Batas Toleransi ~ Penurunan Kejadian
Perikehidupan Kebakaran Hutan
Manusia Dan
Keanekaragaman
Hayati T1.SS1.1.SP5.2 Persen 3
Persentase Penyelesaian
Hukum terhadap
Keterlanjuran Kegiatan
Terbangun di dalam
Kawasan Hutan
T1.SS1.2 T1.SS1.SP5 T1.SS1.2.SP5.3 Persen 60

Indeks Daftar
Merah Nasional
Status
Keterancaman

Penegakan Hukum
Kehutanan dan
Pengendalian

Persentase Perizinan

Berusaha di Lingkungan

Kementerian Kehutanan

Kebakaran Hutan yang yang Melanggar dan

2026

500

900

65

TAHUN ANGGARAN

2027

700

100

70

2028

900

1.100

75

2029

1.200

1.200

10

80

UNIT KERJA

ESELON I

Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial

Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
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TAHUN ANGGARAN

KODE DAN INDIKATOR UNIT KERJA
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKPAI;I‘(())(I‘TRKAII\I\/IIERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS 2025 2026 2027 2028 2029 ESELON I
Spesies* Berdampak pada Diberikan Tindakan
Penurunan Tingkat Hukum

Kerusakan Hutan
pada Batas Toleransi

Perikehidupan

Manusia dan

Keanekaragaman

Hayati

T1.SS1.SP6 T1.SS1.2.SP6.1 Spesies 5 15 25 35 50 Direktorat Jenderal
Meningkatnya Jumlah Spesies yang (kumulatif) Konservasi Sumber
Pengelolaan Diasesmen secara Daya Alam dan
Konservasi Sumber Nasional dalam Ekosistem

Daya Alam dan mendukung IUCN Red

Ekosistem di KSA, KPA List
dan TB serta
Pembinaan Areal
Preservasi dalam
mendukung
Penurunan Tingkat
Kerusakan Hutan
pada Batas Toleransi
Perikehidupan
Manusia dan
Keanekaragaman
Hayati

T1.SS1.2.SP6.2 Spesies 3 8 15 30 50
Penurunan Status (kumulatif)

Keterancaman Spesies

pada IUCN Red List
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TAHUN ANGGARAN
KODE DAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA UNIT KERJA
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM PROGRAM SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS 2025 2026 2027 2028 2029 ESELON I

Tujuan 2: Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan

T2. Persentase Desa di Sekitar Kawasan Hutan yang Meningkat Kemajuan dan Kemandiriannya Persen 25 30 40 60 70
Pengelolaan T2.SS2 T2.SS2.1 T2.SS2.SP1 T2.SS2.1.SP1.1 Triliun 1,9 2,15 2,4 2,65 2,9 Direktorat Jenderal
Hutan Meningkatkan Nilai Transaksi Meningkatkan Peran Nilai Transaksi Rupiah Perhutanan Sosial
Berkelanjutan Pendapatan Ekonomi Perhutanan Sosial Ekonomi Kelompok

Masyarakat Masyarakat sekitar dalam Mendukung Masyarakat

sekitar Kawasan Hutan Peningkatan Kehutanan*

Hutan Pendapatan

Masyarakat sekitar
Kawasan Hutan

T2.SS2.SP2 T2.5S2.1.SP2.1 Miliar 700 800 900 1.000 1.100 Badan Penyuluhan
SDM Kehutanan yang Nilai Transaksi Rupiah dan Pengembangan
Inovatif, Berkualitas Ekonomi Kelompok Sumber Daya
dan Berdaya Saing Tani Hutan Manusia
dalam Mendukung
T2.SS2.1.SP2.2 Persen 10 11 12 13 14
Peran Hutan untuk
Meningkatkan Per§entase
Pendapatan Peningkatan Kelompok

Tani Hutan yang
Menghasilkan Komoditi
Pendukung Cadangan
Pangan, Energi dan Air

Masyarakat sekitar
Kawasan Hutan

T2.SS2.SP3 T2.5S2.1.SP3.1 Miliar 200 210 220 230 240 Direktorat Jenderal
Meningkatnya Nilai Transaksi Rupiah Konservasi Sumber
Pendapatan Daya Alam dan

Ekonomi Kelompok
Masyarakat sekitar KSA,
KPA, dan TB

Masyarakat Sekitar Ekosistem
Kawasan Hutan
Melalui Pengelolaan
Konservasi Sumber
Daya Alam Dan
Ekosistem di KSA,
KPA, dan TB serta

Daerah Penyangga
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Jasa dari Hutan

Peningkatan Rasio
Serapan Getah Pinus
ke Industri Pengolahan
dalam Negeri

KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKﬁ};I‘g(l}QRIXBI\/IIERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS
T2.SS2.SP4 T2.5S2.1.SP4.1 Miliar
Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Rupiah
Pengelolaan Hutan dari Pemanfaatan Areal
Lindung dan Produksi Konsesi yang
yang Berdampak Dikerjasamakan dengan
dalam Mendukung Masyarakat
Peningkatan
Pendapatan
Masyarakat sekitar
Hutan
KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKS};FS(?RKAIDI\/IIERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS
Tujuan 3 : Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional
T3. Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub Sektor Kehutanan Persen
Pengelolaan T3.SS3 T3.SS3.1 T3.SS3.SP1 T3.SS3.1.SP1.1 Persen
Hutan Meningkatkan Nilai Pemanfaatan = Meningkatnya Nilai Efisiensi
Berkelanjutan Produk Barang Sumber Daya Pengelolaan Hutan Pemanfaatan Bahan
dan Jasa dari Hutan yang Lindung dan Produksi Baku menjadi Kayu
Hutan Berkelanjutan* yang Berdampak Olahan
Terhadap Peningkatan
Produk Barang dan s oo3 4 gp1 9 Persen

2025

10

2025

1,5
70

50

2026

11

2026

1,8
71

60

TAHUN ANGGARAN

2027

12

TAHUN ANGGARAN

2027

2,4
72

70

2028

13

2028

74

80

UNIT KERJA
2029 ESELON I
14 Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan
Lestari
UNIT KERJA
ESELON I
2029
3,4
75 Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan
Lestari
90
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KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIK}?};I‘S(I}?RIXBI\/IIERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS
T3.SS3.1.SP1.3 Triliun
Nilai Investasi Sektor Rupiah
Kehutanan*
T3.SS3.2 T3.SS3.SP1 T3.SS3.2.SP1.4 Miliar USD
Nilai Ekspor Meningkatnya Nilai Ekspor Produk
Produk Pengelolaan Hutan Kehutanan dari
Kehutanan* Lindung dan Produksi Pengelolaan Hutan
yang Berdampak Lestari
terhadap Peningkatan
Produk Barang dan
Jasa dari Hutan
T3.SS3.SP2 T3.SS3.2.SP2.1 Triliun
Meningkatnya Produk Nilai ekspor TSL dan Rupiah
Barang dan Jasa Dari bioprospecting
Upaya Konservasi
Sumber Daya Alam
Dan Ekosistem
T3.5S3.3 T3.SS3.SP1 T3.SS3.3.SP1.5 Ribu Ton
Produksi Hasil Meningkatnya Produksi hasil hutan

Hutan Bukan
Kayu (buah-
buahan, umbi-
umbian, jagung,
sagu, tebu,
singkong)*

pengelolaan hutan
lindung dan produksi
yang berdampak
terhadap peningkatan
produk barang dan
jasa dari hutan

bukan kayu dari
pengelolaan hutan
lestari

2025

0,24

14,95

7,75

450

2026

0,48

15,34

7,80

500

TAHUN ANGGARAN

2027

0,72

15,74

550

2028

0,96

16,14

8,20

600

2029

1,20

16,54

8,40

650

UNIT KERJA
ESELON I

Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan
Lestari

Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Ekosistem

Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan
Lestari



PROGRAM

KODE DAN
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
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T3.SS3.4
Nilai PNBP
Fungsional
Kehutanan*

T3.SS3.SP3
Pemantapan kawasan
hutan yang legitimate
dan berkelanjutan
dalam mendukung
peningkatan produk
barang dan jasa dari
hutan

T3.SS3.5P4
Meningkatkan peran
perhutanan sosial
dalam mendukung
peningkatan produk
barang dan jasa dari
hutan

T3.SS3.SP1
Meningkatnya
pengelolaan hutan
lindung dan produksi
yang berdampak
terhadap peningkatan
produk barang dan
jasa dari hutan

T3.SS3.SpP2
Meningkatnya produk
barang dan jasa dari
upaya konservasi

T3.5S3.3.SP3.1
Persentase Penyediaan
Kawasan Hutan untuk
Pangan dan Energi

T3.SS3.3.5P4.1

Luas pengelolaan dan
pemanfaatan hutan
secara optimal areal
perhutanan sosial

T3.8S3.4.SP1.6

Nilai Penerimaan Negara

Bukan Pajak dari
Pemanfaatan Hutan
Lindung dan Produksi

T3.5S3.4.SP2.2
Nilai PNBP dari
pemanfaatan jasa
lingkungan dan TSL

sumber daya alam dan berkelanjutan

ekosistem

SATUAN
2025
Persen 100
Hektare 300.000
(Target
Kumulatif)
Triliun 2,79
Rupiah
Miliar 235
Rupiah

2026

100

500.000

2,84

241

TAHUN ANGGARAN

2027

100

700.000

2,88

249

2028

100

900.000

2,92

257

2029

100

1.100.000

2,94

267

UNIT KERJA
ESELON I

Direktorat Jenderal
Planologi
Kehutanan

Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial

Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan
Lestari

Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Ekosistem
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KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKﬁgggRIXEIERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS
T3.SS3.SP3 T3.5S3.4.SP3.2 Persen
Pemantapan kawasan Persentase penerimaan
hutan yang legitimate PNBP dari penggunaan
dan berkelanjutan kawasan hutan
dalam mendukung
peningkatan produk
barang dan jasa dari
hutan
KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIK:};FC?C?RIEI\I\/I[ERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS
Tujuan 4 : Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani
T4. Nilai Reformasi Birokrasi Poin
Dukungan T4.SS4 T4.SS4.1 T4.SS4.SP1 Penguatan T4.SS4.1.SP1.1 Poin
Manajemen Mewujudkan Indeks Kepuasan pengawasan internal Nilai Maturitas SPIP
layanan Masyarakat Kementerian yang Kementerian Kehutanan
kementerian terhadap berdampak terhadap
menuju b1.r0kra31 Pelayanar% b1rokriam T4.SS4.1.SP1.2 Poin
kelas dunia yang Kementerian pemerintahan yang s s
. . Nilai kapabilitas Aparat
berbasis digital Kehutanan profesional dan
berintegritas Pengawas Intern
Pemerintah (APIP)
Kementerian Kehutanan
T4.SS4.SP2 T4.SS4.1.SP2.1 Poin

Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Kementerian
Reformasi Birokrasi Kehutanan

2025

100

2025

80,31

3,80

3,80

73,33

2026

100

2026

81,65
3,85

3,85

74

TAHUN ANGGARAN

2027

100

TAHUN ANGGARAN

2027

82,67

3,90

3,9

74,5

2028

100

2028

83,65
3,95

3,95

75

2029

100

2029

83,70

75,55

UNIT KERJA
ESELON I

Direktorat Jenderal
Planologi
Kehutanan

UNIT KERJA

ESELON I

Inspektorat
Jenderal

Sekretariat Jenderal



PROGRAM

KODE DAN
SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
SASARAN
STRATEGIS

SASARAN PROGRAM

71

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM

SATUAN

Lingkup Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.2

Opini terhadap Laporan
Keuangan Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.3
Indeks Tata Kelola
Pengadaan

T4.5S4.1.SP2.4
Indeks Keterbukaan
Informasi Publik

T4.SS4.1.SP2.5
Indeks Sistem Merit

T4.SS4.1.SP2.6
Indeks Reformasi
Hukum

T4.SS4.1.SP2.7

Indeks Kualitas
Kebijakan Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.8
Indeks Pembangunan
Statistik Sektoral

T4.SS4.1.SP2.9

Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

2025

87,28

88

370

85

74

2,68

3,75

2026

88

89

371

87

75,50

2,7

3,8

TAHUN ANGGARAN

2027

88,50

90

372

89

77

2,8

3,85

2028

90

92

373

91

78,50

2,9

3,9

2029

90,50

93

375

93

80

3,95

UNIT KERJA

ESELON I




72

KODE DAN INDIKATOR
PROGRAM SASARAN SASARAN SASARAN PROGRAM INDIKI;A;F g(l}?RIiII\I\/I[ERJA SATUAN
STRATEGIS STRATEGIS

Pengelolaan T4.SS4 T4.5S4.1 T4.SS4.SP3 T4.5S4.1.SP3.1 Poin
Hutan Mewujudkan Indeks Kepuasan Meningkatnya layanan Indeks implementasi
Berkelanjutan layanan Masyarakat dukungan tugas teknis kebijakan Pembangunan

kementerian terhadap kementerian Kehutanan 2025-2029

menuju birokrasi Pelayanan dalam mendukung

kelas dunia yang Kementerian pembangunan nasional

berbasis digital Kehutanan
Pendidikan dan T4.SS4 T4.554.1 T4.SS4.SP4 T4.5S4.1.SP4.1 Poin
Pelatihan Vokasi Mewujudkan Indeks Kepuasan Sumber Daya Manusia Indeks Pengembangan

layanan Masyarakat Kehutanan yang Sumber Daya Manusia

kementerian terhadap inovatif, berkualitas Kehutanan

menuju birokrasi Pelayanan dan berdaya saing

kelas d.umfat yang Kementerian dalam mendukung T4.SS4.1.SP4.2 Jenis Standar

berbasis digital Kehutanan pembangunan .

Penurunan tingkat
kehutanan yang .
. kesenjangan antara
berkelanjutan

kapasitas SDM dengan
kebutuhan pasar kerja
kehutanan

T4.SS4.1.SP4.3
Nilai Efektivitas
Pengelolaan KHDTK
Diklat Kehutanan

T4.5S4.1.SP4.4
Persentase lulusan SMK

Kehutanan yang bekerja

di bidang kehutanan

Poin

Persen

2025

70

70

30

2026

72

71

35

TAHUN ANGGARAN

2027

75

72

40

2028

78

73

45

2029

80

74

50

UNIT KERJA

ESELON I

Sekretaris Jenderal

Badan Penyuluhan
dan Pengembangan
SDM



B. Kinerja Kementerian Kehutanan berdasarkan Unit Kerja Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
SASARAN INDIKATOR
PROGRAM KINERJA PROGRAM SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

T4.SS4.SP1
Penguatan
pengawasan internal
Kementerian yang
berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan yang
profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2
Meningkatnya
kualitas reformasi
birokrasi lingkup
Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP1.1
Nilai Maturitas
SPIP Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.1
Nilai SAKIP
Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.2
Opini terhadap
laporan keuangan
Kementerian
Kehutanan

Poin

Poin

Poin

3,80

73,33

3,85

74

3,9

74,5

3,95

75

75,5

73

SASARAN KEGIATAN

T4.5S4.SP1.SK11
Meningkatnya

penguatan pengawasan

internal di lingkup
Sekretariat Jenderal
yang berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan yang
profesional dan
berintegritas

T4.5S4.SP2.SK1
Penguatan koordinasi
dan sinkronisasi dalam
penyusunan rencana,
program, kegiatan dan
anggaran serta
akuntabilitas kinerja
Kementerian

T4.5S4.SP2.SK10
Penguatan koordinasi
yang efektif dalam
pengelolaan PNBP,
perbendaharaan,
akuntansi dan
penyusunan laporan
keuangan lingkup
Kementerian

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN SATUAN
T4.5S4.1.SP1.1.SK11.1 Poin
Nilai Maturitas SPIP
Sekretariat Jenderal
T4.SS4.1.SP2.1.SK1.1 Poin
Nilai SAKIP Sekretariat
Jenderal
T4.SS4.1.SP2.1.SK1.2 Poin
Tingkat kepuasan layanan
perencanaan
T4.5S4.1.SP2.1.SK1.3 Poin

Indeks Perencanaan
Pembangunan Nasional
(IPPN) Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.2.SK10.1
Nilai penyelesaian piutang
PNBP

Miliar Rupiah

T4.SS4.1.SP2.2.SK10.2 Poin
Nilai indikator kinerja

pelaksanaan anggaran

seluruh satker Kementerian

Kehutanan

TAHUN ANGGARAN

2025

3,8

3,3

87

200

89

2026

3,9

82

3,35

87,5

250

90

2027

82,5

3,4

88

300

91

2028

4,1

83

3,45

89

350

2029

4,2

83,5

3,55

90

400

92



SEKRETARIAT JENDERAL
SASARAN INDIKATOR
PROGRAM KINERJA PROGRAM

T4.S

Indeks Tata Kelola

S4.1.SP2.3

Pengadaan

SATUAN

Poin

2025

87,28

2026

88

2027

88,50

2028

90

2029

90,50

74

SASARAN KEGIATAN

T4.SS4.SP2.SK11
Meningkatnya
pengelolaan
ketatausahaan, arsip,
dokumentasi,
kerumahtanggaan,
serta koordinasi
pengelolaan barang
milik negara dan
pengadaan barang/jasa
secara efektif dan
efisien di lingkungan
Kementerian

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T4.SS4.1.SP2.2.5K10.3
Persentase satker dengan
indeks kualitas
pengungkapan pelaporan
keuangan dengan kategori
“cukup memadai”

T4.5S4.1.SP2.2.SK10.4
Nilai akurasi perencanaan
PNBP lingkup Kementerian
Kehutanan

T4.5S4.1.SP2.2.SK10.5
Persentase tindak lanjut
Tuntutan Ganti Rugi oleh
tim administrasi kerugian
negara terhadap total
Tuntutan Ganti Rugi yang
harus diputuskan oleh
Majelis Pertimbangan
Kerugian Negara

T4.SS4.1.SP2.3.5K11.1
Indeks Pengelolaan Aset

T4.SS4.1.SP2.3.SK11.2
Tingkat kepuasan layanan
umum Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.3.SK11.3
Tingkat digitalisasi arsip

SATUAN

Persen

Persen

Persen

Poin

Poin

Poin

TAHUN ANGGARAN

2025

70

86

10

3,5

3,1

92

2026

75

87

20

93

2027

80

88

30

3,6

3,2

94

2028

85

89

40

3,65

3,25

95

2029

90

90

50

3,7

3,3

96



SEKRETARIAT JENDERAL

SASARAN

INDIKATOR
PROGRAM SATUAN

KINERJA PROGRAM 2025

2026 2027

T4.SS4.1.SP2.4 Poin 88 89 90
Indeks

Keterbukaan

Informasi Publik

T4.SS4.1.SP2.5 Poin 370 371 372
Indeks Sistem
Merit

T4.5S4.1.SP2.6 Poin 85 87 89
Indeks Reformasi
Hukum

2028

92

373

91

2029

93

375

93

75

SASARAN KEGIATAN

T4.SS4.SP2.SK12
Meningkatnya layanan
hubungan masyarakat
dan informasi yang
efektif

T4.5S4.SP2.SK17
Meningkatnya layanan
kerjasama luar negeri
yang efektif dan efisien

T4.5S4.SP2.SK13
Meningkatnya
pengelolaan sumber
daya manusia serta
penataan organisasi
dan tata laksana secara
efektif dan terintegrasi
di lingkungan
Kementerian

T4.SS4.SP2.SK14
Meningkatnya layanan
hukum, bantuan
hukum dan penataan
perundang-undangan
yang berkualitas

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T4.SS4.1.SP2.4.5K12.1
Tingkat kepuasan layanan
hubungan masyarakat dan
koordinasi kerja sama luar
negeri

T4.SS4.1.SP2.4.SK12.2
Persentase pemberitaan
positif di media massa

T4.554.1.SP2.4.SK17.1
Kesepakatan kerja sama
luar negeri bidang
kehutanan

TT4.SS4.1.SP2.5.SK13.1
Indeks Profesionalitas ASN

T4.5S4.1.SP2.5.SK13.2
Tingkat Kepuasan layanan
SDM dan Organisasi

T4.5S4.1.SP2.5.SK13.3
Indeks Layanan Manajemen
ASN

T4.SS4.1.SP2.5.SK13.4
Indeks pelayanan publik

T4.SS4.1.SP2.6.SK14.1
Tingkat kepuasan layanan
hukum

T4.554.1.SP2.6.SK14.2
Jumlah perkara dan
bantuan hukum yang
tertangani

SATUAN

Poin

Persen (%)

Jumlah
Kesepakatan

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Perkara

TAHUN ANGGARAN

2025 2026 2027

3,5 3,55 3,6

55 60 65
5 5 6
85 86 88
3,4 3,5 3,6
80 81 82
4 4 4,1
3,1 3,2 3,3
30 30 30

2028

3,65

70

89

3,7

83

4,2

3,4

30

2029

3,7

75

90

3,7

85

4,3

3,5

30



76

SEKRETARIAT JENDERAL
SASARAN INDIKATOR
PROGRAM KINERJA PROGRAM SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 SASARAN KEGIATAN

T4.5S4.1.SP2.7 Poin 74 75,50 77 78,50 80 T4.SS4.SP2.SK15
Indeks Kualitas Meningkatnya kualitas
Kebijakan kebijakan strategis
Kementerian Kementerian
Kehutanan Kehutanan
T4.SS4.1.SP2.8 Poin 2,68 2,7 2,8 2,9 3 T4.SS4.SP2.SK16
Indeks Meningkatnya kualitas
Pembangunan layanan dan kapasitas
Statistik Sektoral sistem data dan
informasi Kementerian
T4.S54.1.SP2.9 Poin 3,75 3,8 3,85 3,9 305 Kehutanan
Indeks Sistem
Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T4.SS4.1.SP2.6.SK14.3
Nilai penataan regulasi

T4.5S4.1.SP2.7.SK15.1
Nilai perencanaan
Kebijakan

T4.SS4.1.SP2.7.SK15.2
Nilai Implementasi
kebijakan

T4.S54.1.SP2.7.SK15.3
Nilai evaluasi dan
keberlanjutan kebijakan

T4.SS4.1.SP2.7.5K15.4
Nilai transparansi dan
partisipasi publik

T4.SS4.1.SP2.7.SK15.5
Persentase isu strategis
yang ditindaklanjuti
pemberian rekomendasi
kebijakan

T4.SS4.1.SP2.8.SK16.1
Persentase dataset
subsektor kehutanan yang
memenuhi prinsip Satu
Data Indonesia

T4.SS4.1.SP2.9.SK16.2
Tingkat kepuasan layanan
data dan sistem informasi
kehutanan

SATUAN

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Persen

Persen

Poin

TAHUN ANGGARAN

2025

85

14,8

18,5

22,2

25

25

3,93

2026

87

15,1

18,9

22,7

30

35

3,94

2027

89

15,4

19,3

23,1

35

40

3,94

2028

91

15,7

19,6

23,6

40

45

3,94

2029

93

16

20

24

12

45

50

3,95



SEKRETARIAT JENDERAL
SASARAN INDIKATOR
PROGRAM KINERJA PROGRAM SATUAN

Berbasis
Elektronik

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

T4.5S4.SP3
Meningkatnya
layanan dukungan
tugas teknis
kementerian

T4.SS4.1.SP3.1 Poin
Indeks

implementasi

kebijakan

Pembangunan

Kehutanan 2025-

2029 dalam

mendukung

pembangunan

nasional

77

2029 SASARAN KEGIATAN

5 T4.5S4.SP3.SK1
Terlaksananya
pengembangan hutan
berkelanjutan untuk
mendukung pelestarian
lingkungan dan
kesejahteraan
masyarakat

T4.5S4.SP3.SK2
Terlaksananya
pengembangan mitigasi
dan adaptasi bencana
hidrometeorologi di
sektor kehutanan

T4.5S4.SP3.SK3
Terlaksananya
pengembangan sosial
ekonomi masyarakat
sekitar kawasan hutan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T4.SS4.1.SP2.9.SK16.3
Layanan teknologi
informasi dan komunikasi
lingkup Kementerian
Kehutanan minimal
80%/tahun

T4.5S4.1.SP3.1.5K1.1
Efektivitas penerapan
kebijakan teknis untuk
mendukung pertumbuhan
ekonomi kehutanan.
hilirisasi. pengelolaan
keanekaragaman hayati

T4.SS4.1.SP3.1.SK2.1
Efektivitas penerapan
kebijakan teknis untuk
mendukung penurunan
frekuensi bencana
hidrometeorologi

T4.5S4.1.SP3.1.5K1.1
Efektivitas penerapan
kebijakan teknis untuk
pengembangan sosial
ekonomi masyarakat hutan
termasuk cadangan
pangan, energi, dan
peningkatan kemandirian
desa

SATUAN

Persen

Persen

Persen

Persen

TAHUN ANGGARAN
2025 2026 2027

80 81 82
70 72 74
70 72 74
70 72 74

2028

82,5

76

76

76

2029

85

78

78

78



INSPEKTORATJENDERAL
INDIKATOR
PSRASAGSRQIITII KINERJA SATUAN 2025 2026 2027
PROGRAM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

T4.SS4.SP1 T4.5S4.1.SP1.1 Poin 3,80 3,85 3,9
Penguatan Nilai Maturitas

pengawasan SPIP

internal Kementerian

Kementerian yang Kehutanan
berdampak

terhadap birokrasi
pemerintahan yang

profesional dan

berintegritas

78

SASARAN KEGIATAN

T4.5SS4.SP1.SK1
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Inspektorat Jendral
yang berdampak terhadap
birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP1.SK2
Penguatan pengawasan
terhadap praktek KKN,
pelanggaran administrasi,
pelanggaran kode etik dan
kode perilaku ASN di
lingkup Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.SP1.SK3
Penguatan pengawasan
internal yang agile pada
Unit Kerja Kementerian
Kehutanan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T4.5S4.1.SP1.1.8K1.1
Nilai Maturitas SPIP
terintegrasi pada
Inspektorat Jenderal

T4.SS4.1.SP1.1.SK2.1
Persentase pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti

T4.SS4.1.SP1.1.SK2.2
Jumlah unit kerja yang
mendapatkan
penghargaan Menteri
sebagai "Unit Kerja
Berintegritas Menuju
Bebas Korupsi”

T4.5S4.1.SP1.1.SK3.1
Persentase satuan kerja
pada Wilayah Kerja
Inspektorat I yang Nilai
Maturitas SPIP
Terintegrasinya sebesar
3.9

TAHUN ANGGARAN

2025

3,9

100

20

2028

4,05

100

26

80

2029

100

30

100



T4.SS4.1.SP1.2
Nilai kapabilitas
Aparat Pengawas
Intern
Pemerintah
(APIP)
Kementerian
Kehutanan

Poin

3,80

3,85

3,90

3,95

79

T4.SS4.SP1.SK1
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Inspektorat Jendral
yang berdampak terhadap
birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas

T4.5S4.SP1.SK3
Penguatan pengawasan
internal yang agile pada
Unit Kerja Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP1.1SK3.2
Persentase satuan kerja
pada Wilayah Kerja
Inspektorat II yang Nilai
Maturitas SPIP
Terintegrasinya sebesar
3.9

T4.SS4.1.SP1.1.SK3.3
Persentase satuan kerja
pada Wilayah Kerja
Inspektorat III yang Nilai
Maturitas SPIP
Terintegrasinya sebesar
3.9

T4.5S4.1.SP1.2.SK1.2
Rata-rata skor elemen
pengelolaan SDM,
akuntabilitas dan
manajemen kinerja,
budaya dan hubungan
organisasi,

struktur tata kelola pada
kapabilitas APIP

T4.SS4.1.SP1.2.SK3.4
Rata-rata Skor Elemen
Nilai Praktik Profesional,
Peran dan Layanan
dalam Kapabilitas APIP
pada Inspektorat I

T4.SS4.1.SP1.2.SK3.5
Rata-rata Skor Elemen
Nilai Praktik Profesional,
Peran dan Layanan
dalam Kapabilitas APIP
pada Inspektorat II

Persen

Persen

Poin

Poin

Poin

20

20

3,8

3,8

3,8

40

40

3,85

3,85

3,85

60

60

3,9

3,9

3,9

80

80

3,95

3,95

3,95

100

100



T4.SS4.1.SP2.1
Nilai SAKIP
Kementerian
Kehutanan

Poin 73,33 74

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

INDIKATOR
PSIQS?}SRAAII:I/I KINERJA SATUAN 2025 2026
PROGRAM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

74,5

2027

75

75,5

2028

80

T4.SS4.SP2.SK2
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel dan
efisien di lingkup

Inspektorat Jenderal
SASARAN
2029 KEGIATAN

T4.5S4.1.SP1.2.SK3.6
Rata-rata Skor Elemen
Nilai Praktik Profesional,
Peran dan Layanan
dalam Kapabilitas APIP
pada Inspektorat III

T4.SS4.1.SP1.2.SK3.7
Persentase Indikator
Kinerja Program pada
Unit Kerja Eselon I yang
dilakukan pengawasan
oleh Inspektorat I

T4.5S4.1.SP1.2.SK3.8
Persentase Indikator
Kinerja Program pada
Unit Kerja Eselon I yang
dilakukan pengawasan
oleh Inspektorat II

T4.SS4.1.SP1.2.SK3.9
Persentase Indikator
Kinerja Program pada
Unit Kerja Eselon I yang
dilakukan pengawasan
oleh Inspektorat III

T4.S54.1.SP2.1.SK2.1
Nilai SAKIP pada
Inspektorat Jenderal

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

Poin

Persen

Persen

Persen

Poin

2025 2026

3,8

35

35

35

83,36

TAHUN ANGGARAN

3,85

45

45

45

84

2027

3,9

55

55

55

85

2028

3,95

65

65

65

86

75

75

75

87

2029



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

SASARAN
PROGRAM

T4.SS4.SP1
Penguatan
pengawasan
internal
Kementerian
yang berdampak
terhadap
birokrasi
pemerintahan
yang profesional
dan berintegritas

T4.SS4.SP2
Meningkatnya
kualitas
reformasi
birokrasi lingkup
Kementerian
Kehutanan

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

T4.5S4.1.SP1.1 Poin 3,80 3,85

Nilai Maturitas
SPIP
Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.1 Poin 73,33 74
Nilai SAKIP

Kementerian

Kehutanan

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

T1.SS1.SP3
Pemantapan
kawasan hutan
yang legitimate
dan
berkelanjutan
serta berdampak
pada penurunan
tingkat
kerusakan hutan
pada batas

T1.SS1.1.SP3.1
Persentase
penanganan
kegiatan usaha
terbangun
dalam kawasan
hutan yang
sesuai dengan
peraturan
perundangan

Persen 75 80

SATUAN 2025 2026

2027

3,90

74,5

85

2028

3,95

75

90

2029

75,5

95

81

SASARAN
KEGIATAN

T4.SS4.SP1.SK5
Meningkatnya
penguatan
pengawasan
internal di
lingkup Ditjen
Planologi
Kehutanan yang
berdampak
terhadap
birokrasi
pemerintahan
yang profesional
dan berintegritas

T4.5S4.SP2.SK3
Meningkatnya
kualitas
reformasi
birokrasi yang
responsif,
akuntabel dan
efisien di lingkup
Ditjen Planologi
Kehutanan

T1.SS1.SP3.SK1
Peningkatan
kualitas data dan
informasi yang
akurat,
mutakhir, dan
terpadu melalui
inventarisasi dan
pemantauan
sumber daya
hutan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T4.5SS4.1.SP1.1.SK5.1
Nilai maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1
Nilai SAKIP pada
Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan

T1.SS1.1.SP3.1.SK1.1
Persentase update
identifikasi areal
terbangun di dalam
Kawasan Hutan
(tambang dan sawit)

2025

Poin

Poin

Persen

TAHUN ANGGARAN

2026 2027 2028
3,9 3,9 3,9 3,9
84 84 84 84
- 100 100 100
(Indikator
Baru)

2029

3,9

84

100



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

SASARAN
PROGRAM

toleransi
perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman
hayati

T1.SS1.1.SP3.2
Persentase
Pemantauan
emisi GRK dari
sektor
kehutanan

SATUAN

Persen

2025

100

2026

100

2027

100

2028

100

2029

100

82

SASARAN
KEGIATAN

T1.SS1.SP3.SK2
Mengoptimalkan
perencanaan,
perubahan
kawasan hutan,
dan
pembentukan
wilayah
pengelolaan
hutan yang
berkeadilan

T1.SS1.SP3.SK4
Optimalisasi tata
guna kawasan
hutan yang
berkeadilan
dalam
mendukung
penurunan
tingkat
kerusakan hutan
pada batas
toleransi
perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman
hayati

T1.SS1.SP3.SK1
Peningkatan
kualitas data dan
informasi yang
akurat,
mutakhir, dan
terpadu melalui
inventarisasi dan

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

2025 2026

T1.SS1.1.SP3.1.SK2.1
Persentase
Revisi/Pemutakhiran
Wilayah KPH dan
Pengelolaan Data dan
Informasi KPH

Persen 100

T1.SS1.1.SP3.1.SK2.2
Persentase

Persen 100

Pemantauan
Perencanaan Kawasan
Hutan Nasional dan
Daerah

T1.SS1.1.SP3.1.SK4.1
Persentase dokumen
permohonan
perubahan
peruntukan dan
fungsi kawasan hutan
yang dilayani

Persen 100

T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2
Persentase Penyediaan
Data dan Informasi
Sumber Daya Hutan

Persen 100

T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3
Persentase Data
Informasi Geospasial
Tematik (IGT)

Persen 100

TAHUN ANGGARAN

100

100

100

100

100

2027

100

100

100

100

100

2028

100

100

100

100

100

2029

100

100

100

100

100
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DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA e
PROGRAM KINERJA SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 KEGIATAN KEGIATAN
PROGRAM 2025 2026 2027 2028 2029
pemantauan Kementerian
sumber daya Kehutanan yang
hutan terjamin kualitasnya
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.4 Data 365 900 900 900 567
Data dan informasi
sumber daya hutan
hasil inventarisasi
hutan nasional di
wilayah kerja BPKH
T1.SS1.1.SP3.3 Desa 528 1.056 1.584 2.112 2.640 T1.SS1.SP3.SK3 T1.SS1.1.SP3.3.SK3.1 Persen 100 100 100 100 100
Desa yang Pengukuhan Persentase
menggunakan kawasan hutan pemutakhiran
data dan yang legal dan kawasan hutan yang
informasi batas legitimate ditetapkan sebagai
kawasan hutan kawasan hutan
sebagai
. T1.SS1.1.SP3.3.SK3.2 Persen - 100 100 100 100
rujukan dalam K . X .
peta wilayah Persentase diseminasi (Indikator
desa (Indikator batas kawasan hutan Baru)
RPJMN) (Desa) oleh BPKH
T1.SS1.1.SP3.3.SK3.3 Persen 100 100 100 100 100
Persentase
penyelesaian
penetapan kawasan
hutan oleh BPKH
T1.SS1.1.SP3.4 Persen 75 80 92 97 100 T1.SS1.SP3.SK3 T1.SS1.1.SP3.4.SK3.4 Juta 3,1 3,3 3,8 4 4,1
Persentase luas Pengukuhan Luas kawasan hutan hektare
kawasan kawasan hutan yang dilepas untuk
hutan yang yang legal dan TORA
dilepas untuk legitimate T1.SS1.1.SP3.4.SK3.5  Dokumen 40 70 60 50 50

TORA

Jumlah Dokumen

hasil inventarisasi dan
verifikasi obyek TORA
dalam kawasan hutan
di wilayah kerja BPKH
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DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KINERJA e
PROGRAM KINERJA SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 KEGIATAN KEGIATAN
PROGRAM 2025 2026 2027 2028 2029
T3.SS3.SP3 T3.5S3.3.SP3.1 Persen 100 100 100 100 100 T3.SS3.SP3.SK1 T3.SS3.1.SP3.1.SK1.1 Persen - 100 100 100 100
Pemantapan Persentase Optimalisasi tata  Persentase (Indikator
kawasan hutan penyediaan guna kawasan dokumen/peta Baru)
yang legitimate kawasan hutan hutan yang penyediaan ruang di
dan untuk pangan berkeadilan kawasan hutan untuk
berkelanjutan dan energi dalam pangan dan energi
dalam mendukung
mendukung peningkatan
peningkatan barang dan jasa
produk barang dari hutan
dan jasa dari
hutan T3.5S3.4.SP3.2 Persen 100 100 100 100 100 T3.SS3.SP3.SK2 T3.5S3.1.SP3.2.5K2.1 Persen 100 100 100 100 100
Persentase Mengoptimalkan Persentase
penerimaan penggunaan permohonan
PNBP dari kawasan hutan Penggunaan Kawasan
penggunaan yang sesuai Hutan yang dilayani
kawasan hutan dengan .
ketentuan yang Ti'%.S'SS. 1 .SP3.2.SK2.2 Tr111'un 2,22 2,63 2,5 2,05 1,92
berlaku Nilai pene.r1maan rupiah
PNBP dari
penggunaan kawasan
hutan
T3.5S3.1.SP3.2.SK2.3 Persen 80 80 80 80 80
Persentase pemegang
persetujuan yang
diverifikasi di wilayah
kerja BPKH
T3.SS3.1.SP3.2.SK2.4 Persen 80 80 80 80 80

Persentase pemegang
persetujuan yang
dimonitoring dan/atau
dievaluasi dari target
di wilayah kerja BPKH
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DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

INDIKATOR
KINERJA PROGRAM

SASARAN
KEGIATAN

SASARAN

PROGRAM 2025 2026 2027 2028 2029

SATUAN

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

T1.SS1.SP6
Meningkatnya
pengelolaan
konservasi sumber
daya alam dan
ekosistem di KSA,
KPA dan TB serta
pembinaan areal
preservasi dalam
mendukung
penurunan tingkat
kerusakan hutan
pada batas toleransi
perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman
hayati

T2.5S2.SP3
Meningkatnya
pendapatan

T1.SS1.2.SP6.1
Jumlah spesies
yang diasesmen
secara nasional
dalam mendukung
IUCN Red List

T1.SS1.2.SP6.2
Penurunan status
keterancaman
spesies pada IUCN
Red List

T2.5S2.1.SP3.1
Nilai Transaksi
Ekonomi Kelompok

Spesies
(kumulatif)

Spesies
(kumulatif)

Miliar Rupiah

200

15

210

25

15

220

35

30

230

50

50

240

T1.SS1.SP6.SK1
Meningkatnya
upaya
pengawetan
keanekaragaman
spesies dan
genetik

T1.SS1.SP6.SK2
Optimalnya
perencanaan
KSA, KPA dan TB
dalam
mendukung
pengelolaan
konservasi
sumber daya
alam dan
ekosistem

T1.SS1.SP6.SK3
Meningkatnya
pemulihan
ekosistem dan
pembinaan
pengelolaan areal
preservasi

T1.SS1.SP6.SK4
Meningkatnya
efektivitas
pengelolaan KSA,
KPA, dan TB

T2.5S2.SP3.SK1
Terwujudnya jasa
lingkungan yang

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T1.SS1.2.SP6.1.SK1.1
Jumlah spesies yang
terdata sebaran
dan/atau populasinya

T1.SS1.2.SP6.2.SK2.1
Indeks Efektivitas
Perencanaan
KSA/KPA/TB

T1.SS1.2.SP6.2.SK2.2
Presentase entitas
kerja sama yang
efektif, efisien,
transparan, dan
akuntabel

T1.SS1.2.SP6.2.SK3.1
Luas Areal Preservasi
yang dikembangkan*

T1.SS1.2.SP6.2.SK3.2
Luas pemulihan
ekosistem di KSA,
KPA, dan TB*

T1.SS1.2.SP6.2.SK4.1
Jumlah unit KSA,
KPA, dan TB dengan
kategori pengelolaan
efektif*

T2.SS2.1.SP3.1.SK1.1
Jumlah desa di sekitar
KPA yang mendapat

SATUAN

Spesies
(Kumulatif)

Poin

Persen

Hektare

Hektare

Unit

Desa

2025

200

0,57

10

528.000

20.000

304

33

2026

433

0,59

13

500.000

70.000

325

50

TAHUN ANGGARAN

2027

678

0,61

13

1.1.000.000

70.000

350

50

2028

810

0,63

15

1.000.000

70.000

375

50

2029

1.100

0,65

17

1.000.000

70.000

400

50
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DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

SASARAN INDIKATOR SASARAN

SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029

PROGRAM

masyarakat sekitar
kawasan hutan
melalui pengelolaan
konservasi sumber
daya alam dan
ekosistem di KSA,
KPA, dan TB serta
daerah penyangga

Masyarakat sekitar
KSA, KPA, dan TB

T3.SS3.SP2
Meningkatnya
produk barang dan
jasa dari upaya
konservasi sumber
daya alam dan
ekosistem

T3.5S83.2.SP2.1
Nilai ekspor TSL
dan bioprospecting

T3.5S3.4.SP2.2
Nilai PNBP dari
pemanfaatan jasa
lingkungan dan
TSL berkelanjutan

KINERJA PROGRAM

Triliun Rupiah

Miliar Rupiah

7,75 7,80

235

241

8

249

8,20 8,40

257

267

KEGIATAN

memberi manfaat
bagi masyarakat

T2.SS2.SP3.SK2
Meningkatnya
keterlibatan
masyarakat pada
kegiatan
konservasi
kawasan dan
keanekaragaman
hayati

T3.SS3.SP2.SK1
Meningkatnya
pemanfaatan
tumbuhan dan
satwa liar
berkelanjutan

T3.SS3.SP2.SK2
Meningkatnya
pemanfaatan jasa
lingkungan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

manfaat dari jasa
lingkungan

T2.SS2.1.SP3.1.SK2.1
Jumlah kelompok
masyarakat yang
dibina dalam upaya
konservasi Kawasan
dan keanekaragaman
hayati*

T3.SS3.2.5P2.1.SK1.1
Jumlah produk yang
dikembangkan melalui
bioprospeksi*

T3.5S3.2.SP2.1.SK1.2
Peningkatan Jumlah
Individu TSL hasil
penangkaran yang
dimanfaatkan

T3.5S3.4.SP2.2.SK2.1
Nilai PNBP dari
Pemanfaatan jasa
lingkungan KSA. KPA
dan TB*

T3.5S3.4.SP2.2.SK2.2
Persentase pintu
masuk objek wisata
yang menerapkan e-
ticketing dan cashless
payment

SATUAN

Kelompok
Masyarakat
(Kumulatif)

Produk

Individu

Milliar
Rupiah

Persen

2025

200

15

100

209

10

2026

775

15

200

215

25

TAHUN ANGGARAN

2027 2028
1.350 1.925
20 20
300 400
222 230
30 35

2029

2.500

25

500

239

40



DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

T4.SS4.SP1
Penguatan

pengawasan internal

Kementerian yang

berdampak terhadap

birokrasi
pemerintahan yang
profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2
Meningkatnya
kualitas reformasi
birokrasi lingkup
Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP1.1
Nilai Maturitas
SPIP Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.1
Nilai SAKIP
Kementerian
Kehutanan

SATUAN

Poin

Poin

2025 2026 2027 2028 2029

3,80 3,85

73,33 74

3,9

74,5

3,95

75

75,5

87

SASARAN
KEGIATAN

T4.5S4.SP1.SK4
Meningkatnya
penguatan
pengawasan
internal di
lingkup Ditjen
Konservasi
Sumber Daya
Alam dan
Ekosistem yang
berdampak
terhadap
birokrasi
pemerintahan
yang profesional
dan berintegritas

T4.SS4.SP2.SK4
Meningkatnya
kualitas reformasi
birokrasi yang
responsif,
akuntabel dan
efisien di lingkup
Ditjen Konservasi

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T3.5S3.4.SP2.2.5K2.3
Luas kawasan hutan
konservasi yang
dipersiapkan untuk
implementasi nilai
ekonomi karbon*

T3.5S3.4.SP2.2.5K3.1
Nilai PNBP dari hasil
pemanfaatan
tumbuhan dan satwa
liar berkelanjutan*

T4.SS4.SP1.1.SK4.1
Nilai maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber
Daya Alam dan
Ekosistem

T4.SS4.1.SP2.1.SK4.1
Nilai SAKIP Direktorat
Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam
dan Ekosistem

SATUAN

Juta
Hektare
(Kumulatif)

Milliar
Rupiah

Poin

Poin

2025

2,10

26

3,80

82,31

2026

2,20

26

3,82

82,4

TAHUN ANGGARAN

2027

2,30

27

3,83

82,5

2028

2,40

27

3,84

82,6

2029

2,50

28

3,85

82,7



DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM SATUAN

2025 2026 2027 2028 2029

88

SASARAN
KEGIATAN

Sumber Daya
Alam dan
Ekosistem

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

SASARAN INDIKATOR

PROGRAM KINERJA PROGRAM SATUAN | 2025 | 2026
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
T1.SS1.SP1 T1.SS1.1.SP1.1 Juta 12,45 12,20
Peningkatan daya Luasan lahan Hektare

dukung daerah
aliran sungai yang
berdampak pada
penurunan tingkat
kerusakan hutan
pada batas
toleransi
perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman
hayati melalui
pelaksanaan
rehabilitasi hutan
secara terencana,
terpadu, dan
berkelanjutan

kritis dalam DAS
yang dipulihkan*

2027

11,95

2028

11,70

2029

11,45

SASARAN
KEGIATAN

T1.SS1.SP1.SK1
Meningkatnya
kegiatan
penghijauan dan
perbaikan kualitas
perbenihan
tanaman hutan

T1.SS1.SP1.SK2
Optimalnya
kegiatan reboisasi
dan penguatan
kelembagaan
rehabilitasi hutan
untuk
meningkatkan
luas tutupan
hutan

T1.SS1.SP1.SK3
Efektivitas teknik
konservasi tanah,
reklamasi, dan
rehabilitasi
penggunaan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T1.SS1.1.SP1.1.SK1.1
Persentase pemanfaatan
distribusi bibit produktif
dan berkualitas

T1.8S1.1.SP1.1.SK1.2
Luas lahan yang
ditanami dari kegiatan
penghijauan

T1.SS1.1.SP1.1.SK2.1
Persen tumbuh
keberhasilan tanaman
hasil RHL

T1.SS1.1.SP1.1.SK3.1
Persentase luasan
Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan (PPKH)
yang melaksanakan
kewajiban rehabilitasi

SATUAN

SATUAN

Persen

Hektare

Persen

Persen

TAHUN ANGGARAN

2025 2026 2027 2028
TAHUN ANGGARAN
2025 2026 2027 2028
75 80 85 90
75.000 150.000 300.000 315.000
75 77 79 81
46,73 49,23 51,73 54,23

2029

2029

100

210.000

83

56,73
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DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA PROGRAM

T1.SS1.1.SP1.2
Persentase
penurunan
frekuensi bencana
hidrometeorologi
di desa sekitar
hutan

SATUAN

Persen

2025

2026

2027

2028

2029

SASARAN
KEGIATAN

kawasan hutan
dalam mendukung
peningkatan daya
dukung daerah
aliran sungai

T1.SS1.SP1.SK4
Peningkatan
rehabilitasi
mangrove dan
penguatan
kelembagaan
untuk mendukung
penambahan luas
tutupan mangrove

T1.SS1.SP1.SK5
Meningkatnya
perencanaan dan
evaluasi
pengelolaan DAS,
rehabilitasi hutan
dan lahan serta
kapasitas
kelembagaan DAS

T1.SS1.SP1.SK2
Optimalnya
kegiatan reboisasi
dan penguatan
kelembagaan
rehabilitasi hutan
untuk
meningkatkan
luas tutupan
hutan

T1.SS1.SP1.SK6
Peningkatan
Rehabilitasi

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

DAS dan Reklamasi
Hutan

T1.SS1.1.SP1.1.SK4.1

Peningkatan luas
tutupan mangrove

T1.8S1.1.SP1.2.SK5.1

Peningkatan status
forum DAS

T1.SS1.1SP1.2.SK2.2
Penguatan kelembagaan
pelaksanaan rehabilitasi

hutan

T1.SS1.1.SP1.2.SK6.1
Efektivitas kelembagaan
rehabilitasi mangrove

SATUAN

Hektare

Lembaga

Provinsi

Persen

TAHUN ANGGARAN

2025 2026 2027
500 4.400 4.400
10 20 30
34 34 34
30 40 50

2028

4.400

40

34

60

2029

4.400

50

34

70
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DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA PROGRAM

T1.SS1.1.SP1.3
Peningkatan
fungsi hidrologis
Daerah Tangkapan
Air (DTA) pada
daerah yang
diintervensi

SATUAN

Persen

2025

2026

2027

2028

2029

SASARAN
KEGIATAN

mangrove dan
penguatan
kelembagaan
untuk
memperkuat
ketahanan
ekosistem pesisir
dalam mengurangi
frekuensi bencana
hidrometeorologi

T1.SS1.SP1.SK5
Meningkatnya
perencanaan dan
evaluasi
pengelolaan DAS,
rehabilitasi hutan
dan lahan serta
kapasitas
kelembagaan DAS

T1.SS1.SP1.SK1
Meningkatnya
kegiatan
penghijauan dan
perbaikan kualitas
perbenihan
tanaman hutan

T1.SS1.SP1.SK2
Optimalnya
kegiatan reboisasi
dan penguatan
kelembagaan
rehabilitasi hutan
untuk
meningkatkan
luas tutupan
hutan

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

T1.8S1.1.SP1.2.SK6.2
Peningkatan manfaat
ekonomi mangrove
dalam mendukung
kehidupan Masyarakat

T1.SS1.1.SP1.3.SK5.2
Penurunan Koefisien
Run off

T1.SS1.1.SP1.3.SK1.3
Jumlah mata air yang
dipertahankan dan
diselamatkan

T1.SS1.1.SP1.3.SK2.3

Peningkatan dukungan

ketahanan pangan,
energi, dan air melalui
rehabilitasi hutan
berbasis masyarakat

SATUAN

Persen

Persen

Unit

Hektare

2025

60

3.300

TAHUN ANGGARAN

2026 2027
3 4
2 2
120 180
48.300 48.300

2028

240

48.300

2029

300

48.300
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DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA PROGRAM

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

T4.SS4.SP1
Penguatan
pengawasan
internal
Kementerian yang
berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan yang
profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2
Meningkatnya
kualitas reformasi
birokrasi lingkup
Kementerian
Kehutanan

T4.5S4.1.SP1.1
Nilai Maturitas
SPIP Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.1
Nilai SAKIP
Kementerian
Kehutanan

SATUAN

Poin

Poin

2025

3,80

73,33

2026

3,85

74

2027

3,90

74,5

2028

3,95

75

2029

75,5

SASARAN
KEGIATAN

T1.SS1.SP1.SK3
Efektivitas teknik
konservasi tanah,
reklamasi, dan
rehabilitasi
penggunaan
kawasan hutan
dalam mendukung
peningkatan daya
dukung daerah
aliran sungai

T4.SS4.SP1.SK6
Meningkatnya
penguatan
pengawasan
internal di lingkup
Ditjen Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai dan
Rehabilitasi Hutan
yang berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan
yang profesional
dan berintegritas

T4.5S4.SP2.SK5
Meningkatnya
kualitas reformasi
birokrasi yang
responsif,
akuntabel dan
efisien di lingkup
Ditjen Pengelolaan
Daerah Aliran

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

T1.SS1.1.SP1.3.SK3.2
Penurunan laju erosi di

sekitar wilayah
bangunan KTA

T4.SS4.1.SP1.1.SK6.1

Nilai maturitas SPIP
Ditjen Pengelolaan

Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan

T4.SS4.1.SP2.1.SK5.1

Nilai SAKIP Ditjen
Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan

SATUAN

Persen

Poin

Poin

TAHUN ANGGARAN

2025 2026 2027
0,005 0,085 0,165
4 4 4
78 79 80

2028

0,244

81

2029
0,324

82



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM SATUAN | 2025

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

SATUAN 2025 2026 2027

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

T1.SS1.SP2
Meningkatnya
pengelolaan
hutan lindung
dan produksi
yang berdampak
pada penurunan
tingkat
kerusakan hutan
pada batas
toleransi
perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman
hayati

T2.SS2.SP4
Meningkatnya
pengelolaan
hutan lindung
dan produksi
yang berdampak
dalam

T1.SS1.1.SP2.1
Peningkatan luas
tutupan
berhutan

Ribu Hektar 428 856 1.284

T2.SS2.1.SP4.1
Nilai Transaksi

Miliar Rupiah 10 11 12

Ekonomi dari
pemanfaatan
areal konsesi
yang dikerja
samakan

2026 2027 2028

2029

2028

1.712

13

SASARAN

92

KEGIATAN

Sungai dan
Rehabilitasi Hutan

2029

2.140

14

SASARAN
KEGIATAN

T1.SS1.SP2.SK1
Pengendalian
pemanfaatan hutan
produksi dan hutan
lindung dalam
mendukung fungsi
ekologi

T1.SS1.SP2.SK2
Optimalisasi
pemolaan dan
penataan kawasan
hutan produksi dan
hutan lindung serta
pembinaan
Kesatuan
Pengelolaan Hutan

T2.SS2.SP4.SK1
Pengendalian
Pemanfaatan Hutan
dalam mendukung
kemandirian desa
sekitar areal
konsesi

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T1.SS1.1.SP2.1.SK1.1
Luas penanaman dan
pengkayaan kawasan
hutan pada areal
PBPH/ hak
pengelolaan

T1.SS1.1.SP2.1.SK2.1
Persentase KPH yang
memiliki penilaian
kategori efektif

T1.SS1.1.SP2.1.SK2.2
Peta arahan
pemanfaatan di hutan
produksi dan hutan
lindung

T2.SS2.1.SP4.1.SK1.1
Kelompok masyarakat
yang bekerja sama
dengan PBPH

SATUAN 2025

SATUAN
2025
Ribu 428
Hektare
Persen 28
Peta 1
Arahan
Kelompok 20

TAHUN ANGGARAN

2027 2028

TAHUN ANGGARAN

2027 2028
1.284 1.712
36 39
1 1
24 26

2029

2029

2.140

43

28



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

SASARAN
PROGRAM

mendukung
peningkatan
pendapatan
masyarakat
sekitar hutan

T3.SS3.SP1
Meningkatnya
pengelolaan
hutan lindung
dan produksi
yang berdampak
terhadap
peningkatan
produk barang
dan jasa dari
hutan

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

SATUAN 2025

dengan
masyarakat

T3.SS3.1.SP1.1
Nilai efisiensi
pemanfaatan
bahan baku
menjadi kayu
olahan

Persen 70

TT3.SS3.1.SP1.2
Peningkatan
rasio serapan
getah pinus ke
industri
pengolahan
dalam negeri

Persen 50

T3.SS3.1.SP1.3
Nilai investasi
sektor
kehutanan*

Triliun Rupiah 0,24

2026

71

60

0,48

2027

72

70

0,72

2028

74

80

0,96

2029

75

90

1,20

93

SASARAN
KEGIATAN

T3.SS3.SP1.SK1
Meningkatnya
pengolahan dan
pemasaran hasil
hutan dalam
mendukung
kebutuhan pasar
domestik dan pasar
global

T3.SS3.SP1.SK1
Meningkatnya
pengolahan dan
pemasaran hasil
hutan dalam
mendukung
kebutuhan pasar
domestik dan pasar
global

T3.SS3.SP1.SK2
Optimalisasi
Pemanfaatan Hutan
Produksi dan
Hutan Lindung

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T3.5S3.1.SP1.1.SK1.1
Rasio serapan bahan
baku Industri
terhadap rencana
kebutuhan bahan
baku

T3.5S3.1.SP1.1.SK1.2
Tambahan produksi
wood pellet dari
efisiensi hilirisasi dari
kayu log

T3.SS3.1.SP1.1.SK1.3
Volume produksi hasil
hutan kayu olahan
yang bersertifikat
SVLK

T3.5S3.1.SP1.2.SK1.4
Jumlah produksi
gondorukem dan
terpentin dari hasil
hilirisasi getah pinus

T3.SS3.1.SP1.3.5K2.1
Persentase
persetujuan Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan Hutan

SATUAN

Persen

Ribu Ton

Juta m3

Ribu Ton

Persen

2025

73

95

48

60

15

2026

73,5

190

48,48

120

20

TAHUN ANGGARAN

2027 2028
74 74,5
285 380

48,96 49,44
180 240
30 40

2029

75

475

49,55

300

50



94

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

energi dari MUK

INDIKATOR TAHUN ANGGARAN
SASARAN KINERJA SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029 SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN 2025 2026 2027 2028 2029
PROGRAM
dalam terhadap luas areal
Meningkatkan arahan pemanfaatan
I tasi Sekt
nvestasi Sextor T3.5S3.1.5P1.3.9K2.2 Triliun 2 2 2 2,5 2,5
Kehutanan o . :
Nilai investasi Rupiah
permohonan Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan Hutan
T3.SS3.2.SP1.4 Miliar USD 14,95 15,34 15,74 16,14 16,54 T3.SS3.SP1.SK1 T3.SS3.2.SP1.4.SK1.5 Juta Ton 17,18 17,31 17,44 17,58 17,71
Nilai ekspor Meningkatnya Ekspor produk olahan
produk pengolahan dan hasil hutan
kehutanan dari pemasaran hasil
pengelolaan hutan dalam
hutan lestari mendukung
kebutuhan pasar
domestik dan pasar
global
T3.SS3.SP1.SK3 T3.5S3.2.SP1.4.SK3.1 Juta m3 54 55 56 57 58
Pengendalian Produksi kayu bulat
pemanfaatan hutan
produksi dan hutan
lindung untuk
mendukung
perekonomian
nasional
T3.SS3.3.SP1.5 Ribu Ton 450 500 550 600 650 T3.SS3.SP1.SK3 T3.5S3.2.SP1.5.SK3.2 Ribu 80 170 260 350 450
Produksi hasil Pengendalian Luas kawasan hutan Hektare
hutan bukan pemanfaatan hutan untuk cadangan
kayu dari produksi dan hutan pangan dari MUK
pengelolaan lindung untuk .
. T3.5S3.2.SP1.5.SK3.3 Ribu 30 60 90 120 150
hutan lestari mendukung
- Luas kawasan hutan Hektare
perekonomian
. untuk cadangan
nasional



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

T3.5S3.4.SP1.6
Nilai penerimaan
negara bukan
pajak dari
pemanfaatan
hutan lindung
dan produksi

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

T4.SS4.SP1
Penguatan
pengawasan
internal
Kementerian
yang berdampak
terhadap
birokrasi
pemerintahan
yang profesional

T4.SS4.1.SP1.1
Nilai Maturitas
SPIP
Kementerian
Kehutanan

SATUAN

Triliun Rupiah

Poin

2025

2,79

3,80

2026

2,84

3,85

2027

2,88

3,90

2028

2,92

3,95

2029

2,94

95

SASARAN
KEGIATAN

T3.SS3.SP1.SK4
Peningkatan tertib
iuran dan
penatausahaan
hasil hutan untuk
mendukung PNBP
dari hutan
produksi dan hutan
lindung

T4.5S4.SP1.SK7
Meningkatnya
penguatan
pengawasan
internal di lingkup
Ditjen Pengelolaan
Hutan Lestari yang
berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan yang

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T3.5S3.4.SP1.6.SK4.1
Persentase Perizinan
Berusaha yang tertib
melaksanakan Wajib
bayar (WB) dari
pemanfaatan hutan

T3.5S3.4.SP1.6.SK4.2
Indeks kepuasan
perizinan berusaha
dalam pelayanan
pembayaran PNBP

T3.SS3.4.SP1.6.SK4.3
Persentase Perizinan
Berusaha yang tertib
dalam melaksanakan
penatausahaan hasil
hutan sesuai Rencana
Kerja Tahunan (RKT)

T3.5S3.4.SP1.6.SK4.4
Persentase GANIS-PH

dengan hasil penilaian
kinerja layak terhadap
total peserta penilaian
kinerja

T4.SS4.1.SP1.1.SK7.1
Nilai maturitas SPIP
Ditjen Pengelolaan
Hutan Lestari

SATUAN

Persen

Poin

Persen

Persen

Poin

2025

94

70

3,8

2026

95

3,1

95

71

3,85

2027

96

3,2

96

72

3,9

TAHUN ANGGARAN

2028

97

3,3

97

73

3,95

2029

98

3,4

98

74



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

INDIKATOR
Sé\gél;:l:/{ KINERJA SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029
PROGRAM
dan berintegritas
T4.SS4.SP2 T4.SS4.1.SP2.1 Poin 73,33 74 74,5 75 75,5
Meningkatnya Nilai SAKIP
kualitas Kementerian
reformasi Kehutanan
birokrasi lingkup
Kementerian
Kehutanan
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
INDIKATOR
P?IQOSQSRQII:I/I KINERJA SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029
PROGRAM

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
T1.SS1.SP4 T1.SS1.SP4.1 Ribu 300 500 700 900 1.200
Meningkatnya Luas akses kelola Hektare
peran perhutanan masyarakat

sosial untuk
menurunkan
tingkat kerusakan
hutan hingga
berada dalam
batas yang dapat
ditoleransi oleh
kehidupan
manusia dan

96

SASARAN INDIKATOR KINERJA
ATUAN

KEGIATAN KEGIATAN SATU 2025
profesional dan
berintegritas
T4.5S4.SP2.SK6 T4.5S4.1.SP2.1.SK6.1 Poin 76
Meningkatnya Nilai SAKIP Ditjen
kualitas reformasi Pengelolaan Hutan
birokrasi yang Lestari
responsif,
akuntabel dan
efisien di lingkup
Ditjen Pengelolaan
Hutan Lestari

INDIKATOR KINERJA
ASARAN KEGIATAN
SAS G KEGIATAN SATUAN

T1.SS1.SP4.SK1 T1.SS1.1.SP4.1.8K1.1 Persen
Optimalisasi penyediaan Persentase peningkatan
kawasan perhutanan kelompok masyarakat
sosial dalam mendukung yang menerima
penurunan tingkat persetujuan perhutanan
kerusakan hutan sosial
T1.SS1.SP4.SK2 T1.SS1.1.SP4.1.SK2.1 Persen
Optimalisasi pengakuan Persentase kasus konflik
hak masyarakat melalui  tenurial yang tertangani

t: hut. dat,
penetapan huran aca T1.8S1.1.SP4.1.SK2.2 Persen

perlindungan kearifan
lokal dan penanganan

Persentase penetapan
hutan adat

TAHUN ANGGARAN

2026

2025

50

14

77

TAHUN ANGGARAN

2026

60

36

2027

78

2027

60

58

2028

79

2028

60

80

2029

80

2029

60

100



DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL

SASARAN
PROGRAM

keanekaragaman
hayati

T2.SS2.SP1
Meningkatkan
peran perhutanan
sosial dalam
mendukung
peningkatan
pendapatan
masyarakat sekitar
kawasan hutan

T3.SS3.SP4
Meningkatkan
peran
perhutanan
sosial dalam
mendukung
peningkatan
produk barang
dan jasa dari
hutan

INDIKATOR
KINERJA SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029
PROGRAM
T2.SS2.1.SP1.1 Triliun 1,9 2,15 2,4 2,65 2,9
Nilai Transaksi Rupiah
Ekonomi Kelompok
Masyarakat
Kehutanan*
T3.SS3.3.SP4.1 Hektare 300.000 500.000 700.000 900.000 1.100.000
Luas pengelolaan (Target
dan pemanfaatan = Kumulatif)

hutan secara
optimal areal
perhutanan sosial

97

SASARAN KEGIATAN

konflik tenurial kawasan
hutan

T1.SS1.1.SP4.1.SK3.1
Optimalisasi pengelolaan
perhutanan sosial
melalui penguatan
mekanisme
pengendalian
perhutanan sosial

T2.SS2.SP1.SK1
Peningkatan
pengembangan usaha
perhutanan sosial
melalui penguatan
kelembagaan, dan
kewirausahaan
kelompok masyarakat

T2.5S2.SP1.SK2
Optimalisasi pengelolaan
perhutanan sosial
melalui pelembagaan
dan pendampingan

T3.SS3.SP4.SK1
Optimalisasi penyediaan
kawasan perhutanan
sosial dalam mendukung
peningkatan barang dan
jasa dari hutan

T3.SS3.SP4.SK2
Peningkatan
pengembangan usaha

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T1.SS1.1.SP4.1.SK3.1
Persentase peningkatan
kinerja perhutanan
sosial yang sesuai RKPS

T2.SS2.1.SP1.1.SK1.1
Kelompok masyarakat di
dalam dan sekitar
kawasan hutan yang
dilibatkan dalam
pengelolaan hutan
(Kelompok Perhutanan
Sosial dan KTH)*

T2.5S2.1.SP1.1.SK2.1
Persentase pemenuhan
jumlah tenaga
pendamping untuk
mendukung
pelaksanaan program PS
dari kehutanan

T3.5S3.1.SP4.1.8K1.1
Jumlah kelompok
perhutanan sosial yang
meningkat kualitas areal
kelola-nya dalam
mendukung
ketersediaan cadangan
pangan dan energi

T3.SS3.1.SP4.1.SK2.1
Jumlah kelompok
perhutanan sosial yang

SATUAN

Persen

Kelompok

Persen

Kelompok

Kelompok

2025

15.574

36

100

240

TAHUN ANGGARAN

2026

16.454

45

250

2.509

2027

17.334

53

250

4.198

2028

18.214

62

250

7.736

2029

19.094

70

250

7.936



DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL

INDIKATOR
})S}?ggif:/[ KINERJA SATUAN 2025 2026 2027
PROGRAM
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
T4.SS4.SP1 T4.SS4.1.SP1.1 Poin 3,80 3,85 3,90
Penguatan Nilai Maturitas
pengawasan SPIP Kementerian
internal Kehutanan
Kementerian yang
berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan yang
profesional dan
berintegritas
T4.5S4.SP2 T4.5S4.1.SP2.1 Poin 73,33 74 74,5
Meningkatnya Nilai SAKIP
kualitas reformasi Kementerian
birokrasi lingkup Kehutanan
Kementerian
Kehutanan
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
INDIKATOR
SIQ\S(A;};AAT/I KINERJA SATUAN 2025 2026 2027
PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
T1.SS1.SP5 T1.SS1.1.SP5.1 Ribu 800 900 1.000
Penegakan hukum Luas kawasan Hektare

kehutanan dan
pengendalian

hutan yang
diamankan*

2028

3,95

75

2028

1.100

2029

75,5

2029

1.200

98

SASARAN KEGIATAN

perhutanan sosial
melalui penguatan
kelembagaan. dan
kewirausahaan
kelompok masyarakat
serta ketersediaan
cadangan pangan dan
energi

T4.SS4.SP1.SK8
Meningkatnya
penguatan pengawasan
internal di lingkup Ditjen
Perhutanan Sosial yang
berdampak terhadap
birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2.SK7
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel,
dan efisien di lingkup
Ditjen Perhutanan Sosial

SASARAN KEGIATAN

T1.SS1.SP5.SK1
Meningkatnya sistem
perlindungan hutan
melalui perencanaan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

menghasilkan produk
hasil hutan melalui pola
agroforestri dalam
mendukung
ketersediaan cadangan
pangan dan energi

T4.5S4.1.SP1.1.SK8.1
Nilai maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial

T4.SS4.1.SP2.1.SK7.1
Nilai SAKIP pada
Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T1.SS1.1.SP5.1.SK1.1
Persentase aduan
bidang kehutanan yang
diselesaikan

SATUAN

Poin

Poin

SATUAN

Persen

2025

74

2025

95

TAHUN ANGGARAN

2026 2027 2028
3 3 4
75 76 77

TAHUN ANGGARAN

2026 2027 2028

96 97 97

2029

78

2029

98



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

INDIKATOR
f?}:\cs)él;A_;\ll:I/[ KINERJA SATUAN 2025
PROGRAM
kebakaran hutan
yang berdampak
pada penurunan
tingkat kerusakan
hutan pada batas
toleransi
perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman
hayati
T1.SS1.1.SP5.4 Persen 2
Penurunan
kejadian
kebakaran hutan
T1.SS1.1.SP5.2 Persen 3
Persentase
penyelesaian
hukum terhadap
keterlanjuran
kegiatan

terbangun di
dalam kawasan
hutan

2026

2027

2028

2029

10

99

SASARAN KEGIATAN

strategis intelijen,
pencegahan pengamanan
hutan, penanganan
patroli siber dan
kejahatan transnasional
serta penanganan
pengaduan kehutanan

T1.SS1.SP5.SK3
Optimalnya
pendayagunaan sumber
daya dan pengamanan
hutan

T1.SS1.SP5.SK4
Meningkatnya upaya
penegakan hukum dan
penyelesaian kasus
pidana bidang kehutanan

T1.SS1.SP5.SK2
Meningkatnya upaya
pencegahan dan
pengendalian kebakaran
hutan

T1.SS1.SP5.SK5
Meningkatnya
pengawasan, pengenaan
sanksi administratif,
penyelesaian sengketa
kehutanan di dalam dan
diluar pengadilan, serta
penaatan sanksi
administratif

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T1.SS1.1.SP5.1.SK1.2
Persentase kawasan
hutan yang terjaga dari
tindak pidana
kehutanan dan
kebakaran hutan

T1.SS1.1.SP5.1.SK3.1
Persentase aparat
penegakan hukum dan
perlindungan hutan
yang meningkat
kompetensinya

T1.SS1.1.SP5.1.SK4.1
Tindak pidana
gangguan keamanan
kawasan hutan yang
diselesaikan sampai
dengan P21

T1.SS1.1.SP5.1.SK2.1
Persentase penurunan
luas area kebakaran
hutan (dari baseline
tahun 2023)

T1.SS1.1.SP5.2.SK5.1
Pemberian sanksi
administratif pada
kegiatan usaha
pertambangan,
perkebunan dan/atau
kegiatan lain tanpa izin
di dalam kawasan
hutan

T1.SS1.1.SP5.2.SK5.2

SATUAN

Persen

Persen

Perkara

Persen

Usaha/
Kegiatan

Perkara

2025

75

25

10

TAHUN ANGGARAN

2026 2027 2028
76 7 78
7 8 9
30 32 32
3 3 3
11 11 12
7 7 9

2029

79

10

35

12

12



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

SATUAN 2025

T1.SS1.2.SP5.3
Persentase
perizinan
berusaha di
lingkungan
Kementerian
Kehutanan yang
melanggar dan
diberikan
tindakan hukum

Persen 60

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

T4.5S4.SP1
Penguatan
pengawasan
internal
Kementerian yang
berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan
yang profesional
dan berintegritas

T4.SS4.SP2
Meningkatnya
kualitas reformasi
birokrasi lingkup

T4.SS4.1.SP1.1 Poin 3,80
Nilai Maturitas

SPIP

Kementerian

Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.1 Poin
Nilai SAKIP

Kementerian

Kehutanan

73,33

2026

65

3,85

74

2027

70

3,9

74,5

2028

75

3,95

75

2029

80

75,5

100

SASARAN KEGIATAN

T1.SS1.SP5.SK5
Meningkatnya
pengawasan, pengenaan
sanksi administratif,
penyelesaian sengketa
kehutanan di dalam dan
di luar pengadilan, serta
penaatan sanksi
administratif

T1.SS1.SP5.SK4
Meningkatnya upaya
penegakan hukum dan
penyelesaian kasus
pidana bidang kehutanan

T4.SS4.SP1.SK9
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Ditjen Penegakan
Hukum Kehutanan yang
berdampak terhadap
birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas

T4.SS4.5P2.SK8
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel, dan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

Penyelesaian sengketa
kehutanan

T1.SS1.2.SP5.3.5K5.3
Jumlah pelaku
usaha/kegiatan yang
diawasi ketaatannya
terhadap peraturan
perundang-undangan
bidang kehutanan

T1.SS1.2.SP5.3.SK4.2
Tindak pidana
peredaran hasil hutan
illegal yang diselesaikan
sampai dengan P21

T4.SS4.1.SP1.1.SK9.1
Nilai maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.1.SK8.1
Nilai SAKIP Direktorat
Jenderal Penegakan
Hukum Kehutanan

SATUAN
2025
Usaha/ 4
Kegiatan
Perkara 60
Poin 3,8
Poin 78

TAHUN ANGGARAN

2026 2027 2028
4 5 5
63 65 68

3,85 3,9 3,95

78,5 79 79,5

2029

70

80



DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

INDIKATOR
r?}:\cs)él;f:/[ KINERJA SATUAN 2025 2026 2027
PROGRAM
Kementerian
Kehutanan
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
INDIKATOR
P?l? OSQI;::I/I KINERJA SATUAN 2025 2026 2027
PROGRAM
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
T2.SS2.SP2 T2.8S2.1.SP2.1 Milliar 700 800 900
SDM Kehutanan Nilai Transaksi Rupiah
yang inovatif, Ekonomi
berkualitas dan Kelompok Tani
berdaya saing Hutan
dalam mendukung
peran hutan untuk
meningkatkan
pendapatan
masyarakat sekitar
kawasan hutan
T2.SS2.1.SP2.2 Persen 10 11 12
Persentase
peningkatan

kelompok tani
hutan yang
menghasilkan
komoditi
pendukung

2028

2028

1.000

13

2029

2029

1.100

14

101

SASARAN KEGIATAN

efisien di lingkup Ditjen
Penegakan Hukum
Kehutanan

SASARAN KEGIATAN

T2.SS2.1.SP2.SK1
Meningkatnya
penyuluhan kehutanan
untuk peningkatan
pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan
dan pengembangan
hutan lestari

T2.SS2.1.SP2.SK1
Meningkatnya
penyuluhan kehutanan
untuk peningkatan
pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan
dan pengembangan
hutan lestari

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T2.5S2.1.SP2.1.8K1.1
Produksi hasil bukan
kayu (HHBK) dari

Kelompok Tani Hutan

T2.SS2.1.SP2.1.SK1.2
Produksi hasil hutan
kayu dari Kelompok
Tani Hutan

T2.5S2.1.SP2.1.SK1.3
Luasan wilayah
pendampingan
penyuluh kehutanan
dalam mendukung
kemandirian desa

T2.SS2.1.SP2.2.5K1.4
Kelompok tani hutan
yang dilibatkan dalam
pengelolaan hutan

SATUAN

SATUAN

Ton

m3

Hektare

Kelompok

TAHUN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN

2025 2026
2025 2026
- 20.000
(Indikat
or
Baru)
- 30.000
(Indikat
or
Baru)
25.000 25.000
4.400 4.400

2027

2027

30.000

40.000

25.000

5.320

2028

2028

35.000

45.000

25.000

5.840

2029

2029

40.000

50.000

25.000

6.400



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

INDIKATOR
SI:\OSCA}EAAT/I KINERJA SATUAN
PROGRAM

cadangan pangan,
energi dan air

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

T4.5S4.SP4 T4.SS4.1.SP4.1 Poin
Sumber Daya Indeks

Manusia Pengembangan

Kehutanan yang Sumber Daya

inovatif, Manusia

berkualitas dan Kehutanan

berdaya saing
dalam mendukung
pembangunan
kehutanan yang
berkelanjutan

2025

70

2026

72

2027

75

2028

78

2029

80

102

SASARAN KEGIATAN

T4.SS4.SP4.SK1
Membangun pendidikan
dan pelatihan sumber
daya manusia kehutanan
yang inovatif dan berdaya
saing

T4.SS4.SP4.SK2
Menciptakan generasi
muda yang berperilaku
peduli cinta alam dan
berwirausaha kreatif
kehutanan

T4.5S4.SP4.SK3
Meningkatkan kualitas
perencanaan dalam
pengembangan sumber
daya manusia kehutanan

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T4.5S4.1.SP4.1.SK1.1
Penguatan kapasitas
pengelola kawasan
hutan di tingkat tapak
(KPH,KUPS, dan PBPH)*

T4.SS4.1.SP4.1.SK1.2
Proporsi SDM
Kehutanan yang
mendapatkan
pengembangan
kompetensi

T4.SS4.1.SP4.1.SK2.1
Kegiatan
kewirausahaan kreatif
kehutanan yang
terbentuk

T4.SS4.1.SP4.1.SK3.1
Jumlah partisipasi
generasi muda yang
mendukung
penelusuran data
deficient jenis
keanekaragaman hayati

T4.SS4.1.SP4.1.SK3.1
Nilai indeks berAKHLAK
Kementerian
Kehutanan

SATUAN

Unit

Persen

Unit
Usaha

Orang

Poin

2025

1.022

72

10

(Indikat
or
Baru)

(Indikat
or
Baru)

2026

1.587

74

20

45

71

TAHUN ANGGARAN

2027

2.152

76

30

50

72

2028

2.717

78

40

55

73

2029

3.282

80

50

60

74



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

SASARAN
PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM

T4.SS4.1.SP4.1
Penurunan
tingkat
kesenjangan
antara kapasitas
SDM dengan
kebutuhan pasar
kerja kehutanan

T4.5S4.1.SP4.3
Nilai Efektivitas
Pengelolaan
KHDTK Diklat
Kehutanan

T4.SS4.1.SP4.4
Persentase
lulusan SMK
Kehutanan yang
bekerja di bidang
kehutanna

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

T4.SS4.SP1
Penguatan
pengawasan
internal
Kementerian yang
berdampak
terhadap birokrasi

T4.5S4.1.SP1.1
Nilai Maturitas
SPIP
Kementerian
Kehutanan

SATUAN

Jenis
Standar

Poin

Persen

Poin

103

SASARAN KEGIATAN

T4.5S4.SP4.SK3
Meningkatkan kualitas
perencanaan dalam
pengembangan sumber
daya manusia kehutanan

T4.5S4.SP4.SK1
Membangun pendidikan
dan pelatihan sumber
daya manusia kehutanan
yang inovatif dan berdaya
saing

T4.5S4.SP4.SK4
Menciptakan lulusan
Sekolah Menengah
Kejuruan Kehutanan
Negeri yang siap bekerja
di bidang kehutanan

T4.SS4.SP1.SK10
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Badan
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM yang
berdampak terhadap

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

T4.SS4.1.SP4.2.SK3.2
Proyeksi kebutuhan
tenaga kerja sektor
kehutanan

T4.SS4.1.SP4.2.SK3.3
Peta profil kompetensi
SDM aparatur
kehutanan

T4.SS4.1.SP4.2.SK3.4
Jumlah SDM
kehutanan bersertifikat
kompetensi

T4.SS4.1.SP4.3.5K1.3
Jumlah unit KHDTK
dengan kategori
pengelolaan yang efektif

T4.SS4.1.SP4.3.5K1.4
Luasan pemulihan
ekosistem di KHDTK

T4.SS4.1.SP4.4.SK4.1
Jumlah lulusan SMKKN
yang sesuai dengan
kebutuhan tenaga kerja
kehutanan

T4.SS4.SP1.1.SK10.1
Nilai Maturitas SPIP
Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM

SATUAN

Dokumen

Orang

Orang

Unit

Hektare

Orang

Poin

2025

(Indikat
or
Baru)

350

1.500

(Indikat
or
Baru)

457

3,3

2026

1

1.000

1.750

100

457

3,4

TAHUN ANGGARAN

2027

1

1.500

2.000

100

457

3,5

2028

2.000

2.250

100

457

3,6

2029

2.500

2.500

100

457

3,7



C.

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

SASARAN
PROGRAM

pemerintahan
yang profesional
dan berintegritas

T4.SS4.SP2
Meningkatnya
kualitas reformasi
birokrasi lingkup
Kementerian
Kehutanan

INDIKATOR
KINERJA SATUAN 2025 2026
PROGRAM
T4.SS4.1.SP2.1 Poin 73,33 74

Nilai SAKIP
Kementerian
Kehutanan

2027

74,5

2028

75

2029

75,5

104

SASARAN KEGIATAN

birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2.SK9
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel, dan
efisien di lingkup Badan
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM

Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

KEMENTERIAN KEHUTANAN

T1.SS1. Tingkat
kerusakan hutan dapat
diturunkan pada batas
toleransi perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman hayati
Total

T2.SS2 Meningkatkan

pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan

T3.SS3 Meningkatkan
produk barang dan jasa
dari hutan

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T1.SS1.1 Penurunan Laju
Deforestasi

T1.SS1.2

Indeks Daftar Merah
Nasional Status
Keterancaman Spesies*
T2.5S2.1

Nilai Transaksi Ekonomi
Kelompok Masyarakat
Kehutanan*

T3.SS3.1

Nilai Pemanfaatan
Sumber daya hutan yang
berkelanjutan*

Satuan

Juta
Hektare/
Tahun
Poin

Miliar
Rupiah

Triliun
Rupiah

2025

0,111

0,75

2.810

134,74

TARGET
2026 2027 2028 2029
0,106 0,102 0,098 0,094
0,75 0,75 0,75 0,76
3.171  3.532  3.893  4.254

136,19 139,64 1429 146,54

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

T4.SS4.1.SP2.1.SK9.1

Nilai SAKIP Badan
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM

2025

5.854.311.894

2026

10.723.889.723

TAHUN ANGGARAN

SATUAN 2025 2026 2027 2028 2029
Poin 72 74 76 78 80
TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)
2027 2028 2029

11.965.039.596 12.521.241.464 12.504.184.130
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TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

Indeks Keterbukaan
Informasi Publik

PROGRAM/ SASARAN INDIKATOR TARGET
KEGIATAN (IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
T3.SS3.2 Miliar USD 15,42 15,82 16,23 16,64 17,05
Nilai ekspor produk
kehutanan*
T3.SS83.3 Ribu Ton 450 500 550 600 650
Produksi Hasil Hutan
Bukan Kayu (buah-
buahan, umbi-umbian,
jagung, sagu, tebu,
singkong)*
T3.5S3.4 Triliun 7,72 8,29 8,86 9,42 9,99
Nilai PNBP Fungsional Rupiah
Kehutanan*
T4.SS4 T4.5S4.1 Poin 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5
Mewujudkan layanan Indeks Kepuasan
kementerian menuju Masyarakat terhadap
birokrasi kelas dunia Pelayanan Kementerian
yang berbasis digital Kehutanan
PROGRAM 143.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN 3.506.809.892 4.377.747.835 4.567.189.377 4.676.939.454 4.887.894.391
T4.SS4.SP1 T4.SS4.1.SP1.1 Poin 3,8 3,85 3,9 3,95 4
Penguatan pengawasan Nilai Maturitas SPIP
internal Kementerian Kementerian Kehutanan
yang berdampak
terhadap birokrasi T4.SS4.1.SP1.2 Poin 3,8 3,85 3,9 3,95 4
pemerintahan yang Nilai kapabilitas Aparat
profesional dan Pengawas Intern
berintegritas Pemerintah (APIP)
Kementerian Kehutanan
T4.SS4.SP2 T4.SS4.1.SP2.1 Poin 73,33 74 74,5 75 75,5
Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP Kementerian
reformasi birokrasi Kehutanan
lingkup Kementerian
Kehutanan T4.554.1.5P2.2 Poin 4 4 4 4 4
Opini terhadap laporan
keuangan Kementerian
Kehutanan
T4.SS4.1.SP2.3 Poin 87,28 88 88,50 90 90,50
Indeks Tata Kelola
Pengadaan
T4.SS4.1.SP2.4 Poin 88 89 90 92 93



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

Kegiatan 7301 : Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kehutanan (Biro Humas dan KLN)

T4.SS4.SP2.SK12
Meningkatnya layanan
hubungan masyarkat
dan informasi yang
efektif

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan

T4.5S54.1.SP2.5 Poin
Indeks Sistem Merit
T4.SS54.1.SP2.6 Poin
Indeks Reformasi Hukum
T4.S54.1.SP2.7 Poin
Indeks Kualitas Kebijakan
Kementerian Kehutanan
T4.5S54.1.SP2.8 Poin
Indeks Pembangunan
Statistik Sektoral
T4.5S4.1.SP2.9 Poin

Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

T4.SS4.1.SP2.4.SK12.1 Poin
Tingkat kepuasan layanan
hubungan masyarakat dan
koordinasi kerja sama luar
negeri

EBA.958

Layanan hubungan
masyarakat dan informasi
T4.SS4.1.SP2.4.SK12.2
Persentase pemberitaan
positif di media massa
EBA.994

Layanan Perkantoran

Layanan

Persen

Layanan

Kegiatan 7302 : Penyelenggaraan Data dan Informasi Kehutanan (Pusat Data dan Informasi)

T4.SS4.SP2.SK16
Meningkatnya kualitas
layanan dan kapasitas
sistem data dan
informasi Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.8.SK16.1
Persentase Dataset
subsektor kehutanan yang
memenuhi prinsip satu
data indonesia

EBA.963

Layanan Data dan
Informasi

EBA.994

Layanan Perkantoran

Persen

Layanan

Layanan

2025

370

85

74

2,68

3,75

3,5

10

50

25

106

TARGET

2026 2027

371 372
87 89
75,50 77
2,7 2,8
3,8 3,85
3,55 3,6
24 25
55 60
1 1
35 40
2 2
4 4

2028

373

91

78,50

2,9

3,9

3,65

26

65

45

2029 2025 2026

375

93

80

3,95

4.728.069 15.800.231

3,7

27

70

20.707.414 24.124.340

50

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

16.028.051

28.151.409

2028

17.804.431

32.904.490

2029

17.092.108

38.520.789
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TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

TARGET
PROGRAM/ SASARAN INDIKATOR
KEGIATAN (IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
EBA.962 Layanan 3 3 3 3 3

Layanan Umum

T4.5S4.1.SP2.8.SK16.2 Poin 3,93 3,94 3,94 3,94 3,95
Tingkat Kepuasan Layanan

Data dan Sistem Informasi

Kehutanan

EBB.951 Layanan 26 26 26 26 26
Layanan Sarana Internal

T4.5S4.1.SP2.8.SK16.3 Persen 80 80 80 80 80
Layanan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Lingkup Kementerian

Kehutanan Minimal 80

% /Tahun
FAB.001 Sistem 1 1 1 1 1
Layanan Teknologi Informasi

Informasi Dan Komunikasi
Kementerian Kehutanan

Kegiatan 7303: Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi 10.201.883 11.320.330 12.565.361 13.951.844 15.496.467
T4.SS4.SP1.SK11 T4.SS4.1.SP1.1.SK11.1 Poin 3,8 3,9 4 4,1 4,2
Meningkatnya penguatan  Nilai Maturitas SPIP
pengawasan internal di Sekretariat Jenderal
lingkup Sekretariat
Jenderal yang EBA.994 Layanan 1 1 1 1 1
berdampak terhadap Layanan Perkantoran

birokrasi pemerintahan
yang profesional dan

berintegritas

T4.SS4.SP2.SK1 T4.5S4.1.SP2.1.SK1.1 Poin 81,5 82 82,5 83 83,5
Penguatan koordinasi Nilai SAKIP Sekretariat

dan sinkronisasi dalam Jenderal

penyusunan rencana,

program, kegiatan, dan T4.5S4.1.SP2.1.SK1.2 Poin 3,30 3,35 3,40 3,45 3,55
anggaran, serta Tingkat kepuasan layanan

akuntabilitas kinerja perencanaan

Kementerian T4.5SS4.1.SP2.1.SK1.3 Poin 87 87,5 88 89 90

Indeks Perencanaan
Pembangunan Nasional
(IPPN) Kementerian
Kehutanan

EBD.952 Dokumen 34 34 34 34 34
Layanan Perencanaan dan
Penganggaran


https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main

SASARAN

T4.SS4.SP2.SK11
Meningkatnya
pengelolaan
ketatausahaan, arsip,
dokumentasi,
kerumahtanggaan, serta
koordinasi pengelolaan
barang milik negara dan
pengadaan barang/jasa
secara efektif dan efisien
di lingkungan
Kementerian

T4.SS4.SP2.SK17

Meningkatnya layanan
kerja sama luar negeri
yang efektif dan efisien

T4.SS4.SP2.SK10
Penguatan koordinasi
yang efektif dalam
pengelolaan PNBP,

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T4.SS4.1.SP2.3.SK11.1
Indeks Pengelolaan Aset

EBA.956
Layanan BMN

T4.SS4.1.SP2.3.SK11.2

Tingkat Kepuasan Layanan

Umum Kementerian
Kehutanan

EBA.994
Layanan Perkantoran

T4.SS4.1.SP2.3.SK11.3
Tingkat Digitalisasi Arsip

EBA.962
Layanan Umum

EBA.001

Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.4.SK17.1
Kesepakatan Kerja Sama
Luar Negeri Bidang
Kehutanan

AEA.001
Layanan Kerjasama
Internasional

T4.5S4.1.SP2.2.SK10.1

Nilai Penyelesaian Piutang
PNBP

Satuan

Poin

Layanan

Poin

Layanan

Poin

Layanan

Layanan

Kegiatan 7305 : Pembinaan Dan Koordinasi Kerja sama Luar Negeri (Biro Humas Dan KLN)

Jumlah

Kesepakatan

Kegiatan

Kegiatan 7306 : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian Kehutanan (Biro Keuangan)

Miliar
Rupiah

2025

3.5

3.1

92

200

108

TARGET

2026 2027

Kegiatan 7304 : Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian Kehutanan

3.55 3.6
4 4
3.15 3.2
1 1
93 94
1 1
4 4
5 6
2 2
250 300

2028

3.65

3.25

95

350

2026

440.920.000

10.000.000

20.350.000

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

445.920.000

10.700.000

20.500.000

2028

450.920.000

11.500.000

20.700.000

2029

455.920.000

12.000.000

20.900.000


https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
https://kehutanan.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main
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PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

perbendaharaan,
akuntansi, dan
penyusunan laporan
keuangan lingkup
Kementerian

T4.SS4.SP2.SK13
Meningkatnya
pengelolaan sumber daya
manusia serta penataan
organisasi dan tata
laksana secara efektif
dan terintegrasi di
lingkungan Kementerian

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T4.SS4.1.SP2.2.SK10.2Nila
i Indikator kinerja
pelaksanaan anggaran
seluruh satker
Kementerian Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.2.SK10.3
Persentase satker dengan
indeks kualitas
pengungkapan pelaporan
keuangan dengan kategori
“cukup memadai”
T4.SS4.1.SP2.2.SK10.4
Nilai akurasi perencanaan
PNBP lingkup Kementerian
Kehutanan

EBD.955
Layanan Manajemen
Keuangan

T4.5S4.1.SP2.2.SK10.5
Persentase tindak lanjut
Tuntutan Ganti Rugi oleh
tim administrasi kerugian
negara terhadap total
Tuntutan Ganti Rugi yang
harus diputuskan oleh
Majelis Pertimbangan
Kerugian Negara

EBA.994
Layanan Perkantoran

T4.5S4.1.SP2.5.SK13.1
Indeks Profesionalitas ASN

EBA.960
Layanan Organisasi dan
Tata Kelola Internal

T4.SS4.1.SP2.5.SK13.2
Tingkat Kepuasan layanan
SDM dan Organisasi
EBA.994

Layanan Perkantoran

109

TARGET
Satuan 2025 2026 2027
Poin 89 90 91
Persen 70 75 80
Persen 86 87 88
Dokumen 54 54 54
Persen 10 20 30
Layanan 1 1 1

Kegiatan 7307 : Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian (Biro SDM dan Organisasi)

Poin 85 86 88
Layanan 1 1 1

Poin 3,4 3,5 3,6
Layanan 1 1 1

2028

91,5

85

89

54

40

89

3,7

2029 2025 2026

92

90

90

54

50

18.500.000 18.600.000

90

3,7

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

18.700.000

2028

18.800.000

2029

18.900.000
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PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR

IKU/ IKP/ IKK/RO

(aKu/ / /RO) Satuan 2025
EBA.003 Dokumen 1
Tingkat Kepuasan Layanan
SDM dan Organisasi
T4.5S4.1.SP2.5.SK13.3 Poin 80
Indeks Layanan
Manajemen ASN
T4.SS4.1.SP2.5.SK13.4 Poin 4
Indeks Pelayanan Publik
EBC.954 Orang 2.500

Layanan Manajemen SDM

Kegiatan 7308 : Pengembangan Telaahan Kebijakan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan (Biro Hukum)

T4.SS4.SP2.K14
Meningkatnya layanan
hukum, bantuan hukum
dan penataan
perundang-undangan
yang berkualitas

T4.SS4.1.SP2.6.SK14.1
Tingkat Kepuasan Layanan
Hukum

Poin 3,1

EBA.957
Layanan Hukum

Layanan 1

T4.5S4.1.SP2.6.SK14.2
Jumlah Perkara dan
Bantuan Hukum yang
Tertangani

EBA.969

Layanan Bantuan Hukum

Perkara 30

Layanan 22

T4.S54.1.SP2.6.SK14.3
Nilai Penataan Regulasi

Poin 85

EBA.994
Layanan Perkantoran

Layanan 1

Kegiatan 7309 : Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan (Pusat Kebijakan Strategis)

T4.SS4.SP2.SK15
Meningkatnya Kualitas
Kebijakan Strategis
Kementerian Kehutanan

T4.5SS4.1.SP2.7.SK15.1 Poin 14,8
Nilai Perencanaan

Kebijakan

T4.5SS4.1.SP2.7.SK15.2 Poin 18,5

Nilai Implementasi
Kebijakan

TARGET

2026

1

81

2.500

3,2

30

58

87

15,1

18,9

110

2027

82

4,1

2.500

3,3

30

63

89

15,4

19,3

2028

83

4,2

2.500

3,4

30

68

91

15,7

19,6

2029 2025 2026

85

4,3

2.500

3.365.291 9.451.247

3,5

30

72

93

1.016.892 2.167.071

16

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

10.155.455

2.383.778

2028

10.605.455

2.622.155

2029

11.405.455

2.884.372
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PROGRAM/
KEGIATAN

Kegiatan 7311 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan (Sekretariat

Inspektorat Jenderal)

SASARAN

T4.SS4.SP1.SK1
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Inspektorat
Jenderal yang
berdampak terhadap
birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas

INDIKATOR

(IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan

T4.SS4.1.SP2.7.SK15.3 Poin
Nilai Evaluasi dan
Keberlanjutan Kebijakan

ABV.001 Rekomend
Rancangan Kebijakan asi
Strategis Bidang

Kehutanan

T4.SS4.1.SP2.7.SK15.4 Poin
Nilai Transparansi dan

Partisipasi Publik

EBB.951
Layanan Sarana Internal

Layanan

T4.5SS4.1.SP2.7.SK15.5
Persentase Isu Strategis
yang Ditindaklanjuti
Pemberian Rekomendasi
Kebijakan

Persen

EBA. 994
Layanan Perkantoran

Layanan

T4.SS4.1.SP1.1.SK1.1 Poin
Nilai Maturitas SPIP
Terintegrasi pada

Inspektorat Jenderal

EBA.962 Layanan
Layanan Umum

EBA.994 Layanan
Layanan Perkantoran
T4.5S4.1.SP1.1.SK1.2 Poin

Rata-rata Skor Elemen
Pengelolaan SDM,
Akuntabilitas dan
Manajemen Kinerja,
Budaya dan Hubungan
Organisasi, Struktur Tata
Kelola pada Kapabilitas
APIP

2025

22,2

11,1

25

3,9

3,80

111

TARGET

2026 2027

22,7 23,1
6 6
11,3 11,6
1 1
30 35
1 1

3,95 4
1 1
1 1
3,85 3,90

2028

23,6

11,8

40

4,05

3,95

2029 2025

24

12

45

36.325.970

2026

43.734.946

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

46.144.002

2028

48.622.306

2029

51.507.069
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PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

T4.SS4.SP2.SK2
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel, dan
efisien di lingkup
Inspektorat Jenderal

T4.SS4.SP1.SK3
Penguatan Pengawasan
Internal yang Agile pada
Unit Kerja Kementerian
Kehutanan

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

EBC.954
Layanan Manajemen SDM

EBB.951
Layanan Sarana Internal

T4.SS4.1.SP2.1.SK2.1
Nilai SAKIP pada
Inspektorat Jenderal
EBA.963

Layanan Data dan
Informasi

EBD.952

Layanan Perencanaan dan
Penganggaran

EBD.953

Layanan Pemantauan dan
Evaluasi

T4.5SS4.1.SP1.1.SK3.1
Persentase Satuan Kerja
pada Wilayah Kerja
Inspektorat I yang Nilai
Maturitas SPIP
Terintegrasinya sebesar 3,9
T4.SS4.1.SP1.1.SK3.2
Persentase satuan Kerja
pada Wilayah Kerja
Inspektorat II yang Nilai
Maturitas SPIP
Terintegrasinya sebesar 3,9
T4.5SS4.1.SP1.1.SK3.3
Persentase satuan Kerja
pada Wilayah Kerja
Inspektorat III yang Nilai
Maturitas SPIP
Terintegrasinya sebesar 3,9
EBD.002

Layanan Pengendalian
Internal

T4.SS4.1.SP1.1.SK3.4
Rata-rata Skor Elemen
Nilai Praktik Profesional,
Peran dan Layanan dalam
Kapabilitas APIP pada
Inpektorat I

Satuan

Layanan

Unit

Poin

Layanan

Dokumen

Dokumen

Persen

Persen

Persen

Layanan

Poin

112

TARGET

2025 2026 2027 2028

Kegiatan 7312 : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian Kehutanan
(Inspektorat I, Inspektorat II dan Inspektorat III)

1 1 1 1
15 20 30 30
83,36 8,40 8,50 8,60
1 1 1 1
14 14 14 14
19 19 19 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
1 1 1 1

3,80 3,85 3,90 3,95

2029 2025 2026

32

8,70

14

19

9.399.079 18.484.164

100

100

100

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

19.204.164

2028

20.110.998

2029

21.091.194
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PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T4.5SS4.1.SP1.1.SK3.5
Rata-rata Skor Elemen
Nilai Praktik Profesional,
Peran dan Layanan dalam
Kapabilitas APIP pada
Inpektorat II

T4.SS4.1.SP1.1.SK3.6
Rata-rata Skor Elemen
Nilai Praktik Profesional,
Peran dan Layanan dalam
Kapabilitas APIP pada
Inpektorat IIT

EBD.965

Layanan Audit Internal

T4.5S4.1.SP1.2.SK3.7
Persentase Indikator
Kinerja Program pada Unit
Kerja Eselon I yang
dilakukan pengawasan
oleh Inspektorat I
T4.SS4.1.SP1.2.SK3.8
Persentase Indikator
Kinerja Program pada Unit
Kerja Eselon I yang
dilakukan pengawasan
oleh Inspektorat II
T4.5S4.1.SP1.2.SK3.9
Persentase Indikator
Kinerja Program pada Unit
Kerja Eselon I yang
dilakukan pengawasan
oleh Inspektorat III
EBD.001

Layanan Pengawasan
Program

Kegiatan 7313 : Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN

T4.SS4.SP1.SK2
Penguatan pengawasan
terhadap praktek KKN,
pelanggaran
administrasi,
pelanggaran kode etik
dan kode perilaku ASN di

T4.SS4.SP1.SK2.1
Persentase Pengaduan
Masyarakat yang
Ditindaklanjuti
BAH.001

Layanan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

Satuan

Poin

Poin

Layanan

Persen

Persen

Persen

Layanan

Persen

Layanan

2025

3,80

3,80

35

35

35

100

113

TARGET
2026 2027
3,85 3,90
3,85 3,90
1 1
45 55
45 55
45 55
1 1
100 100
1 1

2028

3,95

3,95

65

65

65

100

2029 2025 2026

75

75

75

2.986.180 5.815.359

100

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

6.215.359

2028

6.617.663

2029

7.022.813
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PROGRAM/
KEGIATAN

Kegiatan 7314 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan (Sekretariat Ditjen. Planologi

Kehutanan)

Kegiatan 7315 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Sekretariat
Ditjen. Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem)

SASARAN

lingkup Kementerian
Kehutanan

T4.SS4.SP1.SKS5
Meningkatnya Penguatan
Pengawasan Internal di
lingkup Ditjen Planologi
Kehutanan yang
berdampak terhadap
birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas
T4.SS4.SP2.SK3
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel, dan
efisien di lingkup Ditjen
Planologi Kehutanan

T4.SS4.SP1.SK4
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Ditjen
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T4.SS4.SP1.SK2.2

Jumlah Unit Kerja yang
Mendapatkan Penghargaan
Menteri sebagai "Unit Kerja
Berintegritas Menuju
Bebas Korupsi”

BAH.002
Layanan Pembangunan
Zona Integritas

T4.5S4.1.SP1.1.SK5.1
Nilai Maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan
EBD.953

Layanan Pemantauan dan
Evaluasi

T4.SS4.1.SP2.1.SK3.1

Nilai SAKIP pada Direktorat
Jenderal Planologi
Kehutanan

EBA.956
Layanan BMN

EBA.994
Layanan Perkantoran

EBA.962
Layanan Umum

EBD.952
Layanan Perencanaan dan
Penganggaran

T4.SS4.SP1.1. SK4.1
Nilai maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem

Satuan

Persen

Layanan

Poin

Layanan

Poin

Layanan

Layanan

Layanan

Dokumen

Poin

2025

3,9

84

23

23

3,8

114

TARGET
2026 2027 2028

10 20 26

3,9 3,9 3,9
5 5 5
84 84 84
22 22 22
23 23 23
23 23 23
2 2 2

3,82 3,83 3,84

2029 2025 2026

30

285.205.000 307.810.000

3,9

84

22

23

23

1.210.641.191 1.755.480.000

3,85

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

332.010.000

1.825.480.000

2028

358.610.000

1.808.480.000

2029

388.462.500

1.885.480.000
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PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

yang berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan yang
profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2.SK4
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel, dan
efisien di lingkup Ditjen
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem

T4.SS4.SP1.SK6
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Ditjen
Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan yang
berdampak terhadap
birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2.SK5
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel, dan
efisien di lingkup Ditjen
Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan
Rehabilitasi Hutan

INDIKATOR

(IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan

EBD.953 Dokumen
Layanan Pemantauan dan
Evaluasi

T4.5S4.1.SP2.1.SK4.1 Poin
Nilai SAKIP Direktorat

Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan

Ekosistem

EBA.994
Layanan Perkantoran

Layanan

EBA.962
Layanan Umum

Layanan

EBB.951 Unit
Layanan Sarana Internal

EBB.971 Unit
Layanan Prasarana
Internal

T4.SS4.1.SP1.1.SK6.1 Poin
Nilai maturitas SPIP

Direktorat Jenderal

Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai dan Rehabilitasi

Hutan

EBA.962
Layanan Umum

Layanan

T4.SS4.1.SP2.1.SK5.1 Poin
Nilai SAKIP Ditjen

Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai dan Rehabilitasi

Hutan

EBA.994
Layanan Perkantoran

Layanan

115

TARGET

2025 2026 2027

2 2 2
82,31 82,4 82,5
75 75 75
75 75 75
5 60 70
4 20 20

4 4 4
38 38 38
78 79 80
38 38 38

2028

2

82,6

75

75

50

10

38

81

38

2029

82,7

75

75

40

35

Kegiatan 7316 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
(Sekretariat Ditjen. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan)

4

38

82

38

2025

441.551.023

2026

443.329.126

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

444.993.264

2028

446.885.332

2029

448.663.438
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PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

Satuan

2025

TARGET

2026

116

2027

2028

2029

Kegiatan 7317 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (Sekretariat Ditjen. Pengelolaan

Hutan Lestari)

T4.SS4.SP1.SP7
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Ditjen
Pengelolaan Hutan
Lestari yang berdampak
terhadap birokrasi
pemerintahan yang
profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2.SK6
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel, dan
efisien di lingkup Ditjen
Pengelolaan Hutan
Lestari

T4.5SS4.1.SP1.1.SK7.1
Nilai Maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari
EBA.994

Layanan Perkantoran

EBB.951
Layanan Sarana Internal

EBB.971

Layanan Prasarana
Internal
T4.5S4.1.SP2.1.SK6.1
Nilai SAKIP Ditjen
Pengelolaan Hutan Lestari

EBA.962
Layanan Umum

EBD.953
Layanan Pemantauan dan
Evaluasi

Poin

Layanan

Unit

Unit

Poin

Layanan

Layanan

3,80

19

19

76

19

Kegiatan 7318 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial

T4.SS4.SP1.SK8
Meningkatnya penguatan
pengawasan internal di
lingkup Ditjen
Perhutanan Sosial yang
berdampak terhadap
birokrasi pemerintahan
yang profesional dan
berintegritas

T4.SS4.SP2.SK7
Meningkatnya kualitas
reformasi birokrasi yang
responsif, akuntabel, dan
efisien di lingkup Ditjen
Perhutanan Sosial

T4.5S4.1.SP1.1.SK8.1
Nilai maturitas SPIP
Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial

EBA.962
Layanan Umum

EBB.951
Layanan Sarana Internal

T4.SS4.1.SP2.1.SK7.1
Nilai SAKIP Ditjen
Perhutanan Sosial

EBA.994
Layanan Perkantoran

Poin

Layanan

Unit

Poin

Layanan

3

14

74

14

3,85

19

19

19

77

19

19

14

14

75

14

3,90

19

19

19

78

19

19

14

14

76

14

3,95

19

19

19

79

19

19

14

14

7

14

4

19

19

19

80

19

19

14

14

78

14

2025

208.992.381

121.085.294

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2026

218.291.400

211.800.000

2027

238.532.900

213.500.000

2028

265.680.600

218.800.000

2029

298.590.985

223.800.000
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TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

PROGRAM/ SASARAN INDIKATOR TARGET
KEGIATAN (IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Kegiatan 7319 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan (Sekretariat Ditjen. 466.430.646 576.337.500 606.377.500 625.234.500 640.534.500
Penegakan Hukum Kehutanan)
T4.SS4.SP1.SK9 T4.224.1.SP1.1.SK9.1 Poin 3,8 3,85 3,9 3,95 4
Meningkatnya penguatan  Nilai Maturitas SPIP
pengawasan internal di Direktorat Jenderal
lingkup Ditjen Penegakan Penegakan Hukum
Hukum Kehutanan yang Kehutanan
berdampak terhadap EBA.962 Layanan 23 23 23 23 23
birokrasi pemerintahan Layanan Umum
yang profesional dan
berintegritas
T4.SS4.SP2.SK8 T4.SS4.1.SP2.1.SK8.1 Poin 78 78,5 79 79,5 8
Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP Ditjen
reformasi birokrasi yang Penegakan Hukum
responsif, akuntabel, dan = Kehutanan
efisien di lingkup Ditjen EBA.956 Layanan 12 12 12 12 12
Penegakan Hukum Layanan BMN
Kehutanan
EBB.951 Unit 2 12 12 12 12
Layanan Sarana Internal
EBA.994 Layanan 27 27 27 27 27
Layanan Perkantoran
Kegiatan 7320 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 207.367.580 243.932.121 269.628.134 298.089.680 329.622.701
T4.SS4.SP1.SK10 T4.SS4.SP1.1.SK10.1 Poin 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
Meningkatnya Penguatan  Nilai Maturitas SPIP Badan
Pengawasan Internal di Penyuluhan dan
lingkup Badan Pengembangan SDM
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM EBA.956 Layanan 17 17 17 17 17
yang Berdampak Layanan BMN
Terhadap Birokrasi
Pemerintahan yang EBA.994 Layanan 14 14 14 14 14
Profesional dan Layanan Perkantoran
Berintegritas
T4.SS4.SP2.SK9 T4.SS4.1.SP2.1.SK9.1 Poin 72 74 76 78 80
Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP Badan
reformasi birokrasi yang Penyuluhan dan

responsif, akuntabel, dan = Pengembangan SDM
efisien di lingkup Badan

Penyuluhan dan

Pengembangan SDM

EBA.962 Layanan 12 12 12 12 12
Layanan Umum
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PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

Program 143.FF : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

T1.SS1.SP1 Peningkatan
daya dukung daerah
aliran Sungai Yang
Berdampak Pada
Penurunan Tingkat
Kerusakan Hutan Pada
Batas Toleransi
Perikehidupan Manusia
Dan Keanekaragaman
Hayati Melalui
Pelaksanaan Rehabilitasi
Hutan Secara Terencana,
Terpadu, Dan
Berkelanjutan
T1.SS1.SP2
Meningkatnya
Pengelolaan Hutan
Lindung dan Produksi
Yang Berdampak Pada
Penurunan Tingkat
Kerusakan Hutan Pada
Batas Toleransi
Perikehidupan Manusia
Dan Keanekaragaman
Hayati

T1.SS1.SP3 Pemantapan
kawasan hutan yang
legitimate dan
berkelanjutan serta
berdampak pada
penurunan tingkat
kerusakan hutan pada
batas toleransi
perikehidupan manusia
dan keanekaragaman
hayati

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

EBB.951
Layanan Sarana Internal

T1.SS1.1.SP1.1

Luasan lahan kritis dalam
DAS yang dipulihkan*
T1.SS1.1.SP1.2
Persentase penurunan
frekuensi bencana
hidrometeorologi di desa
sekitar hutan
T1.SS1.1.SP1.3
Peningkatan fungsi
hidrologis Daerah
Tangkapan Air (DTA) pada
daerah yang diintervensi

T1.SS1.1.SP2.1
Peningkatan luas tutupan
berhutan

T1.SS1.1.SP3.1
Persentase penanganan
kegiatan usaha terbangun
dalam kawasan hutan yang
sesuai dengan peraturan
perundangan
T1.SS1.1.SP3.2
Persentase Pemantauan
emisi GRK dari sektor
kehutanan
T1.SS1.1.SP3.3

Desa yang menggunakan
data dan informasi batas
kawasan hutan sebagai
rujukan dalam peta
wilayah desa*
T1.SS1.1.SP3.4

Satuan 2025
Unit 10
Juta 12,45

Hektare

Persen 1

Persen 2

Hektar 428

Persen 75

Persen 100
Desa 528

Persen 75

118

TARGET
2026 2027

10 10

12,2 11,95

1 1

2 2
856 1.284
80 85
100 100

1.056 1.584

80 92

2028

10

11,7

1.712

90

100

2.112

97

2029 2025 2026

10

2.253.362.860 6.218.479.751

11,45

2.140

95

100

2.640

100

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

7.249.178.218

2028

7.676.600.159

2029

7.429.225.545
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PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T1.SS1.SP4
Meningkatnya peran
perhutanan sosial untuk
menurunkan tingkat
kerusakan hutan hingga
berada dalam batas yang
dapat ditoleransi oleh
kehidupan manusia dan
keanekaragaman hayati.
T1.SS1.SP5

Penegakan hukum
kehutanan dan
pengendalian kebakaran
hutan yang berdampak
pada penurunan tingkat
kerusakan hutan pada
batas toleransi
perikehidupan manusia
dan keanekaragaman
hayati

T1.SS1.SP6
Meningkatnya
Pengelolaan Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem di KSA, KPA,
dan TB serta Pembinaan
Areal Preservasi Dalam
Mendukung Penurunan
Tingkat Kerusakan
Hutan Pada Batas
Toleransi Perikehidupan
Manusia Dan
Keanekaragaman Hayati
T2.SS2.SP1
Meningkatkan Peran
Perhutanan Sosial dalam
Mendukung Peningkatan
Pendapatan Masyarakat
Sekitar Kawasan Hutan

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

Persentase luas kawasan
hutan yang dilepas untuk
TORA

T1.SS1.SP4.1

Luas akses kelola
masyarakat

T1.SS1.1.SP5.1

Luas kawasan hutan yang
diamankan*
T1.SS1.1.SP5.2

Persentase penyelesaian
hukum terhadap
keterlanjuran kegiatan
terbangun di dalam
kawasan hutan
T1.SS1.2.SP5.3

Persentase perizinan
berusaha di lingkungan
Kementerian Kehutanan
yang melanggar dan
diberikan tindakan hukum

T1.SS1.1.SP5.4
Penurunan kejadian
kebakaran hutan

T1.SS1.2.SP6.1

Jumlah spesies yang
diasesmen secara nasional
dalam mendukung IUCN
Red List

T1.SS1.2.SP6.2

Penurunan status
keterancaman spesies pada
IUCN Red List

T2.SS2.1.SP1.1

Nilai Transaksi Ekonomi
Kelompok Masyarakat
Kehutanan*

Satuan 2025
Ribu 300
Hektare
Ribu 800
Hektare
Persen 3
Persen 60
Persen 2
Spesies 5
(Kumulatif)
Spesies 3
(Kumulatif)
Miliar 1.900
Rupiah

119

TARGET

2026 2027 2028

500 700 900

900 1.000 1.100

3 4 4
65 70 75
4 6 8
15 25 35
8 15 30

2.150 2.400 2.650

2029

1.200

1.200

80

10

50

50

2.900

2025

2026

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

2028

2029
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PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T2.SS2.SP2

SDM Kehutanan yang
inovatif, berkualitas dan
berdaya saing dalam
mendukung peran hutan
untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan

T2.SS2.SP3
Meningkatnya
pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan
melalui pengelolaan
konservasi sumber daya
alam dan ekosistem di
KSA, KPA, dan TB serta
daerah penyangga

T2.SS2.SP4
Meningkatnya
Pengelolaan Hutan
Lindung Dan Produksi
Yang Berdampak Dalam
Mendukung Peningkatan
Pendapatan Masyarakat
Sekitar Hutan

T3.SS3.SP1
Meningkatnya
Pengelolaan Hutan
Lindung dan Produksi
yang Berdampak
terhadap Peningkatan
Produk Barang dan Jasa
dari Hutan

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T2.SS2.1.SP2.1

Nilai Transaksi Ekonomi
Kelompok Tani Hutan
T2.SS2.1.SP2.2
Persentase peningkatan
kelompok tani hutan yang
menghasilkan komoditi
pendukung cadangan
pangan, energi dan air
T2.SS2.1.SP3.1

Nilai Transaksi Ekonomi
Kelompok Masyarakat
sekitar KSA, KPA, dan TB

T2.SS2.1.SP4.1

Nilai Transaksi Ekonomi
dari pemanfaatan areal
konsesi yang dikerja
samakan dengan
Masyarakat

T3.SS3.1.SP1.1

Nilai Efisiensi Pemanfaatan
Bahan Baku menjadi Kayu
Olahan

T3.SS3.1.SP1.2
Peningkatan Rasio Serapan
Getah Pinus ke Industri
Pengolahan Dalam Negeri

T3.SS3.1.SP1.3
Nilai Investasi Sektor
Kehutanan*

T3.SS3.2.SP1.4

Nilai Ekspor Produk
Kehutanan dari
Pengelolaan Hutan Lestari

Satuan

Triliun
Rupiah

Persen

Miliar
Rupiah

Miliar
Rupiah

Persen

Persen

Triliun
Rupiah

Miliar
USD

2025

0,7

10

200

10

70

50

0,24

14,95

120

TARGET
2026 2027
0,8 0,9
11 12
210 220
11 12
71 72
60 70
0,48 0,72

15,34 15,74

2028

13

230

13

74

80

0,96

16,14

2029 2025 2026

1,1

14

240

14

75

90

1,2

16,54

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

2028

2029
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PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T3.SS3.SP2
Meningkatnya produk
barang dan jasa dari
upaya konservasi sumber
daya alam dan ekosistem

T3.SS3.SP3 Pemantapan
kawasan hutan yang
legitimate dan
berkelanjutan dalam
mendukung peningkatan
produk barang dan jasa
dari hutan

T3.SS3.SP4
Meningkatkan peran
perhutanan sosial dalam
mendukung peningkatan
produk barang dan jasa
dari hutan

T4.SS4.SP3
Meningkatnya Layanan
Dukungan Tugas Teknis
Kementerian

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T3.SS3.3.SP1.5

Produksi Hasil Hutan
Bukan Kayu dari
Pengelolaan Hutan Lestari

T3.SS3.4.SP1.6

Nilai penerimaan negara
bukan pajak pemanfaatan
hutan lindung dan
produksi

T3.SS83.2.SP2.1

Nilai ekspor TSL dan
bioprospecting

T3.S83.4.SP2.2

Nilai PNBP dari
pemanfaatan jasa
lingkungan dan TSL
berkelanjutan
T3.SS3.3.SP3.1
Persentase penyediaan
kawasan hutan untuk
pangan dan energi

T3.SS3.4.SP3.2
Persentase penerimaan
PNBP dari penggunaan
kawasan hutan

T3.5S3.3.5P4.1

Luas pengelolaan dan
pemanfaatan hutan secara
optimal areal perhutanan
sosial

T4.SS4.1.SP3.1

Indeks implementasi
kebijakan Pembangunan
Kehutanan 2025-2029
dalam mendukung
pembangunan nasional

Satuan

Ribu Ton

Triliun
Rupiah

Triliun
Rupiah

Miliar
Rupiah

Persen

Persen

Hektare
(kumulatif)

Poin

Kegiatan 7259 : Pengembangan Hutan Berkelanjutan (Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan)

2025

450

2,79

7,75

235

100

100

300.00

0

121

TARGET
2026 2027
500 550
2,84 2,88

7,80 8
241 249
100 100
100 100
500.00 700.00
0 0
2 3

2028

600

2,92

8,20

257

100

100

900.00

0

2029

650

2,94

8,40

267

100

100

1.100.

000

2025

11.250.000

2026

14.062.500

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

17.578.125

2028

21.972.657

2029

27.465.820
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PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

T4.SS4.SP3.SK1
Terlaksananya
pengembangan hutan
berkelanjutan untuk
mendukung pelestarian
lingkungan dan
kesejahteraan
masyarakat t

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T4.SS4.1.SP3.1.SK1.1
Efektivitas penerapan
kebijakan teknis untuk
mendukung pertumbuhan
ekonomi kehutanan,
hilirisasi, pengelolaan
keanekaragaman hayati

ABV.001

Rekomendasi
Pengembangan Hutan
Berkelanjutan (instrumen)

CDK.001

KHDTK Litbang Kehutanan
Lestari Bidang
Pengembangan Hutan
Berkelanjutan

RDK.001

Layanan Laboratorium
Kehutanan Bidang
Pengembangan Hutan
Berkelanjutan*

122

TARGET
Satuan 2025 2026 2027 2028
Persen 70 72 74 76
Rekomendasi 8 9 10 12
Kebijakan
Unit 14 14 14 14
Unit 7 7 7 7

Kegiatan 7261 : Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi

Bencana Hidrometeorologi )

T4.SS4.SP3.SK2
Terlaksananya
Pengembangan Mitigasi
dan Adaptasi Bencana
Hidrometeorologi di
Sektor Kehutanan

T4.5S4.1.SP3.1.SK2.1
Efektivitas Penerapan
Kebijakan Teknis untuk
mendukung penurunan
frekuensi bencana
hidrometeorologi
ABV.001

Rekomendasi dan Model
Untuk Peningkatan
Ketahanan Bencana
Hidrometeorologi
Kehutanan dan Iklim

CDK.001

KHDTK Litbang Kehutanan
Lestari dan Mandiri Bidang
Pengembangan Mitigasi
dan Adaptasi Bencana
Hidrometeorologi
Kehutanan

Persen 70 72 74 76
Rekomendasi 8 9 10 12
Kebijakan
Unit 7 7 7 7

2029

78

13

14

78

13

2025

5.190.000

2026

5.190.000

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

5.954.000

2028

12.254.000

2029

6.478.000
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PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan
RDK.001 Unit

Layanan Laboratorium
Kehutanan Bidang
Pengembangan Mitigasi
dan Adaptasi Bencana
Hidrometeorologi
Kehutanan

2025

TARGET

2026

1

123

2027

1

Kegiatan 7262 : Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan ( Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan )

T4.SS4.SP3.SK3
Terlaksananya
pengembangan sosial
ekonomi masyarakat
sekitar kawasan hutan

T4.SS4.1.SP3.1.SK3.1
Efektivitas penerapan
kebijakan teknis untuk
pengembangan sosial
ekonomi masyarakat hutan
termasuk cadangan
pangan, energi, dan
peningkatan kemandirian
desa

BAB.001

Layanan Pengembangan
Sosial Ekonomi
Masyarakat Hutan
ABV.001

Rancangan kebijakan
teknis untuk
pengembangan sosial
ekonomi masyarakat hutan
CDK.001 Unit
KHDTK Litbang Kehutanan

Lestari Pengembangan

Sosial Ekonomi

Masyarakat Hutan

RDK.001 Unit
Layanan Laboratorium

Kehutanan Pengembangan

Sosial Ekonomi

Masyarakat Hutan

Persen

Lembaga

Rekomendasi
Kebijakan

70

72

74

Kegiatan 7264 : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan)

T1.SS1.SP3.SK1
Peningkatan kualitas
data dan informasi yang
akurat, mutakhir, dan
terpadu melalui
inventarisasi dan
pemantauan sumber
daya hutan

T1.SS1.SP3.1.SK1.1
Persentase update
identifikasi areal terbangun
di dalam Kawasan Hutan
(tambang dan sawit)
BMA.005

Data dan informasi areal
terbangun di dalam

Persen

Dokumen

(Indika
tor
Baru)

0

100

100

2028

1

76

10

100

2029

1

78

10

100

2025

5.755.550

41.581.100

2026

7.900.000

91.060.228

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

8.550.000

78.510.804

2028

9.200.000

81.532.768

2029

9.200.000

57.021.368
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PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

Kegiatan 7265 : Penatagunaan Kawasan Hutan

T1.SS1.SP3.SK4
Optimalisasi tata guna
kawasan hutan yang
berkeadilan dalam
mendukung penurunan
tingkat kerusakan hutan
pada batas toleransi
perikehidupan manusia
dan keanekaragaman
hayati

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

kawasan hutan (tambang
dan sawit)

T1.SS1.1.SP3.2.SK1.2
Persentase Penyediaan
Data dan Informasi
Sumber Daya Hutan
BMA.001

Data dan Informasi
Sumber Daya Hutan
Nasional
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.3
Persentase Data Informasi
Geospasial Tematik (IGT)
Kementerian Kehutanan
yang terjamin kualitasnya
BMA.004

Layanan Informasi
Geospasial Tematik
Kehutanan
T1.SS1.1.SP3.2.SK1.4
Data dan informasi sumber
daya hutan hasil
inventarisasi hutan
nasional di wilayah kerja
BPKH

BMA.002

Data dan Informasi
Sumber Daya Hutan di
Wilayah BPKH

BMA.006

Penafsiran citra satelit
resolusi menengah untuk
update data penutupan
lahan tingkat nasional

T1.SS1.1.SP3.1.SK4.1
Persentase dokumen
permohonan perubahan
peruntukan dan fungsi
kawasan hutan yang
dilayani

BAH.001

Layanan Permohonan
Perubahan peruntukan
dan fungsi kawan hutan

Satuan

Persen

Dokumen

Persen

Dokumen

Data

Data

Dokumen

Persen

Layanan

2025

100

100

160

365

365

22

100

50

TARGET

2026

100

100

160

900

900

22

100

50

124

2027

100

100

160

900

900

22

100

50

2028

100

100

160

900

900

22

100

50

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2029 2025 2026

100

100

160

567

567

22

9.000.000 12.000.000

100

50

2027

12.000.000

2028

12.000.000

2029

12.000.000
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PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T3.SS3.SP3.SK1
Optimalisasi tata guna
kawasan hutan yang
berkeadilan dalam
mendukung peningkatan
barang dan jasa dari
hutan

T1.SS1.SP3.SK3
Pengukuhan kawasan
hutan yang legal dan
legitimate

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T3.SS3.1.SP3.1.SK1.1
Persentase dokumen/peta
penyediaan ruang di
kawasan hutan untuk
pangan dan energi

BMA.001

Penyediaan data dan
informasi ruang di
kawasan hutan untuk
pangan dan energi

Kegiatan 7266 : Pengukuhan Kawasan Hutan (Dit. Pengukuhan Kawasan Hutan)

T1.SS1.1.SP3.3.SK3.1
Persentase pemutakhiran
kawasan hutan yang
ditetapkan sebagai
kawasan hutan

PBV.003

Pemutakhiran penetapan
kawasan hutan

T1.SS1.1.SP3.3.SK3.2
Persentase diseminasi
batas kawasan hutan
(Desa) oleh BPKH

ABV.001
Sosialisasi Batas Kawasan
Hutan (Desa)

T1.SS1.1.SP3.3.SK3.3
Persentase penyelesaian
penetapan kawasan hutan
oleh BPKH

PBV.002

Penataan Batas Kawasan
Hutan untuk
Pemutakhiran Penetapan
Kawasan Hutan

PBV.005

Penguatan dan Penegasan
Batas Kawasan Hutan

T1.SS1.1.SP3.4.SK3.4
Luas kawasan hutan yang
dilepas untuk TORA

Satuan 2025
Persen -
(Indika
tor
Baru)
Dokumen 0]
Persen 100

Rekomendasi 38
Kebijakan

Persen -
(Indika
tor
Baru)
Desa 0]
Persen 100
Rekomendasi 4.778
Kebijakan
Rekomendasi 12
Kebijakan
Juta 3,1
Hektare

125

TARGET
2026 2027 2028
100 100 100
1 1 1
100 100 100
38 38 38
100 100 100
440 880 880
100 100 100
6.280 6.546  6.585
22 22 22
3,3 3,8 4

2029 2025 2026

100

126.576.141 548.680.995

100

38

100

440

100

6.640

22

4,1

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

503.064.232

2028

359.121.753

2029

336.207.600



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T1.SS1.SP3.SK2
Mengoptimalkan
perencanaan,perubahan
kawasan hutan, dan
pembentukan wilayah
pengelolaan hutan yang
berkeadilan

T3.SS3.SP3.SK2
Mengoptimalkan
penggunaan kawasan
hutan yang sesuai

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

PBV.004

Penyelesaian Penguasaan
Tanah dalam Kawasan
Hutan
T1.SS1.1.SP3.4.SK3.5
Jumlah Dokumen hasil
inventarisasi dan verifikasi
obyek TORA dalam
kawasan hutan di wilayah
kerja BPKH

PBV.001

Inventarisasi dan Verifikasi
Penguasaan tanah dalam
Kawasan Hutan

T1.SS1.1.SP3.1.SK2.1
Persentase
Revisi/Pemutakhiran
Wilayah KPH dan
Pengelolaan Data dan
Informasi KPH

BMA.002

Peta Wilayah Pengelolaan
dan Pemanfaatan Areal
Kawasan Hutan

T1.SS1.1.SP3.1.SK2.2
Persentase Pemantauan
Perencanaan Kawasan
Hutan Nasional dan
Daerah

PBV.001

Penguatan dan
Pengendalian Perencanaan
Kawasan Hutan Nasional
dan Daerah

T3.SS3.1.SP3.2.SK2.1
Persentase permohonan
Penggunaan Kawasan
Hutan yang dilayani

Satuan

Rekomendasi
Kebijakan

Dokumen

Rekomendasi
Kebijakan

Persen

Peta

Persen

Rekomendasi
Kebijakan

Kegiatan 7268 : Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan (Dit. Penggunaan Kawasan Hutan)

Persen

2025

38

40

100

534

100

100

126

TARGET

2026 2027 2028

38 38 38
70 60 50
22 22 22

Kegiatan 7267 : Perencanaan Kawasan Hutan (Dit. Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)

100 100 100
534 534 534
100 100 100
25 25 25

100 100 100

2029

38

50

22

100

534

100

25

100

2025 2026
19.000.000 19.000.000
135.748.107 129.533.000

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

19.000.000

126.525.900

2028

19.000.000

120.600.900

2029

19.000.000

135.375.900



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

dengan ketentuan yang
berlaku

Kegiatan 7269 : Konservasi Spesies dan Genetik (Dit.

T1.SS1.SP6.SK1
Meningkatnya upaya
pengawetan
keanekaragamman
spesies dan genetik

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

BAH.001
Pengendalian Penggunaan
Kawasan Hutan

T3.SS3.1.SP3.2.SK2.2
Nilai penerimaan PNBP
dari penggunaan kawasan
hutan

BAH.002
Optimalisasi PNBP
Penggunaan Kawasan
Hutan

T3.SS3.1.SP3.2.SK2.3
Persentase pemegang
persetujuan yang
diverifikasi di wilayah kerja
BPKH

QAC.001

Hasil Verifikasi PNBP
Penggunaan Kawasan
Hutan di Wilayah Kerja
BPKH

T3.SS3.1.SP3.2.SK2.4
Persentase pemegang
persetujuan yang
dimonitoring dan/atau
dievaluasi dari target di
wilayah kerja BPKH

QAC.002

Pengendalian Penggunaan
Kawasan Hutan di Wilayah
BPKH

Satuan

Layanan

Triliun

Rupiah

Layanan

Persen

Badan
Usaha

Persen

Badan
Usaha

Konservasi Spesies dan Genetik)

T1.SS1.2.SP6.1.SK1.1
Jumlah spesies yang
terdata sebaran dan/atau
pepulasinya

QDB.001

Optimalisasi Pengelolaan
Lembaga Konservasi*
AFA.001

Spesies

(Kumulatif)

Lembaga

NSPK

2025

400

2,22

80

700

80

273

200

18

127

TARGET
2026 2027 2028 2029 2025
400 400 400 400
2,63 2,5 25 1,92
1 1 1 1
80 80 80 80

1.000 1.100 1.100 1.105

80 80 80 80
430 465 465 470
123.600.000
433 678 810 1100
20 22 24 26
1 1 1 1

2026

209.040.000

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

268.404.000

2028

311.334.400

2029

322.747.840



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T3.SS3.SP2.SK1
Meningkatnya
pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar
berkelanjutan

T3.SS3.SP2.SK3
Meningkatnya
penerimaan negara dari
pemanfaatan TSL secara
lestari

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

NSPK Pengawetan Spesies
dan Genetik

BMA.001

Informasi Pengelolaan
Keamanan Hayati
QMA.001

Penguatan Data dan
Informasi Keanekaragaman
Hayati*

QMA.002

Informasi Keterancaman
Spesies Indonesia*
REB.001

Penyelamatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar*
REB.002
Pengembangbiakan Spesies
Prioritas*
T3.SS3.2.SP2.1.SK1.1
Jumlah produk yang
dikembangkan melalui
bioprospeksi*

ABV.001

Rekomendasi Kebijakan
Pengembangan
Bioprospeksi

REB.003

Pengembangan
Bioprospeksi Sumber Daya
Genetik Spesies Liar*
T3.SS3.2.SP2.1.SK1.2
Peningkatan jumlah
individu TSL hasil
penangkaran yang
dimanfaatkan

QAH.001

Layanan Penguatan
Pemanfaatan TSL yang
Berkelanjutan*

AFA.002

NSPK Pemanfaatan Spesies
dan Genetik

CEB.001

Audit Kelayakan Spesies
TSL pada Penangkaran
T3.S83.4.SP2.2.SK3.1

Nilai PNBP dari hasil
Pemanfaatan tumbuhan
dan satwa liar
berkelanjutan*

Satuan

Dokumen

Data

Dokumen

Lokasi

Spesies

Produk
(Kumulatif)

Rekomendasi
Kebijakan

Spesies

Individu

Layanan

NSPK

Spesies

Miliar
Rupiah

2025

20

200

15

10

100

265

26

TARGET

2026

22

275

15

20

200

315

26

128

2027

24

325

10

20

25

300

327

27

2028

27

375

12

20

30

400

339

12

27

2029 2025 2026

10

29

425

14

25

35

500

350

15

28

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

2028

2029



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR
IKU/ IKP/ IKK/RO
(aKu/ / /RO) Satuan 2025
BAA.001 Laporan 1

Layanan Pengelolaan PNBP
Pemanfaatan TSL

TARGET

2026

1

Kegiatan 7270 : Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

(Dit. Pemanfaatan Jasa Lingkungan)

T2.SS2.SP3.SK1
Terwujudnya jasa
lingkungan yang
memberi manfaat bagi
masyarakat

T3.SS3.SP2.SK2
Meningkatnya
pemanfaatan jasa
lingkungan

T2.SS2.1.SP3.1.SK1.1
Jumlah desa di sekitar KPA
yang mendapat manfaat
dari jasa lingkungan
QDD.001

Fasilitasi Usaha Ekonomi
Produktif Kelompok
Masyarakat dalam Rangka
Pemanfaatan Jasling
Wisata Alam*

RBK.002 Unit 2
Model Pembangunan
minihidro/mikrohidro*
ABV.003

Rekomendasi Kebijakan
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan bagi
Masyarakat
T3.5S3.4.SP2.2.SK2.1
Nilai PNBP dari
pemanfaatan jasa
lingkungan KSA, KPA dan
TB

RBK.001 Unit 13
Destinasi Wisata Alam
yang Dikembangkan
Sarprasnya *

ABV.001

Rekomendasi Kebijakan
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan wisata alam,
air, energi air, panas bumi,
angin dan panas matahari
PEF.001 Ribu 80

Desa 33

Kelompok 15
Masyarakat

Rekomendasi 1
Kebijakan

Miliar 209
Rupiah

Rekomendasi 2
Kebijakan

Sosialisasi, promosi dan Orang
pemasaran pemanfaatan

jasa lingkungan di KSA,

KPA dan TB *

QMA.002 Dokumen 32

Peningkatan pemanfaatan
jasa lingkungan air dan
panas bumi di Kawasan
Suaka Alam (KSA),
Kawasan Pelestarian Alam

50

30

215

39

90

35

129

2027

1

50

45

222

49

100

37

2028

50

60

230

59

110

39

2029 2025

38.576.932

50

75

239

68

120

40

2026

205.950.000

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

327.362.500

2028

338.118.750

2029

213.340.625



130

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

PROGRAM/ SASARAN INDIKATOR TARGET
KEGIATAN (IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

(KPA) dan Taman Buru
(TB)*

QMA.001 Dokumen 204 224 244 264 284
Peningkatan pemanfaatan

jasa lingkungan wisata

alam di Kawasan Suaka

Alam (KSA), Kawasan

Pelestarian Alam (KPA),

dan Taman Buru (TB)*

T3.SS3.4.SP2.2.SK2.2 Persen 10 25 30 35 40
Persentase pintu masuk

objek wisata yang

menerapkan e-ticketing

dan cashless payment

CAG.001 Unit 208 208 208 208 232
Penyediaan sarpras dalam

rangka mendukung

digitalisasi layanan

T3.5S3.4.SP2.2.SK2.3 Juta 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
Luas kawasan hutan Hektare
konservasi yang (kumulatif)

dipersiapkan untuk
implementasi nilai ekonomi

karbon*
REA.001 Ribu 100 110 120 130 140
Penyiapan Kawasan Hutan Hektare

Konservasi untuk

Implementasi Nilai

Ekonomi Karbon*

ABV.002 Rekomendasi 1 1 1 1 1
Rekomendasi Kebijakan Kebijakan

Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Karbon

Kegiatan 7271 : Konservasi Ekosistem dan Pembinaan Areal Presrvasi (Dit. Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi 115.582.600 581.646.000 724.577.000 803.050.400 790.822.000
T1.SS1.SP6.SK3 T1.SS1.2.SP6.2.SK3.1 Ribu 528 500 1.000 1.000 1.000
Meningkatnya pemulihan  Luas Areal Preservasi yang Hektare
ekosistem dan dikembangkan*
pembinaan pengelolaan
areal preservasi REA.003 Hektare  528.000 580.800 638.880 702.768 773.045

Fasilitasi Pengembangan
Pengelolaan Areal

Preservasi*
ABV.001 Rekomendasi 1 1 1 1 1
Kebijakan Pembinaan Kebijakan

Pengelolaan Areal
Preservasi



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T1.SS1.2.SP6.2.SK3.2
Luas pemulihan ekosistem
di KSA, KPA, dan TB*
REA.001

Pemulihan Ekosistem
Daratan yang Terdegradasi
di KSA, KPA dan TB*
REA.002

Pemulihan Ekosistem
Perairan yang Terdegradasi
di KSA, KPA dan TB*
CEA.001

Pemeliharaan Pemulihan
Ekosistem yang
Terdegradasi di KSA, KPA
dan TB

ABV.002

Kebijakan Pemulihan
Ekosistem yang
Terdegradasi

Satuan

Hektare

Hektare

Hektare

Hektare

Rekomendas
Kebijakan

i

Kegiatan 7272 : Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati (Dit. Perencanaan Konservasi)

T1.SS1.SP6.SK2
Optimalnya perencanaan
KSA, KPA dan TB dalam
mendukung pengelolaan
konservasi sumber daya
alam dan ekosistem

T1.SS1.2.SP6.2.SK2.1
Indeks Efektivitas
Perencanaan KSA/KPA/TB

QMA.001

Penguatan Perencanaan
Kawasan Suaka Alam
(KSA), Kawasan Pelestarian
Alam (KPA), dan Taman
Buru (TB)*

BMA.001

Optimalisasi Fungsi KSA,
KPA, TB melalui Kajian
Evaluasi Kesesuaian
Fungsi

ABV.001

Rekomendasi kebijakan
peningkatan efektivitas
perencanaan KSA, KPA, TB
melalui kegiatan
inventarisasi potensi,
pemantapan, penataan,
rencana pengelolaan, dan
evaluasi kesesuaian fungsi

Poin

Dokumen

Dokumen

Rekomendas
Kebijakan

i

2025

20.000

20.000

0,57

43

1

131

TARGET
2026 2027
70.000  70.000
22.000 24.200
1 1
6.000 39.966
1 1
0,59 0,61
43 43
7 7

2028

70.000

26.620

65.966

0,63

43

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2029 2025 2026

70.000

29.282

65.966

27.920.000 79.000.000

0,65

43

2027

88.700.000

2028

89.650.000

2029

89.460.000



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T1.SS1.2.SP6.2.SK2.2
Presentase entitas kerja
sama yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel
QMA.002

Optimalisasi tata kelola
kerja sama penguatan
fungsi dan pembangunan
strategis di Kawasan Suaka
Alam (KSA), Kawasan
Pelestarian Alam (KPA),
dan Taman Buru (TB) *
ABV.002

Rekomendasi kebijakan
tata kelola kerja sama
penyelenggaraan Kawasan
Konservasi

Satuan

Persen

Dokumen

Rekomendasi

Kebijakan

2025

10

80

1

132

TARGET
2026 2027
13 13
80 80

Kegiatan 7273 : Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (Dit. Konservasi Kawasan)

T1.SS1.SP6.SK4
Meningkatnya
efektivitas pengelolaan
KSA, KPA, dan TB

T1.SS1.2.SP6.2.SK4.1
Jumlah unit KSA, KPA, dan
TB dengan kategori
pengelolaan efektif*
REA.001

Inventarisasi dan Verifikasi
Usaha dan/atau Kegiatan
Terbangun di Kawasan
Suaka Alam (KSA),
Kawasan Pelestarian Alam
(KPA), dan Taman Buru
(TB) *

REA.002

Peningkatan Perlindungan
dan Pengamanan di
Kawasan Suaka Alam
(KSA), Kawasan Pelestarian
Alam (KPA), dan Taman
Buru (TB)*

REA.003

Pengendalian kebakaran di
Kawasan Suaka Alam
(KSA), Kawasan Pelestarian
Alam (KPA), dan Taman
Buru (TB)*

CAG.001

Sarana Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
ABV.001

Rekomendasi Kebijakan

Unit

Hektare

Ribu
Hektare

Hektare

Unit

Rekomendasi
Kebijakan

304

15.000

500

28.000

3

325

16.500

800

30.000

74

350

18.150

1.000

30.000

74

2028

15

80

375

19.965

1.000

30.000

74

2029 2025 2026

17

80

183.952.000 308.178.250

400

21.962

1.200

30.000

74

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

372.599.200

2028

452.734.440

2029

539.105.250



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

T2.SS2.SP3.SK2
Meningkatnya
keterlibatan masyarakat
pada kegiatan
konservasi kawasan
dan keanekaragaman
hayati

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

Pengendalian Pengelolaan
KSA, KPA, dan TB

QDB.001

Penilaian Efektifitas
Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam (KSA),
Kawasan Pelestarian Alam
(KPA), dan Taman Buru
(TB) *
T2.SS2.1.SP3.1.SK2.1
Jumlah kelompok
masyarakat yang dibina
dalam upaya konservasi
Kawasan dan
keanekaragaman hayati *
QDC.001

Masyarakat yang
dilibatkan dalam Kegiatan
Konservasi Kawasan dan
Keanekaragaman Hayati*
QDD.001

Pembinaan dan
Pemberdayaan Kelompok
Masyarakat *

ABV.002

Rekomendasi Kebijakan
Pemberdayaan dan Peran
Serta Masyarakat

Satuan

Lembaga

Kelompok
Masyarakat
(kumulatif)

Orang

Kelompok
Masyarakat

Rekomendasi

Kebijakan

2025

284

200

500

200

1

133

TARGET
2026 2027
284 284
775 1.350
550 600
259 279
1 1

Kegiatan 7274 : Penerapan Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan (Dit. Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan)

T1.SS1.SP1.SK3
Efektivitas teknik
konservasi tanah,
reklamasi, dan
rehabilitasi penggunaan
kawasan hutan dalam
mendukung peningkatan
daya dukung daerah
aliran sungai

T1.SS1.1.SP1.1.SK3.1
Persentase Luasan
Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan (PPKH)
yang Melaksanakan

Kewajiban Rehabilitasi DAS

dan Reklamasi Hutan
REA.001
Fasilitasi Pembinaan

Reklamasi dan Rehabilitasi

Penggunaan Kawasan
Hutan*
T1.SS1.1.SP1.3.SK3.3
Penurunan laju erosi di
sekitar wilayah bangunan
KTA

Persen

Hektare

Persen

46,73

15.000

0,00495

49,23 51,73
15.000 15.000
0,085 0,165

2028

284

1.925

650

299

54,23

15.000

0,244

2029 2025

284

2.500

700

319

18.250.730

56,73

15.000

0,324

2026

671.426.980

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

671.426.980

2028

671.426.980

2029

671.426.980



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

RAG.001

Rehabilitasi hutan dan
lahan secara sipil teknis di
DAS yang dipulihkan*
BDB.001

Fasilitasi pembinaan
konservasi tanah dan
reklamasi hutan

Satuan

Unit

Unit

2025

550

34

134

TARGET
2026 2027
36.000 36.000
34 34

2028

36.000

34

Kegiatan 7275 : Penghijauan dan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan (Dit. Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan)

T1.SS1.SP1.SK1
Meningkatnya kegiatan
penghijauan dan
perbaikan kualitas
perbenihan tanaman
hutan

T1.SS1.1.SP1.1.SK1.1
Persentase pemanfaatan
distribusi bibit produktif
dan berkualitas (Jumlah
bibit yang
dimanfaatkan/jumlah bibit
yang didistribusikan
kepada masyarakat)
RBK.001

Penyediaan benih
berkualitas, bibit
berkualitas, bibit produktif
dan bibit hasil
pemberdayaan masyarakat
REA.001

Pembangunan dan
pengelolaan sumber benih
BDB.001

Fasilitasi pembinaan
penghijauan dan
pengembangan perbenihan
tanaman hutan
T1.SS1.1.SP1.1.SK1.2
Luas lahan yang ditanami
dari kegiatan penghijauan
REA.002

Rehabilitasi hutan dan
lahan secara vegetatif oleh
masyarakat dan
stakeholder lainnya
T1.SS1.1.SP1.3.SK1.3
Jumlah mata air yang
dipertahankan dan
diselamatkan*

RBK.003

Rehabilitasi imbuhan mata
air secara vegetatif

Persen

Juta
Batang

Hektare

Lembaga

Ribu
Hektare

Ribu
Hektare

Unit

Hektare

75

25

37

75

75

60

100

80

30

20

37

150

210

120

15.000

85

30

20

37

300

210

180

25.000

90

30

20

37

315

210

240

9800

2029

36.000

34

100

30

20

37

300

100

2025

389.884.50

2026

719.996.90

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

999.585.30

2028

858.731.00

2029

632.745.70



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

Satuan

2025

135

TARGET

2026

2027

2028

2029

Kegiatan 7276 : Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Dit. Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)

T1.SS1.SP1.SK5
Meningkatnya
perencanaan dan
evaluasi pengelolaan
DAS, rehabilitasi hutan
dan lahan serta
kapasitas kelembagaan
DAS

T1.SS1.1.SP1.2.SK5.1
Peningkatan status forum
DAS

QDB.001

Peningkatan kapasitas
stakeholder dalam
pengelolaan DAS
T1.SS1.1.SP1.3.SK5.2
Penurunan Koefisien Run
off

BDB.001

Fasilitasi pembinaan
perencanaan dan evaluasi
pengelolaan DAS
UAB.001

Penyediaan data dan
informasi kinerja DAS

Kegiatan 7277 : Rehabilitasi Hutan (Dit. Rehabilitasi Hutan)

T1.SS1.SP1.SK2
Optimalnya kegiatan
reboisasi dan penguatan
kelembagaan rehabilitasi
hutan untuk
meningkatkan luas
tutupan hutan

T1.SS1.1.SP1.1.SK2.1
Persen tumbuh
keberhasilan tanaman
hasil RHL

BDB.001

Fasilitasi pembinaan
rehabilitasi hutan
T1.SS1.1SP1.2.SK2.2
Penguatan kelembagaan
pelaksanaan rehabilitasi
hutan

BDB.002

Fasilitasi Pembinaan
Kelembagaan Rehabilitasi
Hutan dan Pemanfaatan
Hasil RHL
T1.SS1.1.SP1.3.SK2.3
Peningkatan dukungan
ketahanan pangan, energi,
dan air melalui rehabilitasi
hutan berbasis masyarakat
REA.001

Rehabilitasi hutan dan
lahan secara vegetatif di
DAS yang dipulihkan

Lembaga

Lembaga

Persen

Lembaga

Sistem

Informasi

Persen

Lembaga

Provinsi

Lembaga

Hektare

Hektare

10

34

34

34

75

34

34

34

3.300

3.300

20

34

34

34

77

34

34

34

48.300

48.300

30

34

34

34

79

34

34

34

48.300

48.300

40

34

34

34

81

34

34

34

48.300

48.300

50

34

34

34

83

34

34

34

48.300

48.300

2025

76.404.44

340.785.853

2026

76.404.44

1.095.613.606

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

76.404.44

1.309.559.227

2028

76.404.44

1.497.527.593

2029

76.404.440

1.470.216.324
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PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN
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Kegiatan 7278 : Rehabilitasi Mangrove (Dit. Rehabilitasi Mangrove)

T1.SS1.SP1.SK4
Peningkatan Rehabilitasi
Mangrove dan Penguatan
Kelembagaan untuk
Mendukung
Penambahan Luas
Tutupan Mangrove

T1.SS1.SP1.SK6
Peningkatan Rehabilitasi
Mangrove dan Penguatan
Kelembagaan untuk
Memperkuat Ketahanan
Ekosistem Pesisir dalam
Mengurangi Frekuensi
Bencana
Hidrometeorologi

INDIKATOR TARGET

(IKU/ IKP/ IKK/RO) Satuan 2025 2026 2027 2028
CAG.001 Unit 3 3 3 3
Forest Programme IV
Watersheed
Mamasa/Sulawesi
T1.SS1.1.SP1.1.SK4.1 Hektare 500 4.400 4.400 4.400
Peningkatan Luas Tutupan
mangrove
REA.001 Hektare 500 4.400 4.400 4.400
Rehabilitasi Hutan
Mangrove
BDB.001 Lembaga 34 34 34 34
Fasilitasi Pembinaan
Rehabilitasi Mangrove
BDB.002 Lembaga 1 1 1 1

Pelaksanaan Forest

Programme VI: Protection

of Mangrove Forest

T1.SS1.1.SP1.2.SK6.1 Persen 30 40 50 60
Efektivitas Kelembagaan

Rehabilitasi Mangrove

QDB.001

Peningkatan Kapasitas
Stakeholder Dalam
Pengelolaan Mangrove

Lembaga 34 34 34 34

T1.SS1.1.SP1.2.SK6.2 Persen 2 3 4 5
Peningkatan manfaat

ekonomi mangrove dalam

mendukung kehidupan

masyarakat

BDB.003
Penguatan kelembagaan
rehabilitasi mangrove

Lembaga 34 34 34 34

Kegiatan 7279 : Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dit. Bina Rencana Pemanfaatan Hutan)

T1.SS1.SP2.SK2
Optimalisasi Pemolaan
dan Penataan Kawasan
Hutan Produksi dan
Hutan Lindung Serta
Pembinaan Kesatuan
Pengelolaan Hutan

T1.SS1.1.SP2.1.SK2.1 Persen 28 32 36 39
Persentase KPH yang

memiliki penilaian kategori

efektif

QBD.001
KPH yang masuk kategori
efektif*

Lembaga 20 140 160 180

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2029 2025 2026

3

72.599.567 186.970.567

4.400

4.400

34

70

34

34

18.361.952 60.358.170

43

200

2027

264.095.570

66.393.987

2028

276.325.972

72.429.804

2029

196.177.769

78.465.621
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KEGIATAN SASARAN

Kegiatan 7280: Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dit. Bina Usaha Pemanfaatan Hutan)

T3.SS3.SP1.SK2
Optimalisasi
Pemanfaatan Hutan
Produksi dan Hutan
Lindung dalam
Meningkatkan Investasi
Sektor Kehutanan

Kegiatan 7281 : Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Dit. Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan)

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

BDB.001

Fasilitasi dan Pembinaan
KPH Menuju Masyarakat
Sejahtera dan Hutan
Lestari
T1.SS1.1.SP2.1.SK2.2
Peta arahan pemanfaatan
di hutan produksi dan
hutan lindung

BAH.001

Peta Arahan Pemanfaatan
Hutan Produksi dan Hutan
Lindung

AFA.001
NSPK Perencanaan
Pengelolaan Hutan

T3.SS3.1.SP1.3.SK2.1
Persentase luas perizinan
berusaha pemanfaatan
hutan terhadap luas areal
arahan pemanfaatan
QDH.001

Badan Usaha yang
ditingkatkan investasinya
QIH.001

Kegiatan Usaha
Pemanfaatan Hutan yang
diawasi dan dikendalikan
T3.SS3.1.SP1.3.SK2.2
Nilai investasi permohonan
perizinan berusaha
pemanfaatan hutan
BAC.001

Layanan Perizinan
Berusaha Pemanfaatan
Hutan

AFA.001

Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria Usaha
Pemanfaatan Hutan

Satuan

Lembaga

Peta

Arahan

Layanan

NSPK

Persen

Badan
Usaha

Badan
Usaha

Triliun
Rupiah

Badan
Usaha

NSPK

2025

15

40

40

40

137

TARGET
2026 2027 2028 2029 2025
20 20 20 20
1 1 1 1
1 1 1 1
4 4 4 4

11.355.000
20 30 40 50
64 100 153 231
75 139 251 442
2 2 2,5 2,5
45 50 55 60
3 3 3 3
21.885.000

2026

35.397.610

68.223.750

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

38.937.371

75.046.125

2028

42.477.132

81.868.500

2029

46.016.893

88.690.875



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T1.SS1.SP2.SK1
Pengendalian
Pemanfaatan Hutan
Produksi dan Hutan
Lindung dalam
Mendukung Fungsi
Ekologi

T2.SS2.SP4.SK1
Pengendalian
Pemanfaatan Hutan
dalam Mendukung
Kemandirian Desa
sekitar Areal Konsesi

T3.SS3.SP1.SK3
Pengendalian
Pemanfaatan Hutan
Produksi dan Hutan
Lindung untuk
Mendukung

Perekonomian Nasional

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T1.SS1.1.SP2.1.SK1.1
Luas Penanaman
Pengkayaan Kawasan
Hutan pada PBPH/Hak
Pengelolaan

QIH.003
Penanaman Hutan oleh
PBPH/Hak pengelolaan*

T2.SS2.1.SP4.1.SK1.1
Jumlah Kelompok
masyarakat yang bekerja
sama dengan PBPH
QDH.004

Fasilitasi dan Pembinaan
Badan Usaha untuk
Kemitraan Konsesi

T3.5S3.2.SP1.4.SK3.1
Produksi Kayu Bulat
QDH.001

Penguatan Peran Bisnis
dalam Pengelolaan Hutan
QIH.001

Produksi Kayu Bulat
Berkelanjutan

AFA.001

NSPK Pengendalian Usaha
Pemanfaatan Hutan
T3.5S3.2.SP1.5.SK3.2
Luas Kawasan Hutan
untuk Cadangan Pangan
dari MUK

QDH.003

Fasilitasi Pengembangan
Multiusaha bagi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan
Hutan

QIH.002

Produksi Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK)
T3.5S3.2.SP1.5.SK3.3
Luas kawasan hutan untuk
cadangan energi dari MUK
BAC.001

Layanan Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hutan
QDH.002

Modeling pengembangan
produk bioekonomi

Satuan

Ribu
Hektare

Badan
Usaha

Kelompok
Masyarakat

Badan Usaha

Juta m3

Badan Usaha

Badan Usaha

NSPK

Ribu
Hektare

Badan Usaha

Badan Usaha
Ribu
Hektare

Badan Usaha

Badan Usaha

2025

428

272

20

20

54

16

272

80

28

24

30

50
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TARGET
2026 2027
856 1.284
280 290
22 24
279 296
55 56
23 31
280 290
3 3
170 260
56 84
37 56
60 90
60 65
4 6

2028

1.712

300

26

320

57

43

300

350

112

84

120

70

2029

2.140

310

28

354

58

58

310

450

140

124

150

75

10

2025

2026

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

2028

2029
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TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

TARGET
PROGRAM/ SASARAN INDIKATOR
KEGIATAN (IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Kegiatan 7282 : Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (Dit. Iuran Dan Penatausahaan Hasil Hutan) 13.444.100 45.650.880 50.215.968 54.781.056 59.346.144
T3.SS3.SP1.SK4 T3.S83.4.SP1.6.SK4.1 Persen 94 95 96 97 98

Peningkatan Tertib Turan Persentase Perizinan
dan Penatausahaan Hasil = Berusaha yang tertib

Hutan Untuk melaksanakan Wajib bayar
Mendukung PNBP dari (WB) dari pemanfaatan
Hutan Produksi dan hutan

Hutan Lindung
BDH.001 Badan Usaha 30 50 60 70 80
Pembinaan Pembayaran
Kewajiban Penerimaan
Negara Bukan Pajak
AFA.001 NSPK 1 3 3 3 3
NSPK Iuran dan
Penatausahaan Hasil
Hutan
T3.S83.4.SP1.6.SK4.2 Poin 3 3,1 3,2 3,3 3,4
Indeks kepuasan perizinan
berusaha dalam pelayanan
pembayaran PNBP
BAC.001 Badan Usaha 295 300 305 310 315
Layanan Pembayaran
Kewajiban Penerimaan
Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan Penatausahaan
Hasil Hutan
T3.S83.4.SP1.6.SK4.3 Persen 94 95 96 97 98
Persentase Perizinan
Berusaha yang Tertib
dalam Melaksanakan
Penatausahaan Hasil
Hutan sesuai Rencana
Kerja Tahunan (RKT)
BDH.002 Badan Usaha 30 50 60 70 80
Pembinaan Penatausahaan
Hasil Hutan dan Tenaga
Profesional
T3.S83.4.SP1.6.SK4.4 Persen 70 71 72 73 74
Persentase GANIS-PH
dengan hasil penilaian
kinerja layak terhadap total
peserta Penilaian Kinerja



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

(IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan

BIH.001

Pengawasan dan
Pengendalian Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Pemanfaatan Hutan dan
Penatausahaan Hasil
Hutan

Badan Usaha

2025

295

140

TARGET
2026 2027

300 305

Kegiatan 7283 : Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (Dit. Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan)

T3.SS3.SP1.SK1
Meningkatnya
pengolahan dan
pemasaran hasil hutan
dalam mendukung
kebutuhan pasar
domestik dan pasar
global

T3.SS3.1.SP1.1.SK1.1 Persen
Rasio Serapan bahan Baku
Industri terhadap rencana
kebutuhan bahan baku
BDH.001

Pembinaan Hilirisasi
Industri Pengolahan Hasil
Hutan (PBPHH) Skala Kecil
dan Menengah

Badan Usaha

T3.SS3.1.SP1.1.SK1.2
Tambahan Produksi Wood
pellet dari Efisiensi
Hilirisasi dari Kayu Log

Ribu Ton

BAC.002

Layanan Perizinan
Berusaha Pengolahan Hasil
Hutan Skala Usaha Besar
T3.S83.1.SP1.1.SK1.3
Volume Produksi Hasil
Hutan Kayu Olahan yang
Bersertifikat SVLK

QDH.001

Pembinaan Hilirisasi
Industri Pengolahan Hasil
Hutan (PBPHH) Skala
Besar
T3.SS3.1.SP1.2.SK1.4
Jumlah Produksi
Gondorukem dan Terpentin
dari Hasil Hilirisasi Getah
Pinus

AFA.001 NSPK
NSPK Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan
T3.S83.2.SP1.4.SK1.5
Ekspor Produk Olahan
Hasil Hutan

Badan Usaha

Juta m3

Badan Usaha

Ribu Ton

Juta Ton

73

200

95

48

150

60

17,18

73,5 74
205 210
190 285
45 50

48,48 48,96

155 160
120 180
4 4

17,31 17,44

2028

310

74,5

215

380

55

49,44

165

240

17,58

2029 2025 2026

315

29.300.000 89.912.708

75

230

475

60

49,55

170

300

17,71

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

98.903.979

2028

107.895.250

2029

116.886.520



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T1.SS1.SP4.SK1
Optimalisasi Penyediaan
Kawasan Perhutanan
Sosial dalam Mendukung
Penurunan Tingkat
Kerusakan Hutan

T3.SS3.SP4.SK1
Optimalisasi Penyediaan
Kawasan Perhutanan
Sosial dalam mendukung
peningkatan barang dan
jasa dari hutan

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

BAC.001

Layanan Notifikasi Ekspor
dan Impor Hasil Hutan
BDG.001

UMKM Kehutanan yang
difasilitasi Sertifikasi
Legalitas dan Kelestarian
Oleh Direktorat
BDG.002

UMKM Kehutanan yang
difasilitasi Sertifikasi
Legalitas dan Kelestarian
oleh BPHL

T1.SS1.1.SP4.1.SK1.1
Persentase Peningkatan
Kelompok Masyarakat yang
Menerima Persetujuan
Perhutanan Sosial
BAH.001

Layanan Penyiapan
Kawasan Perhutanan
Sosial

QDD.001

Distribusi Akses Kelola
Kawasan Hutan oleh
Masyarakat*

BDD.002

Strengthening Social
Forestry in Indonesia
Project
T3.5S3.1.SP4.1.SK1.1
Jumlah Kelompok
Perhutanan Sosial yang
Meningkat Kualitas Areal
Kelolanya dalam
Mendukung Ketersediaan
Cadangan Pangan dan
Energi

BDD.001

Pemolaan Areal
Perhutanan Sosial

Satuan

Badan Usaha

UMKM

UMKM

Persen

Layanan

Kelompok
Masyarakat

Kelompok
masyarakat

Kelompok
Masyarakat

Kelompok
masyarakat

2025

2.500

25

75

Kegiatan 7284 : Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Dit. Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial)

252

100

100

TARGET

2026

2.600

30

100

252

250

250

Kegiatan 7286 : Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (Dit. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat)

141

2027

2.650

35

125

252

250

250

2028

2.700

40

150

252

250

250

2029 2025 2026

2.750

45

165

63.335.134 17.970.000

252

250

250

33.875.600 60.126.873

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

17.970.000

16.550.000

2028

17.970.000

16.550.000

2029

17.970.000

16.550.000



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

T1.SS1.SP4.SK2
Optimalisasi Pengakuan
Hak Masyarakat melalui
Penetapan Hutan Adat,
Perlindungan Kearifan
Lokal dan Penangan
Konflik Tenurial
Kawasan Hutan

INDIKATOR

(IKU/ IKP/ IKK/RO) 2005

Satuan
T1.SS1.1.SP4.1.SK2.1
Persentase Kasus Konflik
Tenurial yang Tertangani
BAH.001

Layanan Penanganan
Konflik Tenurial dan Hutan
Adat

QAH. 001

Penanganan Konflik Tenurial
di Kawasan Hutan*
BDD.001

Forest Programme V -

Social Forestry Support
Programme
T1.SS1.1.SP4.1.SK2.2
Persentase Penetapan

Hutan Adat

QAH. 002

Penetapan Hutan Adat *

Persen 50

Layanan 4

Layanan 10

Kelompok 4
Masyarakat

Persen 14

Layanan 7

Kegiatan 7287 : Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (Dit. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial)

T2.SS2.SP1.SK1
Peningkatan
Pengembangan Usaha
Perhutanan Sosial
melalui Penguatan
Kelembagaan, dan
Kewirausahaan
Kelompok Masyarakat

T3.SS3.SP4.SK2
Peningkatan
Pengembangan Usaha
Perhutanan Sosial
melalui Penguatan
Kelembagaan, dan
Kewirausahaan
Kelompok Masyarakat
serta Ketersediaan

T2.5S2.1.SP1.1.SK1.1 Kelompok 15.574
Kelompok Masyarakat di Masyarakat

Dalam dan Sekitar Kawasan

Hutan yang Dilibatkan dalam

Pengelolaan Hutan

(Kelompok)*

BAH.001 Layanan 4
Layanan Pengembangan

Usaha Perhutanan Sosial

QDD.002 Kelompok 6
Pengembangan Hutan Adat * Masyarakat
PEE.0O01 Mitra 10
Pengembangan Mitra

Perhutanan Sosial *

QDD.003 Kelompok 390
Peningkatan Kemandirian Masyarakat

Usaha KUPS *

T3.SS3.3.SP4.1. SK2.1
Jumlah Kelompok
Perhutanan Sosial yang
Menghasilkan Produk Hasil
Hutan melalui Pola
Agroforestri dalam
Mendukung Ketersediaan
Cadangan Pangan dan
Energi

Kelompok 240
Masyarakat

142

TARGET
2026 2027
60 60
4 4
55 55
4 0
36 58
20 20
16.454 17.334
4 4
10 10
348 348
2.119  2.119
2.509  4.198

2028

60

55

80

20

18.214

10

348

2.120

7.736

2029 2025 2026

60

55

100

20

92.018.860 460.909.969

19.094

10

348

2.120

7.936

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

535.473.911

2028

740.529.490

2029

810.302.727



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

Cadangan Pangan dan
Energi

INDIKATOR

(IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan

CBO0.001

Kawasan Agroforestri yang
difasilitasi untuk
mendukung ketahanan
pangan dan energi
QDD.001

Peningkatan Kapasitas
(Kelola Kawasan,
Kelembagaan, dan Usaha)
Kelompok Masyarakat
Penerima Akses Kelola
Kawasan Hutan*

Hektare

Kelompok
Masyarakat

Kegiatan 7288 : Pengendalian Perhutanan Sosial (Dit. Pengendalian Perhutanan Sosial)

T1.SS1.SP4.SK3
Optimalisasi Pengelolaan
Perhutanan Sosial
melalui Penguatan
Mekanisme Pengendalian
Perhutanan Sosial

T2.SS2.SP1.SK2
Optimalisasi Pengelolaan
Perhutanan Sosial
melalui Pelembagaan dan
Pendampingan

T1.SS1.1.SP4.1.SK3.1
Persentase Peningkatan
Kinerja Perhutanan Sosial
yang sesuai RKPS
BAH.001

Layanan Pengendalian
Perhutanan Sosial
QDD.001

Evaluasi Pemberian
Persetujuan Kelola
Kawasan Hutan oleh
Masyarakat*
T2.SS2.1.SP1.1.SK2.1
Persentase Pemenuhan
Jumlah Tenaga
Pendamping untuk
Mendukung Pelaksanaan
Program PS dari
Kehutanan

QDC. 001

Pendampingan Kelompok
Perhutanan Sosial*

Persen

Layanan

Kelompok

Masyarakat

Persen

Orang

2025

4.013

165

30

36

1.600

143

TARGET
2026 2027
20.000 26.000
2,109  3.678
5 5
4 4
210 420
45 53
2.463  3.326

2028

46.000

6.816

630

62

4.189

Kegiatan 7289: Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan (Dit. Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan)

T1.SS1.SP5.SK3
Optimalnya
Pendayagunaan Sumber
Daya dan Pengamanan
Hutan

T1.SS1.1.SP5.1.SK3.1
Persentase Aparat
Penegakan Hukum dan
Perlindungan Hutan yang
Meningkat Kompetensinya
SCE.001

Aparat Perlindungan Hutan
dan Penegak Hukum
Kehutanan yang

Persen

Orang

5

150

7 8

170 190

210

2029 2025 2026

56.000

6.816

36.394.050 58.780.325

840

70

5.052

10.250.000 67.860.000

10

230

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

81.041.599

75.640.000

2028

103.357.874

78.480.000

2029

125.819.149

78.930.000
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TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

TARGET

PROGRAM/ SASARAN INDIKATOR

KEGIATAN (IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

ditingkatkan kapasitasnya*
CAG.001 Unit 2 14 14 14 14

Sarana dan Prasarana
Penegakan Hukum

Kehutanan
Kegiatan 7290 : Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan (Dit. Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan 12.600.000 23.400.000 24.992.000 29.758.000 34.300.000
Keperdataan)
T1.SS1.SP5.SK5 T1.SS1.1.SP5.2.SK5.1 Usaha/ 10 11 11 12 12
Meningkatnya Pemberian Sanksi Kegiatan
Pengawasan, Pengenaan Administratif pada
Sanksi Administratif, Kegiatan Usaha
Penyelesaian Sengketa Pertambangan,
Kehutanan di dalam dan Perkebunan dan/atau
diluar Pengadilan, serta Kegiatan Lain tanpa Izin di
Penaatan Sanksi dalam Kawasan Hutan
Administratif BIH.001 Badan 5 12 13 13 14
Usaha dan/atau Kegiatan Usaha
Pertambangan,

Perkebunan dan/atau

Kegiatan lain yang

Diberikan Sanksi

Administratif

QCE.001 Perkara 10 11 11 12 12
Berkas Penyelesaian

Permasalahan Penggunaan

Kawasan Hutan*

T1.SS1.1.SP5.2.SK5.2 Perkara 7 7 7 9 12
Penyelesaian Sengketa

Kehutanan

BCE.001 Perkara 7 7 7 9 12

Kasus Keperdataan Hutan
yang Ditangani

T1.SS1.2.SP5.3.SK5.3 Usaha/ 4 4 5 5 4
Jumlah Pelaku Kegiatan
Usaha/Kegiatan yang

Diawasi Ketaatannya

terhadap Peraturan

Perundang-Undangan

Bidang Kehutanan

QIH.001 Badan Usaha 4 4 5 5 4
Usaha dan/atau Kegiatan

Yang Diawasi Ketaatannya

terhadap Perizinan Bidang

Kehutanan*

Kegiatan 7291 : Pengendalian Kebakaran Hutan (Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan) 94.384.000 145.882.000 155.207.000 165.200.000 180.130.000



PROGRAM/
KEGIATAN

Kegiatan 7292 : Penindakan Pidana Kehutanan (Dit. Penindakan Pidana Kehutanan)

SASARAN

T1. SS1. SP5.SK2
Meningkatnya Upaya
Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran
Hutan

T1.SS1.SP5.SK4
Meningkatnya Upaya
Penegakan Hukum dan
Penyelesaian Kasus
Pidana Bidang
Kehutanan

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T1.SS1.1.SP5.1.SK2.1
Persentase Penurunan
Luas Area Kebakaran
Hutan (dari baseline tahun
2023)

QDD.001

Kelompok Masyarakat yang
Terlibat dalam Pencegahan
Kebakaran Hutan*
QHC.001

Operasi Penanggulangan
Kebakaran Hutan Melalui
Pemadaman Darat *
QHC.002

Operasi Penanggulangan
Kebakaran Hutan Melalui
Pemadaman dari Udara*
RAG.001

Sarana dan Prasarana
Pengendalian Kebakaran
Hutan*

T1.SS1.1.SP5.1.SK4.1
Tindak Pidana Gangguan
Keamanan Kawasan Hutan
yang Diselesaikan Sampai
dengan P21

QCE.001

Pengamanan Kawasan
Hutan *
T1.SS1.2.SP5.3.SK4.2
Tindak Pidana Peredaran
Hasil Hutan Ilegal yang
Diselesaikan Sampai
dengan P21

BCE.001

Penanganan Peredaran
Hasil Hutan Ilegal

Satuan 2025

Persen 2

Kelompok 1.000

Masyarakat

Operasi 925

Operasi 50
Unit 26

Perkara 25

Perkara 25

Perkara 60

Perkara 60

145

TARGET
2026 2027
3 3

1.800 2.000

926 927
50 52
30 35
30 32
30 32
63 65
63 65

Kegiatan 7293 : Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan (Dit. Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan)

T1.SS1.SP5.SK1
Meningkatnya Sistem
Perlindungan Hutan
melalui Perencanaan
Strategis Intelijen,
Pencegahan Pengamanan
Hutan, Penanganan

T1.SS1.1.SP5.1.8K1.1
Persentase Aduan Bidang
Kehutanan yang
Diselesaikan

QMA.002

Penanganan Aduan Atas
Usaha dan/atau Kegiatan
Bidang Kehutanan *

Persen 95

Dokumen 80

96 97

82 84

2028

2.200

928

52

40

32

32

68

68

97

86

2029

2.400

929

54

45

35

35

70

70

98

88

2025

53.200.000

15.925.000

2026

62.642.000

31.550.000

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

68.399.000

34.050.000

2028

72.205.000

36.450.000

2029

77.360.000

38.750.000



PROGRAM/

KEGIATAN SASARAN

Patroli Siber dan
Kejahatan Transnasional
serta Penanganan
Pengaduan Kehutanan

Kegiatan 7294 : Peningkatan Penyuluhan Kehutanan (Pusat Penyuluhan Kehutanan)

T2.SS2.1.SP2.SK1
Meningkatnya
Penyuluhan Kehutanan
untuk Peningkatan
Pendapatan Masyarakat
sekitar Kawasan Hutan
dan Pengembangan
Hutan Lestari

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T1.SS1.1.SP5.1.SK1.2
Persentase Kawasan Hutan
yang Terjaga dari Tindak
Pidana Kehutanan dan
Kebakaran Hutan
QMA.001

Peta Kerawanan Kawasan
Hutan*

BDC.001

Masyarakat yang Terlibat
Pencegahan Kerusakan
Hutan

T2.SS2.1.SP2.1.SK1.1
Produksi Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK) dari
Kelompok Tani Hutan
BDC.002

Peningkatan Produktivitas
bagi Kelompok Tani Hutan
yang Menghasilkan Hasil
Hutan Bukan Kayu
T2.SS2.1.SP2.1.SK1.2
Produksi Hasil Hutan Kayu
dari Kelompok Tani Hutan

BDC.003

Peningkatan Produktivitas
bagi Kelompok Tani Hutan
yang Menghasilkan Hasil
Hutan Kayu
T2.SS2.1.SP2.1.SK1.3
Luasan Wilayah
Pendampingan Penyuluh
Kehutanan dalam
Mendukung Kemandirian
Desa

BDC.001

Penyuluh Kehutanan
Pendamping KTH yang
Meningkat Kapasitasnya
T2.SS2.1.SP2.2.SK1.4
Kelompok Tani Hutan yang
Dilibatkan dalam
Pengelolaan Hutan

Satuan

Persen

Dokumen

Orang

Ton

Orang

m3

Orang

Hektare

Orang

Kelompok

2025

75

500

(Indika
tor
Baru)

(Indika
tor
Baru)

25.000

1.250

4.400

146

TARGET

2026 2027 2028

76 77 78
1 1 1
1.500 1.600 1.700
20.000 30.000 35.000
100 150 200
30.000 40.000 45.000
100 150 200
25.000 25.000 25.000
1.500 1.750 2.000
4.400 5.320 5.840

2029

79

1.800

40.000

250

50.000

250

25.000

2.250

6.400

2025

5.376.644

2026

28.162.000

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

36.912.000

2028

45.662.000

2029

54.512.000



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T4.SS4.SP4

Sumber Daya Manusia
Kehutanan yang inovatif,
berkualitas dan berdaya
saing dalam mendukung
pembangunan
kehutanan yang
berkelanjutan

T4.SS4.SP4.SK3
Meningkatkan kualitas
perencanaan dalam
pengembangan sumber
daya manusia kehutanan

INDIKATOR

(IKU/ IKP/ IKK/RO)
Satuan

QDD.001 Kelompok
Peningkatan Kemandirian Masyarakat
Usaha Kelompok Tani

Hutan*

PROGRAM 143.DL : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

T4.SS4.1.SP4.1 Poin
Indeks Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Kehutanan

T4.5S4.1.SP4.2 Jenis
Penurunan Tingkat Standar
Kesenjangan Antara

Kapasitas SDM dengan

Kebutuhan Pasar Kerja

Kehutanan

T4.SS4.1.SP4.3 Poin
Nilai Efektivitas

Pengelolaan KHDTK Diklat

Kehutanan

T4.5SS4.1.SP4.4 Persen
Persentase Lulusan SMK

Kehutanan yang Bekerja di

Bidang Kehutanan

Kegiatan 7295 : Perencanaan Pengembangan SDM (Pusat Perencanaan Pengembangan SDM)

T4.SS4.1.SP4.1.SK3.1 Poin
Nilai Indeks berAKHLAK
Kementerian Kehutanan

EBC.002 Orang
Jumlah SDM Kehutanan

yang Menerapkan Budaya

Kerja berAKHLAK

T4.5S4.1.SP4.2.SK3.2 Dokumen
Proyeksi Kebutuhan

Tenaga Kerja Sektor

Kehutanan

EBA.002 Dokumen
Penataan Kompetensi SDM

sesuai dengan Kebutuhan

Pasar Tenaga Kerja

Kehutanan

T4.SS4.1.SP4.2.SK3.3 Orang
Peta Profil Kompetensi
SDM Aparatur Kehutanan

147

TARGET

2025 2026 2027

20 593 793
70 72 75
2 2 2
70 71 72
30 35 40
- 71 72
(Indika
tor
Baru)
- 600 1.000
- 1 1
(Indika
tor
Baru)
- 1 1
350 1.000 1.500

2028

993

78

73

45

73

1.500

2.000

2029 2025 2026

1.193

©r 11819, 1412) 127.662.137

80

74

50

5.361.745 9.015.000

74

2.000

2.500

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

148.672.001

10.800.000

2028

167.701.851

12.405.000

2029

187.064.194

14.050.000



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

T4.SS4.SP4.SK1
Membangun pendidikan
dan pelatihan sumber
daya manusia kehutanan
yang inovatif dan
berdaya saing

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

EBC.001

Penilaian Kompetensi
Untuk Mendukung
Manajemen Talenta SDM
Aparatur Kehutanan

T4.SS4.1.SP4.2.SK3.4
Jumlah SDM Kehutanan
Bersertifikat Kompetensi

EBA.001
Penyusunan/Kaji
Ulang/Pemberlakuan
Standar Kompetensi SDM
Kehutanan

ADI.O01
SDM Kehutanan
Bersertifikat Kompetensi

T4.5S4.1.SP4.1.SK1.1
Penguatan Kapasitas
Pengelola Kawasan Hutan
di Tingkat Tapak (KPH,
KUPS dan PBPH)

DCE.001

Pengelola Kawasan Hutan
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya

T4.SS4.1.SP4.1.SK1.2
Proporsi SDM Kehutanan
yang mendapatkan
pengembangan kompetensi

SCE.001

SDM Kehutanan yang
mendapatkan
Pengembangan Kompetensi
EBC.001

Karyasiswa S2 dan S3

EBC.002

Skema Pengembangan
Massive Open Online
Course (MOOC) dan
Pelatihan Jarak Jauh (PJJ)

Satuan

Orang

Orang

Dokumen

Orang

Unit

Orang

Persen

Orang

Orang

Layanan

2025

350

1.500

1.500

1.022

72

8.183

10

148

TARGET
2026 2027
1.000 1.500
1.750 2.000
2 2
1.750 2.000

1.587

1.587

74

9.683

10

2.152

252

76

11.183

10

2028

2.000

2.250

2.250

Kegiatan 7297 : Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan)

2.717

2.717

78

12.683

10

2029 2025 2026

2.500

2.500

2.500

32.415.000 55.852.500

3.282

3.282

80

14.183

10

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

64.797.000

2028

73.805.340

2029

82.881.032


http://e.bc/

PROGRAM/
KEGIATAN

Kegiatan 7298 : Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan)

SASARAN

T4.SS4.SP4.SK4
Menciptakan Lulusan
Sekolah Menengah
Kejuruan Kehutanan
Negeri yang siap Bekerja
di Bidang Kehutanan

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T4.5S4.1.SP4.3.SK1.3
Jumlah Unit KHDTK
dengan Kategori
Pengelolaan Yang Efektif
RAG.001

Pengembangan KHDTK
Diklat
T4.5S4.1.SP4.3.SK1.4
Luasan Pemulihan
Ekosistem di KHDTK

BAH.001
Layanan Pengelolaan
KHDTK Diklat Kehutanan

CEA.001
Rehabilitasi Lahan Kritis di
KHDTK Diklat

T4.5S4.1.SP4.4.SK4.1
Jumlah Lulusan SMKKN
yang sesuai dengan
Kebutuhan Tenaga Kerja
Kehutanan

SAE.001

Peserta Didik SMK Bidang
Kehutanan yang Kompeten
dan Bersertifikat

BAH.001
Layanan Pembinaan SMK
Kehutanan

Satuan

Unit

Unit

Hektare

Layanan

Hektar

Orang

Orang

Layanan

2025

(Indika
tor
Baru)
1

457

458

Kegiatan 7300 : Pengembangan Generasi Pelestari Hutan (Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan)

T4.SS4.SP4.SK2
Menciptakan generasi
muda yang berperilaku
peduli cinta alam dan
berwirausaha kreatif
kehutanan

T4.SS4.1.SP4.1.SK2.1
Kegiatan Kewirausahaan
Kreatif Kehutanan yang
Terbentuk

BDC.001

Generasi Muda yang
Berorientasi
Kewirausahaan Bidang
Usaha Komoditas
Kehutanan

Unit
Usaha

Orang

10

250

149

TARGET

2026 2027

1 1
7 7
100 100
1 1
100 100

457 457
470 470
1 1
20 30
350 500

2028

100

100

457

470

40

650

2029 2025 2026

100

100

55.722.397 60.794.637
457
470
1
640.000 2.000.000
50
750

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

67.424.101

5.650.000

2028

74.166.511

7.325.000

2029

81.583.162

8.550.000



PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR
(IKU/ IKP/ IKK/RO)

T4.SS4.1.SP4.1.SK2.2
Jumlah Partisipasi
Generasi Muda yang
Mendukung Penelusuran
Data Deficient Jenis
Keanekaragaman Hayati
BDC.002

Generasi Muda yang
Mempunyai Aksi Peduli
Cinta Alam

Satuan

Orang

Orang

2025

(Indika
tor
Baru)

150

TARGET
2026 2027 2028

45 50 55

350 500 650

2029

60

750

2025

2026

TAHUN ANGGARAN (Rp Ribu)

2027

2028

2029
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Lampiran 2. MATRIKS INDIKASI PENDANAAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH
TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS DAN/ATAU PROYEK PRIORITAS

Kerangka Pendanaan Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Kementerian Kehutanan pada Prioritas Nasional 2

Target Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah) Alokasi Non APBN (dalam Juta Rupiah) Total (dalam Juta Rupiah)
KP/ProP/RO Indikator : : : : :
2025 . 2027 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029

Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati 184.442 229.620,5 372.481,5 445.569,3 42.132,5 184.442 229.620,5 372.481,5 445.569,3

Produksi Hasil 450 550

Hutan Bukan

Kayu (Buah-

buahan, Umbi-

umbian, Jagung,

Sagu, Tebu,

Singkong) (Ton)
Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat 437.608,9 532.344,5 674.353,5 747.088,9 106.235,1 437.608,9 532.344,5 674.353,5 747.088,9
Pembinaan dan Jumlah 200 279 73.034,3 107.763,2 156.956,4 202.385,3 4.000 73.034,3 107.763,2 156.956,4 202.385,3
Pemberdayaan kelompok
Kelompok masyarakat yang
Masyarakat dibina (Kelompok

Masyarakat)
Pendampingan Jumlah tenaga 1.600 3.326 54.215,3 73.211,6 92.207,9 111.204,1 35.219,1 54.215,3 73.211,6 92.207,9 111.204,1
Kelompok pendamping
Perhutanan Sosial perhutanan

sosial (Orang)
Peningkatan Jumlah 165 3.678 43.900 76.600 142.000 142.000 3.400 43.900 76.600 142.000 142.000
Kapasitas (Kelola kelompok usaha
Kawasan, perhutanan
Kelembagaan, dan sosial yang
Usaha) Kelompok meningkat
Masyarakat kinerja usahanya
Penerima Akses (Kelompok
Kelola Kawasan Masyarakat)
Hutan
Peningkatan Jumlah KTH 20 793 20.162 26.962 33.762 40.562 727,2 20.162 26.962 33.762 40.562
kemandirian yang meningkat
Kelompok Tani Kemandirian
Hutan Usahanya

(Kelompok

Masyarakat)
Produksi Hasil Jumlah 24 56 10.069,2 11.076,1 12.083 13.090 3.230 10.069,2 11.076,1 12.083 13.090

Hutan Bukan Kayu Pengawasan dan

(HHBK)

Pengendalian
Badan Usaha
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HHBK (Badan

Usaha)
Peningkatan Jumlah KUPS 390 2.119 2.119 2.120 2.120 58.043,9 231.193,5 231.198,5 231.302,6 231.302,6 58.043,9 231.198,5 231.193,5 231.302,6 231.302,6
Kemandirian yang meningkat
Usaha KUPS Nilai Transaksi

Ekonominya

(KUPS)

(Kelompok

Masyarakat)
Fasilitasi dan Jumlah Fasilitasi 20 279 296 320 354 1.615 5.034,6 5.538,1 6.041,5 6.545 1.615 5.034,6 5.538,1 6.041,5 6.545
Pembinaan Badan dan Pembinaan
Usaha untuk Badan Usaha

kemitraan konsesi Untuk Kemitraan
Konsesi (Badan
usaha)

Konservasi Sumber Daya Air 442.627,7 887.121,1 1.243.834,5 ..115.210,6 809.077,1 442.627,7 887.121,1 1.243.834,! 1.115.210,6 809.077,1

Luasan lahan 12,45 12,2 11,95 11,7 11,45
kritis dalam DAS

yang dipulihkan

(Juta Ha)

Jumlah mata air 60 120 180 240 300
yang

dipertahankan

dan

diselamatkan

(Unit)

Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air 653.244.,6 1.440.883,9 1.659.155 1.881.953,5 1.882.040 43.234,9 66.553,4 62.227,9 27.397,8 696.479,5 1.507.437,3 1.721.382,9 1.909.351,3 1.882.04

Pembangunan dan Terlaksananya 10 20 20 20 20 1,70 3,40 3,40 3,40 3,40 1,70 3,40 3,40 3,40 3,40
pengelolaan pembangunan
sumber benih dan pengelolaan
sumber benih
(Hektare)
Penyediaan benih Tersedianya 25 30 30 30 30 367,50 392,50 392,50 392,50 392,50 367,50 392,50 392,50 392,50 392,50
berkualitas, bibit benih
berkualitas, bibit berkualitas, bibit
produktif dan bibit berkualitas, bibit

hasil produktif dan
pemberdayaan bibit hasil
masyarakat pemberdayaan
masyarakat
(Juta Unit)
Rehabilitasi hutan Terlaksananya 3.300 48.300 48.300 48.300 48.300 267.694,6 999.203,9 1.217.475 1.440.273,5 1.440.360 43.234,9 66.553,4 62.227,9 27.397,8 310.929,5 1.065.757,3 1.279.702,9 1.467.671,3 1.440.36

dan lahan secara rehabilitasi
vegetatif di DAS hutan dan lahan
yang dipulihkan  secara vegetatif
di DAS yang
dipulihkan
(Hektare)
Rehabilitasi hutan Terlaksananya  75.000 210.000 210.000 210.000 210.000 16,35 45,78 45,78 45,78 45,78 16,35 45,78 45,78 45,78 45,78
dan lahan secara rehabilitasi



vegetatif oleh
masyarakat dan

hutan dan lahan
secara vegetatif

stakeholder lainnyaoleh masyarakat

Pengawetan Air

dan stakeholder
lainnya (Hektare)

Rehabilitasi hutan Terlaksananya

dan lahan secara
sipil teknis di DAS
yang dipulihkan

rehabilitasi
hutan dan lahan
secara sipil
teknis di DAS
yang dipulihkan
(Unit)

550

36.000 36.000

Peningkatan kapasitas, kelembagaan, data, dan informasi

Peningkatan
stakeholder dalam
pengelolaan DAS

Peningkatan
stakeholder dalam
pengelolaan
mangrove

Penyediaan data
dan informasi
kinerja DAS

Jumlah
kelembagaan
multistakeholder
pengelolaan DAS
yang meningkat
kapasitasnya
(Lembaga)

Terlaksananya
peningkatan
kapastitas
stakeholder
dalam
pengelolaan
mangrove
(Lembaga)

Jumlah data dan
informasi Kinerja
DAS,
pemantauan
Danau dan Mata
Air yang
disediakan
(Sistem
Informasi)

34

34

34

34

34

34

Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove

Rehabilitasi Hutan Terlaksananya

Mangrove

rehabilitasi
hutan mangrove
(Hektare)

500

4.400

34

34

34

4.400

36.000 36.000

34

34

34

4.400

34

34

4.400

12.750,7

12.750,7

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

21.243,2

21.243,2

665.917

665.917

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

133.114,2

133.114,2

665.917

665.917

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

155.091

155.091

665.917

665.917

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

167.321,4

167.321,4
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665.917

665.917

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

167.321,4

167.321,4

12.750,7

12.750,7

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

43.743,2

43.743,2

665.917

665.917

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

158.114,2

158.114,2

665.917

665.917

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

235.239,2

235.239,2

665.917

665.917

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

247.469,6

247.469,6

665.917

665.917

93.360,1
19.455,7

19.455,7

54.448,8

167.321,4

167.321,4



Penyelamatan Mata Air Kritis

Rehabilitasi
imbuhan mata air
secara vegetatif

Terlaksananya 100  15.000 25.000 9.800 100
rehabilitasi

imbuhan mata

air secara

vegetatif

(Hektare)

Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Kualitas Air

Fasilitasi
pembinaan
reklamasi dan
rehabilitasi
penggunaan
kawasan hutan

Terlaksananya 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
fasilitasi

pembinaan

reklamasi dan

rehabilitasi

penggunaan

kawasan hutan

(Hektare)

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman

Hayati Tinggi

Jumlah unit 304 325 350 375 400
KSA, KPA, dan

TB dengan

kategori

pengelolaan

efektif (Unit)

Luas Areal 528 500 1.000 1.000 1.000
Preservasi yang

dikembangkan

(Ribu Hektare)

Luas Pemulihan 20.000 70.000 70.000 70.000 70.000
Ekosistem di

KSA, KPA dan TB

(Hektare)

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan

Taman Buru (TB)

Buru (TB)

Inventarisasi dan Luas Usaha 15.000 16.500 18.150 19.965 21.962
Verifikasi Usaha  dan/atau

dan/atau Kegiatan Kegiatan

Terbangun di Terbangun di

Kawasan Suaka KSA, KPA, dan

Alam (KSA), TB yang

Kawasan diinventarisasi

Pelestarian Alam  dan diverifikasi

(KPA), dan Taman (Hektare)

1.834,5

1.834,5

3.000

3.000

284.082,6

44.420

11.000

275.816,9

275.816,9

3.010

3.010

801.646

97.050

11.000

555.405,3

555.405,3

3.010

3.010

975.077

120.400

11.000

414.551

414.551

3.010

3.010

1.084.050,4

123.650

11.000

154

188.565,7

188.565,7

3.010

3.010

1.112.322

125.360

11.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

1.834,5

1.834,5

195.003

195.003

284.082,6

44.420

11.000

275.816,9

275.816,9

195.003,01

195.003.01

801.646

97.050

11.000

555.405,3

555.405,3

195.003.01

195.003.01

975.077

120.400

11.000

414.551

414.551

195.003.01

195.008.01

1.084.050,4

123.650

11.000

188.565,7

188.565,7

195.003.01

195.003.01

1.112.322

125.360

11.000



Optimalisasi tata
kelola kerja sama
penguatan fungsi
dan pembangunan
strategis di
Kawasan Suaka
Alam (KSA),
Kawasan
Pelestarian Alam
(KPA), dan Taman
Buru (TB)
Penguatan
Perencanaan
Kawasan Suaka
Alam (KSA),
Kawasan
Pelestarian Alam
(KPA), dan Taman
Buru (TB)
Penilaian
Efektifitas
Pengelolaan
Kawasan Suaka
Alam (KSA),
Kawasan
Pelestarian Alam
(KPA), dan Taman
Buru (TB)
Pengendalian
kebakaran di
Kawasan Suaka
Alam (KSA),
Kawasan
Pelestarian Alam
(KPA), dan Taman
Buru (TB)

Fasilitasi
Pengembangan
Pengelolaan Areal
Preservasi

Jumlah 80 80 80 80 80
dokumen tata

kelola kerja sama

(Dokumen)

Jumlah Kawasan 43 43 43 43 43
yang tersusun

dokumen

perencanaannya

(Dokumen)

Jumlah Kawasan 284 284 284 284 284
yang dilakukan

penilaian METT

(Lembaga)

Luas Kawasan 28.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Suaka Alam,

Kawasan

Pelestarian Alam,

dan Taman Buru

yang

dikendalikan

kebakarannya

(Hektare)

Luas areal 528.000 580.800 638.880 702.768 773.045
preservasi yang

difasilitasi

pengelolaan

(Hektare)

Pemulihan Ekosistem Darat yang Terdegradasi

Pemulihan Luas Kawasan 20.000 22.000 24.200 26.620 29.282
Ekosistem Daratan yang diintervensi
yang Terdegradasi dalam pemulihan

di KSA, KPA dan
TB

ekosistem
(Hektare)

Pemulihan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir, dan Laut yang Terdegradasi

4.320

13.600

5.000

5.500

5.000

102.354
102.354

23.971,8

9.600

50.950

5.000

5.500

15.000

528.829
528.829

142.859,2

10.200

57.700

5.000

5.500

31.000

545.888
545.888

164.836

12.000

55.150

5.000

5.500

35.000

528.829
528.829

176.286,8

155

11.560

52.300

5.000

5.500

40.000

511.770
511.770

175.117,4

4.320

13.600

5.000

5.500

5.000

102.354
102.354

23.971,8

9.600

50.950

5.000

5.500

15.000

528.829
528.829

142.859,2

10.200

57.700

5.000

5.500

31.000

545.888
545.888

164.836

12.000

55.150

5.000

5.500

35.000

528.829
528.829

176.286,8

11.560

52.300

5.000

5.500

40.000

511.770
511.770

175.117,4



Rehabilitasi Hutan Terlaksananya 500 4.400 4.400 4.400 4.400
Mangrove rehabilitasi

hutan mangrove

(Hektare)

Pemulihan Luas Ekosistem 1 1 1 1 1
Ekosistem Perairan Perairan yang
yang Terdegradasi diintervensi
di KSA, KPAdan dalam rangka
TB pemulihan
(Hektare)

Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota
Perairan

Indeks Daftar 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76
Merah Nasional

status

keterancaman

spesies (Poin)

Pemantauan, Penyelamatan, dan Penanganan Konflik Spesies Tumbuhan, Satwa
Liar, dan Biota Perairan

Penyelamatan Jumlah Lokasi 200 275 325 375 425
Jenis Tumbuhan Penyelamatan
dan Satwa Liar Tumbuhan dan

Satwa Liar

(Lokasi)

Informasi Jumlah 1 1 1 1 1
Keterancaman Dokumen
Spesies Indonesia Informasi

Keterancaman

Spesies

Indonesia

(Dokumen)

Pengembangbiakan dan Konservasi Keragaman Genetik Spesies Tumbuhan,
Satwa Liar, dan Biota Perairan

Optimalisasi Jumlah lembaga 18 20 22 24 26
Pengelolaan konservasi yang
Lembaga ditingkatkan
Konservasi pengelolaannya

(Lembaga)
Pengembangbiakan Jumlah Spesies 6 8 10 12 14
Spesies Prioritas  yang dilakukan

upaya

pengembangbiak

an (Spesies)

Pemberantasan Perburuan dan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar,
serta IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing

21.243,2

2.728,6

378.992,6

16.800

15.000

1.800

5.700

4.100

1.600

137.000

133.114,2

9.745

1.020.178

57.000

49.500

7.500

13.700

4.100

9.600

180.000

155.091

9.745

1.249.330

96.000

85.500

10.500

14.300

4.500

9.800

210.000

167.321,4

8.965,4

.388.539,8

117.000

94.500

22.500

15.780

5.000

10.780

240.000

156

167.321,4 21.243,2 133.114,2
7.796 2.728,6 9.745

414.789,8 378.992,6 1.020.178
106.500 16.800 57.000
76.500 15.000 49.500
30.000 1.800 7.500
17.358 5.700 13.700
5.500 4.100 4.100
11.858 1.600 9.600
280.000 137.000 180.000

155.091

9.745

1.249.330

96.000

85.500

10.500

14.300

4.500

9.800

210.000

167.321,4

8.965,4

1.388.539,8

117.000

94.500

22.500

15.780

5.000

10.780

240.000

167.321,4

7.796

1.414.789,8

106.500

76.500

30.000

17.358

5.500

11.858

280.000



Peningkatan

Jangkauan
Patroli

Perlindungan dan Perlindungan

Pengamanan di

dan Pengamanan

Kawasan Suaka di Kawasan

Alam (KSA), Suaka Alam 500 800 100 1.100 1"20000’0
Kawasan (KSA), Kawasan
Pelestarian Alam Pelestarian Alam
(KPA), dan Taman (KPA) dan Taman
Buru (TB) Buru (TB) (Ribu
Hektare)
Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati
Jumlah kelompok Jumlah 200 775 1.350 1.925 2.500
masyarakat yang kelompok
dibina dalam masyarakat yang
upaya konservasi dibina dalam
Kawasan dan upaya konservasi
keanekaragaman kawasan dan
hayati keanekaragaman
hayati (Kelompok
masyarakat)
Pelibatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Masyarakat yang Jumlah 500 550 600 650 700
dilibatkan dalam Masyarakat yang
Kegiatan dilibatkan dalam
Konservasi Kegiatan
Kawasan dan Konservasi
Keanekaragaman Kawasan dan
Hayati Keanekaragaman
Hayati (Orang)
Pembinaan dan Jumlah 200 259 279 299 319
Pemberdayaan kelompok
Kelompok masyarakat yang
Masyarakat dibina (Kelompok
Masyarakat)
Integrasi Data dan Pengayaan IPTEK Keanekaragaman Hayati
Penguatan Data  Jumlah Datadan 20 22 24 27 29
dan Informasi Informasi
Keanekaragaman Keanekaragaman
Hayati Hayati (Data)

Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan
mendukung Bioekonomi

137.000

15.452

10.952

6.952

4.000

8,60
8,60

13.029,9

180.000

88.178,3

80.178,3

7.144

73.034,3

28,64
28,64

163.600

210.000

122.099,2

115.099,2

7.336

107.763,2

31.504
31.504

285.700

240.000

171.734,4

164.484,4

7.528

156.956,4

34.654,4
34.654,4

297.800

157

280.000

217.605,3

210.105,3

7.720

202.385,3

38.119,8
38.119,8

169.900

137.000

15.452

10.952

6.952

4.000

8,60
8,60

13.029,9

180.000

88.178,3

80.178,3

7.144

73.034,3

28,64
28,64

163.600

210.000

122.099,2

115.099,2

7.336

107.763,2

31.504
31.504

285.700

240.000

171.734,4

164.484 4

7.528

156.956,4

34.654,4
34.654,4

297.800

280.000

217.605,3

210.105,3

7.720

202.385,3

38.119,8
38.119,8

169.900



Nilai PNBP dari 26 26 27 27 28
hasil

pemanfaatan

tumbuhan dan

satwa liar

berkelanjutan

(Miliar Rupiah)

Luas kawasan 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
hutan konservasi

yang

dipersiapkan

untuk

implementasi

nilai ekonomi

karbon (juta

Hektare

(kumulatif))

Nilai PNBP dari 209 215 222 230 239
pemanfaatan

jasa lingkungan

KSA, KPA dan TB

(Miliar Rupiah)

Pemanfaatan Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan Secara Berkelanjutan

Layanan Jumlah Layanan 265 315 327 339 350
Penguatan Penguatan
pemanfaatan TSL pemanfaatan TSL
yang berkelanjutan yang
berkelanjutan
(Layanan)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon, Air, dan Panas Bumi Secara
Berkelanjutan

Penyiapan Luas kawasan 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000

Kawasan Hutan hutan konservasi

Konservasi untuk yang disiapkan

Implementasi Nilai dalam

Ekonomi Karbon implementasi
nilai ekonomi
karbon (Hektare)

Sosialisasi, Jumlah 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000
promosi dan masyarakat yang
pemasaran meningkat

pemanfaatan jasa kesadartahuan

lingkungan di KSA, masyarakat

KPA dan TB dalam
pemanfaatan
jasa lingkungan
(Orang)

40.000

40.000

17.623,1

422,3

15.629,9

44.000

44.000

15.350

1.100

6.250

48.000

48.000

16.262,5
1.200

6.562,5

52.000

52.000

17.018,8

1.300

7.218,8

158

56.000

56.000

17.840,6

1.400

7.940,6

40.000

40.000

17.623,1

422,3

15.629,9

44.000

44.000

15.350

1.100

6.250

48.000

48.000

16.262,5
1.200

6.562,5

52.000

52.000

17.018,8

1.300

7.218,8

56.000

56.000

17.840,6

1.400

7.940,6



Model
Pembangunan
minihidro/mikrohi
dro

Peningkatan
pemanfaatan jasa

Jumlah model 2 2 3 3 3

minihidro/mikro
hidro yang
dibangun (Unit)

Jumlah 32 35 37 39 40

Dokumen

lingkungan air dan Pemanfaatan

panas bumi di
Kawasan Suaka
Alam (KSA),

Jasa Lingkungan
Air dan Panas
Bumi (Dokumen)

Kawasan
Pelestarian Alam
(KPA) dan Taman
Buru (TB)

Pengelolaan Wisata Alam dan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan

Destinasi Wisata Jumlah 13 39 49 59
Alam yang Destinasi yang

Dikembangkan dikembangan

Sarprasnya sarana

prasarana wisata
alamnya (Unit)

Fasilitasi Usaha Jumlah 15 30 45 60
Ekonomi Produktif kelompok

Kelompok masyarakat yang

Masyarakat dalam difasilitasi dalam

rangka peningkatan

Pemanfaatan usaha ekonomi

Jasling Wisata (Kelompok

Alam Masyarakat)

Peningkatan Jumlah 204 224 244 264

pemanfaatan jasa dokumen
lingkungan wisata pemanfaatan
alam di Kawasan jasa lingkungan
Suaka Alam (KSA), wisata alam
Kawasan (Dokumen)
Pelestarian Alam

(KPA), dan Taman

Buru (TB)

68

75

284

Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan

Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
Jumlah produk 15 15 20 20
yang
dikembangkan
melalui
bioprospeksi
(Produk
(Kumulatif))

Pengembangan Bioprospeksi, Bioteknologi, serta Akses dan Pembagian
Keuntungan Sumber Daya Genetik

25

470

1.100,9

5.886,3

2.397,6

897

2.591,7

25.000

15.000

1.000

7.000

167.000
150.000

10.000

7.000

25.000

15.000

1.500

7.000

287.000
270.000

10.000

7.000

25.000

15.000

159

1.500 1.050
7.000 7.000
297.000 167.000
280.000 150.000
10.000 10.000
7.000 7.000
25.000 25.000
15.000 15.000

470

1.100,9

5.886,3

2.397,6

897

2.591,7

25.000

15.000

1.000

7.000

167.000

150.000

10.000

7.000

25.000

15.000

1.500

7.000

287.000
270.000

10.000

7.000

25.000

15.000

1.500

7.000

297.000
280.000

10.000

7.000

25.000

15.000

1.050

7.000

167.000

150.000

10.000

7.000

25.000

15.000



Pengembangan Jumlah Spesies 10 20 25 30 35
Bioprospeksi Sumber Daya
Sumber Daya Genetik yang
Genetik Spesies dikembangkan
Liar melalui
bioprospeksi
(Spesies)

Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penertiban dan Penegakan Hukum LHK
dan Penataan Ruang

Luas kawasan 800 900 1.000 1.100 1.200.0
hutan yang 00
diamankan (Ribu

Hektare)

Pembentukan dan Peningkatan kapasitas aparatur negara, aparat pengawas,
penyidik dan penegak hukum lingkungan hidup, kehutanan dan tata ruang

Aparat Jumlah Aparat 150 170 190 210 230
perlindungan Perlindungan
hutan dan penegak Hutan dan
hukum kehutanan Penegak Hukum
yang ditingkatkan Kehutanan yang
kapasitasnya ditingkatkan
kapasitasnya
(Orang)

Pengawasan Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan
Perundang-Undangan Bidang Kehutanan

Usaha dan/atau  Jumlah Usaha 4 4 5 S 4
kegiatan yang dan/atau

diawasi kegiatan yang

ketaatannya diawasi

terhadap perizinan ketaatannya
bidang kehutanan terhadap
perizinan bidang

kehutanan

(Badan Usaha)
Penanganan aduan Jumlah laporan 80 82 84 86 88
atas usaha Penanganan

dan/atau kegiatan aduan atas

bidang kehutanan usaha dan/atau
kegiatan bidang
kehutanan
(Dokumen)

Penanganan perkara bidang LHK yang diselesaikan

Berkas Jumlah Berkas 10 11 11 12 12
Penyelesaian Penyelesaian
Permasalahan Permasalahan
Penggunaan Penggunaan
Kawasan Hutan Kawasan Hutan
(Perkara)

Pemulihan Lahan dan Pertanian Berkelanjutan

15.000

55.735

3.800

3.800

15.850

6.750

9.100

950
950

15.000

136.360

15.870

15.870

18.450

8.500

9.950

3.850
3.850

15.000

150.340

17.490

17.490

20.300

9.500

10.800

3.872
3.872

15.000

157.530

19.080

19.080

22.050

10.500

11.550

5.808
5.808

160

15.000

163.480

19.430

19.430

23.700

11.500

12.200

6.000
6.000

15.000

55.7350

3.800

3.800

15.850

6.750

9.100

950
950

15.000

136.360

15.870

15.870

18.450

8.500

9.950

3.850
3.850

15.000

150.340

17.490

17.490

20.300

9.500

10.800

3.872
3.872

15.000

157.530

19.080

19.080

22.050

10.500

11.550

5.808
5.808

15.000

163.480

19.430

19.430

23.700

11.500

12.200

6.000
6.000



Peningkatan cadangan karbon dengan rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan Terlaksananya 3.300 48.300 48.300 48.300 48.300
dan lahan secara rehabilitasi
vegetatif di DAS hutan dan lahan
yang dipulihkan  secara vegetatif
di DAS yang
dipulihkan
(Hektare)

Pengembangan Regulasi dan mekanisme perdagangan karbon (termasuk bursa
karbon) di tingkat internasional, nasional dan daerah)

Luas kawasan ~ 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000

hutan konservasi

Penyiapan

Kawasan Hutan

Konservasi untuk yang disiapkan

Implementasi Nilai dalam

Ekonomi Karbon implementasi
nilai ekonomi
karbon (Hektare)

Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau

Pelaksanaan Pendidikan /Pelatihan Hijau

Peserta didik SMK Jumlah Peserta 458 470 470 470 470

bidang kehutanan didik SMK

yang kompeten dan bidang

bersertifikat kehutanan yang
kompeten dan
bersertifikat
(Orang)

SDM Kehutanan  Jumlah SDM

yang mendapatkan Kehutanan yang

Pengembangan mendapatkan

Kompetens Pengembangan
Kompetensi
(Orang)

8.183 9.683 11.183 12.683 14.183

Peningkatan Produktivitas Hutan

Nilai ekspor
produk
kehutanan dari
pengelolaan
hutan lestari
(Miliar USD)
Nilai PNBP 7,72 8,29 8,86 9,42 9,99
Fungsional

Kehutanan

(Triliun Rupiah)

14,95 15,34 1574 16,14 16,54

Peningkatan Produktivitas Produk Kehutanan Kayu

267.694,6
267.694,6

632,3

632,3

78.755,6
51.980,6

26.775

299.792,5
103.522,5

196.270

8.502,5

999.203,9
999.203,9

1.600

1.600

100.252,2
56.678,7

43.573,5

550.535,5
169.901,7

380.633,9

26.505,4

1.217.475
1.217.475

1.700

1.700

113.220,1
62.896,6

50.323,5

696.726,2
192.121,8

504.604,4

29.156

1.440.2783,5
1.440.273,5

1.800

1.800

126.259,7
69.186,2

57.073,5

730.442,7
214.442

516.000,7

31.806,5

161

1.440.360
1.440.360

1.900

1.900

139.928 4
76.104,9

63.823,5

649.024,8
236.462,2

412.562,7

34.457,1

43.234.948
43.234.948

66.553.382 62.227.903 27.397.819
66.553.382 62.227.903 27.397.819

43.502.642,6
43.502.642,6

632,3

632,3

78.755,6
51.980,6

26.775

299.792,5
103.522,5

196.270

8.502,5

67.552.585,9
67.552.585,9

1.600

1.600

100.252,2
56.678,7

43.573,5

550.535,5
169.901,7

380.633,9

26.505,4

63.445.378
63.445.378

1.700

1.700

113.220,1
62.896,6

50.323,5

696.726,2
192.121,8

504.604,4

29.156

28.838.092,5
28.838.092,5

1.800

1.800

126.259,7
69.186,2

57.073,5

730.442,7
214.442

516.000,7

31.806,5

1.440.360
1.440.360

1.900

1.900

139.928,4
76.104,9

63.823,5

649.024,8
236.462,2

412.562,7

34.457,1



Pembinaan
hilirisasi industri
pengolahan Hasil
Hutan (PBPHH)
Skala Besar

Produksi kayu
bulat
berkelanjutan

Penanaman hutan
oleh PBPH/Hak
pengelolaan

Jumlah fasilitasi 150
pembinaan

hilirisasi

industri

pengolahan Hasil
Hutan (PBPHH)

Skala Besar

(Fasilitasi)

Jumlah produksi 272
kayu bulat
berkelanjutan

(Badan Usaha)
Pengawasan dan = 272
Pengendalian

Badan Usaha
Penanaman

hutan oleh

PBPH/Hak

pengelolaan

(Badan Usaha)

Diversifikasi Produk Kehutanan (Non Kayu)

Layanan
Penguatan
pemanfaatan TSL

Jumlah Layanan 265
Penguatan
pemanfaatan TSL

yang berkelanjutan yang

Produksi Hasil

berkelanjutan
(Layanan)
Jumlah 24

Hutan Bukan Kayu Pengawasan dan

(HHBK)

Pengembangan
Bioprospeksi
Sumber Daya
Genetik Spesies
Liar

Pengendalian
Badan Usaha
HHBK (Badan
Usaha)
Jumlah Spesies 10
Sumber Daya
Genetik yang
dikembangkan
melalui
bioprospeksi
(Spesies)

155

280

280

37

20

160

290

290

327

56

25

Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan Melalui Agroforestri

Nilai Investasi 0,24
Sektor

Kehutanan

(Triliun Rupiah)

0,48

0,72

Pengembangan Percontohan Bioekonomi Berbasis Agroforestri

Penguatan peran
bisnis dalam
pengelolaan hutan

Jumlah Fasilitasi 16
Penguatan peran
bisnis dalam
pengelolaan

23

31

165

300

300

339

84

30

43

170

310

310

124

35

1,2

58

1.650

5.237,5

1.615

58.230
40.000

3.230

15.000

11.355

4.650
2.385

5.143,6

16.327,2

5.034,6

69.069,2
44.000

10.069,2

15.000

35.397,6

14.495,8
7.434,9

5.658

17.959,9

5.538,1

74.076,1
48.000

11.076,1

15.000

38.937,4

15.945,4
8.178,4

6.172,4

19.592,6

6.041,5

79.083
52.000

12.083

15.000

42.477,1

17.394,9
8.921,9

162

6.686,7

21.225,3

6.545

84.090
56.000

13.090

15.000

46.016,9

18.844,5
9.665,4

1.650

5.237,5

1.615

58.230
40.000

3.230

15.000

11.355

4.650
2.385

5.143,6

16.327,2

5.034,6

69.069,2
44.000

10.069,2

15.000

35.397,6

14.495,8
7.434,9

5.658

17.959,9

5.538,1

74.076,1
48.000

11.076,1

15.000

38.937,4

15.945,4
8.178,4

6.172,4

19.592,6

6.041,5

79.083
52.000

12.083

15.000

42.477,1

17.394,9
8.921,9

6.686,7

21.225,3

6.545

84.090
56.000

13.090

15.000

46.016,9

18.844,5
9.665,4



Modeling
pengembangan

hutan (Badan
usaha)

Jumlah Modeling 2 4 6 8
pengembangan

produk bioekonomi produk

Fasilitasi dan
Pembinaan Badan
Usaha untuk
kemitraan konsesi

bioekonomi

(Badan usaha)

Jumlah Fasilitasi 20 279 296 320
dan Pembinaan

Badan Usaha

Untuk Kemitraan

Konsesi (Badan

usaha)

Riset dan Teknologi untuk Mendukung Peningkatan Nilai Tambah

Layanan
Laboratorium
Kehutanan Bidang
Pengembangan
Hutan
Berkelanjutan

Layanan
Laboratorium
Kehutanan Bidang
Pengembangan
Mitigasi dan
Adaptasi Bencana
Hidrometeorologi
Kehutanan

Layanan
Laboratorium
Kehutanan
Pengembangan
Sosial Ekonomi
Masyarakat Hutan

Jumlah layanan 7 7 7 7
Laboratorium

Kehutanan

Bidang

Pengembangan

Hutan

Berkelanjutan

(Layanan)

Jumlah layanan 1 1 1 1
Laboratorium

Kehutanan

Bidang

Pengembangan

Mitigasi dan

Adaptasi Bencane

Hidrometeorologi

Kehutanan

(Layanan)

Jumlah layanan 1 1 1 1
Laboratorium

Kehutanan

Pengembangan

Sosial Ekonomi

Masyarakat

Hutan (Layanan)

Pengembangan Akses Pasar, Investasi dan Infrastruktur Pendukung

Badan Usaha yang
ditingkatkan
investasinya

Kegiatan Usaha
Pemanfaatan
Hutan yang
diawasi dan
dikendalikan

Jumlah Fasilitasi 40 64 100 153
dan Pembinaan

Badan Usaha

(Badan usaha)

Jumlah 40 75 139 251
Pengawasan dan

Pengendalian

Badan Usaha

(Badan usaha)

10 650
354 1.615
4.155,6
7 3.200
1 500
1 455,6
8.590
231 3.440
442 5.150

2.026,3

5.034,6

5.000
4.000

500

500

26.778,1
10.723,7

16.054,4

2.228,9

5.538,1

6.150
5.000

650

500

29.455,9
11.796,1

17.659,9

2.431,5

6.041,5

13.750
6.250

700

500

32.133,8
12.868,4

19.265,3

163

2.634,2

6.545

9.062,5
7.812,5

750

500

34.811,6
13.940,8

20.870,8

65

1.615

4.155,6
3.200

500

455,6

8.590
3.440

5.150

2.026,3

5.034,6

5.000
4.000

500

500

26.778,1
10.723,7

16.054,4

2.228,9

5.538,1

6.150
5.000

650

500

29.455,9
11.796,1

17.659,9

2.431,5

6.041,5

13.750
6.250

7.000

500

32.133,8
12.868,4

19.265,3

2.634,2

6.545

9.062,5
7.812,5

750

500

34.811,6
13.940,8

20.870,8



Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari

Penguatan 1.022
kapasitas

pengelola

kawasan hutan

di tingkat tapak

(KPH, KUPS dan

PBPH) (Unit)

Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pemerintah

KPH yang masuk Jumlah KPH 20
kategori efektif yang masuk
kategori efektif
(Lembaga)
Jumlah KHDTK 7
Diklat
Kehutanan yang
dikembangkan
(Unit)

1.587

140

Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pelaku Bisnis

Fasilitasi Jumlah Fasilitasi 28
Pengembangan Pengembangan
Multiusaha bagi ~ Multiusaha bagi
Perizinan Berusaha Perizinan

Pemanfaatan Berusaha

Hutan Pemanfaatan
Hutan (Badan
usaha)

56

Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari

Desa yang 528
menggunakan

data dan

informasi batas
kawasan hutan

sebagai rujukan

dalam peta

wilayah desa

(Desa)

1.056

2.152

160

84

1.584

Penguatan Perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan

Penguatan dan Jumlah 25
pengendalian dokumen
perencanaan Penguatan dan
kawasan hutan pengendalian
nasional dan perencanaan
daerah kawasan hutan
nasional dan
daerah
(Rekomendasi

Kebijakan)

25

25

2.717

180

112

2.112

25

3.282
6.640,2
200 3.450,2
7 3.190
4.037,5
140 4.037,5
83.982

2.640
102.182
25 10.000

4.725

14.264,5
10.755,5

3.509

12.586,4

12.586,4

139.800,6

115.623
10.000

6.300

15.691
11.831,1

3.859,9

13.845,1

13.845,1

425.425,6

361.248
10.000

7.875

17.152,5
12.906,6

4.245,9

15.103,7

15.108,7

303.586,6

237.409
10.000

164

9.450

18.652,6
13.982,2

4.670,5

16.362,3

16.362,3

280.427,6

216.250
10.000

6.640,2
3.450,2

3.190

4.037,5

4.037,5

83.982

102.182
10.000

4.725

14.264,5
10.755,5

3.509

12.586,4

12.586,4

139.800,6

115.623
10.000

6.300

15.691
11.831,1

3.859,9

13.845,1

13.845,1

425.425,6

361.248
10.000

7.875

17.152,5
12.906,6

4.245,9

15.103,7

15.108,7

303.586,6

237.409
10.000

9.450

18.652,6
13.982,2

4.670,5

16.362,3

16.362,3

280.427,6

216.250
10.000



Penataan Batas
Kawasan Hutan
untuk
Pemutakhiran
Penetapan
Kawasan Hutan

Pemutakhiran
penetapan
kawasan hutan

Penguatan dan
penegasan batas
kawasan hutan

Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan

Hasil Verifikasi

Pelaksanaan
penataan batas
Kawasan Hutan
dalam rangka
pemutakhiran
batas kawasan
hutan
(Rekomendasi
Kebijakan)

SK Penetapan
Kawasan Hutan
diterbitkan
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
(Rekomendasi
Kebijakan)
Rekomendasi
kebijakan atas
pelaksanaan
penataan batas
Kawasan Hutan
(Rekomendasi
Kebijakan)

Jumlah Badan

PNBP Penggunaan Usaha Hasil
Kawasan Hutan di Verifikasi PNBP

Wilayah Kerja
BPKH

Pengendalian
Penggunaan

Penggunaan
Kawasan Hutan
di Wilayah Kerja
BPKH (Badan
usaha)
Terlaksananya
Pengendalian

Kawasan Hutan di Penggunaan

wilayah BPKH

Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan

Kawasan Hutan
di wilayah BPKH
(Badan usaha)

Kelompok
masyarakat di
dalam dan
sekitar kawasan
hutan yang
dilibatkan dalam
pengelolaan
hutan (kelompok)
(Kelompok
Masyarakat)

17.334 18.214

71.670

8.200

12.312

107.975
87.500

20.475

163.256,8

67.650

8.200

29.773

107.975
87.500

20.475

696.942,3

221.310

8.200

121.738

107.975
87.500

20.475

781.338,6

100.770

8.200

118.439

107.975
87.500

20.475

931.353,1

165

99.600

8.200

98.450

122.750
87.500

35.250

950.349,3

71.670

8.200

12.312

107.975
87.500

20.475

163.256,8

67.650

8.200

29.773

107.975
87.500

20.475

696.942,3

221.310

8.200

121.738

107.975
87.500

20.475

781.338,6

100.770

8.200

118.439

107.975
87.500

20.475

931.353,1

99.600

8.200

98.450

122.750
87.500

35.250

950.349,3



Nilai transaksi
ekonomi
kelompok
masyarakat
kehutanan
(Miliar Rupiah)

1.900

2.150

2.400

2.650

2.900

Pengembangan hasil hutan berbasis masyarakat untuk ketahanan pangan,

energi, dan air
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Kelompok
Masyarakat

Pendampingan
Kelompok

Jumlah
kelompok
masyarakat yang
dibina (Kelompok
Masyarakat)
Jumlah Tenaga
Pendamping

Perhutanan Sosial Perhutanan

Sosial (Orang)

Pengembangan Jumlah

Mitra Perhutanan Kemitraan

Sosial Perhutanan
Sosial yang
ditingkatkan
(Kesepakatan)

Peningkatan Jumlah

Kapasitas (Kelola kelompok usaha

Kawasan, perhutanan

Kelembagaan, dan sosial yang
Usaha) Kelompok meningkat

Masyarakat
Penerima Akses
Kelola Kawasan
Hutan
Peningkatan
kemandirian
Kelompok Tani
Hutan

Pengembangan
Hutan Adat

Peningkatan
Kemandirian
Usaha KUPS

kinerja usahanya
(Kelompok
Masyarakat)

Jumlah KTH
yang meningkat
Kemandirian
Usahanya
(Kelompok
Masyarakat)
Jumlah
kelompok usaha
di hutan adat
yang
dikembangkan
(Kelompok
Masyarakat)
Jumlah KUPS
yang meningkat
Nilai Transaksi
Ekonominya
(KUPS)
(Kelompok
Masyarakat)

200

1.600

10

165

20

390

259

2.463

348

2.109

593

2.119

279

3.326

348

3.678

793

10

2.119

299

4.189

348

6.816

993

10

2.120

319

5.052

348

6.816

1.193

2.120

103.565,1

4.000

35.219,1

1.275

3.400

727,2

900

58.043,9

468.375,1

73.034,3

54.215,3

44.370

43.900

20.162

1.500

231.193,5

561.600,3

107.763,2

73.211,6

44.370

76.600

26.962

1.500

231.193,5

702.098,9

156.956,4

92.207,9

44.370

142.000

33.762

1.500

231.302,6

166

773.324

202.385,3

111.204,1

44.370

142.000

40.562

1.500

231.302,6

103.565,1

4.000

35.219,1

1.275

3.400

727,2

900

58.043,9

468.375,1

73.034,3

54.215,3

44.370

43.900

20.162

1.500

231.193,5

561.600,3

107.763,2

73.211,6

44.370

76.600

26.962

1.500

231.193,5

702.098,9

156.956,4

92.207,9

44.370

142.000

33.762

1.500

231.302,6

773.324

202.385,3

111.204,1

44.370

142.000

40.562

1.500

231.302,6
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Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan 15.860,6 29.135 32.400 35.720 39.185 15.860,6 29.135 32.400 35.720 39.185
Distribusi Akses Jumlah 252 252 252 252 252 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820
Kelola Kawasan kelompok
Hutan oleh masyarakat
Masyarakat penerima
persetujuan
perhutanan
sosial (Kelompok
Masyarakat)
Evaluasi Jumlah akses 30 210 420 630 840 775 4.165 7.430 10.750 14.215 775 4.165 7.430 10.750 14.215
pemberian kelola kawasan
persetujuan kelola hutan oleh
kawasan hutan masyarakat yang
oleh masyarakat dievaluasi
(Kelompok
Masyarakat)
Penanganan Jumlah Kasus 10 55 55 55 55 2.989,6 11.110 11.110 11.110 11.110 2.989,6 11.110 11.110 11.110 11.110

Konflik Tenurial di konflik tenurial
Kawasan Hutan yang ditangani

(Layanan)
Penetapan Hutan Jumlah hutan 7 20 20 20 20 3.276 5.040 5.040 5.040 5.040 3.276 5.040 5.040 5.040 5.040
Adat adat yang

ditetapkan

(Layanan)
Perlindungan dan Pengamanan Hutan 1.364.914 3.854.600,4 4.357.147,6 4.306.449,8 3.960.005,8 1.364.914 3.854.600,4 4.357.147,6  4.306.449,8  3.960.005,8

Penurunan Laju 0,111 0,106 0,102 98 94

Deforestasi (Juta

Ha/Tahun)
Peningkatan Pengamanan Hutan dan Kawasan Hutan 50.160 75.120 82.312 89.538 94.930 50.160 75.120 82.312 89.538 94.930
Aparat Jumlah Aparat 150 170 190 210 230 3.800 15.870 17.490 19.080 19.430 3.800 15.870 17.490 19.080 19.430
Perlindungan Perlindungan

Hutan dan Penegak Hutan dan
Hukum Kehutanan Penegak Hukum
yang ditingkatkan Kehutanan yang

kapasitasnya ditingkatkan
kapasitasnya
(Orang)
Berkas Jumlah Berkas 10 11 11 12 12 950 3.850 3.872 5.808 6.000 950 3.850 3.872 5.808 6.000
Penyelesaian Penyelesaian
Permasalahan Permasalahan
Penggunaan Penggunaan
Kawasan Hutan Kawasan Hutan
(Perkara)
Pengamanan Jumlah tindak 25 30 32 32 35 29.560 36.950 40.650 42.600 45.800 29.560 36.950 40.650 42.600 45.800

Kawasan Hutan pidana
kehutanan yang
ditangani
(Perkara)



Usaha dan/atau
kegiatan yang
diawasi
ketaatannya

Jumlah Usaha
dan/atau
kegiatan yang
diawasi

terhadap perizinan ketaatannya

bidang kehutanan

terhadap
perizinan bidang
kehutanan
(Badan Usaha)

Penanganan aduan Jumlah laporan

atas usaha
dan/atau kegiatan
bidang kehutanan

Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan

Kelompok
Masyarakat yang
Terlibat dalam
Pencegahan
Kebakaran Hutan

Operasi
Penanggulangan
Kebakaran Hutan
Melalui
Pemadaman Darat

Peta Kerawanan
Kawasan Hutan

Sarana dan
Prasarana
Pengendalian
Kebakaran Hutan

Operasi
Penanggulangan
Kebakaran Hutan
Melalui
Pemadaman dari
Udara

Penanganan
aduan atas
usaha dan/atau
kegiatan bidang
kehutanan
(Dokumen)

Jumlah
Kelompok
Masyarakat yang
Terlibat dalam
Pencegahan
Kebakaran
Hutan (Kelompok
Masyarakat)
Jumlah Operasi
Penanggulangan
Kebakaran
Hutan Melalui
Pemadaman
Darat (Operasi)
Jumlah
dokumen Peta
Kerawanan
Kawasan Hutan
(Dokumen)
Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pengendalian
Kebakaran
Hutan (Unit)
Jumlah Operasi
Penanggulangan
Kebakaran
Hutan Melalui
Pemadaman dari
Udara (Operasi)

80

1.000

925

26

50

82

1.800

926

30

50

84

2.000

927

35

52

86

2.200

928

40

52

88

2.400

929

45

54

6.750

9.100

98.134

48.500

16.692

3.750

16.692

12.50

8.500

9.950

154.482

65.400

24.300

8.600

39.042

17.140

9.500

10.800

164.007

70.200

25.700

8.800

40.857

18.450

10.500

11.550

174.200

74.700

27.200

9.000

44.000

19.300

168

11.500

12.200

189.330

82.200

28.800

9.200

51.400

17.730

6.750

9.100

98.134

48.500

16.692

3.750

16.692

12.50

8.500

9.950

154.482

65.400

24.300

8.600

39.042

17.140

9.500

10.800

164.007

70.200

25.700

8.800

40.857

18.450

10.500

11.550

174.200

74.700

27.200

9.000

44.000

19.300

11.500

12.200

189.330

82.200

28.800

9.200

51.400

17.730
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Lampiran 3. MATRIKS IDENTIFIKASI RISIKO SASARAN STRATEGIS

NO
1

SASARAN
STRATEGIS

Tingkat
kerusakan hutan
dapat diturunkan
pada batas
toleransi
perikehidupan
manusia dan
keanekaragaman
hayati

IDENTIFIKASI
RISIKO

1. Peningkatan
kualitas
perikehidupan
masyarakat
semakin berat
mengingat upaya
pemulihan hutan,
termasuk restorasi
ekosistem, belum
dapat
mengimbangi
derajat perusakan
hutan.

2. Perbaikan habitat

dan restorasi
ekosistem
memiliki dampak
yang lama dalam
meningkatkan
populasi  spesies
terancam

MITIGASI RISIKO

Meningkatkan
proporsi
pemangkuan
kawasan untuk
meningkatkan
pencegahan
kesiapsiagaan
dalam
pengendalian
tingkat kerusakan
hutan (kebakaran
hutan,
perambahan dan
tindak pidana
kehutanan lainnya)
Mendorong
partisipasi
pihak
percepatan
rehabilitasi,
meningkatkan
survival rate hasil
rehabilitasi hutan
pasca serah terima,
dan melengkapi
data hasil kerja
untuk  mengukur
kinerja outcome
yang
ditimbulkannya
Percepatan
penyelesaian
kegiatan terbangun
dengan fokus
utama pada hutan
konservasi, wilayah
TORA dan
perhutanan sosial

dan

para
dalam

Soft landing
perdagangan
tumbuhan dan
satwa liar dari
alam,
meningkatkan
perdagangan TSL
dari hasil
penangkaran, dan
peningkatan
kualitas habitat
Meningkatkan
kepekaan kerja
sama yang tidak
bisa dihindari

terhadap gangguan

UNIT KERJA ESELON I

TERKAIT
Ditjen.Penegakan
Hukum Kehutanan,
Ditjen.Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem,
Ditjen.Pengelolaan
Hutan Lestari, dan
Ditjen.Planologi
Kehutanan.

Ditjen.Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan,
Ditjen.Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem,
Ditjen.Perhutanan Sosial

Ditjen.Penegakan
Hukum Kehutanan,
Ditjen.Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem,
Ditjen.Pengelolaan
Hutan Lestari,
Ditjen.Planologi Hutan,
Ditjen. Perhutanan
Sosial
Ditjen.Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem
Ditjen.Penegakan
Hukum Kehutanan

Ditjen.Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem
Ditjen.Penegakan
Hukum Kehutanan,



NO

SASARAN
STRATEGIS

Meningkatkan
pendapatan
masyarakat
sekitar kawasan
hutan

Meningkatkan
produk barang
dan jasa dari
hutan

1.

1.

. Penurunan
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IDENTIFIKASI
RISIKO

Intervensi dan
fasilitasi
pendampingan
dalam
pemberdayaan
masyarakat sekitar
hutan belum
sepenuhnya optimal
meningkatkan
pendapatan
masyarakat,
terlebih adanya
rencana kutipan
PNBP yang akan
mendorong
peningkatan kelas
kelompok
masyarakat

. Integrasi data

kelompok
masyarakat yang
akan diintervensi,
termasuk di
dalamnya lintas
unit kerja dan
Kementerian, serta
kelengkapan data
pendapatan
masyarakat
mengingat sebagian
besar masih bersifat
subsisten

Produk
bruto
belum
menggambarkan
seluruh
produktifitas
kehutanan,
utamanya
pariwisata,
bioprospeksi,
pangan

domestik
kehutanan

untuk
dan

ekspor
dan investasi akibat
tekanan geopolitik
global

MITIGASI RISIKO

habitat satwa
kunci, mendorong
areal preservasi

dan restorasi untuk
memperluas
habitat
Memperkuat
pendampingan dan
penyuluhan,
perbaikan kualitas
belanja untuk
mengintervensi
langsung terhadap
peningkatan
pendapatan
masyarakat
standardisasi
pemanfaatan hutan
oleh masyarakat
dalam  pungutan
dan penyetoran
PNBP

dan

Memperkuat kerja
sama dengan
Kemenko
Pemberdayaan
Masyarakat, BPS
dan Kementerian
Desa

Memperkuat kerja
sama dengan BPS,
Kementerian
Pariwisata,
Kemenko
Pemberdayaan
Masyarakat unutuk
melakukan
pencatatan PDB
satelit subsektor
kehutanan
Meningkatkan
pemanfaatan hasil
hutan untuk
memenuhi
kebutuhan dan
penguatan
investasi dalam
negeri

UNIT KERJA ESELON I

TERKAIT
Ditjen.Planologi
Kehutanan
Sekretariat Jenderal,
Ditjen Perhutanan
Sosial, Badan
Penyuluhan dan
Pengembangan SDM,

Ditjen.Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem,
Ditjen.Pengelolaan
Hutan Lestari,
Ditjen.Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan

Sekretariat Jenderal,
Ditjen. Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem,
Ditjen.Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai
dan Rehabilitasi Hutan,
Ditjen. Pengelolaan
Hutan Lestari,
Ditjen.Perhutanan
Sosial,
Penyuluhan
Pengembangan SDM

Badan
dan

Sekretariat Jenderal,
Ditjen.Penegakan
Hukum Kehutanan,
Ditjen.Pengelolaan
Hutan lestari,
Ditjen.Planologi
Kehutanan, Ditjen.
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem,
Ditjen.Perhutanan Sosial

Sekretariat Jenderal,
Ditjen.Penegakan

Hukum Kehutanan,
Ditjen.Pengelolaan

Hutan lestari, Ditjen.
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem,
Ditjen.Perhutanan Sosial



SASARAN

No STRATEGIS

4 Mewujudkan
layanan
kementerian
menuju birokrasi
kelas dunia yang
berbasis digital

3. Penurunan

. Kualitas
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IDENTIFIKASI
RISIKO
PNBP
akibat fluktuasi
harga  komoditas,
maraknya
peredaran hasil
hutan illegal, dan
disinsentif = dalam
penggunaannya

dan
akurasi data yang
belum mendorong
kecepatan
pengambilan
keputusan,
merespon
mengantisipasi
kondisi lapangan

untuk
dan

. Sistem penilaian
kinerja pegawai
yang belum
memberi  dampak
bagi kinerja unit

kerja dan lembaga

. Ketidak seimbangan

dalam narasi media
terkait kebijakan
kehutanan dan
kurangnya strategi
komunikasi publik
yang efektif

MITIGASI RISIKO

Menegakkan
hukum bagi
peredaran hasil
hutan tidak sah,
mendorong
penguatan  rantai
pasok menuju
hilirisasi,
pemanfaatan dalam
negeri, serta
memperkuat
satuan kerja
penghasil PNBP
untuk
menggunakan
PNBP
Mempercepat
digitalisasi
termasuk one map
policy sehingga
kondisi  lapangan

dapat digambarkan

secara cepat,
membentuk
decision support
system dalam
pengambilan
keputusan
sehingga dapat
dilakukan  secara
tepat

Mendorong
percepatan
penilaian  kinerja
pegawai yang
relevan dan
koheren terhadap
kinerja unit kerja
dan lembaga,
meningkatkan
kualitas
perencanaan dan
penganggaran
berorientasi
outcome

Memperkuat kinerja
di tingkat tapak dan
membangun
jaringan
komunikasi

UNIT KERJA ESELON I
TERKAIT
Sekretariat Jenderal,

Ditjen.Penegakan
Hukum Kehutanan,
Ditjen.Pengelolaan
Hutan lestari,
Ditjen.Planologi
Kehutanan,
Ditjen.Konservasi
Sumber Daya Alam dan
Ekosistem,
Ditjen.Perhutanan Sosial

Seluruh Unit Kerja
Eselon I

Seluruh Unit Kerja
Eselon I

Seluruh Unit Kerja
Eselon I
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Lampiran 4. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No

Rancangan Undang Undang (UU)

1.

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Revisi Undang-undang
nomor 41 tahun 1999

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian

Tekanan terhadap
sumber daya hutan serta
dinamika sosial dan
hukum yang terus
berkembang, maka
dibutuhkan
penyempurnaan

substansi regulasi agar
tetap relevan dan mampu

Rancangan Peraturan Pemerintah (PP)

1

Peraturan
tentang
Pelaksanaan

Rancangan
Pemerintah
Peraturan
Undang - Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan
Ekosistemnya
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan
Ekosistemnya

Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang
Perbenihan Tanaman
Hutan

Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang

Cagar Biosfer

menjawab tantangan
pengelolaan hutan secara
berkelanjutan

Perubahan tersebut
membawa sejumlah
pembaruan substansial,
termasuk penguatan

kelembagaan, perluasan
objek konservasi,
penyesuaian mekanisme
perlindungan sumber
daya alam hayati dan
ekosistemnya. Tanpa
peraturan pelaksanaan
yang jelas, implementasi
norma baru dalam
undang-undang akan
menghadapi
hukum dan teknis di
lapangan.

serta

kendala

Memperkuat dasar
pelaksanaan
Perbenihan = Tanaman
Hutan

Sebagai turunan dari
Revisi UU 5/1990:

a. Pasal 8 ayat 2
sebagai dasar
penyusunan RPP
PSPK

b. Pasal 18 ayat 2
sebagai dasar
penyusunan RPP

Cagar Biosfer

Unit
Penanggung
jawab

Semua
UKE I

Ditjen
KSDAE

Ditjen
PDASRH

Ditjen
KSDAE

Unit Terkait/ Pe:a:lg::aia
Institusi 4
n

DPR 2029
KLH, Pemda 2026
Kementan 2026
KKP, Kementan, 2026
Kemendagri,
Pemda,
Masyarakat



No

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

Regulasi
Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang

Peran Serta Masyarakat
dalam KSDAE

Revisi PP Nomor 12
Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis
PNBP yang Berlaku pada
Kementerian Kehutanan

Revisi PP Nomor 28
Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan
Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian
Alam

Revisi PP Nomor 7 Tahun
1999 tentang
Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa
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Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian

c. Pasal 37 ayat 3
sebagai dasar
penyusunan RPP
Peran Serta
Masyarakat

Belum adanya regulasi
yang mengatur ruang
partisipasi, hak,
kewajiban dan insentif
bagi masyarakat dalam
upaya konservasi

Perlu adanya peraturan
pelaksana berupa
Permen Kehutanan
sebagai turunan dari
Undang-Undang  dan
Peraturan Pemerintah
terkait pengelolaan
KSA/KPA/Taman Buru
serta tata cara
penyelenggaraan PNBP

Saat ini, penggunaan
PNBP belum
dioptimalkan dalam
pengembangan

infrastruktur dan

pelayanan di kawasan
konservasi, dan
pengalokasian  untuk
dana  darurat atau
program pemulihan
ekosistem jika terjadi

bencana alam atau
kerusakan pada
ekosistem

Perlu adanya

penyesuaian substansi
yang mengacu pada
Revisi UU 5/1990

Memperjelas mekanisme

penetapan status
perlindungan,
pemanfaatan
berkelanjutan, dan

Unit
Penanggung
jawab

Ditjen
KSDAE

Ditjen
KSDAE

Ditjen
KSDAE

Ditjen
KSDAE

T t
Unit Terkait/ Pen a:lg:saia
Institusi 4
n
Kemenkumham 2026
Kementerian 2026
Keuangan
Badan Karantina 2026
Nasional, pelaku
usaha, lembaga
penelitian, pelaku
usaha PB TSL,
lembaga swadaya
masyarakat (mitra
KSDAE)
Badan Karantina 2026

Nasional, pelaku
usaha, lembaga
penelitian, pelaku
usaha PB TSL,



No

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Revisi PP Nomor 8 Tahun
1999 tentang
Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa
Liar
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Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian

penegakan hukum serta
peran masyarakat dalam
konservasi

Memperjelas mekanisme

penetapan status
perlindungan,
pemanfaatan
berkelanjutan, dan

penegakan hukum serta
peran masyarakat dalam
konservasi

Rancangan Peraturan Presiden (Perpres)

1

Rancangan Perpres
Pengendalian Kerusakan
DAS Bengawan Solo

Rancangan Perpres
tentang Strategi Nasional
Pengembangan Bambu
Terintegrasi

Mengendalikan
pencemaran dan
kerusakan DAS

Bengawan Solo

Dukungan dalam
restorasi lingkungan,
pengembangan ekonomi
hijau dan mitigasi
perubahan iklim

Rancangan Peraturan Menteri (Permen)

1

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan
tentang Klasifikasi Arsip,
Jadwal Retensi Arsip, dan
Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip (KKAA)

Rancangan Peraturan
Menteri tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan
Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Cara
Penyelesaian Kerugian
Negara Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain

Memperkuat dasar
pengelolaan  Klasifikasi
Arsip, Jadwal Retensi
Arsip, dan Klasifikasi
Keamanan dan Akses
Arsip (KKAA)

Menyelaraskan

ketentuan tata cara
penyelesaian  kerugian
negara terhadap pegawai
negeri bukan bendahara
atau pejabat lain dengan
peraturan  perundang-
undangan yang lebih
tinggi serta
perkembangan kebijakan
pengelolaan  keuangan

negara. Selain itu,
perubahan ini
diperlukan untuk
meningkatkan

efektivitas, transparansi,
dan akuntabilitas dalam
proses penyelesaian

Unit
Penanggung
jawab

Ditjen
KSDAE

Ditjen
PDASRH

Ditjen

PDASRH

Setjen

Setjen,
Inspektorat
Jenderal

Unit Terkait/
Institusi

lembaga swadaya
masyarakat (mitra
KSDAE)

Badan Karantina
Nasional, pelaku
usaha, lembaga
penelitian, pelaku
usaha PB TSL,
lembaga swadaya
masyarakat (mitra
KSDAE)

PUPR, Pemda terkait

Kementan, Pemda
dan stakeholder
lainnya

Setjen,
Kemenkumham

Kemenhut,
Kemenkeu,
Kemenpan RB, BPKP

Target
Penyelesaia
n

2026

2026

2026

2026

2026



No

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

Regulasi
Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan

tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor
P.37/MENLHK-
SETJEN/2015 tentang
Tata Cara  Penetapan
Pejabat Perbendaharaan
dan Mekanisme Pengujian
Keuangan Lingkup
Kehutanan.

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan
tentang Tata Cara
Penyampaian dan
Pengelolaan = Pengaduan

atas Dugaan Pelanggaran

oleh Pegawai Aparatur
Sipil Negara

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan

tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
P10/MENLHK /SETJEN
/KUM1/1/2017 tentang
Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di
Lingkungan Kementerian
Kehutanan

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan
tentang Pengawasan
Intern

175

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian

kerugian negara, serta
memberikan  kejelasan
hukum dan

perlindungan hak bagi
pegawai yang terlibat.

Meningkatkan
akuntabilitas
pengelolaan anggaran
kehutanan, memperjelas
peran dan tanggung
jawab pejabat
perbendaharaan, serta
menyederhanakan
mekanisme pengujian
keuangan agar lebih
efektif dan efisien. Selain
itu, penyusunan Permen
baru ini menjadi respon
terhadap hasil evaluasi

internal dan
rekomendasi dari
lembaga pengawas

seperti BPK, BPKP, dan
Inspektorat Jenderal.

Memberikan  landasan
hukum tentang Tata
Cara Penyampaian dan

Pengelolaan Pengaduan

atas Dugaan
Pelanggaran oleh
Pegawai Aparatur Sipil
Negara

Memberikan  landasan
hukum bagi pelaksana
dan pengambil
keputusan dalam
menangani benturan
kepentingan di

lingkungan Kementerian
Kehutanan

Amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP).

Unit

Penanggung

jawab

Setjen,
Inspektorat
Jenderal

Inspektorat
Jenderal

Inspektorat
Jenderal

Inspektorat
Jenderal

Unit Terkait/

Institusi

Kemenhut,
Kemenkeu,

Kemenpan RB, BPKP

Itjen,
Kemenkumham

Itjen,
Kemenkumham

Itjen,
Kemenkumham

Target
Penyelesaia
n

2026

2025

2026

2026



No

10

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Manajemen Risiko

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

Rancangan Peraturan

Menteri Kehutanan tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 7
Tahun 2021 tentang
Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan dan
Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan, serta Penggunaan

Kawasan Hutan

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Tata Cara Pengenaan Tarif
Atas Jenis PNBP Pelepasan

Kawasan Hutan
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Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian

Amanat Peraturan
Pemerintah ~ Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian

Pemerintah (SPIP).

Intern

Peraturan
Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP).

Amanat

Memperkuat kepastian
hukum, memperjelas
prosedur perizinan, dan
mendorong integrasi
kebijakan kehutanan
dengan kebijakan
pembangunan lainnya
seperti infrastruktur,
energi, dan tata ruang.
Perubahan ini juga
diperlukan guna
mengakomodasi

penyempurnaan proses
perencanaan  kehutanan,
perubahan peruntukan dan
fungsi kawasan hutan,
serta mekanisme
penggunaan kawasan
hutan agar lebih
transparan, efisien, dan
responsif terhadap

pembangunan lintas sektor

Memberikan kepastian
hukum, kejelasan
prosedur, dan transparansi
mekanisme penentuan,
pengenaan, pemungutan,
serta penyetoran PNBP oleh
pelaku  usaha maupun
pihak terkait.

Merupakan mandat Pasal

63 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah No 23 Tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan

Kehutanan, yang
menyatakan bahwa
"Pemegang Persetujuan

Pelepasan Kawasan Hutan
Dikenakan PNBP Pelepasan
Kawasan Hutan".

Merupakan mandat
Peraturan Pemerintah No
36 Tahun 2024 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada

Unit
Penanggung
jawab

Inspektorat
Jenderal

Inspektorat
Jenderal

Ditjen
Planologi
Kehutanan,

Ditjen
Planologi

: q Target
Unit Terkait/ Pen elgesaia
Institusi 4
n

Itjen, Kemenkumham 2026
Itjen, Kemenkumham 2026
Ditjen Planologi 2026
Kehutanan,
Kementerian Agraria
dan Tata Ruang,
Kementerian PUPR,
Kemenko Bidang
Perekonomian dan
Pemeda
Ditjen Planologi 2025

Kehutanan,
Kementerian Agraria
dan Tata Ruang,
Kementerian PUPR,
Kemenko Bidang
Perekonomian dan
Pemda



No

11

12

13

14

15

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Rancangan Peraturan
Menteri tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif atas Jenis
PNBP Penggunaan Kawasan

Hutan

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan
Pajak Bidang
Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya

Konservasi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Penetapan Besaran Nilai
Konstanta pada Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Pungutan atas  kegiatan
Perizinan Berusaha
Jasa
Bumi

Pemanfaatan
Lingkungan Panas
Tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan di Taman
Nasional, Taman Wisata Alam
dan Taman Hutan Raya

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Tata Cara Masuk Kawasan

Suaka Alam, Kawasan
Pelestarian Alam dan Taman
Buru

Rancangan Peraturan

Menteri Kehutanan tentang

Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Kawasan
Konservasi

177

Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian

Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Khususnya Pasal 15 dan
Pasal 3

Memberikan kepastian
hukum bagi instansi
pelaksana dan wajib bayar
terkait mekanisme
pengenaan, besaran
kewajiban,

monitoring/verivikasi
pembayaran dalam rangka

mengoptimalkan PNBP
penggunaan kawasan
hutan

Perlu adanya peraturan

pelaksana berupa Permen
Kehutanan sebagai turunan
dari Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah
terkait pengelolaan
KSA/KPA/Taman Buru
serta tata cara
penyelenggaraan PNBP

Saat ini, penggunaan PNBP
belum dioptimalkan dalam

pengembangan

infrastruktur dan
pelayanan di  kawasan
konservasi, dan
pengalokasian untuk dana
darurat atau program

pemulihan ekosistem jika
terjadi bencana alam atau
kerusakan pada ekosistem
Memberikan kejelasan dan
kepastian hukum terkait
besaran nilai konstanta
yang menjadi dasar
pengenaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tata cara yang jelas untuk

mencegah gangguan
terhadap Kawasan
konservasi.

Kepastian hukum  bagi
pemangku kepentingan,
mengoptimalkan
penerimaan negara bukan
pajak (PNBP), dan

memperkuat perlindungan
kawasan konservasi sesuai
dengan prinsip pengelolaan

Unit
Penangeun Unit Terkait/
q S Institusi
jawab
Ditjen Kementerian Keuangan
Planologi

Ditjen KSDAE Kementerian
Keuangan, ATR,
BPKP,BPK, Pemda

Kementerian
Keuangan, ESDM,
ATR, BPK, Pemda

Ditjen
KSDAE

Ditjen KSDAE Pemda, masyarakat,
LSM, Kemendik
Kemendagri, Polri

Target
Penyelesaia
n

2025

2026

2026

2026



No

16

17

18

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Tata Cara Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Karbon di
Kawasan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam
dan Taman Buru

Rancangan Peraturan
Menteri Direktorat Jenderal
Kehutanan tentang
Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Panas Matahari
pada
Nasional, Taman Hutan Raya,
dan Taman Wisata Alam

Kawasan Taman

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang

Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Angin pada
Taman  Nasional, Taman
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Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian

hutan lestari serta
peraturan perundang-
undangan terkait.

a. Sebagai pelaksanaan
Pasal 6 ayat (2) dan
Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Presiden
Nomor 98/2021 tentang
Penyelenggaraan  Nilai
Ekonomi Karbon (NEK),

terkait dengan
penyelenggaraan  NEK
pada subsektor
kehutanan

b. Sebagai pelaksanaan
Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor

21/2022 tentang Tata
Laksana Penerapan Nilai
Ekonomi Karbon (NEK),

terkait dengan
penyelenggaraan  NEK
melalui mekanisme
pembayaran berbasis
kinerja dan perdagangan
karbon

c. Sebagai pelaksanaan
Pasal 7 ayat (6)
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
7/2023 tentang Tata
Cara Perdagangan
Karbon Sektor
Kehutanan, terkait
dengan pelaksanaan
perdagangan karbon di
kawasan hutan
konservasi dilakukan
melalui mekanisme

offset emisi GRK dengan
memperhitungkan stok

karbon
Peningkatnya kebutuhan
energi bersih, khususnya
energi surya. Pengaturan
yang jelas akan
memberikan kepastian

hukum bagi pelaku usaha
dan  pemerintah,
menjaga keseimbangan
antara pemanfaatan energi
dan perlindungan sumber

serta

daya alam di kawasan
konservasi.
Peningkatnya
kebutuhan energi
bersih, khususnya
energi angin.

Pengaturan yang jelas

akan memberikan

Unit

Pena:l un Unit Terkait/
. ggung Institusi
jawab

Ditjen KSDAE Badan/pelaku
pemanfaatan jasa

lingkungan karbon

Ditjen KSDAE Kementerian
Keuangan, ESDM,
BPKP, Pemda

Ditjen KSDAE Kementerian
Keuangan, ESDM,
BPKP, Pemda

Target
Penyelesaia
n

2026

2026

2026



No

19

20

21

22

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Hutan Raya, dan Taman
Wisata Alam

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Pemberdayaan Masyarakat di
Sekitar Kawasan  Suaka
Alam, Kawasan Pelestarian

Alam dan Taman Buru

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Perubahan Kedua atas
Peraturan
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
P85/MENHUT-1I/2014
tentang Tata Cara Kerja Sama
Penyelenggaraan  Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam

menteri

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Perubahan atas Peraturan
menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor
P76 /MENLHK-SETJEN/2015
tentang Kriteria Zona

Pengelolaan Taman Nasional
dan Blok Pengelolaan Cagar
Alam, Suaka Margasatwa,
Taman Hutan Raya dan
Taman Wisata Alam

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Tata Cara Pelaksanaan
Pemulihan Ekosistem pada
Kawasan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam
dan Taman Buru
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kepastian hukum bagi
pelaku usaha dan
pemerintah, serta
menjaga keseimbangan
antara pemanfaatan
energi dan perlindungan
sumber daya alam di
kawasan konservasi.

Sebagai pelaksanaan Pasal
49 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 28/2011
tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam

Sebagai pelaksanaan Pasal
43 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28/2011
tentang Pengelolaan
Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam

Sebagai pelaksanaan Pasal
18 ayat (3) dan Pasal 19

ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 28/2011
tentang Pengelolaan

Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam

a. Sebagai pengaturan
pelaksanaan mandat
pemulihan ekosistem
terhadap kegiatan

terbangun yang terdapat
di kawasan suaka alam
dan kawasan pelestarian

alam sebagaimana
terdapat dalam
Peraturan  Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2021
serta Permen LHK
Nomor 14 Tahun 2023

b. Penambahan terhadap
mekanisme pemulihan
ekosistem di mangrove
dan gambut

Penanggung

Unit Terkait/
Institusi

Ditjen KSDAE Pemerintah Daerah,

Pemerintah Desa

Ditjen KSDAE Kementerian/Lembaga,

Pemerintah Daerah,
Lembaga Swadaya
Masyarakat

Ditjen KSDAE Seluruh Eselon I

Kemenhut, Pemda

Ditjen KSDAE subyek pelaksana

kegiatan terbangun di
KSA dan KPA

Target
Penyelesaia
n

2026

2026

2026

2026



No

23

26

28

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Penyelamatan Satwa

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang

Lembaga Konservasi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Perubahan Ketiga atas
Peraturan menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
P20/MENLHK/SETJEN/KU

M1/6/2018 tentang Jenis
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a. Belum terdapat regulasi
setingkat peraturan
perundang-undangan
yang spesifik mengatur
penyelamatan satwa;

b. Kasus konflik satwa
yang terus meningkat;
Perlu landasan

kesejahteraan satwa

Rancangan Permenhut
tentang Lembaga
Konservasi disusun dalam
rangka Simplikasi beberapa

regulasi terkait Lembaga

Konservasi untuk

memperkuat dasar

pengelolaan Lembaga

Konservasi, yaitu:

1. Peraturan Menteri
Kehutanan Republik
Indonesia  Nomor

P.39/Menhut-li/2012
Tahun 2012 Tentang
Pertukaran Jenis
Tumbuhan Atau Satwa
Liar Dilindungi Dengan
Lembaga Konservasi di
Luar Negeri

2. Peraturan Menteri
Kehutanan Republik
Indonesia  Nomor

P.63/Menhut-li/2013
Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Memperoleh
Spesimen Tumbuhan
dan Satwa Liar Untuk
Lembaga Konservasi

3. Peraturan Menteri
Kehutanan Republik
Indonesia  Nomor

P.83/Menhut-I11/2014
Tahun 2014 tentang
Peminjaman Jenis
Satwa Liar Dilindungi
Ke Luar Negeri Untuk
Kepentingan
Pengembangbiakan
(Breeding Loan),

4. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor 22
Tahun 2019 tentang
Lembaga Konservasi

Memperkuat dasar tentang

Jenis Tumbuhan dan Satwa

yang dilindungi

Unit . . Target
Penanggun Unit Terkait/ Pen elgesaia
q S Institusi y
jawab n
Ditjen KSDAE Badan Karantina 2026
Nasional, pelaku usaha
Ditjen KSDAE KSDAE, pemda terkait, 2026
stakeholder lainnya
Ditjen KSDAE KSDAE, pemda terkait, 2026

stakeholder lainnya



No

29

30

31

32

33

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Tumbuhan dan Satwa yang
Dilindungi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Perubahan atas
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor
P86/MENLHK/SETJEN/KU
M1/11/2016 tahun 2016
tentang Penetapan Harga
Patokan Tumbuhan dan
Satwa Liar di dalam Negeri
atau di Luar Negeri

Peraturan

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor
P2/MENLHK/SETJEN/KUM
1/1/2018 tentang Akses
pada Sumber Daya Genetik
Spesies Liar dan Pembagian
Keuntungan atas
Pemanfaatannya

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Tata Cara Pelaksanaan
Evaluasi Kesesuaian Fungsi

Kawasan Suaka Alam,
KawasanPelestarian Alam,
dan Taman Buru

Rancangan Peraturan

Menteri Kehutanan tentang
Perencanaan Kawasan Suaka
Alam dan Kawasan Alam dan
Pelestarian Alam

Rancangan Peraturan
Menteri tentang Tata Cara
Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem
Penetapan Kelas di Taman
Nasional dan Taman Wisata

Rangka
Penerimaan

Alam dalam
Pengenaan

Negara Bukan Pajak Bidang
Pariwisata Alam pada

Kementerian Kehutanan
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Memperkuat dasar tentang
Penetapan Harga Patokan
Tumbuhan dan Satwa Liar
di dalam Negeri atau di Luar
Negeri

Memperkuat dasar tentang
Akses pada Sumber Daya
Genetik Spesies Liar dan
Pembagian Keuntungan
atas Pemanfaatannya

Landasan yang jelas dalam
tata cara evaluasi untuk
mencegah gangguan
terhadap Fungsi Kawasan
Suaka  Alam,
Pelestarian Alam,

Kawasan
dan
Taman Buru

Landasan yang Jelas dalam
Perencanaan Pemanfaatan
Kawasan Konservasi untuk
Mencegah gangguan
terhadap Fungsi Kawasan
Suaka  Alam, Kawasan
Pelestarian  Alam, dan
Taman Buru

Kepastian hukum  bagi
pemangku kepentingan,
mengoptimalkan

penerimaan negara bukan
pajak (PNBP),
memperkuat perlindungan
kawasan konservasi sesuai
dengan prinsip pengelolaan
hutan lestari serta
peraturan perundang-
undangan terkait.

dan

Unit
Penanggung
jawab

Ditjen KSDAE

Ditjen KSDAE

Ditjen KSDAE

Ditjen KSDAE

Ditjen KSDAE

. . Target
Unit Terkait/ Pen elgesaia
Institusi y
n

KSDAE, pemda 2026
terkait, stakeholder
lainnya
KSDAE, pemda terkait, 2026
stakeholder lainnya
Pemda terkait, 2026
stakeholder lainnya
Pemda terkait, 2026
stakeholder lainnya
Kementerian 2026
Keuangan,
Kementerian
Pariwisata, BPKP,
Pemda



No

34

35

36

37

38

39

40

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan sampai dengan
Tarif Nol RpO (Nol Rupiah)
Bidang Konservasi
Daya Alam dan Ekosistem

Sumber

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 23
Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Reklamasi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Perubahan atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor
P.59/MENLHK/SETJEN/KU

M.1/10/2019 tentang
Penanaman dalam Rangka

Rehabilitasi Daerah Aliran
Sungai
Rancangan Peraturan

Menteri Kehutanan Perizinan
tentang Penetapan Harga
Patokan Benih dan Bibit
Tanaman Hutan, Persyaratan
dan Tata Cara Pengenaan
Tarif Penerimaan Negara
Bukan Pajak Bidang
Perbenihan Tanaman Hutan

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang
Pedoman Pengelolaan
Persemaian

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan Tindak

Lanjut PP KTA
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Berdasarkan Evaluasi Pen::gl;ung
R lasi Eksisti
egulasi Eksisting, jawab

Kajian Dan Penelitian

Dukung kegiatan non- Ditjen KSDAE
komersial yang Dbersifat
strategis, seperti penelitian
ilmiah, pendidikan,
kegiatan sosial, mitigasi
bencana, dan dukungan
terhadap masyarakat
adat/lokal. Kepastian

hukum, standar tata cara
yang jelas, dan memastikan
bahwa kebijakan
pengenaan tarif nol
dilakukan secara akuntabel
dan selektif,

Memperkuat Juknis = Ditjen
tentang RHL PDASRH
Menyesuaikan dengan Ditjen
amanat PP 26 tahun 2020 PDASRH
Menyesuaikan dengan = Ditjen
amanat PP 26 tahun 2020 PDASRH
Memberikan panduan = Ditjen
tentang Perizinan Berusaha PDASRH
Bidang Perbenihan

Tanaman Hutan

Memberikan panduan @ Ditjen
tentang Pengelolaan = PDASRH
Persemaian Tanaman

Hutan

Melaksanakan ketentuan Ditjen
dalam RPP KTA PDASRH

. . Target
Unit Terkait/ Pen elgesaia
Institusi y
n

Kementerian 2026
Keuangan, Pemda,
akademisi, Masyarakat
adat
Pemda / Pemangku 2026
kegiatan
ESDM, pemegang 2026
IPPKH
Pemegang IPPKH 2026
Bea Cukai, Barantan, 2026
Kementan
Kementan, Pemda 2026
PUPR, Kementan 2026



No

41

42

43

44

45

46

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan Tindak
Lanjut PP Mangrove

Revisi PermenLHK Nomor 9
Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Perhutanan
Sosial

Revisi PermenLHK Nomor
84 /MenLHK-Setjen/2015
tentang Penanganan Konflik
Tenurial Kawasan Hutan

Rancangan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang

Agroforestri Pangan Sektor
Kehutanan
Rancangan Peraturan

Menteri Kehutanan tentang
Perubahan atas
Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor 4
Tahun 2023 tentang
Pengelolaaan Perhutanan
Sosial pada Kawasan Hutan
dengan Pengelolaan Khusus

Peraturan

Peraturan Menteri
Kehutanan tentang
Penyelenggaraan Sekolah
Menengah Kejuruan

Kehutanan Negeri
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Melaksanakan ketentuan
dalam RPP Mangrove

Mengakomodir isu
pengelolaan PS di gambut,
integrasi dokumen
lingkungan dalam
pengelolaan PS,

harmonisasi PP 24 Tahun
201 dan PermenLHK Nomor
9 Tahun 2021 dalam
penanganan sawit rakyat

Untuk Mengakomodir peran
Pemda dalam penanganan

konflik dan
penyederhanaan tahapan
penanganan konflik

Kepastian hukum,
pedoman teknis, dan
mekanisme perizinan dalam
pelaksanaan kegiatan
agroforestri pangan,
khususnya pada  areal

Perhutanan Sosial

Penyempurnaan Ketentuan
Teknis, Kepastian Hukum
dan percepatan
target reforma agraria dan

realisasi

distribusi akses legal
pengelolaan hutan oleh
masyarakat.

a. Terdapat kesulitan

dalam penyelenggaraan
SMK Kehutanan Negeri
karena Peraturan
Menteri LHK Nomor
P.42/MENLHK/SETJEN
/KUM.1/4/2016

tentang
Penyelenggaraan
Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan

Kehutanan Negeri sudah
tidak relevan dengan
kebijakan
penyelenggaraan
pendidikan
(Kementerian
Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan
Teknologi) dan kondisi
faktual di lapangan;

b. Perlunya untuk
mengintegrasikan
substansi terkait

Unit

Penanggung

jawab

Ditjen
PDASRH

Ditjen PS

Ditjen PS

Ditjen PS

Ditjen PS

BP2SDM

Target
Unit Terkait/ Pen elgesaia
Institusi v
n
KKP, Marves 2026

Kemenhut, Masyarakat Penyelesaian

maksimum
2 tahun

Kemenhut Penyelesaian
Pemda maksimum
Masyarakat 2 tahun
Kementan, Kemendes 2026
PDTT, Kemenkeu,
BAPANAS, Akademisi,
Masyarakat
ATR/BPN, Kemendes 2026
PDTT, Kemenkeu,
Pemda, Masyarakat
Kementerian 2026
Kehutanan;
Kementerian
Dikbudristek;
Kementerian

Keuangan; Masyarakat



Arah Kerangka Regulasi

No dan/atau Kebutuhan
Regulasi

47  Peraturan Menteri
Kehutanan tentang
Penyelenggaraan  Pelatihan
Sumber Daya Manusia
Kehutanan

48  Peraturan Menteri
Kehutanan tentang

Penghargaan Wanalestari

49  Peraturan
Kehutanan

Menteri
tentang

b. Penyesuaian

Penyesuaian
materi
kebijakan
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lingkungan hidup dalam

pendidikan SMK
Kehutanan Negeri;
Mempertegas sanksi
bagi peserta didik yang
tidak dapat
menyelesaikan
pendidikan, karena
fakta di lapangan
menunjukkan angka
peserta  didik  yang
mengundurkan diri
secara sepihak
meningkat di SMK
Kehutanan Negeri;

a. Simplifikasi Peraturan
Menteri LHK No.

P.9/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/3/2019 tentang
Penyelenggaraan

Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Sipil
Negara Dan Non
Aparatur Sipil Negara Di
Bidang Lingkungan
Hidup Dan Kehutanan
jo. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan Republik
Indonesia Nomor
P.53/Menlhk-

Setjen/2015 tentang

Tata Cara Memperoleh
Akreditasi Lembaga
Pelaksana Pendidikan
Dan Pelatihan Bidang
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

substansi
materi dengan kebijakan
kompetensi SDM bidang
Kehutanan;

. Sebagai pembinaan
bidang penyuluhan
dan pengembangan
sumber daya manusia
bidang lingkungan
hidup dan kehutanan
perlu memberikan
apresiasi terhadap
prestasi yang telah
dicapai oleh

perorangan, kelompok,
aparatur pemerintah,
atau badan usaha di
bidang pembangunan
lingkungan hidup dan
kehutanan;

d. Penambahan kategori

penerima penghargaan
wanalestari dari
penilaian lomba dan
apresiasi.

substansi

terkait dengan

Unit
Penanggung
jawab

BP2SDM

BP2SDM

BP2SDM

Unit Terkait/
Institusi

LAN; BKN

Kementerian
Kehutanan;
Kementerian
Keuangan;
Fungsional
Kementerian
Kehutanan; Perguruan
Tinggi; Kelompok Tani
Hutan

Jabatan
Lingkup

Kementerian
Kehutanan

Target
Penyelesaia
n

Penyelesaian
1 tahun
anggaran

Penyelesaian
1 tahun
anggaran

Penyelesaian
1 tahun
anggaran



No

50

Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan

Regulasi
Penetapan Wanawiyata
Widyakarya
Rancangan Peraturan

Menteri Kehutanan tentang
Penyelesaian Kegiatan Usaha
dan/atau Kegiatan
Perkebunan Kelapa Sawit
Terbangun di dalam Kawasan
Hutan oleh Masyarakat yang
Tidak Memiliki Perizinan di
Bidang Kehutanan
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. Unit

Berdasarkan Evaluasi Penangeun

Regulasi Eksisting, 'awgai g
Kajian Dan Penelitian J
penyelenggaraan
penyuluhan Kehutanan
Pemantapan Kawasan Kementerian
hutan yang legal dan Kehutanan
legitimate dan
berkelanjutan

Unit Terkait/
Institusi

TNI, Polri, Kementan,
Pemda, Masyarakat

Target
Penyelesaia
n

2026
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Lampiran 5. METODE DAN PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Arsitektur kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029 memuat dari Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran Srategis (SS), dan Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari
Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis, beserta target kinerja yang
akan dicapai selama tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran
kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat
Kementerian. Indikator ini disusun dengan tujuan: (1) untuk memperoleh informasi
kinerja yang penting dan diperlukan dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik
(good governance) dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian target
kinerja yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Kehutanan yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.

Pada dokumen Rencana Strategis ini, terdapat empat Indikator Tujuan dan
delapan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung misi Kementerian
Kehutanan yang dibagi dalam pilar ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Setiap
indikator tersebut memiliki keterkaitan kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I
lingkup Kementerian Kehutanan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan
efisiensi, kerja sama antar masing-masing Eselon I dan pelaksanaan kegiatan yang
terintegrasi.

Masing-masing indikator kinerja utama memiliki penanggung jawab untuk
menyajikan hasil kinerjanya, sehingga perlu disusun mekanisme perhitungan untuk
mengukur indikator tersebut untuk menjamin tujuan pembangunan Kementerian
Kehutanan lima tahun ke depan yang terarah dan optimal. Selain itu, tujuan
penyusunan metode perhitungan indikator ini yaitu: (1) memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja organisasi, (2) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (3) menilai keberhasilan organisasi.
Nantinya, pada setiap akhir periode, Kementerian Kehutanan akan melakukan
pengukuran pencapaian target kinerja dan hasilnya ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja
Kementerian.

Adapun rincian deskripsi dan pengukuran dari masing masing Indikator Tujuan
dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 adalah
sebagai berikut:

A. Tujuan 1. Meningkatnya Kapasitas Hutan dalam Memelihara Fungsi
Ekologi
Indikator Tujuan 1 (T1): Reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas-gas tertentu yang
dihasilkan dari aktivitas manusia tertentu di berbagai sektor
kehidupan yang kemudian dilepaskan ke atmosfer dan memicu
terjadinya efek rumah kaca. Peningkatan konsentrasi emisi GRK ini
disebabkan kemampuan alam dalam menyerap gas tersebut menurun
seperti penyusutan luas hutan atau ekosistem laut. Fenomena ini
menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat akibat radiasi dari
matahari tidak terpantul keluar atmosfer karena penebalan lapisan
GRK. Reduksi emisi GRK menjadi hal penting di sektor kehutanan
untuk mengurangi gas-gas yang memicu pemanasan global salah
satunya karbon dioksida (CO2) yang dilepaskan akibat aktivitas di
kawasan hutan seperti deforestasi dan degradasi hutan.

Indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan merupakan
ukuran kuantitatif untuk menilai aktivitas dari sektor kehutanan yang
berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK nasional.

Batasan dan entitas pengukuran reduksi emisi gas rumah kaca (GRK)
dari kehutanan mencakup:

a. Segala kegiatan/aktivitas yang berdampak melepaskan dan

menyerap emisi pada sektor kehutanan;
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b. Program/kegiatan/kebijakan yang secara langsung ataupun
tidak langsung berdampak pada reduksi emisi GRK sektor
kehutanan.

Konteks

Indonesia telah menyampaikan kontribusi dalam dokumen Enhanced
Nationally Determined Contribution (ENDC) tahun 2022 maupun
dokumen pembaharuan mengenai komitmen Indonesia pada
pengendalian perubahan iklim global melalui target penurunan emisi
GRK (misalnya dokumen Second NDC, dan lain-lain). Kementerian
Kehutanan berkontribusi dalam mereduksi emisi GRK dari sektor
kehutanan. Baseline yang digunakan berasal dari dokumen Enhanced
NDC Indonesia.

Dasar Pengukuran

Pengukuran reduksi emisi GRK dari kehutanan dapat dilakukan
dengan memiliki informasi baseline dan hasil inventarisasi emisi GRK
sektor kehutanan. Inventarisasi emisi GRK nasional menggunakan
metodologi yang diakui oleh Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) yang tertuang dalam Pasal 13 Paris Agreement. Selain itu,
penyelenggaraan inventarisasi emisi GRK juga mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang
Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri LHK Nomor 12
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan
Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim.

Sumber Data

Sumber data terkait data penurunan emisi gas rumah kaca pada
sektor kehutanan, termasuk program/kegiatan yang berdampak bagi
reduksi emisi GRK terdapat pada seluruh Unit Kerja Eselon I yaitu:
Ditjen PDASRH, Ditjen PHL, Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen
Perhutanan Sosial, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, dan Ditjen
KSDAE.

Data yang digunakan merupakan hasil perhitungan inventarisasi
tahun sebelumnya (T-1) yang sudah diverifikasi oleh Tim
(Measurement, Reporting, and Verification) MRV.

Data tersebut akan dikonsolidasikan bersama Kementerian
Lingkungan Hidup selaku National Focal Point Indonesia untuk
dilaporkan kepada United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) yang tergabung dengan capaian penurunan emisi
sektor lain.

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Koordinator perhitungan emisi GRK sektor kehutanan di Kementerian
Kehutanan berada pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan. Pelaporan
pencapaian penurunan emisi GRK atas aksi pada sektor kehutanan
dilakukan oleh UKE I lingkup Kementerian Kehutanan. UKE I yang
membantu terkait reduksi emisi GRK dari kehutanan yaitu Ditjen
PDASRH, Ditjen PHL, Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen Perhutanan
Sosial, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan, dan Ditjen KSDAE. Pusat
Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi,
Sekretariat Jenderal membantu mengoordinasikan kegiatan aksi
mitigasi pencapaian emisi GRK sektor kehutanan.
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Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
Perhitungan reduksi emisi GRK diperoleh melalui tahapan sebagai
berikut:

a.

Perhitungan Business as Usual

Baseline atau Business as Usual (BaU) merupakan kondisi emisi
aktual GRK pada saat sebelum dilaksanakan aksi/kegiatan
mitigasi. Baseline didapatkan berdasarkan dokumen Enhanced
NDC yang telah ditetapkan dengan metodologi perhitungan yang
sama dengan perhitungan inventarisasi emisi GRK.

Perhitungan hasil inventarisasi emisi GRK

Jumlah emisi/penyerapan GRK didapatkan dari perkalian data
aktivitas dengan faktor emisi dengan persamaan sederhana
sebagai berikut:

Emisi/Penyerapan GRK= AD x EF
Keterangan:
Activity Data (AD) = Data aktivitas, yaitu informasi terhadap
pelaksanaan suatu kegiatan yang melepaskan atau menyerap gas
rumah kaca yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia
Emission Factor (EF) = Faktor Emisi, yaitu besaran yang
menunjukkan jumlah emisi gas rumah kaca yang akan
dilepaskan atau diserap dari suatu aktivitas tertentu.
Emisi/serapan dari setiap kategori penggunaan lahan dihasilkan
dari perubahan biomassa atau tampungan karbon untuk: (1)
lahan yang tetap/tersisa dalam kategori penggunaan lahan yang
sama, dan (2) lahan yang berubah ke penggunaan lahan tersebut
dari penggunaan lahan lain. Pada sektor kehutanan,
emisi/serapan GRK berasal dari perubahan stok karbon dari pool
karbon (biomassa di atas permukaan tanah, biomassa bawah
tanah, serasah, bahan organik tanah, dan kayu mati).
Perhitungan reduksi emisi GRK
Emission Reduction (ER) adalah total pengurangan emisi yang
diharapkan. Perhitungan ER didapatkan dari selisih antara BaU
dengan hasil inventarisasi emisi GRK atau dengan persamaan
berikut:
Reduksi emisi GRK (ER) = Emisi sektor kehutanan pada tingkat
BaU - Emisi Aktual (Hasil Inventarisasi) sektor kehutanan GRK.
Sedangkan perhitungan persentase reduksi emisi (%ER)
didapatkan dari nilai ER dibandingkan dengan nilai BaU seluruh
sektor. Nilai reduksi emisi ini yang kemudian dijadikan capaian
reduksi emisi GRK dari kehutanan.

Verifikasi hasil reduksi emisi GRK

Verifikasi capaian reduksi emisi GRK dilakukan sebagai bentuk
pengendalian dan penjaminan mutu (Quality Control and Quality
Assurance) oleh Tim MRV untuk memenuhi prinsip TACCC
(Transparent, Accurate, Consistence, Complete, and Comparable).
Proses verifikasi oleh Tim MRV dilakukan dengan mengkaji data
aktivitas, metodologi dan didukung oleh klarifikasi dari sumber
atau pengampu data aktivitas. Pada sektor Kehutanan, dilakukan
terhadap kelompok/kategori aksi, bukan pada aktivitas atau
kegiatan. Kelompok aksi pengurangan emisi GRK dan/atau
peningkatan serapan GRK sektor kehutanan dalam strategi
pencapaian target NDC, meliputi:

1) Penurunan deforestasi;
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2) Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan
berkelanjutan, baik di hutan alam (penurunan degradasi
hutan) maupun di hutan tanaman;

3) Rehabilitasi lahan terdegradasi;

4) Restorasi lahan gambut; dan

5) Pengendalian peat fire (kebakaran gambut).

Proses verifikasi yang diawali dengan desk review dilakukan

dengan mencermati hasil pemantauan mitigasi dengan tingkat

emisi aktual setelah mitigasi yang ditampilkan pada tingkat emisi

(inventarisasi GRK). Berdasarkan kajian ini diperoleh nilai

capaian mitigasi sektor kehutanan yang terverifikasi.

Target Indikator Tujuan

Target reduksi emisi GRK dari kehutanan tahun 2025 sampai dengan
2029 berada pada rentang 15-17 persen. Dasar penetapan target
disesuaikan dengan target Indonesia dengan kemampuan sendiri di
sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya dalam dokumen
Enhanced NDC.

Tabel 1. Target Indikator Reduksi Emisi GRK dari Sektor Kehutanan
2025-2029

Target

Indikator Satuan 2025 2026 2027 2028 2029

Reduksi Emisi

Gas Rumah Kaca 15 15 16 16 17
dari Sektor

Kehutanan

Tujuan 2. Meningkatkan Peran Hutan untuk Peningkatan Kemajuan
dan Kemandirian Desa sekitar Kawasan Hutan

Indikator Tujuan 2 (T2): Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang
meningkat kemajuan dan kemandiriannya.

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan
dan kemandiriannya adalah proporsi desa yang berlokasi di sekitar
kawasan hutan yang mengalami pengkatan dalam aspek
pembangunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan,
yang diukur melalui kenaikan nilai Indeks Desa Membangun (IDM)
dalam periode tertentu.

Pendekatan terhadap peningkatan kemandirian desa dilakukan
melalui pengukuran Indeks Desa Membangun, dengan fokus pada
peningkatan nilai indeks, meskipun tidak selalu disertai dengan
perubahan status klasifikasi desa. Desa-desa yang diukur tingkat
kemandiriannya dilakukan terutama pada desa-desa yang merupakan
lokasi Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan dari Perhutanan
Berbasis Masyarakat dan mendapat intervensi dari program
Perhutanan Sosial dan program lain dari Unit Kerja Eselon I lingkup
Kementerian Kehutanan.

Konteks
Desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Ciri-ciri desa

mandiri adalah memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan
dasar, memiliki infrastruktur yang memadai, memiliki lingkungan



190

yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, mampu mengelola
sumber dayanya secara optimal dan berkelanjutan serta mampu
mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara
berkelanjutan. Status desa mandiri diukur dengan Indeks Desa
Membangun (IDM) dengan nilai IDM lebih besar dari 0,8155.
Peningkatan kemandirian desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan,
didorong dan diintervensi dengan program Perhutanan Sosial dan
program lain yang ada di Kementerian Kehutanan. Peningkatan
ekonomi masyarakat dengan program tersebut dengan serta
peningkatan  kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan
kemandirian desa.

3. Dasar Pengukuran

Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan
dan kemandiriannya merupakan indikator tujuan Kementerian
Kehutanan yang dapat mendorong ketercapaian Program Prioritas
Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan yang diamanatkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN
Tahun 2025-2029.

Tingkat kemandirian desa yang tercermin dalam nilai IDM pada
dasarnya menggambarkan adanya kontribusi kelompok masyarakat
hutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar
hutan. Desa yang diukur tingkat kemandiriannya dilakukan terutama
pada desa-desa yang merupakan lokasi Proyek Strategis Nasional
Ketahanan Pangan dari Perhutanan Berbasis Masyarakat dan
mendapat intervensi dari program Kementerian Kehutanan.

4. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari nilai IDM dari desa-desa dimana terdapat
kelompok pemberdayaan masyarakat yang berada dalam Kementerian
Kehutanan seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Kelompok Tani
Hutan, dll. Data IDM dapat ditemukan melalui kanal resmi publikasi
yang dikembangkan oleh Kementerian Desa Dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

5. Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Unit in Charge (UIC) untuk indikator ini adalah Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial. Namun demikian, Direktorat Jenderal Perhutanan
Sosial dapat melaksanakan kolaborasi dan koordinasi Unit Kerja
Eselon I lainnya di Kementerian Kehutanan. Selain itu, Pusat
Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan juga berperan
dalam mengkoordinir data-data desa di sekitar KHDTK yang mendapat
intervensi dari program Kementerian Kehutanan.

6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengukuran dilakukan berdasarkan persentase desa yang mengalami
peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM), dari seluruh desa
yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat dan mendapatkan
intervensi dari program di Kementerian Kehutanan, seperti Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial. Target dari Indikator ini target tahunan,
bukan target kumulatif.

Rumus Perhitungan Persentase Desa sekitar kawasan hutan yang
meningkat Kemandiriannya:

Jumlah desa disekitar kawasan hutan yang meningkat kemandirianya Tahun T 100%
= X 0

Jumlah desa yang mendapat intervensi Tahun T
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Catatan:

Jumlah desa yang mendapat intervensi memungkinkan dari program

yang lain seperti Kelompok Tani Hutan, kelompok pemberdayaan

masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB dan pemanfaatan areal konsesi

yang dikerjasamakan.

Contoh Perhitungan:

a. Capaian jumlah desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat
kemandiriannya pada tahun 2025 sebanyak 100 desa.

b. Jumlah desa yang mendapat intervensi melalui Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial pada 400 desa tahun 2025.

c. Maka Persentase Desa sekitar kawasan hutan yang meningkat
Kemandiriannya adalah:

_ 100 100% = 25%
—400x 0= 0

Keterangan: Target di atas merupakan target tahunan, bukan target
kumulatif.

Target Indikator Tujuan

Dasar penentuan target indikator tujuan Persentase desa di sekitar
kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya pada
tahun 2025-2029 adalah dari data jumlah desa berada di sekitar
kawasan hutan yang mendapat intervensi PSN Ketahanan Pangan dari
Perhutanan Berbasis Masyarakat.

Tabel 2. Target Indikator Persentase Desa di Sekitar Kawasan Hutan

yang Meningkat Kemandiriannya 2025-2029

Target

Indikator Satuan 2025 2026 2027 2028 2029

Persentase desa dan

dalam sekitar

kawasan hutan yang Persen 25 30 40 60 75
meningkat

kemandiriannya

Tujuan 3. Meningkatkan produk domestik bruto subsektor kehutanan
Indikator Tujuan 3 (T3): Persentase pertumbuhan produk domestik bruto
subsektor kehutanan

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Pertumbuhan PDB subsektor kehutanan adalah peningkatan nilai
tambah seluruh aktivitas ekonomi yang terkait dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya hutan, yang diukur dalam Produk
Domestik Bruto (PDB) atau secara sederhana dapat diartikan sebagai
ukuran seberapa besar sektor kehutanan berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perhitungan persentase kenaikan nilai PDB sub sektor kehutanan
secara tahunan (YoY) yaitu melalui perbandingan antara PDB sektor
kehutanan pada tahun tertentu dengan periode sebelumnya, yang
dihitung berdasarkan PDB harga konstan.

Batasan indikator ini dilakukan pada ruang lingkup klasifikasi
kegiatan A2 Pengelolaan Hutan dan Penebangan (forestry and logging)
dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.
Adapun perincian kegiatan A2 Pengelolaan Hutan dan Penebangan
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tersebut, meliputi: 1) kode 021: pengelolaan hutan (silviculture and
other forestry activities); 2) kode 022: pemanenan dan pemungutan
kayu (logging); 3) kode 023: pemungutan hasil hutan bukan kayu
(gathering of non- wood forest products); dan 4) kode 024: jasa
penunjang kehutanan (support services to forestry).

Tahun 2025 sedang diproses penyusunan KBLI 2025, dimana
Kementerian Kehutanan telah mengusulkan kegiatan Multi Usaha
Kehutanan (MUK) untuk masuk dalam perhitungan PDB sub sektor
kehutanan yang terdiri dari 6 sub kegiatan:

a. Pemanfaatan kawasan

b. Pemanfaatan jasa lingkungan

c. Pemanfaatan hasi hutan bukan kayu
d. Pemungutan hasil hutan bukan kayu
e. Pemungutan hasil hutan kayu
Konteks

Maksud dan tujuan pengukuran persentase pertumbuhan PDB sub
sektor kehutanan adalah untuk mengetahui peningkatan kontribusi
sub sektor kehutanan terhadap PDB nasional dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi yang positif dan menciptakan lapangan kerja.
Dalam penghitungan PDB yang dilakukan oleh BPS, kehutanan
termasuk salah satu sub-sektor perekonomian di dalam sektor
pertanian. Penghitungan nilai PDB dapat dimanfaatkan untuk
berbagai kepentingan diantaranya:

a. Untuk keperluan analisis ekonomi serta perencanaan
pembangunan nasional, PDB ditampilkan menurut struktur
kegiatan ekonomi atau lapangan usaha.

b. Dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur atau instrumen untuk
menilai keberhasilan pembangunan nasional.

c. Dengan mengetahui struktur perekonomian nasional maupunlaju
pertumbuhan masing-masing sektor terhadap PDB, maka hasil-
hasil pembangunan dapat diketahui dan rencana pembangunan
nasional selanjutnya dapat disusun secara lebih rinci.

Selain beberapa manfaat di atas, salah satu penggunaan PDB yang
sering dipergunakan secara internasional adalah pembedaan kategori
negara maju dan negara berkembang atau terbelakang dengan melihat
tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional per kapita di negara-
negara tersebut. Apabila angka-angka pendapatan nasional per kapita
ditampilkan untuk negara tertentu, maka laju pertumbuhan
pendapatan nasional itu digunakan sebagai tolok ukur kemajuan
suatu negara dan kecepatan transformasinya dari negara agraris
kenegara industri dan negara jasa.

Dasar Pengukuran

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung nilai

pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan:

a. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
dan turunannya;

b. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

c. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Standar Data Statistik yang mengatur konsep, definisi, klasifikasi,
ukuran, dan satuan yang dibakukan untuk menghasilkan Data
Statistik yang terstandar, termasuk data PDB.

d. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang mengatur
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tentang penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan statistik
sektoral, termasuk PDB.

e. Publikasi dan data PDB atas dasar harga berlaku dan harga
konstan.

Sumber Data

Sumber data untuk menghitung persentase pertumbuhan PDB sektor
kehutanan adalah dari data tabular PDB sub sektor kehutanan yang
diterbitkan oleh BPS setiap tahun pada data PDB atas dasar harga
konstan.

Data dapat ditemukan melalui kanal resmi publikasi statistik nasional
yang dikembangkan oleh BPS. Data tersedia setiap triwulanan, namun
untuk data tahunan (TW IV) terbit pada triwulan satu tahun
berikutnya (T+1).

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Unit in Charge (UIC) untuk indikator ini adalah Sekretariat Jenderal-
Pusat Data dan Informasi, sedangkan Eselon I lingkup Kementerian
yang terkait sebagai sumber data adalah Ditjen PHL, Ditjen KSDAE,
dan Ditjen Planhut, Ditjen PS.

Selain itu, uUIC dapat melakukan koordinasi lintas
kementerian /lembaga yang memiliki keterkaitan (cross-cutting) dengan
lapangan usaha seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian
pertanian, Kementerian Perikanan dan Kementerian Perindustrian,
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, serta BPS
selaku penyedia data PDB melalui kanal BPS.

Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Persentase pertumbuhan PDB sektor kehutanan dinilai berdasarkan
harga konstan. Data yang diambil melalui hasil pemilihan data
kompilasi PDB nasional dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) Tahun 2020 yang disusun Badan Pusat Statistik.
Untuk mengetahui persentase pertumbuhan produk domestic bruto
adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan YoY = [(Nilai Periode Sekarang-Nilai Periode Tahun Lalu)
/ Nilai Periode Tahun lalu x 100.

Target Indikator Tujuan

Baseline pertumbuhan PDB sektor kehutanan berdasarkan harga
konstan pada 2024 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai
2,6% (YoY) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun
2023, menunjukan adanya peningkatan kinerja sektor kehutanan
dalam perekonomian Indonesia.

Tabel 3. Target Indikator Persentase Pertumbuhan PDB subsektor
Kehutanan 2025-2029

Target
Indikator Satuan
2025 2026 2027 2028 2029
Persentase
pertumbuhan
domestik bruto Persen 1,5 1,8 2,4 3 3,4
subsektor

kehutanan
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D. Tujuan 4. Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif dan Melayani
Indikator Tujuan 4 : Nilai Reformasi Birokrasi

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Nilai Reformasi Birokrasi adalah hasil pengukuran kinerja
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada kementerian yang diperoleh
melalui penilaian terhadap sejumlah komponen dan indikator yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Nilai ini mencerminkan tingkat kemajuan
dan dampak pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan dua
dimensi, yaitu dimensi Reformasi Birokrasi General (RB General) dan
dimensi Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). Dimensi RB
General menitikberatkan pada evaluasi terhadap upaya kementerian
dalam menyelesaikan permasalahan mendasar atau struktural dalam
birokrasi yang umumnya berdampak dalam jangka menengah hingga
panjang. Sementara itu, dimensi RB Tematik berfokus pada langkah-
langkah strategis dan inovatif dalam menjawab tantangan tata kelola
pada isu-isu prioritas pembangunan nasional serta mengevaluasi
pencapaian indikator dampak dari tema tematik yang telah
ditentukan.

Konteks

Reformasi Birokrasi merupakan suatu kebutuhan esensial yang harus
dipenuhi guna menjamin terwujudnya perbaikan dalam tata kelola
pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel
menjadi prasyarat krusial bagi keberhasilan pelaksanaan agenda
pembangunan nasional. Kualitas tata kelola yang tinggi akan
memberikan dampak langsung terhadap optimalisasi implementasi
program-program pembangunan, di mana semakin baik kinerja tata
kelola pemerintahan, maka semakin cepat pula akselerasi proses
pembangunan nasional dapat diwujudkan secara berkelanjutan dan
terukur.

Dasar Pengukuran

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung terkait

pengukuran nilai reformasi birokrasi meliputi:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024.

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi.

c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.

Sumber Data

Sumber data Nilai Reformasi Birokrasi adalah laporan hasil evaluasi
reformasi birokrasi kementerian pada tahun sebelumnya yang
disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. Penyampaian laporan hasil evaluasi Reformasi
Birokrasi dapat dilakukan melalui sistem informasi evaluasi reformasi
birokrasi nasional.
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Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Jenderal
Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab  dalam
mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Kehutanan, yang dilaksanakan dengan dukungan Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Kehutanan. Pengumpulan
data dan bukti dukung terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan, yang
dalam hal ini menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat
Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab
pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Eselon I. Sementara itu,
Inspektorat Jenderal melaksanakan fungsi Evaluasi Internal atas
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian
Kehutanan yang hasilnya disampaikan kepada Evaluator Nasional.
Dalam konteks Evaluasi Eksternal, pelaksanaannya dilakukan oleh
Evaluator Meso dan Evaluator Nasional, dengan tujuan untuk
memperoleh gambaran yang objektif mengenai capaian, hasil, serta
dampak dari implementasi Reformasi Birokrasi, sekaligus memberikan
rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi. Evaluator
Meso merupakan kementerian/lembaga yang yang memiliki peran,
tugas, dan fungsi untuk melakukan evaluasi aspek implementasi
kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi
dan menjadi tanggung jawabnya. Adapun Evaluator Nasional
merupakan tim evaluator yang ditetapkan oleh Ketua Unit Pengelola
Reformasi Birokrasi Nasional yang berperan sebagai koordinator dalam
pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan melakukan evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan strategi pelaksanaan
reformasi birokrasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi, proses penilaian atau Evaluasi Reformasi
Birokrasi dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan.
Tahapan diawali dengan penyampaian laporan internal oleh Evaluator
Internal terkait pelaksanaan RB General dan Tematik, dilanjutkan
dengan input hasil penilaian indikator RB General oleh Evaluator
Meso, serta evaluasi terhadap capaian dampak RB Tematik oleh
Evaluator Nasional. Selanjutnya, Evaluator Nasional melakukan
klarifikasi atas laporan Evaluator Internal dan hasil penilaian
Evaluator Meso guna memastikan validitas dan akurasi data. Proses
kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan panel hasil evaluasi untuk
pembahasan dan penetapan indeks serta predikat reformasi birokrasi,
yang hasilnya kemudian ditetapkan secara resmi oleh Evaluator
Nasional, dan diakhiri dengan penyampaian laporan hasil evaluasi
kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memuat
temuan umum serta rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Bobot dan indikator dalam pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi
bersifat dinamis dan dapat disesuaikan setiap tahunnya. Ketentuan
lebih lanjut mengenai rincian masing-masing komponen, metode
pengukuran, bobot dari setiap komponen maupun sub-komponen,
serta koefisien penilaian akan ditetapkan oleh Evaluator Nasional
melalui Keputusan Menteri.
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Target Indikator Tujuan

Penentuan target indikator nilai reformasi birokrasi untuk periode
2025-2029 didasarkan pada baseline capaian Indeks Reformasi
Birokrasi tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebesar 87,55 poin.

Tabel 4. Target Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian
Kehutanan

Target

Indikator Satuan 2025 2026 2027 2028 2029

Nilai Reformasi

. ) Poin 80,31 81,65 82,67 83,65 83,7
Birokrasi

Sasaran Strategis 1 (T1.SS1l). Tingkat Kerusakan Hutan dapat
Diturunkan pada Batas Toleransi Perikehidupan Manusia dan
Keanekaragaman Hayati

Indikator Sasaran Strategis 1 (T1.SS1.1): Penurunan Laju Deforestasi

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Laju deforestasi adalah perubahan tutupan hutan menjadi non-hutan

yang terjadi dalam periode waktu tertentu, baik di dalam kawasan

hutan maupun di luar kawasan hutan. Sementara itu, definisi
operasional deforestasi yang digunakan di Indonesia adalah deforestasi
netto (nett deforestation), yaitu perubahan atau pengurangan luas
penutupan lahan berhutan pada periode tertentu yang diperoleh dari
penghitungan deforestasi bruto dikurangi dengan luas reforestasi.

Konsep deforestasi netto ini bertujuan untuk mempertimbangkan

luasan tutupan hutan yang bertambah pada periode tersebut sebagai

upaya dalam penurunan deforestasi.

Batasan dan entitas pengukuran penurunan laju deforestasi meliputi:

a. Tutupan hutan terdiri dari hutan alam primer, hutan alam
sekunder, dan hutan tanaman;

b. Pengukuran deforestasi mencakup deforestasi yang terjadi di
dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;

c. Deforestasi yang dimaksud merupakan deforestasi netto yaitu
deforestasi bruto dikurangi reforestasi;

d. Perhitungan deforestasi bruto dilakukan pada kondisi penutupan
lahan yang pada liputan periode sebelumnya merupakan hutan
sedangkan pada liputan periode berjalan/terakhir mengalami
perubahan menjadi tidak berhutan (non-hutan);

e. Perhitungan reforestasi dilakukan pada kondisi penutupan lahan
yang pada liputan periode sebelumnya yang tidak berhutan (non-
hutan) sedangkan pada liputan periode berjalan/terakhir
mengalami perubahan menjadi hutan.

Konteks

Kondisi penutupan hutan di Indonesia mendapatkan perhatian dunia
internasional sehingga penurunan laju deforestasi menjadi salah satu
komitmen Pemerintah Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim
yang tertuang di dalam dokumen Nationally Determined Contribution
(NDC) pada tahun 2015. Seiring dengan adanya perubahan paradigma
tata kelola kehutanan (forest governance) dari yang sebelumnya
berbasis timber management menjadi landscape management, maka
laju deforestasi di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun
ke tahun. Pada periode 1996 — 2000 laju deforestasi di Indonesia
sebesar 3,5 juta hektare dan kemudian turun menjadi 1,1 juta hektare
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pada tahun 2000-2003. Hal ini semakin menunjukkan keberhasilan
Indonesia dalam upaya menurunkan deforestasi secara berkelanjutan.
Sementara itu laju deforestasi di Indonesia periode 2022-2023 sebesar
0,12 juta hektare yang menjadi baseline pada periode 2025-2029,
dimana laju deforestasi ini mengalami penurunan dibandingkan
dengan laju deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 0,46 juta hektare
pada saat kondisi terjadinya El Nino.

Untuk mengetahui kondisi penutupan hutan di Indonesia serta
deforestasi secara berkala, maka pemantauan sumber daya hutan dan
pengukuran deforestasi semakin ditingkatkan dengan dilakukan
setiap tahunnya oleh Kementerian Kehutanan sejak tahun 2011. Pada
tahun 2015 kemudian telah dikembangkan Sistem Monitoring Hutan
Nasional (SIMONTANA) yang merupakan pemantauan kondisi hutan
terkini. SIMONTANA tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk
memantau hutan di dalam kawasan hutan, namun juga seluruh
daratan di Indonesia.

Deforestasi terjadi secara terencana maupun tidak terencana yang
disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Deforestasi
terencana misalnya untuk pengembangan infrastruktur pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan, sementara deforestasi yang tidak
terencana misalnya perambahan baik illegal loging, pertambangan
maupun pertanian. Adanya deforestasi tersebut dapat berakibat
terhadap: (1) hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, (2)
peningkatan emisi GRK serta penurunan karbon stok yang sangat
rentan terhadap perubahan iklim, (3) terus berkurangnya proporsi
luas hutan terhadap total luas daratan Indonesia, dan (4) terjadinya
bencana banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain. Untuk itu, maka
upaya penurunan laju deforestasi merupakan hal penting untuk
memastikan keberadaan penutupan hutan yang dapat menjamin
keberlanjutan produk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
serta jasa-jasa lingkungan yang dapat mendukung perikehidupan
manusia dan keanekaragaman hayati.

Dasar Pengukuran

Penurunan deforestasi di Indonesia merupakan salah satu indikator
Kegiatan Prioritas Kementerian Kehutanan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Penurunan deforestasi tersebut juga merupakan salah satu upaya
kontribusi Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah
Kaca dan bentuk mitigasi perubahan iklim yang ditetapkan di dalam
dokumen NDC pada tahun 2015 yang kemudian targetnya
ditingkatkan di dalam dokumen enhanced NDC pada tahun 2022.
Penyelenggaraan upaya deforestasi tersebut juga dimuat di dalam
Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 sebagai salah satu upaya
penting dalam mengurangi emisi GRK yang dihasilkan dari sektor
berbasis lahan (FOLU).

Lebih lanjut pengukuran deforestasi tersebut merupakan bagian dari
penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan yang turut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Salah satu data
dan informasi hasil inventarisasi hutan adalah penutupan lahan yang
akan digunakan sebagai basis penghitungan deforestasi.
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Sumber Data

Sumber data pengukuran laju deforestasi adalah data tutupan lahan
antara dua periode yang berbeda berdasarkan hasil penafsiran citra
satelit landsat resolusi menengah. Pengukuran deforestasi tersebut
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (cq.
Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan) dengan melibatkan para
penafsir yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pengukuran
deforestasi dilaksanakan berdasarkan penafsiran citra pada periode
Bulan Januari hingga Bulan Desember di tahun yang sama (T) yang
akan dilaporkan pada tahun berikutnya (T+1). Hasil pengukuran
deforestasi tersebut dirilis oleh Kementerian Kehutanan setiap
tahunnya melalui Ditjen Planologi Kehutanan di dalam laporan
Pemantauan Deforestasi Indonesia yang dapat diakses oleh publik.

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Unit Kerja Eselon I Penanggung Jawab pengukuran kinerja penurunan
deforestasi di lingkup Kementerian Kehutanan adalah Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan (cq. Direktorat IPSDH). Sementara itu,
pelaksanaan kinerja penurunan laju deforestasi dilaksanakan oleh
berbagai Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Kehutanan secara
kolaboratif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing entitas unit
kerja. Upaya penurunan deforestasi dilakukan melalui pendekatan
untuk mencegah kehilangan dan kerusakan hutan dari gangguan
serta meningkatkan tutupan hutan yang dilaksanakan oleh Ditjen
PDASRH, Ditjen PHL, Ditjen Planhut, Ditjen PS, dan Ditjen Gakkum.
Sementara itu, dalam upaya penurunan deforestasi juga melibatkan
stakeholder lainnya terutama Pemerintah Daerah Provinsi untuk
pengendalian deforestasi dan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan
hutan/APL serta Kementerian ATR/BPN untuk pengendalian
pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Keterlibatan unsur kepolisian untuk mengatasi deforestasi tidak
terencana di dalam kawasan hutan melalui penegakan hukum. Selain
itu, BRIN dan BIG juga terlibat penting dalam pengukuran deforestasi
pada tahap persiapan penafsiran citra satelit dan pelaksanaan
penafsiran.

Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengukuran laju deforestasi dilakukan melalui penafsiran data citra
landsat resolusi menengah pada dua periode yang berbeda. Tutupan
lahan pada citra tersebut diinterpretasi secara visual oleh para
penafsir merujuk pada petunjuk teknis penafisran citra satelit resolusi
menengah dalam rangka update data penutupan lahan untuk
mengidentifikasi tutupan lahan hutan dan non hutan. Tutupan lahan
hutan berdasarkan klasifikasi tersebut, diantaranya; hutan alam
primer, hutan alam sekunder, dan hutan tanaman. Sementara
tutupan non hutan antara lain; semak belukar, perkebunan,
pertanian, sawah, pemukiman dan lain sebagainya. Hasil penafsiran
penutupan lahan tersebut digunakan untuk rekalkulasi penutupan
lahan dan penghitungan laju deforestasi.

Area yang diidentifikasi sebagai area deforestasi adalah perubahan
tutupan lahan berhutan menjadi non-hutan pada rentang periode
tersebut yang selanjutnya disebut dengan deforestasi bruto.
Sementara itu, area reforestasi yang diidentifikasi adalah perubahan
penutupan lahan non-hutan menjadi berhutan. Selanjutnya,
deforestasi netto adalah area deforestasi bruto yang telah dikurangi
dengan luasan reforestasi. Di dalam proses penafsiran tersebut juga
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dilakukan proses pengecekan/ground check di lapangan untuk
meningkatkan akurasi hasil pengukuran deforestasi yang
dilaksanakan

Rumus perhitungan:

Deforestasi netto = Deforestasi Bruto — Reforestasi
Deforestasi netto yaitu deforestasi bruto dikurangi reforestasi

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan teknologi pemantauan
deforestasi, terdapat penyesuaian dimana perubahan hutan alam
menjadi hutan tanaman diukur sebagai deforestasi. Sementara itu
aktivitas pemanenan yang terjadi di hutan tanaman tidak
diperhitungkan sebagai areal deforestasi dikarenakan pada area hutan
tanaman tersebut akan dilakukan kegiatan penanaman kembali.
Luasan yang diidentifikasi sebagai area deforestasi tersebut
sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari
Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) adalah perubahan tetap
hutan menjadi non hutan sebagai akibat dari aktivitas manusia.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target laju deforestasi hutan menurun dari 0,111 juta hektar di tahun
2025 hingga 94 juta hektar di tahun 2029 dengan baseline capaian
laju deforestasi di tahun 2024 sebesar 0,12 juta hektar/tahun.
Penetapan target penurunan laju deforestasi tersebut berdasarkan
dengan target penurunan laju deforestasi di dalam RPJMN 2025-2029.
Tabel 5. Target Indikator Penurunan Laju Deforestasi Tahun 2025-
2029

Target

Indikator Satuan 2025 2026 2027 2028 2029

Penurunan
Laju
Deforestasi

Juta Hektare/

0,111 0,106 0,102 0,098 0,094
tahun

Sasaran Strategis 1 (T1.SS1). Tingkat Kerusakan Hutan dapat
Diturunkan pada Batas Toleransi Perikehidupan Manusia dan
Keanekaragaman Hayati

Indikator Sasaran Strategis 2 (T1.SS1.2): Indeks Daftar Merah Nasional
Status Keterancaman Spesies

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran
Nilai Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies/ Red

List Index (RLI) adalah alat ukur untuk merepresentasikan resiko
ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Indeks Daftar Merah
Nasional Status Keterancaman Spesies menggambarkan perubahan
tingkat keterancaman spesies dalam jangka waktu tertentu,
berdasarkan perubahan status konservasi dari spesies-spesies terpilih
di Indonesia yang telah dinilai secara berkala. Indeks ini
mencerminkan tren keseluruhan risiko kepunahan spesies di
Indonesia, dengan skala nilai antara O (seluruh spesies dinyatakan
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punah) hingga 1 (semua spesies berada pada kategori Risiko
Rendah/Least Concern).

Indikator ini dibatasi pada kelompok taksonomi tertentu yang menjadi
prioritas konservasi dan memiliki data penilaian yang memadai dan
terstandar menurut kriteria International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN) Red List. Daftar merah IUCN
(IUCN Red List) bertujuan memberikan analisis informasi mengenai
status, tren, dan keterancamanan spesies. Daftar ini memiliki 8
(delapan) kategori untuk menetapkan tingkat kepunahan satwa di
alam, yaitu: (a) Extinct (EX), Extinct in the Wild (EW), Critically
Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near Threatened
(NT), Least Concern (LC) dan Data Deficient (DD).

Konteks
Indonesia sebagai negara mega-biodiversitas memiliki tanggung jawab

besar dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Berdasarkan data
IUCN Red List per Desember 2024, Indonesia memiliki total 17.332
spesies yang telah dinilai tingkat keterancamannya. Dari jumlah
tersebut, terdapat S spesies yang telah dinyatakan Punah(Extinct/EX),
2 spesies dinyatakan Punah di Alam Liar (Extinct in the Wild/EW), 486
spesies (3%) masuk kategori Kritis (Critically Endangered/CR), 1.123
spesies (6%) masuk kategori Terancam Punah (Endangered/EN), dan
1.130 spesies (7%) termasuk dalam kategori Rentan (Vulnerable/VU).
Dengan demikian, terdapat lebih dari 2.700 spesies (sekitar 16%) yang
saat ini berada pada kondisi keterancaman tinggi (VU-CR) dan berisiko
menuju kepunahan bila tidak segera dilakukan intervensi konservasi
yang efektif.

Dengan situasi keterancaman yang signifikan dan tren tekanan yang
terus meningkat terhadap keanekaragaman hayati Indonesia, indeks
ini menjadi alat penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan
konservasi spesies dan ekosistem serta mengukur kontribusi
Indonesia  terhadap target internasional seperti Konvensi
Keanekaragaman Hayati (CBD), Kunming-Montreal Global Biodiversity
Framework (GBF), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG
15.5). Pemantauan tren keterancaman spesies memungkinkan
pengambilan keputusan berbasis bukti untuk konservasi biodiversitas
Indonesia.

Dasar Pengukuran
Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies

merupakan salah satu indikator prioritas Kementerian Kehutanan
yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025
tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Selain itu, indikator ini mendukung
dalam pencapaian komitmen global Indonesia, khusunya dalam CBD,
Kunming-Montreal, GBF, dan SDG 15.5.

Sumber Data
Sumber data berasal dari status keterancaman spesies dalam IUCN

Redlist, yang kemudian diacu oleh Komisi Nasional Red List Index
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(Komnas RLI). Hasil pengukuran RLI dirilis oleh Komnas RLI yang
beranggotakan personel dari internal Kemenhut yang menangani
Konservasi Spesies Genetik, maupun eksternal Kemenhut (seperti:
Species Specialist Group (SSG) Indonesia, akademisi, BRIN, dan
organisasi non-pemerintah di bidang konservasi). Dasar pengukuran
indeks ini adalah perubahan status keterancaman spesies yang telah
dilakukan penilaian status konservasi minimal dua kali dalam periode
waktu tertentu. Perubahan status yang dihitung adalah perubahan
yang genuine - yakni yang terjadi akibat perubahan kondisi populasi
atau habitat, bukan karena revisi taksonomi atau ketersediaan data
baru.

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)
Dalam lingkup Kementerian Kehutanan, penanggung jawab utama

dalam pemantauan dan pengukuran indikator Indeks Daftar Merah
Nasional Status Keterancaman Spesies adalah Direktorat Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) yang
berperan sebagai koordinator yang mengawal pelaksanaan indikator
ini secara menyeluruh. Ditjen KSDAE juga berperan sebagai pelaksana
dalam pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan konservasi
sumber daya alam dan ekosistem, khususnya di Kawasan Suaka Alam
(KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), serta
pembinaan areal-areal preservasi lainnya untuk mendukung
penurunan tingkat kerusakan hutan dalam batas toleransi yang
memungkinkan keberlanjutan perikehidupan manusia dan pelestarian
keanekaragaman hayati. Selain itu, Ditjen Penegakan Hukum
Kehutanan juga berperan sebagai pelaksana melalui sasaran program
penegakan hukum kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan
serta berperan pada pencegahan illegal wildlife trade, yang secara
langsung berkontribusi terhadap penurunan tingkat kerusakan hutan
dan ancaman terhadap spesies.

Mengingat sifatnya yang lintas sektor, indikator ini juga memiliki
crosscutting issues dengan pihak lain, seperti Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN) dalam hal penelitian dan pembaruan data
keanekaragaman hayati, Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
sebagai bagian dari penyusunan dasar ilmiah status keterancaman,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk spesies akuatik dan
laut, serta Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyelarasan
kebijakan konservasi spesies dan ekosistem. Keterlibatan lintas sektor
ini menjadi kunci penting dalam memastikan data yang digunakan
akurat, pemutakhiran status keterancaman dilakukan secara berkala,
dan intervensi konservasi berjalan sinergis.

Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menarik data status

keterancaman spesies Indonesia yang terdapat dalam IUCN Redlist
dari waktu ke waktu. Pengolahan data untuk pengukuran Indeks
Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies dilakukan
dengan menghitung RLI berdasarkan perubahan status keterancaman
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spesies dari waktu ke waktu. RLI mencerminkan risiko kepunahan
rata-rata dari suatu kelompok spesies, dengan nilai indeks antara O
(seluruh spesies punah) hingga 1 (seluruh spesies tidak terancam).
Rumus Perhitungan

RLI. = 1 2:s Wc(t,s)
p=1———"2
Wgx X N
Keterangan :
RLI; Indeks Daftar Merah pada waktu ke-t
Wets) - Bobot untuk kategori keterancaman (c) pada waktu ¢t
untuk spesies (s)
EWeire Jumlah total bobot dari seluruh spesies yang
dinilai pada waktu ke-t
Wex S (bobot maksimum untuk spesies yang
dinyatakan punah Extinct atau Extinct in the Wild)
N : Jumlah total spesies yang dinilai (tidak termasuk

spesies dengan status Data Deficient dan yang telah
punah pada saat penilaian awal)

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Penentuan target indikator Indeks Daftar Merah Nasional Status

Keterancaman Spesies untuk periode 2025-2029 didasarkan pada
nilai baseline tahun 2024, yaitu sebesar 0,75. Angka ini mencerminkan
kondisi keterancaman spesies di tingkat nasional yang masih relatif
stabil, namun menunjukkan tren penurunan sejak tahun 1993. Oleh
karena itu, target ditetapkan sebesar 0,75 untuk tahun 2025 hingga
2028, dan sedikit meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2029.
Penetapan target ini mempertimbangkan pentingnya intervensi yang
konsisten untuk mencegah penurunan lebih lanjut dan memastikan
perlindungan yang lebih kuat terhadap keanekaragaman hayati
nasional.

Tabel 6. Target Indikator Peningkatan Indeks Daftar Merah Nasional
Status Keterancaman Spesies

Target

Indikator
2025 2026 2027 2028 2029

Indeks Daftar
Merah
Nasional
Status
Keterancaman
Spesies

0,75 0,75 0,75 0,75 0,76

G. Sasaran Strategis 2 (T2.SS2). Meningkatkan pendapatan masyarakat
sekitar kawasan hutan
Indikator Sasaran Strategis 1 (T2.SS2.1): Nilai Transaksi Ekonomi
Masyarakat sekitar Hutan

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran
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Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat hutan adalah ukuran
atau besaran nilai uang yang dihasilkan dari berbagai aktivitas
ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tinggal di
sekitar atau di dalam kawasan hutan. Aktivitas ini mencakup berbagai
bentuk usaha yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber
daya hutan secara berkelanjutan, seperti pemanenan hasil hutan
bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, ekowisata, agroforestri, serta
bentuk wusaha produktif lainnya yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Nilai transaksi ini dihitung dari total
pendapatan yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat dari kegiatan-
kegiatan tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Indikator ini dibatasi pada nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan
oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan,
kelompok pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB dan
pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat.

Konteks

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor ekonomi nasional
yang berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan kontribusi tersebut sekaligus menjaga
kelestarian lingkungan, pemerintah mendorong penguatan peran aktif
kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk
terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Melalui pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan
berbasis  masyarakat, pemerintah bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan mendorong
pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang memanfaatkan
sumber daya hutan secara lestari. Untuk itu, pemerintah
mengimplementasikan berbagai skema pemberdayaan seperti
Kelompok wusaha perhutanan sosial, Kelompok tani hutan,
pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB dan pemanfaatan
areal konsesi yang dikerjasamakan dengan masyarakat sebagai
instrumen utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi, menjaga
fungsi ekologis hutan, dan menciptakan keadilan akses terhadap
sumber daya alam.

Dasar Pengukuran

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung nilai

pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan:

a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1091
Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengembangan Perhutanan
Sosial;

b. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengukuran Nilai
Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan;

c. Pedoman Pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok di
Sekitar Kawasan KSA/KPA/TB.

Sumber Data

Sumber data untuk menghitung nilai transaksi ekonomi masyarakat
sekitar hutan adalah nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan oleh
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Kelompok Tani Hutan, kelompok
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pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB dan pemanfaatan
areal konsesi yang dikerja samakan dengan masyarakat.

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Konservasi
Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari. Namun demikian, UKE I di atas dapat
melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan
Kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan (cross-cutting)
mengenai pengembangan kelompok untuk meningkatkan nilai
transaksi ekonomi seperti: Kementerian Pertanian, Kementerian Desa
dan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan UMKM,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pariwisata, dan/atau kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.

Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan merupakan total

nilai dalam bentuk rupiah dari seluruh aktivitas ekonomi yang
dihasilkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam
pengelolaan hutan, baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan.
Indikator ini mencerminkan besaran kontribusi ekonomi masyarakat
yang dihasilkan dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Kelompok
Tani Hutan, kelompok pemberdayaan masyarakat di sekitar
KSA/KPA/TB dan pemanfaatan areal konsesi yang dikerjasamakan.
Rumus Perhitungan:

Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan = X (Nilai transaksi ekonomi
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial + Nilai Transaksi ekonomi Kelompok Tani
Hutan + Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat di sekitar KSA/KPA/Taman
Buru + Nilai transaksi dari pemanfaatan areal konsesi malalui kerja sama dengan
masyarakat)

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Penentuan target indikator Kinerja Sasaran Strategis nilai transaksi
ekonomi masyarakat sekitar hutan untuk periode 2025-2029
memperhatikan target Renstra Kementerian LHK tahun 2020-2024
Revisi yang menjadi titik acuan kebijakan dan realisasi total dari nilai
transaksi ekonomi pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan
Kelompok Tani Hutan pada tahun 2024 yang sebesar Rp3,38 triliun.
Tabel 7. Target Indikator Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat sekitar
Hutan

Indikator Satuan Target
u 2025 2026 2027 2028 2029
Nilai
Transaksi Mili
Ekonomi Har 2.810 3.171  3.532  3.893  4.254
Rupiah
masyarakat

sekitar Hutan
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Sasaran Strategis 3 (T3.SS3). Meningkatkan Produk Barang dan Jasa
dari Hutan

Indikator Sasaran Strategis 1 (T3.SS3.1): Nilai pemanfaatan sumber daya
hutan berkelanjutan

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Nilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan diukur dari nilai
PDB sub sektor kehutanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam
satuan Triliun Rupiah. PDB ADHB atau yang sering disebut dengan
PDB nominal merupakan nilai tambah barang dan jasa yang
dihasilkan suatu negara dalam suatu periode waktu menurut harga
yang berlaku pada waktu tersebut, sehingga mampu memperlihatkan
struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha. Semakin tinggi
nilai PDB ADHB sub-sektor kehutanan maka semakin tinggi nilai
pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan. Produk barang dan
jasa dari sektor kehutanan yang meningkat baik secara kuantitas,
diversitas, maupun kualitas dapat berkontribusi langsung terhadap
meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap
mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan.

Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan
merupakan nilai ekonomi atas produk barang dan jasa yang dihasilkan
dari unit produksi kegiatan pemanfaatan hutan di seluruh wilayah
Indonesia sebagai sebagai sumbangan kepada PDB nasional. Kegiatan
pemanfaatan hutan yaitu kegiatan untuk memanfaatkan kawasan,
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan
bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta
mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Konteks

Sektor kehutanan adalah salah satu dari sektor ekonomi nasional yang
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh karenanya kenaikan produksi barang dan jasa dari pemanfaatan
hutan yang berlangsung secara berkelanjutan, tentunya akan
mendorong tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang
diharapkan oleh pemerintah. Indonesia sebagai negara tropis yang
besar, memiliki sektor kehutanan nasional yang dinilai sangat
strategis dan harus ditingkatkan kontribusinya terhadap
pembangunan nasional. Penting dalam penerapan untuk
mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau di tengah
tantangan global terkait perubahan iklim. Pemanfaatan sumber daya
hutan yang berkelanjutan merupakan upaya yang penting untuk tetap
memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari hutan secara optimal
dengan tetap menjaga kelestariannya sesuai prinsip-prinsip Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Dasar Pengukuran

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung nilai

pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan:

a. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
dan turunannya;

b. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan/atau KBLI yang
berlaku;
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c. Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak,
atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dan/atau peraturan penggantinya;

d. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan
Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan
Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi dan/atau
peraturan penggantinya;

e. serta peraturan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sumber Data

Sumber data untuk menghitung Nilai Pemanfaatan Sumber Daya
Hutan yang Berkelanjutan adalah nilai PDB sub sektor kehutanan dari
data tabular PDB Nasional atas dasar harga berlaku dalam satuan
triliun rupiah yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang
membidangi kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Data dapat
ditemukan melalui kanal resmi publikasi statistik nasional yang
dikembangkan oleh BPS. Data umumnya terbit pada triwulan satu
pada tahun T+1.

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Data dan Informasi menjadi
Wali Data utama yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan
analisis data yang mendukung data PDB sub sektor kehutanan melalui
koordinasi dengan Unit In Charge (UIC) Ditjen Pengelolaan Hutan
Lestari (PHL) sebagai pelaksana teknis serta melaksanakan koordinasi
dengan BPS selaku lembaga yang mengolah dan mempublikasi data
statistik nasional. Selain itu, Pusat Data dan Informasi dapat
melaksanakan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang memiliki
keterkaitan (cross-cutting) produksi barang dan jasa yang
memanfaatkan sumber daya hutan yang berkelanjutan, diantaranya
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Pertanian, dan/atau kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.

Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Salah satu instrumen untuk mengukur nilai ekonomi adalah nilai
Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai tambah (value
added) yang digunakan dalam mengukur perkembangan ekonomi
suatu negara dengan melihat pertumbuhan produksi barang dan jasa
di suatu wilayah dalam selang waktu tertentu. Sebagai informasi, BPS
menyajikan nilai PDB dalam 2 (dua) konsep yaitu PDB atas harga
berlaku (ADHB) dan PDB atas harga konstan (ADHK). PDB ADHB atau
yang sering disebut dengan PDB nominal merupakan nilai tambah
barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu periode
waktu menurut harga yang berlaku pada waktu tersebut, sehingga
mampu memperlihatkan struktur perekonomian berdasarkan
lapangan usaha. Sementara PDB atas dasar harga konstan, sering
disebut dengan PDB riil merupakan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun
dasar untuk memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai
refleksi capaian pembangunan yang diperoleh dalam jangka waktu
tertentu. Oleh karenanya, agar dapat menunjukan berapa besar
kontribusi sektor kehutanan pada struktur perekonomian Indonesia di
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setiap tahunnya digunakan pendekatan nilai PDB atas dasar harga
berlaku (ADHB).

Dalam mengukur Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan yang
Berkelanjutan menggunakan pendekatan nilai PDB atas Dasar Harga
Berlaku. Data perhitungan nilai pemanfaatan hutan berkelanjutan
diambil melalui hasil pemilihan data kompilasi PDB nasional atas
dasar harga berlaku pada Kelompok Kegiatan A2 Pengelolaan hutan
dan penebangan (forestry and logging) dalam Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 yang disusun Badan
Pusat Statistik dan/atau KBLI yang berlaku di periode 2025-2029.
Kelompok tersebut juga mereferensi International Standard Industrial
Classification of All Economics Activities (ISIC) Rev. 4.

Untuk mengetahui data Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB
Nasional (berdasarkan harga berlaku) yaitu dengan pemilahan data
PDB nasional pada kelompok KBLI 3 (tiga) digit, berikut: 1) kode 021:
pengelolaan hutan (silviculture and other forestry activities); 2) kode
022: pemanenan dan pemungutan kayu (logging); 3) kode 023:
pemungutan hasil hutan bukan kayu (gathering of non-wood forest
products); dan 4) kode 024: jasa penunjang kehutanan (support
services to forestry).

Kegiatan pengelolaan hutan mencakup penanaman pohon-pohon
hutan dan perkebunan pohon kecil lahan hutan serta penanaman
pohon kecil yang dipotong secara berkala untuk kayu bakar, bubur
kayu dan kegunaan lain dalam hutan alam atau hutan tahunan
termasuk juga pembibitan tanaman hutan. Kegiatan pengelolaan
hutan juga mencakup penanaman tanaman industri serta
pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, dan pemasaran. Kegiatan
tersebut dapat dilakukan di hutan alami atau hutan tanam dan di luar
kawasan hutan (hutan rakyat). Rangkaian kegiatan pengelolaan hutan
meliputi penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan,
pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan, reklamasi
serta perlindungan dan konservasi hutan.

Sedangkan, kegiatan pemanenan dan pemungutan kayu mencakup
pemotongan kayu hutan untuk industri pengolahan dan penggunaan
lain dalam bentuk yang belum diolah, diantaranya termasuk
pemungutan dan pembuatan kayu bakar dan arang kayu di hutan
dengan menggunakan cara tradisional. Selanjutnya, kegiatan
pemungutan hasil hutan bukan kayu mencakup pemungutan hasil
hutan bukan kayu dan tanaman lain yang tumbuh liar, diantaranya
termasuk jamur, tanaman biji-bijian, anggrek dan tumbuhan liar
sejenis, tanaman obat, lak dan damar serta tanaman lain yang tumbuh
liar.

Kegiatan jasa penunjang kehutanan mencakup kegiatan yang
menunjang kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, dan
pemanfaatan jasa yang dihasilkan oleh kawasan hutan seperti
perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa
konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam
hutan, termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas
dasar kontrak. Semakin tinggi nilai PDB ADHB sub-sektor kehutanan
maka semakin tinggi nilai pemanfaatan sumber daya hutan
berkelanjutan.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Penentuan target Indikator Nilai pemanfaatan sumber daya hutan
yang berkelanjutan adalah tercapainya target Nilai PDB Sektor
Kehutanan atas Harga Berlaku dalam satuan Triliun Rupiah. Target
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tahun 2025 sampai dengan 2029 dalam rencana strategis tersebut
telah sesuai dengan amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029.

Tabel 8. Target Indikator Nilai Pemanfaatan Sumber Daya Hutan yang

Berkelanjutan

. Target

Indikator Satuan 2025 2026 2027 2028 2029
Nilai
pemanfaatan Triliun

sumber daya 134,74 136,19 139,64 142,09 146,54
hutan yang

berkelanjutan

Rupiah

Sasaran Strategis 3 (T3.SS3). Meningkatkan Produk Barang dan Jasa
dari Hutan
Indikator Sasaran Strategis 2 (T3.SS3.2): Nilai ekspor produk kehutanan

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran
Nilai ekspor produk hasil hutan merupakan indikator yang
menggambarkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian
nasional melalui aktivitas perdagangan luar negeri, khususnya dalam
bentuk ekspor produk yang berasal dari hasil hutan kayu maupun
non-kayu. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan legal, sekaligus
menjadi ukuran daya saing produk kehutanan Indonesia di pasar
global. Secara operasional, indikator ini dihitung sebagai total nilai
dalam satuan dolar Amerika Serikat (USD) dari seluruh jenis produk
hasil hutan yang diekspor dalam satu tahun, meliputi:

a. Produk hasil hutan kayu, seperti kayu olahan, veneer, plywood,
pulp, dan kertas.

b. Produk hasil hutan non-kayu, seperti rotan, getah, damar, minyak
atsiri, madu, dan produk turunan lainnya.

c. Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang dilindungi atau tidak
dilindungi namun diperdagangkan secara legal sesuai ketentuan
nasional dan internasional (misalnya melalui skema CITES).

d. Produk bioprospecting, yaitu hasil eksplorasi sumber daya genetik
dan hayati dari hutan, khususnya yang berasal dari kawasan
konservasi, yang telah melalui proses perizinan dan pembagian
manfaat secara legal.

Indikator ini dibatasi hanya pada ekspor yang legal, terverifikasi, dan

tercatat secara resmi melalui sistem data nasional dan instansi

berwenang, serta diperoleh dari kegiatan pemanfaatan yang sesuai
dengan prinsip kelestarian lingkungan. Dengan demikian, indikator ini
tidak hanya mengukur aspek ekonomi, tetapi juga menggambarkan
tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan kolaboratif lintas sektor.

Konteks

Sasaran strategis peningkatan daya saing dan kontribusi sektor
kehutanan terhadap perekonomian nasional melalui optimalisasi
ekspor hasil hutan lestari dimaksudkan untuk mendorong
peningkatan nilai tambah produk hasil hutan, baik kayu maupun non-
kayu, secara berkelanjutan. Tujuan dari sasaran ini adalah untuk
mengoptimalkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional, sekaligus mendukung agenda pembangunan
rendah karbon dan ekonomi hijau. Urgensi dari sasaran ini didorong
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oleh kebutuhan untuk melakukan diversifikasi ekonomi yang ramah
lingkungan serta menghadapi tantangan global seperti penurunan
permintaan terhadap komoditas primer, peningkatan tuntutan pasar
terhadap produk berkelanjutan, serta pentingnya legalitas dan
sertifikasi hasil hutan. Oleh karena itu, indikator nilai ekspor produk
hasil hutan dipilih untuk mengukur keberhasilan sasaran ini secara
konkret. Outcome yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan
ekspor hasil hutan yang signifikan dan berkelanjutan, mencerminkan
meningkatnya daya saing industri kehutanan nasional, meningkatnya
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta tercapainya target
pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan.

Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran indikator nilai ekspor produk hasil hutan mengacu
pada sejumlah regulasi dan referensi yang memberikan legitimasi dan
landasan konseptual terhadap pengukuran kinerja ini. Secara
normatif, indikator ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, yang menegaskan pentingnya
pengelolaan hasil hutan secara lestari untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing nasional. Selain itu,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Permen LHK) Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020
tentang Tata Cara Penatausahaan Hasil Hutan memberikan
pengaturan teknis mengenai pemanfaatan dan peredaran hasil hutan
yang menjadi dasar dalam pencatatan dan pelaporan ekspor.

Sumber Data

Sumber data untuk indikator nilai ekspor produk hasil hutan berasal
dari data resmi Kementerian Kehutanan yang dihimpun melalui
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
menggunakan data dari Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) sebagai
sistem pencatatan ekspor produk hasil hutan kayu berlegalitas.
Cut-off data untuk indikator ini umumnya mengikuti kalender
pelaporan kinerja tahunan, yaitu capaian tahun berjalan akan
merujuk pada data ekspor yang telah dikompilasi dan diverifikasi
sampai dengan akhir bulan Desember tahun tersebut, atau
menggunakan data tahun sebelumnya apabila diperlukan untuk
penyusunan Rencana Kerja Tahunan (misalnya dalam konteks
Reformasi Birokrasi atau RPJMN).

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Dalam pelaksanaan indikator nilai ekspor produk hasil hutan,
pembagian fungsi antara koordinator dan pelaksana dilakukan secara
kolaboratif dan lintas unit kerja untuk memastikan ketercapaian
kinerja secara efektif dan berkelanjutan.

Pelaksana teknis utama indikator ini adalah Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) yang memiliki tugas strategis
dalam pembinaan pengelolaan hutan produksi, termasuk tata usaha
hasil hutan, legalitas kayu (SVLK), dan fasilitasi ekspor produk hasil
hutan lestari. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (Ditjen KSDAE) turut menjadi pelaksana untuk hasil hutan
non-kayu yang berasal dari kawasan konservasi.
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Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data untuk indikator nilai ekspor
produk hasil hutan dilakukan melalui tahapan sistematis dan
kolaboratif, guna menghasilkan capaian kinerja yang akurat, kredibel,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator ini mencakup komoditas
hasil hutan kayu dan non-kayu, termasuk komponen Tumbuhan dan
Satwa Liar (TSL) yang dilindungi serta produk hasil bioprospeksi dari
kawasan konservasi maupun produksi.

Komponen data yang dikumpulkan dan diolah mencakup:

a. Nilai ekspor produk hasil hutan kayu (seperti kayu olahan,
plywood, veneer, pulp, kertas)

b. Nilai ekspor hasil hutan non-kayu (rotan, getah, damar, minyak
atsiri, madu, dll)

c. Nilai ekspor komoditas TSL (misalnya anggrek liar, tanaman hias
langka, satwa hasil penangkaran, dll)

d. Nilai ekspor dari hasil bioprospecting, terutama yang berasal dari
kawasan konservasi, sesuai perizinan dan protokol riset
pemanfaatan sumber daya genetik.

e. Data pendukung: jenis produk, asal wilayah, negara tujuan,
volume, harga satuan, dan legalitas dokumen

Pengumpulan data dilakukan melalui integrasi dari berbagai sumber:

a. Kementerian Kehutanan melalui: Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) — data ekspor hasil hutan kayu ber-SVLK; Ditjen PHL — data
ekspor produk hasil hutan produksi; Ditjen KSDAE - data ekspor
TSL dan produk bioprospecting dari kawasan konservasi,
termasuk pengawasan pemanfaatan dan perdagangan spesies
dilindungi (dalam koridor CITES dan Permen LHK)

b. Dukungan data lapangan, termasuk perizinan bioprospecting dan
pergerakan spesimen.

Cut-off data dilakukan setiap akhir Desember tahun berjalan untuk

keperluan evaluasi capaian tahunan.

Formulasi dan Pengolahan Data

Nilai indikator dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Ekspor Total (USD) = Z (Volume Ekspor; x Harga per Unit,)

. . =1
Dengan agregasi dari:

a. Hasil hutan kayu

b. Hasil hutan non-kayu

c. Komoditas TSL yang diizinkan secara legal

d. Produk hasil bioprospeksi berizin resmi

Setiap komponen dipilah menurut sumber dan jenis komoditas, serta
diverifikasi legalitasnya. Pengolahan dilakukan secara kuantitatif,
kemudian dianalisis dari aspek tren tahunan, capaian terhadap target,
dan relevansinya terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan
sektor kehutanan. Data dari masing-masing sumber diverifikasi oleh
unit teknis (Ditjen PHL, Ditjen KSDAE), lalu dikonsolidasikan oleh Biro
Perencanaan.

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Penetapan target nilai ekspor produk kehutanan dalam periode
Renstra 2025-2029 memperhatikan dua komponen utama, yaitu
realisasi capaian terakhir yang tersedia dan target Renstra 2020-2024
yang menjadi titik acuan kebijakan. Berdasarkan dokumen Renstra
2020-2024, target nilai ekspor produk kehutanan pada tahun 2024
ditetapkan sebesar 16 miliar USD. Meskipun data capaian akhir tahun
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2024 masih dalam proses dan belum tersedia secara final, angka target
ini tetap digunakan sebagai referensi dasar (baseline kebijakan) karena
bersifat resmi dan telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
strategis nasional sebelumnya.

Dengan asumsi capaian 2024 mendekati atau setara dengan target
tersebut, maka target periode 2025-2029 disusun dengan pendekatan
pertumbuhan moderat namun optimistik, yaitu rata-rata 5% per
tahun, mempertimbangkan kondisi pasar global, daya saing industri
kehutanan, serta potensi pertumbuhan ekspor dari HHBK, TSL, serta
produk bioprospecting. Proyeksi ini juga memperhitungkan tantangan
eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan ketatnya standar
keberlanjutan dari negara tujuan ekspor.

Penetapan target juga mempertimbangkan sinkronisasi kebijakan
RPJMN 2025-2029 yang mendorong kontribusi sektor kehutanan
terhadap ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Dengan
demikian, target IKU tidak hanya mencerminkan ekspektasi ekonomi,
tetapi juga keberlanjutan pengelolaan hutan dan penguatan peran
kehutanan dalam perdagangan global yang legal dan berkelanjutan.
Tabel 9. Target Indikator Nilai Ekspor Produk Kehutanan

Target

Indikat t
ndikator  Satuan 55 2026 2027 2028 2029

Nilai ~ ekspor  rijiar

produk
kehutanan UsSD

15,42 15,82 16,23 16,64 17,05

Sasaran Strategis 3 (T3.SS3). Meningkatkan Produk Barang dan Jasa
dari Hutan

Indikator Sasaran Strategis 3 (T3.SS3.3): Produksi hasil hutan bukan kayu
(buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)

1.

Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran
Kementerian Kehutanan mendefinisikan hasil hutan bukan kayu
adalah hasil hutan hayati selain kayu baik nabati maupun hewani
beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara.
Dalam PermenLHK No. 81 Tahun 2016, jenis komoditas pangan yang
dapat dikembangkan dalam kawasan hutan meliputi padi, jagung,
tebu, dan sapi.
Definisi operasional dari indikator ini adalah jumlah total hasil
produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) pangan berupa
buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan singkong yang
berasal dari kawasan hutan dan tercatat secara resmi melalui sistem
pelaporan Ditjen PHL. Produksi yang dihitung merupakan hasil panen
primer (raw product) dalam bentuk biomassa segar (fresh weight), yang
dicatat pada titik serah pertama (First Point of Sale/FPS). Satuan yang
digunakan untuk pelaporan adalah ribu ton.

Batasan indikator ini meliputi:

a. Hanya mencakup enam jenis HHBK pangan yang telah
ditetapkan, baik yang berasal dari tegakan alami maupun hasil
budidaya di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak yang
memiliki izin atau pengakuan legal (izin usaha pemanfaatan,
skema perhutanan sosial, hutan adat, atau skema lain yang sah).

b. Produksi harus berasal dari kawasan yang sah secara hukum dan
tercatat melalui mekanisme pelaporan resmi Ditjen PHL, yaitu
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melalui pengisian Form HHBK-01 yang diunggah oleh unit
pelaksana ke Sistem Informasi Satu Data Ditjen PHL.
c. Tidak mencakup hasil olahan turunan seperti tepung, sirup, gula,
keripik, atau bentuk produk antara lainnya.
Capaian dari sistem GOKUPS (Ditjen PS) dan SIMLUH (BP2SDM)
digunakan sebagai data sekunder untuk validasi dan triangulasi,
bukan sebagai sumber data utama capaian. Indikator ini dirancang
untuk memastikan penghitungan kontribusi langsung produksi HHBK
pangan dari hutan terhadap ketahanan pangan nasional, penguatan
ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan peningkatan nilai tambah
sektor kehutanan.

Konteks

Indikator ini dikembangkan untuk mendukung sasaran strategis
"Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan" dalam Renstra
2025-2029, dengan tujuan akhir meningkatkan kontribusi sektor
kehutanan terhadap perekonomian nasional. Produksi HHBK pangan
dari kawasan hutan seperti buah-buahan, umbi-umbian, jagung,
sagu, tebu, dan singkong dipilih karena potensinya dalam mendukung
ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pengukuran indikator ini
penting untuk: 1) Menunjukkan keberhasilan transformasi
pengelolaan hutan menjadi pusat produksi pangan alternatif, 2)
Mengukur sejauh mana pemanfaatan kawasan hutan telah
dioptimalkan untuk HHBK, dan 3) Memberikan dasar perencanaan
berbasis bukti dalam pengembangan hutan pangan dan energi.
Indikator ini juga mendukung pencapaian target Asta Cita 2025-2029,
khususnya Arah Pembangunan Strategis Nasional ke-6: "Mewujudkan
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dan ke-8:
"Memantapkan ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi
ekonomi hijau dan biru." Produksi HHBK pangan dari kawasan hutan
menjadi wujud kontribusi sektor kehutanan dalam mewujudkan
ekonomi hijau berbasis sumber daya terbarukan dan berorientasi pada
kesejahteraan rakyat.

Secara nasional, indikator ini selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan
peta jalan transformasi kehutanan Indonesia. Secara global,
mendukung pencapaian SDG 2 (ketahanan pangan), SDG 8
(pertumbuhan ekonomi inklusif), SDG 12 (produksi berkelanjutan),
dan SDG 15 (ekosistem darat). Dengan indikator ini, peran hutan
sebagai sumber pangan strategis dan pendorong ekonomi hijau dapat
diukur secara objektif dan dijadikan dasar kebijakan yang berbasis
bukti.

Dasar Pengukuran

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung Produksi

hasil hutan bukan kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu,

tebu, singkong), antara lain:

a. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
dan turunannya;

b. PerMenLHK Nomor P.81/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016
tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Kawasan
Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan

c. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
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d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada
Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

Sumber Data

Sumber data utama indikator ini berasal dari Sistem Informasi Satu
Data Ditjen PHL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari sebagai wali data. Adapun sumber data sekunder
berasal dari sistem GOKUPS (Ditjen PSKL) dan SIMLUH (BP2SDM)
yang mencatat kegiatan pemanfaatan HHBK oleh kelompok
perhutanan sosial dan penyuluh kehutanan. Data sekunder ini
digunakan untuk keperluan validasi, triangulasi, dan konfirmasi
terhadap capaian agregat HHBK pangan secara nasional, tetapi tidak
dihitung langsung sebagai capaian indikator.

Data pendukung dari capaian indikator sasaran strategis ini meliputi:
(1) persentase penyediaan kawasan hutan untuk pangan dan energi;
dan (2) luas pengelolaan dan pemanfaatan HHBK melalui perhutanan
sosial. Keduanya berperan sebagai indikator kontekstual untuk
membaca tren, potensi pengembangan kawasan hutan sebagai sumber
pangan, serta korelasi spasial dengan hasil produksi. Semua sumber
data disusun dan dikompilasi secara konsisten untuk menjamin
akurasi pengukuran indikator, dengan prinsip interoperabilitas dan
tata kelola data sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia.

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Unit in Charge (UIC) untuk indikator ini adalah Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari yang bertanggungjawab menghimpun data
untuk pengukuran pencapaian indikator dari Ditjen Ditjen Perhutanan
Sosial, BP2SDM, dan Ditjen Planologi Kehutanan. Namun demikian,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dapat melaksanakan
koordinasi lintas kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan
(cross-cutting) produksi hasil hutan bukan kayu, khususnya yang
mendukung ketahanan pangan seperti: Kementerian Pertanian, Badan
Pangan Nasional, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan,
dan/atau kementerian/lembaga lain sesuai kebutuhan.

Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui Sistem Informasi Satu Data Ditjen PHL
menggunakan formulir pelaporan HHBK-01. Pelaporan dilakukan
oleh unit pelaksana (KPH, pemegang izin, kelompok masyarakat)
maksimal 7 hari setelah panen. Data kemudian diverifikasi oleh
UPTD dan Ditjen PHL secara berjenjang. Data tersebut diverifikasi
melalui triangulasi dengan data sekunder dari GOKUPS (Ditjen
PSKL) dan SIMLUH (BP2SDM) untuk mengidentifikasi
kemungkinan kekeliruan pelaporan atau potensi over/under-
reporting.

b. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data yang terkumpul melalui formulir HHBK-01 di sistem
informasi Satu Data Ditjen PHL dikelompokkan dan diklasifikasi
berdasarkan daftar komoditas indikator (lookup table) yang telah
ditetapkan. Proses ini dilakukan secara terstruktur dengan
mengidentifikasi entri data yang relevan dengan enam komoditas
indikator.
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Rumus penghitungan capaian:

Capaian Produksi HHBK Pangan (ribu ton) = (Q: + Q2 + Qs + Q4 +
Qs + Q¢) / 1.000

Keterangan:

Q: = jumlah volume produksi buah-buahan

Q: = jumlah volume produksi umbi-umbian

Qs = jumlah volume produksi jagung

Q+ = jumlah volume produksi sagu

Qs = jumlah volume produksi tebu

Qs = jumlah volume produksi singkong

7. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja Utama Produksi HHBK (buah-buahan, umbi-
umbian, jagung, sagu, tebu, singkong) adalah tercapainya target
produksi HHBK (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu,
singkong) dalam satuan Ribu Ton. Target tahun 2025 sampai dengan
2029 dalam rencana strategis tersebut telah sesuai dengan amanat
Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Tabel 10. Target Indikator Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-

buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong Berkelanjutan

Target

Indikator Satuan 5535 2026 2027 2028 2029

Produksi Hasil

Hutan Bukan

Kayu (buah-

buahan, umbi- Ribu Ton 450 500 550 600 650
umbian, jagung,

sagu, tebu,

singkong

Sasaran Strategis 3 (T3.SS3). Meningkatkan Produk Barang dan Jasa dari
Hutan
Indikator Sasaran Strategis 4 (T3.SS3.4): Nilai PNBP Fungsional Kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

PNBP merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam
rangka melaksanakan pembangunan nasional, yaitu berasal dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP adalah seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari pajak, yang
harus disetor ke kas negara sebagai pendapatan negara, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi PNBP sesuai
Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi
atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak
langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang
diperoleh negara. PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan,
merupakan penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan
perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

Target PNBP adalah perkiraan PNBP yang akan diterima dalam satu
tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan. Capaian target PNBP
merupakan salah satu faktor dalam penilaian kinerja pengelolaan
PNBP. Capaian target PNBP diukur berdasarkan persentase realisasi
PNBP terhadap target yang telah ditetapkan. PNBP yang dimaksud
adalah penerimaan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan,
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dicatat dan dilaporkan secara resmi dalam sistem keuangan
pemerintah. PNBP Fungsional Kementerian Kehutanan dipungut
sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2024 Tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif
PNBP yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola PNBP.

PNBP Fungsional Kementerian Kehutanan terdiri dari (1) PNBP SDA
Kehutanan (2) PNBP Lainnya dan (3) PNBP Umum. PNBP Fungsional
berdasarkan objeknya terdiri dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam
dan Pelayanan yang disebut PNBP Lainnya yang tarifnya diatur oleh
Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat
izin/persetujuan Menteri Keuangan. PNBP tersebut merupakan
penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian
negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan
tugas pokok dan fungsinya. PNBP Umum merupakan penerimaan yang
tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga,
melainkan berasal dari sumber-sumber sah lainnya menurut
ketentuan perundang-undangan, seperti: (1) pendapatan sewa tanah,
gedung, bangunan, (2) pendapatan dari penjualan tanah, gedung,
bangunan; pendapatan dari KSP tanah, gedung, bangunan, (3)
pendapatan dari pemindahan BMN, (4) pendapatan jasa lembaga
keuangan (jasa giro), (5) pendapatan penjualan peralatan dan mesin,
(6) pendapatan ganti kerugian Negara, dan (7) pendapatan anggaran
lain-lain; dan sebagainya.

Konteks

Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan wuntuk
meningkatkan perekonomian nasional, baik yang dilakukan oleh
pemerintah, pelaku usaha yang berorientasi bisnis maupun yang
dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
harus tetap berprinsip pada pengelolaan hutan lestari. Untuk itu,
kenaikan atau penurunan realisasi PNBP berarti menggambarkan pula
tingkat produktivitas dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam
berupa hasil hutan dan jasa lingkungan dalam kurun waktu tertentu.
Nilai PNBP yang tercapai adalah diperoleh dari hasil pengukuran atas
potensi sumber daya hutan dan jasa lingkungan, terlaksananya
pelatihan, terdapat pelayanan jasa penggunaan sarana dan prasarana
sesuai dengan tugas dan fungsi, serta adanya denda administratif di
bidang kehutanan akibat kegiatan pengawasan secara rutin, dan ganti
rugi tegakan dengan mendasarkan pada estimasi besaran PNBP yang
akan diperoleh pada tahun yang akan datang.

Dasar Pengukuran

Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dalam
perencanaan PNBP TA 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah
nomor 36 tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023
tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Semua Instansi
Pengelola PNBP, yang berpedoman pada PMK Nomor 58 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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Sumber Data

Sumber data adalah nilai PNBP fungsional Kementerian Kehutanan
yang diterbitkan secara resmi oleh Biro Keuangan dan data cut offyang
digunakan secara resmi tersedia didalam data tahunan.

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam
Indikator Kinerja Peningkatan Nilai PNBP Fungsional Kementerian
Kehutanan sebagai koordinator untuk perencanaan, pencatatan,
pelaporan pencapaian realisasi PNBP dan umpan balik optimalisasi
PNBP serta melakukan pembinaan dalam pengelolaan PNBP. Ditjen
Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Planologi Kehutanan, Ditjen KSDAE,
Ditjen PDASRH, Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan,dan BP2SDM
masing-masing bertanggung jawab atas capaian realisasi PNBP tingkat
eselon I yang didukung oleh UPT/ Satker terkait serta eselon I lain.
Inspektorat Jenderal bertugas mengawasi upaya-upaya pemenuhan
kinerja dalam intervensi pengelolaan PNBP dan regulasi yang
dibangun.

Selain itu, terdapat keterkaitan pemangku kepentingan eksternal yaitu
(stakeholder crosscutting) antara Kementerian Kehutanan dan
Kementerian Keuangan sebagai penanggung jawab dalam PNBP
dikarenakan sumber data yang digunakan berasal dari aplikasi
SIMPONI dan OMSPAN.

Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
a. Pengumpulan Data:

Data yang digunakan dalam analisis ini dikumpulkan dari

berbagai sumber internal Kementerian Kehutanan, khususnya

dari laporan-laporan keuangan yang dikelola oleh Biro Keuangan.

Sumber data utama meliputi sistem-sistem informasi keuangan

berikut:

1) OMSPAN (Online Monitoring SPAN);

2) SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online);

3) SI-PNBP PHL (Sistem Informasi PNBP Pengelolaan Hutan
Lestari); dan

4) SI-PNBP PKH (Sistem Informasi PNBP Pengelolaan Kawasan
Hutan).

Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai realisasi

PNBP yang dikelompokkan berdasarkan kategori fungsional dan

umum.

Kategori PNBP:

PNBP Fungsional Kementerian Kehutanan, yang terdiri dari:

1) Capaian nilai PNBP Sumber Daya Alam (SDA)

2) Capaian nilai PNBP Lainnya di bidang kehutanan

3) Capaian nilai PNBP Umum yang berasal dari penggunaan
aset negara dan layanan non-kehutanan

b. Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan cara perhitungan realisasi
berdasarkan tarif per jenis PNBP yang disetorkan ke kas negara sesuai
akun pendapatan. Pengelompokan ini mengikuti klasifikasi akun
pendapatan sesuai dengan struktur dalam sistem keuangan yang

berlaku.
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Tabel 11. Jenis-denis PNBP Kementerian Kehutanan

Akun Pendapatan
PNBP SDA (PNBP
Fungsional)

PNBP Lainnya (PNBP
Fungsional)

PNBP Umum

Jenis PNBP
Pendapatan Penggunaan
Kawasan Hutan Untuk
Kepentingan
Pendapatan Dana Reboisasi
Pendapatan Provisi Sumber
Daya Hutan
Pendapatan Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
(IITUPHH)

Pendapatan Pengujian,
Sertifikasi, dan Standardisasi di
Bidang Kehutanan

Pendapatan Hasil

Penelitian /Riset dan Hasil
Pengembangan IPTEK
Pendapatan Jasa di Bidang
Kehutanan

Pendapatan Wisata Alam
Pendapatan Iuran di Bidang
Kehutanan

Pendapatan Perizinan di Bidang
Kehutanan

Pendapatan penelitian, survei,
dan pengambilan sampel bidang
Kehutanan

Pendapatan pengujian,
sertifikasi, dan standardisasi
bidang Kehutanan

Pendapatan Denda/Kompensasi
di Bidang Kehutanan
Pendapatan Penggunaan Sarana
dan Prasarana Sesuai dengan
Tusi

Pendapatan sewa tanah,
Gedung, dan bangunan
Pendapatan dari KSP Tanah,
Gedung, dan bangunan
Pendapatan dari penjualan
peralatan dan mesin

dan lain-lain

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Penentuan target indikator Kinerja Sasaran Strategis Nilai PNBP
Fungsional untuk periode 2025-2029 memperhatikan target Renstra
Kementerian LHK tahun 2020-2024 Revisi yang menjadi titik acuan
kebijakan dan realisasi total dari nilai PNBP Fungsional Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebesar Rp8.33 triliun.
Tabel 12. Target nilai PNBP Kementerian Kehutanan

Indikator Satuan
Nilai PNBP
Fungsional Triliun
Kementerian Rupiah

Kehutanan

Target

2025 2026 2027 2028

7,72 8,29 8,86 9,42

MAP
421411

421411
421421

421435

425282

425434

425619

425611
425612

425255

425437

425282

425829

425151

425131
425134

425122

2029

9,99
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Sasaran Strategis 4 (T4.SS4). T4.SS4 Mewujudkan layanan
Kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital

Indikator Sasaran Strategis 1 (T4.SS4.1): Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan

1. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran
Hasil pengukuran secara kuantitatif terhadap persepsi pengguna
layanan atau masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh seluruh Unit Kerja selaku Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik/Organisasi Pelayanan Publik (OPP) di lingkungan
Kementerian Kehutanan. Pengukuran dilakukan melalui pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan instrumen survei
sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur Survei Kepuasan
Masyarakat pada Peraturan Menteri PANRB tersebut diantaranya :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan

Waktu Pelayanan

Biaya Pelayanan

Kesesuaian Produk Pelayanan

Kompetensi Pelaksana Layanan

Perilaku Pelaksana Layanan

Penanganan Pengaduan

. Sarana dan Prasarana

Batasan Pengukuran pada indikator tujuan ini, yaitu:

a. Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

b. Menggunakan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sebagai
indikator pengukuran

c. Dilakukan secara berkala, Tahunan / Semester / Triwulan

d. Menggunakan skala likert 4 tingkat dengan range 1 — 4.

PR 0 a0 TR

2. Konteks

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian
Kehutanan sebagai institusi pemerintah yang memberikan layanan
langsung kepada masyarakat berkewajiban untuk melakukan evaluasi
berkala terhadap kinerja pelayanannya. Salah satu alat evaluasi
tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh
dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang
telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017.

3. Dasar Pengukuran

Pengukuran indikator Nilai Reformasi merujuk pada beberapa

peraturan di antaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

d. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.
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Sumber Data

a.

Kuisioner/Survei Responden, dilakukan secara langsung
terhadap pengguna layanan dengan meminta melakukan
pengisian kuisioner/survei yang di dalamnya terdapat 9 unsur
Survei Kepuasan Masyarakat yang tertuang pada Peraturan
Menteri PANRB No 14 Tahun 2017

Responden Langsung, seperti pemohon izin, pelaku usaha,
masyarakat umum, mitra kerja/instansi pemerintah, dan pegawai
internal selaku pengguna layanan.

Sistem Informasi Layanan, dimana di dalamnya memuat jumlah
frekuensi penggunaan layanan, waktu penyelesaian, jumlah dan
jenis layanan yang digunakan dan feedback langsung dari
pengguna layanan

Dokumentasi pelayanan, meliputi buku tamu pelayanan, log
pengaduan masyarakat, forum konsultasi publik dan evaluasi
internal unit pelayanan.

Penanggung Jawab (Koordinator Pelaksana)

a.

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik/OPP
Direktorat, Biro, Pusat, Balai, UPT

1) Menyusun dan menetapkan dokumen Standar Pelayanan
sesuai Peraturan Menteri PANRB No 15

2) Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dengan
mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait melalui
Forum Konsultasi Publik (FKP) sesuai Peraturan Menteri
PANRB No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3) Menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat dengan
hasil Indeks Kepuasan Masyarakat secara rutin tahunan.
Jika survei dilakukan secara mandiri, harus dibentuk Tim
Pelaksana Survei untuk memastikan keberlanjutan
pelaksanaan survei. Jika survei dilakukan oleh Pihak Ketiga,
harus dipastikan bahwa pihak ketiga tersebut memiliki
kredibilitas dalam melaksanakan survei dan memahami
kaidah-kaidah Survei Kepuasan Masyarakat yang diatur
dalam Peraturan Menteri PANRB No 14 Tahun 2017.

4) Menyusun instrumen survei yang mencakup 9 unsur Survei
Kepuasan Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri
PANRB No 14 Tahun 2017. Pada data identitas responden
wajib menambahkan pertanyaan terkait dengan kondisi
disabilitas untuk melakukan pemetaan pengguna layanan.

5) Mengolah dan menganalisis hasil survei

6) Menyusunan dan menyampaikan laporan hasil survei pada
pimpinan, Biro SDM dan Organisasi serta Publik. Publikasi
hasil survei dapat dilakukan baik melalui media elektronik
dan non elekteronik secara luas dan transparan.

Biro SDM dan Organisasi secara kelembagaan memiliki

tanggungjawab

1) Menyusun Panduan Pelayanan Publik termasuk pedoman
teknis Survei Kepuasan Masyarakat di internal Kemenhut.

2) Memfasilitasi Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik/Organisasi Pelayanan Publik dalam pelaksanaan
pelayanan publik mulai dari penyusunan Standar Pelayanan
melalui Forum Konsultasi Publik hingga pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat.



220

3) Mengoordinasikan pelaksanaan survei lintas unit kerja

4) Mengolah, menganalisis dan menyusun laporan tahunan
Survei Kepuasan Masyarakat dengan hasil Indeks Kepuasan
Masyarakat Kementerian

5) Menyampaikan laporan Survei Kepuasan Masyarakat
Kementerian ke Kementerian PAN-RB

6) Mengawal tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat
berupa Indeks Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan
pelayanan

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu instrumen
berupa kuisioner mencakup 9 unsur yang diatur dalam Peraturan
Menteri PANRB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik, dan harus menyesuaikan dengan karakteristik layanan
(online, offline, hybrid). 9 unsur tersebut diantaranya:

1) Persyaratan

2) Sistem, Mekanisme, Prosedur Pelayanan

3) Waktu Pelayanan

4) Biaya Pelayanan

5) Kesesuaian Produk Pelayanan

6) Kompetensi Pelaksana Layanan

7)  Perilaku Pelaksana Layanan

8) Penanganan Pengaduan

9) Sarana dan Prasarana

Selanjutnya, tentukan populasi yaitu jumlah pengguna layanan
yang dapat dilihat dari periode sebelumnya. Sebagai contoh
pelaksanaan survei per semester, menentukan jumlah responden
minimal pada semester 2 dapat mengacu jumlah populasi
semester 1. Kemudian, tentukan jumlah sampel minimum yang
dapat dilihat pada tabel Krejcie Morgan sebagaimana terlampir
pada lampiran Peraturan Menteri PANRB No 14 tahun 2017.
Teknik Analisis data pada pengukuran Survei Kepuasan
Masyarakat wajib dilakukan secara univariate untuk mengetahui
nilai rerata dari setiap unsur, sebagai landasan perbaikan.
Analisis juga dapat diperdalam dengan analisis bivariate untuk
melihat korelasi antar unsur yang ada. Agar rencana tindak lanjut
lebih detil dan rinci, nilai unsur terendah dapat dipadukan
dengan analisa data kualitatif yang didapatkan. Unsur yang
digunakan pada pedoman disusun ke dalam kuisioner dengan 4
pilihan jawaban dengan penilaian menggunakan skala likert skor
1 sampai dengan 4. Analisis berikutnya melakukan konversi ke
dalam skala 100 dan kategorisasi mutu pelayanan mengacu pada
Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 sebagai berikut:
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Nilai s Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
. Nilai Interval >
Persepsi Konversi Pelayanan Pelayanan
1 1.00 - 2.5996  25.00 - 64.99 D Tidak Baik
2 2.60 - 3.064 65.00 - 76.60 C Kurang Baik
3 3.0644 - 3.532 76.61 — 88.30 B Baik
4 3.5324 -4.00 88.31- 100 A Sangat Baik

b. Pengolahan Data
Data yang diperoleh dilakukan pengolahan dengan menggunakan
“Nilai rata-rata tertimbang” pada masing-masing unsur
pelayanan. Dilakukan pengkajian terhadap setiap unsur
pelayanan dengan rumus sebagai berikut

Jumlah Bobot 1
jumlah Unsar 9 !

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit
pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang

dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai Rata — rata Tertimbang =

Total dari nilai persepsi per unsur o .
SKM = — x Nilai Penimbang
Total unsur yang terisi

Sedangkan untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM
yaitu antara 25 — 100, maka penilaian tersebut dikonversikan
dengan nilai dasar, dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

Target Indikator Sasaran Strategis
Penentuan target Indeks Kepuasan Masyarakat ini berdasarkan adanya

harapan mutu dan kinerja unit pelayanan Kementerian Kehutanan
yang semakin baik selama periode tahun 2025-2029. Angka target
ditentukan semakin meningkat dalam range 1-4 berdasarkan
kategorisasi mutu pelayanan yang merujuk pada Permen PANRB Nomor
14 Tahun 2017.

Tabel 14. Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan Kementerian Kehutanan

Target

Indikator Satuan 2025 2026 2027 2028 2029

Indeks Kepuasan

Masyarakat

terhadap Pelayanan Poin 3,00 3,20 3,30 3,40 3,50
Kementerian

Kehutanan
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